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Tanggal Efektif : 31 Agustus 2020

Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk ljarah : 2 - 3 September 2020
Tanggal Penjatahan : 4 September 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 8 September 2020
Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 8 September 2020
Tanggal Pencatatan Obligasi dan Sukuk ljarah pada PT Bursa Efek Indonesia : 9 September 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERUSAHAAN PERSEROAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
PROSPEKTUS INI.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Kegiatan Usaha Utama:
Pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan

Ber di Jakarta,

Kantor Pusat: Kantor Perwakilan:
JI. Trunojoyo Blok M-1 No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia Terdapat diseluruh wilayah Indonsesia
Tel.: (021) 7251234, 7250550, 7261122; Fax.: (021) 7221330;
Email: investor@pln.co.id, www.pln.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP24.000.000.000.000,- (DUA PULUH EMPAT TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV”)
dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)
(“SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP | TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:

SeriA : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp312.000.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol
persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen)
per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp158.000.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma
sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp841.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,65% (delapan
koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 15 (lima belas) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp161.000.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,86% (delapan koma
delapan enam persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 20 (dua puluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan
Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2025 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 September 2027 untuk Obligasi Seri B, tanggal 8 September 2030 untuk Obligasi Seri C, tanggal
8 September 2035 untuk Obligasi Seri D dan tanggal 8 September 2040 untuk Obligasi Seri E
dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP | TAHUN 2020
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP376.500.000.000,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) (“SUKUK IJARAH”)
Sukuk ljarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:

SeriA : Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah sebesar
Rp2.613.000.000 (dua miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri A atau Rp67.000.000 (enam puluh tujuh juta
Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah sebesar
Rp2.537.500.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri B atau Rp72.500.000
(tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri B, yang berjangka waktu 7 (tujuh)
tahun sejak tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah sebesar Rp15.800.000.000
(lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri C atau Rp79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) per
Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri C, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Emisi.

SeriD : Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah sebesar
Rp4.844.000.000 (empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri D atau Rp86.500.000 (delapan
puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri D, yang berjangka waktu 15 (lima belas)
tahun sejak tanggal Emisi.

Seri E : Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp46.500.000.000,- (empat puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah
sebesar Rp4.119.900.000 (empat miliar seratus Sembilan belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri E atau
Rp88.600.000 (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri E, yang
berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan ljarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan ljarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan Cicilan Imbalan ljarah terakhir sekaligus

dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan ljarah akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2025 untuk Sukuk ljarah Seri A, tanggal 8 Seprtember 2027 untuk Sukuk ljarah Seri B, tanggal

8 September 2030 untuk Sukuk ljarah Seri C, tanggal 8 September 2035 untuk Sukuk ljarah Seri D dan tanggal 8 September 2040 untuk Sukuk ljarah Seri E.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap Il dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk ljarah Berkelanjutan IV Tahap Il dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI
DAN SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK
IJARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI,
KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI
KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB | DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH
TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN
KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU
SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB | DALAM PROSPEKTUS INI.

PADA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL, MARJIN, ATAU IMBAL JASA SUKUK

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH PENGENDALIAN DILAKUKAN SECARA
LANGSUNG OLEH PEMERINTAH TERHADAP PERSEROAN SEBAGAIMANA TARIF LISTRIK YANG DIATUR LANGSUNG OLEH PEMERINTAH SEHINGGA DAPAT BERDAMPAK
MATERIAL ATAS KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INIADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN
DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL
EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk ljarah Berkelanjutan IV, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek
Indonesia (“Pefindo”):
JAAA (Triple A) JAAA _ (Triple A Syariah)

Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab | dalam Prospektus ini.

(sy)

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI”)

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk ljarah yang namanya tercantum di bawah ini
menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk ljarah Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

= \? <

7%~/ BAHANA (& BCAsekuritas ‘ASEUI;L! Danareksa  INDOPREMIER mandin trimegah
PT Bahana Sekuritas PT BCA Sekuritas PT BNI Sekuritas PT Danareksa PT Indo Permier PT Mandiri Sekuritas ~ PT Trimegah Sekuritas

(Terafiliasi) (Terafiliasi) Sekuritas (Terafiliasi) Sekuritas (Terafiliasi) Indonesia Tbk

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (Terafiliasi)

Prospektus ini diterbitkan pada tanggal 2 September 2020



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan 1V dan Sukuk ljarah Berkelanjutan IV kepada OJK dengan Surat No. 12118/
KEU.01.08/B01060100/2020 tanggal 29 Juni 2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan
pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM atau “Undang-Undang Pasar Modal”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi dan Sukuk ljarah pada BEI sesuai dengan
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk No. S-04261/BEI.PP2/07-2020 tanggal
28 Juli 2020 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan
Sukuk ljarah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan
yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk ljarah dan Peraturan
No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KE P-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009
tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk
ljarah ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan
mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik,
norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk ljarah ini, setiap pihak terafiliasi dilarang
memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus
ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk ljarah.

Tidak terdapat pihak yang membantu Perseroan dalam penyusunan Prospektus selain Penjamin
Pelaksana Emisi Efek

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk ljarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang
dalam Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan
definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas,
PT Mandiri Sekuritas, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang mempunyai hubungan afiliasi
dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Penjelasan mengenai
definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab Definisi dan Singkatan.

PENAWARAN UMUM OBLIGASIDAN SUKUKIJARAH INITIDAKDIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR
WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN
SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, KECUALI BILA
PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN
PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA
EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH
DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN
SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN TIDAKAKAN BERTENTANGAN
DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2
PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU
PERINGKAT TERAKHIRSAMPAIDENGAN PERSEROANTELAHMENYELESAIKAN SELURUHKEWAJIBAN
YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR
DALAM PERATURAN NO. IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/
BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/
ATAU SUKUK (“PERATURAN NO. IX.C.117).
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DEFINISI DAN SINGKATAN

Addendum Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi/
Sukuk ljarah

Afiliasi

Agen Pembayaran

Akad ljarah

Akad Wakalah

AMDAL

Bank Kustodian

BAPEPAM

: berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian

Perwaliamanatan  Obligasi/Sukuk ljarah dan  perubahan-
perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau
pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi/Sukuk ljarah.

: berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1

Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai
derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.

b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau
Komisaris dari pihak tersebut.

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu
atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama.

d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung
maupun tidak langsung yang mengendalikan atau dikendalikan
oleh perusahaan tersebut.

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik
langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

f.  hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

. berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk dengan

perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu
melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan
Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang
Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama
Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari
Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana
diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

. berarti suatu akad yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2020

antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk ljarah, yang dibuat di
bawah tangan bermeterai cukup.

. berarti suatu akad yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2020

antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk ljarah, yang dibuat di
bawah tangan bermeterai cukup.

. berarti singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yaitu

kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.

: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam

atau Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan kegiatan usaha
sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Pasar Modal.

. berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
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BAPEPAM dan LK

Bunga Obligasi

BEI

Cicilan Imbalan ljarah

Daftar Pemegang Rekening

Denda

Dokumen Penawaran Umum

. berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal
30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-
LK dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementrian Keuangan.

. berarti tingkat bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi

per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang
Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan.

: berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem

dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli
Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di
antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia,
berkedudukan di Jakarta Selatan

. berarti bagian dari Imbalan Sukuk ljarah yang wajib dibayar oleh

Perseroan kepada Pemegang Sukuk ljarah sebagai imbalan atas
manfaat yang diterima oleh Perseroan dari pihak ketiga, yang
pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran
Cicilan Imbalan ljarah berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk ljarah.

. berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan

tentang kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk ljarah oleh seluruh
Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk ljarah melalui
Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara
lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk ljarah,
status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi dan/atau
Pemegang Sukuk ljarah berdasarkan data-data yang diberikan oleh
Pemegang Rekening kepada KSEI.

. berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat

adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/
atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun diatas
tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dan jumlah
dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak
hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban
yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan
Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus
enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh)
Hari Kalender.

berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan 1V dan Sukuk ljarah Berkelanjutan IV, Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
ljarah, Pengakuan Utang Obligasi dan Pengikatan Kewajiban
Sukuk ljarah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian
Penjaminan Emisi Sukuk ljarah, Akad ljarah, Akad Wakalah,
Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen
Pembayaran Sukuk ljarah, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat
Utang dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI,
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Dokumen Pernyataan
Pendaftaran Emisi Obligasi/Sukuk ljarah sebagaimana disampaikan
kepada OJK, sesuai Peraturan No. IX.A.2, termasuk namun tidak
terbatas pada Prospektus sebagaimana akan diedarkan kepada
Masyarakat.
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Efek

Efek Syariah

Efektif

Emisi

Entitas Anak

Gagal Bayar

Hari Bursa

Hari Kalender

Hari Kerja

Imbalan ljarah

. berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan
Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap
derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 5 UUPM.

. berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang (i) akad,

cara pengelolaan, kegiatan usaha; (ii) aset yang menjadi landasan
akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang
terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah di pasar modal.

. berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan

Pendaftaran sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.2,

yaitu :

a. atasdasarlewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak
tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap,
atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan
terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan
atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang
diperlukan.

. berarti penerbitan Obligasi dan Sukuk ljarah oleh Perseroan untuk

ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran
Umum.

. berarti perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, yang laporan

keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

: berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban

keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya
lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor,
sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.

. berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa

Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut
merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur
oleh Bursa Efek.

: berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender

Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur
nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari
kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh
Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.

: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur

nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan
Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan
oleh Pemerintah.

. berarti semua jumlah keseluruhan dana yang wajib dibayarkan oleh

Perseroan kepada Pemegang Sukuk ljarah sehubungan dengan
Emisi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah serta
perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi
ini, yang berupa Cicilan Imbalan ljarah, Sisa Imbalan ljarah dan
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang harus
dibayar oleh Perseroan dari waktu ke waktu selama berlakunya
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah.
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IAPI
ISAK 8

ISAK 16

Jumlah Yang Terutang

Kompensasi Kerugian Akibat
Keterlambatan

Konfirmasi Tertulis

Konfirmasi Tertulis Untuk
RUPO/RUPSI atau KTUR

. berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.

. berarti Intepretasi Akuntansi Keuangan 8 : Penentuan Apakah Suatu

Perjanjian Mengandung Suatu Sewa.

. berarti Intepretasi Akuntansi Keuangan 16 : Perjanjian Konsesi

Jasa.

. berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada

Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan
Obligasi, termasuk jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan
Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.

. berarti jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang

Sukuk ljarah berdasarkan Fatwa No. 43/DSN/MUI/VI111/2004 tentang

Ganti Rugi (ta’'widh) sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan

Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Cicilan Imbalan

ljarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan ljarah dimana

dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk
ljarah yang mengakibatkan Pemegang Sukuk ljarah dirugikan
sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Besarnya

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut ditentukan

dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah, sebagai berikut:

- Sukuk ljarah Seri A sebesar Rp213.889,- (dua ratus tiga belas
ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) untuk setiap
kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah
keterlambatan untuk setiap hari yang terlewati;

- Sukuk ljarah Seri B sebesar Rp229.167,- (dua ratus dua puluh
sembilan ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) untuk setiap
kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah
keterlambatan untuk setiap hari yang terlewati;

- Sukuk ljarah Seri C sebesar Rp247.222,- (dua ratus empat
puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) untuk setiap
kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah
keterlambatan untuk setiap hari yang terlewati;

- Sukuk ljarah Seri D sebesar Rp268.056,- (dua ratus enam
puluh delapan ribu lima puluh enam Rupiah) untuk setiap
kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah
keterlambatan untuk setiap hari yang terlewati;

- Sukuk ljarah Seri E sebesar Rp273.889,- (dua ratus tujuh puluh
tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) untuk
setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari
jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewati.

. berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi/Sukuk

ljarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau
Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening
Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi/
Sukuk ljarah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi/
Cicilan Imbalan ljarah, pelunasan Pokok Obligasi/pembayaran
kembali Sisa Imbalan ljarah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan
Obligasi/Sukuk ljarah.

. berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk

ljarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi dan/
atau Sukuk ljarah melalui Pemegang Rekening untuk keperluan
menghadiri RUPO dan/atau RUPSI atau mengajukan permintaan
agar diselenggarakannya RUPO dan/atau RUPSI, dengan
memperhatikan ketentuan KSEI.

Vi
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KSEI

Kustodian

Manajer Penjatahan

Masa Penawaran Umum

Masyarakat

Menkumham

. berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di

Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana
didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam
Emisi Obligasi/Sukuk ljarah bertugas sebagai Agen Pembayaran
berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian
Pembayaran Sukuk ljarah dan mengadministrasikan Obligasi dan
Sukuk ljarah berdasarkan , Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat
Utang dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.

: berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain

yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima
Imbalan ljarah dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan
mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi
KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

: berarti PT Mandiri Sekuritas yang bertanggung jawab atas

penjatahan Obligasi dan Sukuk ljarah yang ditawarkan sesuai
dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.

. berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan

pemesanan Obligasi dan Sukuk ljarah sebagaimana diatur dalam
Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan
Sukuk ljarah (“FPPQO”), yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja
dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian
perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari
Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk ljarah,
maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran
Umum Obligasi dan Sukuk ljarah untuk periode yang sama dengan
masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.

. berarti perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga

negara asing dan/atau badan hukum baik badan hukum Indonesia
maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau
berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau
berkedudukan hukum di luar Indonesia.

. berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia.

Vii
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Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV

. berarti surat utang dengan nama “Obligasi Berkelanjutan IV PLN

Tahap | Tahun 2020”, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada
Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo
Obligasi, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000
(satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam 5 (lima)
seri yang masing-masing nilainya ditentukan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah
sebesar Rp312.000.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar
Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma
tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah
5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara
penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah
sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar
Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma
dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah
7 (tujuh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara
penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah
sebesar Rp158.000.000.000,- (seratus lima puluh delapan
miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh
koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu
Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal
jatuh tempo.

Seri D: Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah
sebesar Rp841.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh
satu miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,65%
(delapan koma enam lima persen) per tahun. Jangka
waktu Obligasi adalah 15 (lima belas) tahun. Pembayaran
Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada
saat tanggal jatuh tempo.

Seri E: Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan adalah
sebesar Rp161.000.000.000,- (seratus enam puluh
satu miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,86%
(delapan koma delapan enam persen) per tahun. Jangka
waktu Obligasi adalah 20 (dua puluh) tahun. Pembayaran
Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada
saat tanggal jatuh tempo.

terhitung sejak Tanggal Emisi dan jumlah Pokok Obligasi tersebut

dapatberkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/

atau pembelian kembali sebagai pelunasan obligasi sebagaimana
dibuktikan dengan Sertipikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat
sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

: berarti Obligasi Berkelanjutan IV PLN, yang akan ditawarkan oleh

Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran
Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun
sebesar Rp24.000.000.000.000 (dua puluh empat triliun Rupiah).

viii
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Objek ljarah

Otoritas Jasa Keuangan atau
OJK

Pemegang Obligasi

Pemegang Sukuk ljarah

Pemegang Rekening

Pemeringkat

Pemerintah

Penawaran Umum

Penawaran Umum
Berkelanjutan

Pengakuan Utang Obligasi

: berarti berupa jaringan listrik di UP3 Menteng dengan nilai

Rp376.500.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima
ratus juta Rupiah) kepada Wali Amanat Sukuk ljarah selaku wakil
Pemegang Sukuk ljarah serta memberikan hak untuk menggunakan
dan/atau menyewakan kembali hak manfaat atas Objek ljarah
kepada pihak lain dan Wali Amanat Sukuk ljarah setuju untuk
menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian hak atas Objek
ljarah tersebut dari Perseroan.

: berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga

yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK?).

. berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau

seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam :

a. Rekening Efek pada KSEI; atau

b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek.

. berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk

ljarah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk

ljarah, yang terdiri dari:

a. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas
Sukuk ljarah; dan/atau

b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan
investasi atas Sukuk ljarah melalui Pemegang Rekening.

. berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek

di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek
dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan
peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

: berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) atau perusahaan

pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan yang disetujui sebagai
penggantinya oleh Wali Amanat.

. berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

. berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk ljarah yang dilakukan

oleh Perseroan untuk menjual Obligasi dan Sukuk ljarah kepada
Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-
Undang Pasar Modal, serta menurut ketentuan-ketentuan yang
dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian
Penjaminan Emisi Sukuk ljarah.

: berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan IV

dan Sukuk ljarah Berkelanjutan IV yang dilakukan secara bertahap
oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.

. berarti perjanjian yang dibuat oleh Perseroan, sebagaimana

tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan
IV PLN Tahap | Tahun 2020 No. 122 tanggal 28 Agustus 2020,
yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta
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Pengakuan Kewajiban Sukuk
ljarah

Penitipan Kolektif

Penjamin Emisi Obligasi dan
Sukuk ljarah

Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dan Sukuk ljarah

Peraturan No. IX.A.2

Peraturan No. IX.A.7

Peraturan No. IX.C.11

Perjanjian Agen Pembayaran
Obligasi

Perjanjian Agen Pembayaran
Sukuk ljarah

Perjanjian Pendaftaran Efek
Bersifat Utang di KSEI

. berarti perjanjian yang dibuat oleh Perseroan, sebagaimana

tercantum  dalam Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk ljarah
Berkelanjutan IV PLN Tahap | Tahun 2020 No. 125, tanggal 28
Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris
di Jakarta

. berarti jasa penitipan atas Efek dan Efek Syariah yang dimiliki

bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili
oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Pasar Modal.

. berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan

untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk ljarah
atas nama Perseroan dan dan menjamin sesuai dengan bagian
masing-masing dengan kesanggupan penuh untuk membeli dan
membayar sisa Obligasi dan Sukuk ljarah yang tidak diambil oleh
Masyarakat, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT
BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo
Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Sukuk ljarah.

. berarti pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan

Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk ljarah yang dalam hal ini
adalah, PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas,
PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri
Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan
syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk ljarah.

. berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata
Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang
Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

. berarti Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang
Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

: berarti perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan

pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi serta
pembayaran Denda (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Akta
Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap
| Tahun 2020 No. 7 tanggal 3 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Aulia
Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

. berarti perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan

pembayaran Cicilan Imbalan ljarah serta pembayaran kembali
Sisa Imbalan ljarah dan pembayaran Kompensasi Kerugian
Akibat Keterlambatan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam
Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk ljarah Berkelanjutan IV
PLN Tahap | Tahun 2020 No. 8 tanggal 3 Juli 2020 yang dibuat di
hadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

. berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal

Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-007/OBL/KSEI/0620 tanggal
3 Juli 2020 yang dibuat di bawah tangan.
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Perjanjian Pendaftaran Surat
Berharga Syariah

Persetujuan Prinsip Pencatatan
Efek Bersifat Utang dan Sukuk

Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi

Perjanjian Penjaminan Emisi
Sukuk ljarah

Perjanjian Perwaliamanatan
Obligasi

berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal
Pendaftaran Sukuk ljarah di KSEI No. SP-016/SKK/KSEI/0620
tanggal 3 Juli 2020 yang dibuat di bawah tangan.

. berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek kepada

Perseroan berdasarkan Surat No. S-04261/BEI.PP2/07-2020
tanggal 28 Juli 2020 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek
Bersifat Utang dan Sukuk.

. berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV PLN

Tahap | Tahun 2020, yang dibuat oleh Perseroan dan Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap
| Tahun 2020 No. 55 tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana diubah
dengan Akta Adendum | Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi
Berkelanjutan IV PLN Tahap | Tahun 2020 No. 133, tanggal 21 Juli
2020 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum Il Perjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap | Tahun
2020 No. 50 , tanggal 10 Agustus 2020 dan diubah dengan Akta
Adendum Il Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV
PLN Tahap | Tahun 2020 No. 121, tanggal 28 Agustus 2020 yang
dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

. berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk ljarah Berkelanjutan IV

PLN Tahap | Tahun 2020, yang dibuat antara Perseroan dengan
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk ljarah, sebagaimana tercantum
dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk ljarah Berkelanjutan
IV PLN Tahap | Tahun 2020 No. 57 tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana
diubah dengan Akta Adendum | Perjanjian Penjaminan Emisi
Sukuk ljarah Berkelanjutan IV PLN Tahap | Tahun 2020 No. 135,
tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum
Il Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk ljarah Berkelanjutan IV PLN
Tahap | Tahun 2020 No. 52, tanggal 10 Agustus 2020 dan diubah
dengan Akta Adendum Ill Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk
ljarah Berkelanjutan IV PLN Tahap | Tahun 2020 No. 124, tanggal
28 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta.

. berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PLN

Tahap | Tahun 2020 yang dibuat oleh Perseroan dan Wali Amanat
sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan
Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap | Tahun 2020 No.54 tanggal
26 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum |
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap
| Tahun 2020 No.132, tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana diubah
dengan Akta Adendum Il Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
Berkelanjutan IV PLN Tahap | Tahun 2020 No. 49, tanggal
10 Agustus 2020, dan diubah dengan Akta Adendum lll Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap | Tahun
2020 No. 120, tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan
Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
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Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk ljarah

Pernyataan Pendaftaran

Pernyataan Penawaran
Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan IV dan Sukuk
ljarah Berkelanjutan IV

Perseroan

Perusahaan Afiliasi Negara
Republik Indonesia

Perusahaan Efek

Prinsip Syariah di Pasar Modal

POJK No. 6/2017

. berarti

. berarti Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah Berkelanjutan IV

PLN Tahap | Tahun 2020 yang dibuat antara Perseroan dengan
Wali Amanat Sukuk sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian
Perwaliamatan Sukuk Berkelanjutan IV PLN Tahap | Tahun 2020
No. 56 tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta
Adendum | Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Berkelanjutan IV PLN
Tahap | Tahun 2020 No. 134 tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana
diubah dengan Akta Adendum |l Perjanjian Perwaliamatan
Sukuk Berkelanjutan IV PLN Tahap | Tahun 2020 No. 51 tanggal
10 Agustus 2020 dan diubah dengan Akta Adendum Il Perjanjian
Perwaliamatan Sukuk Berkelanjutan IV PLN Tahap | Tahun 2020
No. 123, tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Aulia
Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh
Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan IV dan Sukuk ljarah Berkelanjutan IV sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal
Juncto POJK No. 7/2017.

Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan IV dan Sukuk ljarah Berkelanjutan IV PLN yang dibuat
oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV
PLN No. 53 tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan
Akta Adendum | Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan IV PLN No. 131 tanggal 21 Juli 2020 yang
diubah dengan Akta Adendum Il Pernyataan Penawaran Umum
Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PLN No. 48 tanggal
10 Agustus 2020 dan diubah dengan Akta Adendum Il Pernyataan
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PLN
No. 119, tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Aulia
Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

. berarti pihak yang melakukan Emisi Obligasi dan Sukuk ljarah, yang

dalam hal ini perseroan terbatas PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA atau disingkat
PT. PLN (PERSERO), berkedudukan di Jakarta Selatan.

. berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi

dengan Emiten karena:

a. kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia
baik langsung maupun tidak langsung; atau

b. dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh
Pemerintah Republik Indonesia.

. berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin

Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

. berarti prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar

Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis
Ulama Indonesia (“DSN-MUI") sepanjang fatwa dimaksud tidak
bertentangan dengan POJK No. 15/2015 dan/atau Peraturan OJK
lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

. berarti Peraturan OJK No. 6/POJK.04/2017 tanggal 1 Maret 2017

tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian
Jual Beli Tenaga Listrik.
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POJK No.

POJK No.

POJK No.

POJK No.

POJK No.

POJK No.

POJK No.

POJK No.

POJK No.

POJK No.

POJK No.

POJK No.

7/2017

9/2017

15/2015

30/2015

32/2014

33/2014

35/2014

36/2014

55/2015

56/2015

19/2020

20/2020

. berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret

2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/
atau Sukuk.

. berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017

tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam
Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

. berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November

2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

. berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember

2015tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum.

: berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember

2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana beberapa
ketentuan di dalamnya telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/
POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 32/POJK.04/2014.

. berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember

2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik.

. berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember

2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan
Publik.

. berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember

2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang
dan/atau Sukuk.

. berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember

2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
Komite Audit.

. berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember

2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam
Unit Audit Internal.

. berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020

tentang tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai
Wali Amanat.

: berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020

tentang Kontrak Perwaliamatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau
Sukuk.
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Pokok Obligasi

Prospektus

. berartijumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi

berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada
Tanggal Emisi memiliki jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000
(satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam 5 (lima) seri
yang masing-masing nilainya ditentukan dalam Adendum Perjanjian
Perwaliamanatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah
sebesar Rp312.000.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar
Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma
tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah
5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara
penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah
sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar
Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma
dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah
7 (tujuh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara
penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah
sebesar Rp158.000.000.000,- (seratus lima puluh delapan
miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh
koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu
Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal
jatuh tempo.

Seri D: Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah
sebesar Rp841.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh
satu miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,65%
(delapan koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu
Obligasi adalah 15 (lima belas) tahun. Pembayaran Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal
jatuh tempo.

Seri E: Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan adalah
sebesar Rp161.000.000.000,- (seratus enam puluh satu
miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,86% (delapan
koma delapan enam persen) per tahun. Jangka waktu
Obligasi adalah 20 (dua puluh) tahun. Pembayaran Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal
jatuh tempo.

terhitung sejak Tanggal Emisi dan jumlah Pokok Obligasi tersebut

dapatberkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasidan/

atau pembelian kembali sebagai pelunasan obligasi sebagaimana
dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat
sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

. berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran

Umum yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar
Masyarakat membeli obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal
1 angka 26 Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK
No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan
Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran
Umum Efek Bersifat Utang, dengan memperhatikan Peraturan OJK
No. 7/2017.

Xiv
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Prospektus Awal

Prospektus Ringkas
PSAK 30

Rekening Efek

RUPO

RUPSI

RUPS

RUPSLB

Satuan Pemindahbukuan

Sertifikat Jumbo Obligasi

Sertifikat Jumbo Sukuk ljarah

Sisa Imbalan ljarah

: Berarti berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi

dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian
dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai
nominal, jumlah dan harga penawaran Obligasi, penjaminan
emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain
yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum
dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK
No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektius Awal dan Info Memo,
tanggal 22 Juni 2017.

. berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal

: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 30 (Revisi 2011) :

Sewa.

. berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau

Sukuk ljarah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan/atau
Pemegang Sukuk ljarah yang diadministrasikan oleh KSEI atau
Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening
Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang
Sukuk ljarah.

. berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana

diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

. berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Sukuk ljarah

sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
ljarah.

. berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang

diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan.

: berarti singkatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan.

. berarti satuan jumlah Obligasi atau Sukuk ljarah yang dapat

dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya,
sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan
Obligasi atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah.

. berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan

kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau
tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi
melalui Pemegang Rekening.

. berarti bukti penerbitan Sukuk ljarah yang disimpan dalam penitipan

kolektif di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan
Pemegang Sukuk ljarah melalui Pemegang Rekening.

: berarti jumlah pokok bagian dari Imbalan ljarah atas pengalihan

manfaat kepada pihak ketiga yang waijib dibayar oleh Perseroan
kepada Pemegang Sukuk ljarah yang pada Tanggal Emisi
berjumlah sebesar Rp376.500.000.000,- (tiga ratus ratus tujuh
puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) yang harus dibayar
kembali oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa
Imbalan ljarah dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk ljarah.
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Sukuk

Sukuk ljarah

berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan

yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak

terpisahkan atau tidak terbagi atas:

a. kepemilikan aset berwujud tertentu;

b. nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas
investasi tertentu;

c. jasayang sudah ada maupun akan ada;

d. aset proyek tertentu; dan/atau kegiatan yang sudah ditentukan.

. berarti “SUKUK [JARAH BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP |

TAHUN 2020” yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang
Sukuk ljarah dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk ljarah
dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk ljarah, dalam jumlah Sisa Imbalan ljarah
sebesar Rp376.500.000.000,- (tiga ratus ratus tujuh puluh enam
miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi dalam 5 (lima) seri dengan

ketentuan sebagai berikut:
Seri A: Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri A yang

ditawarkan adalah sebesar Rp39.000.000.000,- (tiga puluh
sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah
sebesar Rp2.613.000.000 (dua miliar enam ratus tiga belas
juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan
ljarah Sukuk ljarah Seri A atau Rp67.000.000 (enam puluh
tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah)
per tahun dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri
A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi.

Seri B: Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri B yang
ditawarkan adalah sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga
puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah
sebesar Rp2.537.500.000,- (dua miliar lima ratus tiga
puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang
dihitung dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri
B atau Rp72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu
Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun
dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri B, yang
berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal Emisi.

Seri C: Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri C yang
ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua
ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah sebesar
Rp15.800.000.000 (lima belas miliar delapan ratus juta
Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan
ljarah Sukuk ljarah Seri C atau Rp79.000.000 (tujuh puluh
sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar
Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk
ljarah Seri C, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun
sejak tanggal Emisi.

Seri D: Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri D yang
ditawarkan adalah sebesar Rp56.000.000.000,- (lima puluh
enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah sebesar
Rp4.844.000.000 (empat miliar delapan ratus empat puluh
empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah
Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri D atau Rp86.500.000
(delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per
Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah
Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri D, yang berjangka
waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal Emisi.
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Tanggal Distribusi

Tanggal Emisi

Tanggal Pelunasan Pokok

Tanggal Pembayaran Kembali
Sisa Imbalan
ljarah

Tanggal Pembayaran

Seri E: Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri E yang
ditawarkan adalah sebesar Rp46.500.000.000,- (empat
puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan
Imbalan ljarah sebesar Rp4.119.900.000 (empat miliar
seratus Sembilan belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) per
tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk
ljarah Seri E atau Rp88.600.000 (delapan puluh delapan juta
enam ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar
Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk
ljarah Seri E, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun
sejak tanggal Emisi.

sejak Tanggal Emisi dimana jumlah Sisa Imbalan ljarah tersebut
dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (buy back)
sebagai pembayaran kembali Sukuk ljarah dengan memperhatikan
syarat-syarat  sebagaimana  diuraikan  dalam  Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk ljarah, yang akan dicatatkan di Bursa Efek
dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat
Berharga Syariah di KSEI.

. berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat

Jumbo Sukuk ljarah hasil Penawaran Umum beserta bukti
kepemilikan Obligasi dan Sukuk ljarah yang wajib dilakukan kepada
pembeli Obligasi dan/atau Sukuk ljarah dalam Penawaran Umum,
yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua)
Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan.

: berarti Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk ljarah ke dalam

Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk
ljarah berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan
Sukuk ljarah yang diterima KSEI dari Emiten yang juga merupakan
Tanggal Pembayaran

. berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo

dan waijib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana
ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen
Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi.

. berarti tanggal dimana jumlah Sisa Imbalan ljarah menjadi jatuh

tempo dan dapat ditagihnya seluruh Sisa Imbalan ljarah dan wajib
dibayar kepada Pemegang Sukuk ljarah sebagaimana ditetapkan
dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran,
dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah,
yaitu pada tanggal 8 September 2025 untuk Sukuk ljarah Seri A,
tanggal 8 September 2027 untuk Sukuk ljarah Seri B, tanggal 8
September 2030 untuk Sukuk ljarah Seri C, tanggal 8 September
2035 untuk Sukuk ljarah Seri D dan tanggal 8 September 2040
untuk Sukuk ljarah Seri E.

. berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi dan Sukuk

ljarah kepada Emiten yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi
dan Sukuk ljarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
Sukuk ljarah ke dalam rekening Emiten (in good funds) berdasarkan
ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk
ljarah, yaitu pada tanggal 8 September 2020
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Tanggal Pembayaran Bunga

. berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi
jatuh tempo dan waijib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi
yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening
melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan
dana Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dimana Bunga Obligasi
pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020,
sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan
Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2025 untuk
Obligasi Seri A, tanggal 8 September 2027 untuk Obligasi Seri
B, tanggal 8 September 2030 untuk Obligasi Seri C, tanggal
8 September 2035 untuk Obligasi Seri D dan tanggal 8 September
2040 untuk Obligasi Seri E.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing
seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bl;:?a SeriA Seri B Seri C Seri D Seri E
1 8 Desember 2020 8 Desember 2020 8 Desember 2020 8 Desember 2020 8 Desember 2020
2 8 Maret 2021 8 Maret 2021 8 Maret 2021 8 Maret 2021 8 Maret 2021
3 8 Juni 2021 8 Juni 2021 8 Juni 2021 8 Juni 2021 8 Juni 2021
4 8 September 2021 8 September 2021 8 September 2021 8 September 2021 8 September 2021
5 8 Desember 2021 8 Desember 2021 8 Desember 2021 8 Desember 2021 8 Desember 2021
6 8 Maret 2022 8 Maret 2022 8 Maret 2022 8 Maret 2022 8 Maret 2022
7 8 Juni 2022 8 Juni 2022 8 Juni 2022 8 Juni 2022 8 Juni 2022
8 8 September 2022 8 September 2022 8 September 2022 8 September 2022 8 September 2022
9 8 Desember 2022 8 Desember 2022 8 Desember 2022 8 Desember 2022 8 Desember 2022
10 8 Maret 2023 8 Maret 2023 8 Maret 2023 8 Maret 2023 8 Maret 2023
1 8 Juni 2023 8 Juni 2023 8 Juni 2023 8 Juni 2023 8 Juni 2023
12 8 September 2023 8 September 2023 8 September 2023 8 September 2023 8 September 2023
13 8 Desember 2023 8 Desember 2023 8 Desember 2023 8 Desember 2023 8 Desember 2023
14 8 Maret 2024 8 Maret 2024 8 Maret 2024 8 Maret 2024 8 Maret 2024
15 8 Juni 2024 8 Juni 2024 8 Juni 2024 8 Juni 2024 8 Juni 2024
16 8 September 2024 8 September 2024 8 September 2024 8 September 2024 8 September 2024
17 8 Desember 2024 8 Desember 2024 8 Desember 2024 8 Desember 2024 8 Desember 2024
18 8 Maret 2025 8 Maret 2025 8 Maret 2025 8 Maret 2025 8 Maret 2025
19 8 Juni 2025 8 Juni 2025 8 Juni 2025 8 Juni 2025 8 Juni 2025
20 8 September 2025 8 September 2025 8 September 2025 8 September 2025 8 September 2025
21 8 Desember 2025 8 Desember 2025 8 Desember 2025 8 Desember 2025
22 8 Maret 2026 8 Maret 2026 8 Maret 2026 8 Maret 2026
23 8 Juni 2026 8 Juni 2026 8 Juni 2026 8 Juni 2026
24 8 September 2026 8 September 2026 8 September 2026 8 September 2026
25 8 Desember 2026 8 Desember 2026 8 Desember 2026 8 Desember 2026
26 8 Maret 2027 8 Maret 2027 8 Maret 2027 8 Maret 2027
27 8 Juni 2027 8 Juni 2027 8 Juni 2027 8 Juni 2027
28 8 September 2027 8 September 2027 8 September 2027 8 September 2027
29 8 Desember 2027 8 Desember 2027 8 Desember 2027
30 8 Maret 2028 8 Maret 2028 8 Maret 2028
31 8 Juni 2028 8 Juni 2028 8 Juni 2028
32 8 September 2028 8 September 2028 8 September 2028
33 8 Desember 2028 8 Desember 2028 8 Desember 2028
34 8 Maret 2029 8 Maret 2029 8 Maret 2029
35 8 Juni 2029 8 Juni 2029 8 Juni 2029
36 8 September 2029 8 September 2029 8 September 2029
37 8 Desember 2029 8 Desember 2029 8 Desember 2029
38 8 Maret 2030 8 Maret 2030 8 Maret 2030
39 8 Juni 2030 8 Juni 2030 8 Juni 2030
40 8 September 2030 8 September 2030 8 September 2030
41 8 Desember 2030 8 Desember 2030
42 8 Maret 2031 8 Maret 2031
43 8 Juni 2031 8 Juni 2031
44 8 September 2031 8 September 2031
45 8 Desember 2031 8 Desember 2031
46 8 Maret 2032 8 Maret 2032
47 8 Juni 2032 8 Juni 2032
48 8 September 2032 8 September 2032
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Tanggal Pembayaran Cicilan
Imbalan Sukuk
ljarah

B‘l’(:?a Seri A SeriB SeriC SeriD Seri E
49 8 Desember 2032 8 Desember 2032
50 8 Maret 2033 8 Maret 2033
51 8 Juni 2033 8 Juni 2033
52 8 September 2033 8 September 2033
53 8 Desember 2033 8 Desember 2033
54 8 Maret 2034 8 Maret 2034
55 8 Juni 2034 8 Juni 2034
56 8 September 2034 8 September 2034
57 8 Desember 2034 8 Desember 2034
58 8 Maret 2035 8 Maret 2035
59 8 Juni 2035 8 Juni 2035
60 8 September 2035 8 September 2035
61 8 Desember 2035
62 8 Maret 2036
63 8 Juni 2036
64 8 September 2036
65 8 Desember 2036
66 8 Maret 2037
67 8 Juni 2037
68 8 September 2037
69 8 Desember 2037
70 8 Maret 2038
71 8 Juni 2038
72 8 September 2038
73 8 Desember 2038
74 8 Maret 2039
75 8 Juni 2039
76 8 September 2039
77 8 Desember 2039
78 8 Maret 2040
79 8 Juni 2040
80 8 September 2040

berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Cicilan Imbalan
ljarah kepada Pemegang Sukuk ljarah yang berhak, yang ditentukan
berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah, dimana Cicilan
Imbalan ljarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember
2020, sedangkan Cicilan Imbalan ljarah terakhir sekaligus dengan
pembayaran kembali Sisa Imbalan ljarah akan dibayarkan pada
tanggal 8 September 2025 untuk Sukuk ljarah Seri A, tanggal
8 Seprtember 2027 untuk Sukuk ljarah Seri B, tanggal 8 September
2030 untuk Sukuk ljarah Seri C, tanggal 8 September 2035 untuk
Sukuk ljarah Seri D dan tanggal 8 September 2040 untuk Sukuk
ljarah Seri E

Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan ljarah untuk masing-
masing seri Sukuk ljarah adalah sebagai berikut:

Cicilan
Imbalan ljarah SeriA Seri B Seri C SeriD Seri E
ke-

8 Desember 2020 8 Desember 2020 8 Desember 2020 8 Desember 2020 8 Desember 2020
8 Maret 2021 8 Maret 2021 8 Maret 2021 8 Maret 2021 8 Maret 2021

8 Juni 2021 8 Juni 2021 8 Juni 2021 8 Juni 2021 8 Juni 2021

8 September 2021 8 September 2021 8 September 2021 8 September 2021 8 September 2021
8 Desember 2021 8 Desember 2021 8 Desember 2021 8 Desember 2021 8 Desember 2021
8 Maret 2022 8 Maret 2022 8 Maret 2022 8 Maret 2022 8 Maret 2022

8 Juni 2022 8 Juni 2022 8 Juni 2022 8 Juni 2022 8 Juni 2022

8 September 2022 8 September 2022 8 September 2022 8 September 2022 8 September 2022
8 Desember 2022 8 Desember 2022 8 Desember 2022 8 Desember 2022 8 Desember 2022
8 Maret 2023 8 Maret 2023 8 Maret 2023 8 Maret 2023 8 Maret 2023

8 Juni 2023 8 Juni 2023 8 Juni 2023 8 Juni 2023 8 Juni 2023

8 September 2023 8 September 2023 8 September 2023 8 September 2023 8 September 2023
13 8 Desember 2023 8 Desember 2023 8 Desember 2023 8 Desember 2023 8 Desember 2023
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Cicilan
Imbalan ljarah SeriA Seri B Seri C SeriD Seri E

ke-

14 8 Maret 2024 8 Maret 2024 8 Maret 2024 8 Maret 2024 8 Maret 2024
15 8 Juni 2024 8 Juni 2024 8 Juni 2024 8 Juni 2024 8 Juni 2024
16 8 September 2024 8 September 2024 8 September 2024 8 September 2024 8 September 2024
17 8 Desember 2024 8 Desember 2024 8 Desember 2024 8 Desember 2024 8 Desember 2024
18 8 Maret 2025 8 Maret 2025 8 Maret 2025 8 Maret 2025 8 Maret 2025
19 8 Juni 2025 8 Juni 2025 8 Juni 2025 8 Juni 2025 8 Juni 2025
20 8 September 2025 8 September 2025 8 September 2025 8 September 2025 8 September 2025
21 8 Desember 2025 8 Desember 2025 8 Desember 2025 8 Desember 2025
22 8 Maret 2026 8 Maret 2026 8 Maret 2026 8 Maret 2026
23 8 Juni 2026 8 Juni 2026 8 Juni 2026 8 Juni 2026
24 8 September 2026 8 September 2026 8 September 2026 8 September 2026
25 8 Desember 2026 8 Desember 2026 8 Desember 2026 8 Desember 2026
26 8 Maret 2027 8 Maret 2027 8 Maret 2027 8 Maret 2027
27 8 Juni 2027 8 Juni 2027 8 Juni 2027 8 Juni 2027
28 8 September 2027 8 September 2027 8 September 2027 8 September 2027
29 8 Desember 2027 8 Desember 2027 8 Desember 2027
30 8 Maret 2028 8 Maret 2028 8 Maret 2028
31 8 Juni 2028 8 Juni 2028 8 Juni 2028
32 8 September 2028 8 September 2028 8 September 2028
33 8 Desember 2028 8 Desember 2028 8 Desember 2028
34 8 Maret 2029 8 Maret 2029 8 Maret 2029
35 8 Juni 2029 8 Juni 2029 8 Juni 2029
36 8 September 2029 8 September 2029 8 September 2029
37 8 Desember 2029 8 Desember 2029 8 Desember 2029
38 8 Maret 2030 8 Maret 2030 8 Maret 2030
39 8 Juni 2030 8 Juni 2030 8 Juni 2030
40 8 September 2030 8 September 2030 8 September 2030
41 8 Desember 2030 8 Desember 2030
42 8 Maret 2031 8 Maret 2031
43 8 Juni 2031 8 Juni 2031
44 8 September 2031 8 September 2031
45 8 Desember 2031 8 Desember 2031
46 8 Maret 2032 8 Maret 2032
47 8 Juni 2032 8 Juni 2032
48 8 September 2032 8 September 2032
49 8 Desember 2032 8 Desember 2032
50 8 Maret 2033 8 Maret 2033
51 8 Juni 2033 8 Juni 2033
52 8 September 2033 8 September 2033
53 8 Desember 2033 8 Desember 2033
54 8 Maret 2034 8 Maret 2034
55 8 Juni 2034 8 Juni 2034
56 8 September 2034 8 September 2034
57 8 Desember 2034 8 Desember 2034
58 8 Maret 2035 8 Maret 2035
59 8 Juni 2035 8 Juni 2035
60 8 September 2035 8 September 2035
61 8 Desember 2035
62 8 Maret 2036
63 8 Juni 2036
64 8 September 2036
65 8 Desember 2036
66 8 Maret 2037
67 8 Juni 2037
68 8 September 2037
69 8 Desember 2037
70 8 Maret 2038
71 8 Juni 2038
72 8 September 2038
73 8 Desember 2038
74 8 Maret 2039
75 8 Juni 2039
76 8 September 2039
77 8 Desember 2039
78 8 Maret 2040
79 8 Juni 2040
80 8 September 2040
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Undang-Undang Pasar Modal
atau UUPM

UUPT

Wali Amanat Obligasi dan
Sukuk ljarah

Cicilan Imbalan ljarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat
terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30
(tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus
enam puluh) Hari Kalender.

. berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995

tentang Pasar Modal, berikut peraturan pelaksanaannya.

. berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007

tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

: berarti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., suatu perseroan

terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan-hukum Indonesia
dan berkedudukan di Jakarta Pusat, yang berdasarkan Perjanjian
Perwaliamanatan mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan/
atau Sukuk ljarah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Pasar Modal.
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DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS DALAM INDUSTRI

BBTU
BSCF

BTU

GWh

IPP

JTM

JTR

KMS
KVA
KWh

LWBP

MFO

MMBTU
MW
MWh

. berarti singkatan dari Billion British Thermal Unit.

: berarti singkatan dari Billion Standard Cubic Feet, yaitu

sejumlah gas yang diperlukan untuk mengisi ruangan satu
kaki kubik, dengan tekanan sebesar 14,73 psi.

. berarti singkatan dari British Thermal Unit, yaitu jumlah panas

yang diperlukan untuk menaikkan 1 (satu) pound air 1 (satu)
derajat Fahrenheit pada temperatur 60 derajat Fahrenheit,
pada tekanan absolut 14,7 pound per square inch.

. berarti singkatan dari Giga-Watt-hour, setara dengan

1.000 MWh.

. berarti singkatan dari Independent Power Producer, yaitu

perusahaan produsen listrik swasta yang dibentuk oleh
konsorsium untuk melakukan Perjanjian Jual Beli Tenaga
Listrik (“PJBL”) (power purchase agreement atau PPA)
dengan Perseroan.

. berarti singkatan dari Jaringan Tegangan Menengah, yaitu

bagian dari sistem distribusi yang terletak mulai dari gardu
induk sampai pada suatu gardu distribusi. Di Indonesia, JTM
memiliki tegangan 20 kV.

. berarti singkatan dari Jaringan Tegangan Rendah, yaitu

bagian dari sistem distribusi yang terletak mulai dari rel
pembagi pada suatu gardu distribusi sampai pada KWh meter
konsumen. Di Indonesia, tegangan diturunkan sampai 110V,
220V dan 80V.

. berarti singkatan dari Kilometer Sirkuit, yaitu satuan panjang

jaringan transmisi atau distribusi listrik.

. berarti singkatan dari Kilo-Volt-Ampere.

. berarti singkatan dari Kilo-Watt-hour, yaitu satuan energi

listrik nyata (aktif) selama 1 (satu) jam.

. berarti singkatan dari Luar Waktu Beban Puncak, yaitu

pemakaian listrik di luar rentang waktu WBP, antara jam
22.00 — 18.00 waktu setempat.

. berarti singkatan dari Marine Fuel Oil, yaitu bahan bakar

minyak yang digunakan untuk pembakaran langsung pada
pembangkitan tenaga listrik.

. berarti singkatan dari Million British Thermal Unit.
: berarti singkatan dari Mega-Watt.

. berarti singkatan dari Mega-Watt hour, setara dengan 1.000

KWh.
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%

PKUK

PLTA

PLTD

PLTG

PLTGU

PLTP

PLTU

PJBL atau Perjanjian Jual Beli Tenaga
Listrik

SAIDI

SAIFI

SR

SUTET

. berarti

singkatan dari Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan, yaitu Badan Usaha Milik Negara yang
diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk
melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum. Dengan diundangkannya Undang-
Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,
Perseroan tidak lagi menjadi PKUK dan pelaksanaan usaha
penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah
daerah dilakukan oleh BUMN dan badan usaha milik daerah.

. berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Air, yaitu

pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik
dari air untuk menghasilkan tenaga listrik.

. berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, yaitu

pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai
penggerak mula (prime mover).

. berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas, yaitu

pembangkit listrik yang mengkonversi energi kinetik dari
gas untuk menghasilkan putaran pada turbin gas sehingga
menggerakan generator dan kemudian menghasilkan tenaga
listrik.

. berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap,

yaitu gabungan antara PLTG dan PLTU, dimana panas dari
gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap
yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU.

. berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi,

yaitu pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi
(geothermal) sebagai energi penggeraknya.

. berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap, yaitu

pembangkit yang mengandalkan energi kinetic dari uap untuk
menghasilkan tenaga listrik.

. berarti perjanjian jual beli tenaga listrik antara IPP dan

Perseroan.

. berarti singkatan dari System Average Interruption Duration

Index atau Indeks Lama Gangguan, yaitu rata-rata indeks
lama waktu pemadaman dalam satu kurun waktu. SAIDI
dihitung dengan membandingkan lama gangguan pada
konsumen dengan jumlah total konsumen yang dilayani.

. berarti singkatan dari System Average Interruption Frequency

Index atau Indeks Frekuensi Gangguan, yaitu rata-rata indeks
jumlah pemadaman dalam satu kurun waktu. SAIFI dihitung
dengan membandingkan jumlah total gangguan dengan
jumlah total konsumen yang dilayani.

. berarti singkatan dari Sambungan Rumabh, yaitu sambungan

listrik ke rumah tangga.

. berarti singkatan dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi,

yaitu sistem distribusi dengan kekuatan 500kV yang ditujukan
untuk meyalurkan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit
yang jaraknya jatuh menuju pusat-pusat beban sehingga
tenaga listrik bisa disalurkan dengan efisien.
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. berarti singkatan dari Saluran Udara Tegangan Tinggi, yaitu

sarana di atas tanah untuk menyalurkan tenaga listrik dari
pusat pembangkit ke gardu induk atau dari gardu induk ke
gardu induk lainnya.

. berarti singkatan dari Trillion British Thermal Unit.

. berarti singkatan dari Tera — Watt — hour, setara dengan 1.000

GWh.

. berarti singkatan dari Tarif Dasar Listrik, yaitu tarif yang boleh

dikenakan oleh Pemerintah untuk para pelanggan PLN.

. berarti singkatan dari Tegangan Menengah, yaitu tegangan

antara 6kV sampai dengan 20kV.

. berarti singkatan dari Tegangan Rendah, yaitu tegangan

antara 40V sampai dengan 1.000 V.

. berarti singkatan dari Tegangan Tinggi, yaitu tegangan antara

30kV sampai dengan 150kV.

. berarti singkatan dari Volt-Ampere.

. berarti singkatan dari Waktu Beban Puncak, yaitu pemakaian

listrik di luar rentang waktu WBP, antara jam 18.00 — 22.00
waktu setempat.

XXiv



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

DP-PLN

MH

PT BAg atau BAg

PT HP atau HP

PT ICON+ atau ICON+
PT IP atau IP

PT PJB atau PJB

PT PLN Batam atau
PLN Batam

PT PLN Batubara atau PLNBB
PT PLNE atau PLNE

PT PLNGG atau PLNGG

PT PLNT atau PLNT

: Dana Pensiun PLN.

: Majapahit Holding BV.

. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
. PT Haleyora Power.

: PT Indonesia Comnets Plus.

: PT Indonesia Power (dahulu bernama PT PLN Pembangkitan

Tenaga Listrik Jawa-Bali I).

: PT Pembangkitan Jawa Bali (dahulu bernama PT PLN Pembangkitan

Tenaga Listrik Jawa-Bali II).

: PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.

: PT PLN Batubara.
: PT Prima Layanan Nasional Enjiniring.
: PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal.

. PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan.
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RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya
dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan atas
laporan keuangan konsolidasian yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas
dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua
informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah perusahaan penyedia listrik untuk kepentingan umum yang dimiliki sepenuhnya oleh
Negara yang kepentingannya diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Perseroan
menyediakan sebagian besar listrik berikut infrastrukturnya untuk masyarakat di Indonesia, termasuk
konstruksi pembangkit tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, distribusi dan penjualan
ritel

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah menyelesaikan pembangunan di 30 lokasi dari
34 lokasi yang direncanakan dengan kapasitas sebesar 9.697 MW atau setara 97,7 % dari total kapasitas
yang direncanakan telah beroperasi. Empat lokasi lainnya mewakili sekitar 2,3% dari total kapasitas
(230 MW) diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2020 (180 MW). tahun 2.021 (20 MW), dan
tahun 2026 (30 MW). Pembangkit tenaga listrik di bawah FTP | mulai beroperasi lima tahun lebih lambat
dari rencana semula dikarenakan masalah ketersediaan lahan dan kinerja kontraktor

Sesuai dengan Perpres No. 4/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 48/2011 dan Perpres
No. 194/2014, Pemerintah kembali menugaskan Perseroan tahap kedua program pembangunan
infrastruktur yang dikenal dengan FTP Il untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar
energi terbarukan, gas dan batubara dengan total kapasitas 17.428 MW dalam rangka memenuhi
kebutuhan listrik yang terus meningkat di Indonesia di luar penyelesaian FTP |. Sama dengan FTP
I, Perpres No. 194/2014 diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan dukungan untuk percepatan
proses perizinan yang terkait dengan dokumen lingkungan, pembebasan untuk pengadaan tanah dan
pembebasan dan kompensasi untuk jalur transmisi. Sektor swasta telah diundang untuk berpartisipasi
dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik dimana IPP bertanggung jawab untuk menyediakan
kapasitas pembangkitan sebesar 11.629 MW.

Pada tanggal 31 Desember 2019, dari total kapasitas 15.074 MW di bawah FTP Il, delapan proyek Fast
Track Program Il (termasuk IPP) yang terdiri dari total kapasitas 2.057 MW, atau sekitar 12% dari total
kapasitas yang direncanakan sebesar 15.074 MW, beroperasi; 5.006 MW (atau 38% dari total kapasitas
yang direncanakan 15.074 MW) berada di tahap konstruksi; 2.695 MW (atau 21% dari total kapasitas
yang direncanakan sebesar 15.074 MW) berada pada tahap penutupan keuangan; dan 5.316 MW (atau
29% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 15.074 MW) berada pada tahap perencanaan dan
pengadaan. Semua proyek di bawah FTP Il diharapkan beroperasi pada tahun 2028. Perseroan saat
ini pada berbagai tahapan perencanaan dan negosiasi kontrak EPC terkait dengan sisa lokasi yang
ditugaskan. Target penyelesaian FTP Il telah secara formal diperpanjang oleh Pemerintah dari tahun
2014 menjadi tahun 2028. FTP | dan FTP Il diharapkan akan memberikan tambahan 108 pembangkit
tenaga listrik dengan total kapasitas sekitar 27.355 MW sehingga dapat mengurangi ketergantungan
Perseroan terhadap BBM dan tanggungan subsidi Pemerintah serta memenuhi permintaan listrik di
Indonesia yang terus bertumbuh.

Perseroan mencatatkan pendapatan dan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp285.640.589 juta dan Rp4.322.130 juta. Volume listrik
yang disalurkan pada tahun 2019 meningkat sebesar 4,7% menjadi 244.665 GWh dari 233,778 GWh.
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, Perseroan mencapai SAIDI dan SAIFI masing-
masing 18,5 jam per pelanggan per tahun dan 11,51 pemadaman per pelanggan per tahun.
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Tarif tenaga listrik yang ditagihkan Perseroan kepada konsumennya diatur oleh Permen Energi dan
Sumber Daya Mineral (‘ESDM”) No. 28 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Tarif Tenaga
Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“Permen ESDM No. 28/2016”)
sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 19 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019
(“Permen ESDM No. 19/2019”).

Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam waktu ke waktu tidak cukup untuk menutup biaya
pokok penyediaan tenaga listrik yang dijual ke pelanggan rumah tangga tertentu dikarenakan tarif
untuk pelanggan tersebut dipatok di bawah biaya pokok penyediaan tenaga lisrik. Namun demikian,
dikarenakan Perseroan melaksanakan kewajiban pelayanan umum sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”),
Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas selisih antara biaya pokok penyediaan Perseroan
dengan tarif tenaga listrik yang boleh dikenakan Perseroan sesuai dengan tarif yang diatur oleh
Pemerintah. Tata cara pemberian subsidi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) No.
44/PMK.02/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran, dan
Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (‘PMK No. 44/PMK.02/2017”), sebagaimana telah diubah dengan
PMK No. 174/PMK.02/2019 tanggal 25 November 2019.

Dalam rangka mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap bahan bakar minyak (“BBM”) dan
memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus bertambah, Pemerintah memperkenalkan program
pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan Fast Track Program | (“FTP I”) pada tahun 2006 dan
Fast Track Program 1l (“FTP 1I”) pada tahun 2011. FTP | dan FTP Il diharapkan akan memberikan
tambahan 108 pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas sekitar 27.355 MW. Pemerintah kembali
memperkenalkan Program 35.000 MW pada tahun 2015 dalam rangka memenuhi target peningkatan
rasio elektrifikasi nasional menjadi di atas 97,4% di akhir tahun 2019.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
Struktur Permodalan Saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian (Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan No. 169, tanggal 30
Juli 1994, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah mendapatkan
pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-11-519HT01.01TH94, tanggal 1 Agustus
1994), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah
sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 63.000.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor : Rp 13.000.000.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 13.000.000 lembar saham prioritas dan 50.000.000 lembar saham
biasa, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham.

No. Nama Pemegang Saham Nominal (Rp) Jumlah Saham %
1. Negara Republik Indonesia 12.999.999.000.000 12.999.999 saham prioritas 99,99
2. Bapa Lego Noormandiri 1.000.000 1 saham prioritas 0,01
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian ~13.000.000.000.000 13'00:;&%::“3'“ 100
Saham dalam Portepel 50.000.000.000.000 50.000.000 saham biasa -
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Struktur Permodalan Terakhir

Berdasarkan Akta No. 02/2019, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan
dan disetor Perseroan dari Rp109.826.527.000.000 menjadi Rp115.181.002.000.000 dengan cara
pengeluaran/penempatan saham portepel sebanyak 5.354.475 saham yang seluruhnya diambil bagian
oleh Negara Republik Indonesia, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham
Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham

Uraian Jumlah Saham  Jumlah Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar 439.000.000 439.000.000.000.000 -
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Negara Republik Indonesia 115.181.002 115.181.002.000.000 100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 115.181.002 115.181.002.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 323.818.998 323.818.998.000.000 -

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN

a. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi

Nama Obligasi Berkelanjutan :  Obligasi Berkelanjutan IV PLN.

Target Dana . sebesar Rp24.000.000.000.000,- (dua puluh empat triliun Rupiah).
Nama Obligasi :  Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap | Tahun 2020 (“Obligasi”).
Jenis Obligasi . Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo

Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI
sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui
Pemegang Rekening.
Jumlah Pokok Obligasi . Sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar
Rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) seri:
= Seri A dalam jumlah sebesar Rp312.000.000.000,- (tiga ratus
dua belas miliar Rupiah);

= Seri B dalam jumlah sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh
delapan miliar Rupiah);

= Seri C dalam jumlah sebesar Rp158.000.000.000,- (seratus lima
puluh delapan miliar Rupiah);

= Seri D dalam jumlah sebesar Rp841.000.000.000,- (delapan
ratus empat puluh satu miliar Rupiah); dan

= Seri E dalam jumlah sebesar Rp161.000.000.000,- (seratus
enam puluh satu miliar Rupiah).
Jangka Waktu .= Seri Adengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
= Seri B dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun;
= Seri C dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
= Seri D dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun; dan
= Seri E dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi : = SeriAsebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun;
= Seri B sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun;
= Seri C sebesar 7,90% (tujuh koma Sembilan nol persen) per
tahun;

= Seri D sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per
tahun; dan

= Seri E sebesar 8,86% (delapan koma delapan enam persen) per
tahun.
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Harga Penawaran

Satuan Pemesanan
Satuan Pemindahbukuan
Pembayaran Kupon Bunga
Jaminan

Penyisihan Dana (Sinking
Fund)

Pembelian Kembali (Buy Back) :

Hasil Pemeringkatan
Pembatasan dan Kewajiban
Perseroan

Masa Penawaran Umum

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi
pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020,
sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan
Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2025 untuk
Obligasi Seri A, tanggal 8 September 2027 untuk Obligasi Seri
B, tanggal 8 September 2030 untuk Obligasi Seri C, tanggal
8 September 2035 untuk Obligasi Seri D dan tanggal 8 September
2040 untuk Obligasi Seri E.

100% dari nilai Pokok Obligasi.

Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Rp1 (satu Rupiah).

Triwulanan.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa
barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan
milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak
lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa
benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah
ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan
atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang
tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk
hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa preferen
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan hak-hak kreditur
Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan
Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan
Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan
penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan
rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian
atau seluruh Obligasi ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan.
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan
untuk pelunasan Obligasi dan/atau pembayaran kembali Sisa
Imbalan ljarah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali
dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam
perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

JAAA (Triple A) dari Pefindo.

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya
semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain
yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi,
Perseroan berjanji dan mengikat diri terhadap pembatasan-
pembatasan dan kewajiban-kewajiban yang dapat dilihat pada Bab
| Penawaran Umum Berkelanjutan halaman 6 (enam).

2 - 3 September 2020

b. Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk ljarah

Nama Sukuk ljarah
Berkelanjutan

Target Sisa Imbalan ljarah
Nama Sukuk ljarah

: Sukuk ljarah Berkelanjutan IV PLN.

: sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah).
: Sukuk ljarah Berkelanjutan IV PLN Tahap | Tahun 2020 (“Sukuk

ljarah”).

XXiX



%

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Jenis Sukuk ljarah

Sisa Imbalan ljarah

Jangka Waktu

Cicilan Imbalan ljarah

: Sukuk ljarah ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat

Jumbo Sukuk ljarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk
didaftarkan atas nama KSEI.

: Sebesar Rp376.500.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar

lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) seri:

= Seri A dalam jumlah sebesar Rp39.000.000.000,- (tiga puluh
sembilan miliar Rupiah);

= Seri B dalam jumlah sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima
miliar Rupiah);

= Seri C dalam jumlah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus
miliar Rupiah);

= Seri D dalam jumlah sebesar Rp56.000.000.000,- (lima puluh
enam miliar Rupiah); dan

= Seri E dalam jumlah sebesar Rp46.500.000.000,- (empat puluh
enam miliar lima ratus juta Rupiah).

: = Seri A dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;

= Seri B dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun;

= Seri C dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;

= Seri D dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun; dan
= Seri E dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

= Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp39.000.000.000,-
(tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan
ljarah sebesar Rp2.613.000.000 (dua miliar enam ratus tiga
belas juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa
Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri A atau Rp67.000.000 (enam
puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar
Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah
Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal
Emisi.

= Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp35.000.000.000,-
(tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah
sebesar Rp2.537.500.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh
tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung
dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri B atau
Rp72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per
Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah
Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri B, yang berjangka waktu
7 (tujuh) tahun sejak tanggal Emisi.

= Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,-
(dua ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah sebesar
Rp15.800.000.000 (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah)
per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk
ljarah Seri C atau Rp79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta
Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun
dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri C, yang
berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Emisi.

= Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp56.000.000.000,-
(lima puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah
sebesar Rp4.844.000.000 (empat miliar delapan ratus empat
puluh empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah
Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri D atau Rp86.500.000
(delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per
Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah
Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri D, yang berjangka waktu
15 (lima belas) tahun sejak tanggal Emisi.
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Harga Penawaran
Objek ljarah

Satuan Pemesanan

Satuan Pemindahbukuan
Pembayaran Cicilan Imbalan
ljarah

Jaminan

Penyisihan Dana (Sinking Fund) :

= Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp46.500.000.000,-
(empat puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan
Imbalan ljarah sebesar Rp4.119.900.000 (empat miliar seratus
Sembilan belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) per tahun
yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri
E atau Rp88.600.000 (delapan puluh delapan juta enam ratus
ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per
tahun dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri E, yang
berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan ljarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan
Imbalan ljarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember
2020, sedangkan Cicilan Imbalan ljarah terakhir sekaligus dengan
pembayaran kembali Sisa Imbalan ljarah akan dibayarkan pada
tanggal 8 September 2025 untuk Sukuk ljarah Seri A, tanggal 8
September 2027 untuk Sukuk ljarah Seri B, tanggal 8 September
2030 untuk Sukuk ljarah Seri C, tanggal 8 September 2035 untuk
Sukuk ljarah Seri D dan tanggal 8 September 2040 untuk Sukuk
ljarah Seri E.

: 100% dari nilai nominal Sukuk ljarah.
. Objek ljarah berupa jaringan listrik di UP3 Menteng dengan nilai

Rp376.500.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima
ratus juta Rupiah) kepada Wali Amanat Sukuk ljarah selaku wakil
Pemegang Sukuk ljarah serta memberikan hak untuk menggunakan
dan/atau menyewakan kembali hak manfaat atas Objek ljarah
kepada pihak lain dan Wali Amanat Sukuk ljarah setuju untuk
menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian hak atas Objek
ljarah tersebut dari Perseroan.

: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
: Rp1 (satu Rupiah).
. Triwulanan.

: Sukuk ljarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa

barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan
milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh
pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik
berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang
telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan
atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang
tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk
hak Pemegang Sukuk ljarah ini adalah paripassu tanpa preferen
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dengan
hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Indonesia.

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan
Sukuk ljarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan
penggunaan dana hasil Emisi Sukuk ljarah sesuai dengan tujuan
rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk ljarah.
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Pembelian Kembali (Buy Back) : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian

atau seluruh Sukuk ljarah ini 1 (satu) tahun setelah tanggal
penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali
dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan/atau pembayaran
kembali Sisa Imbalan ljarah atau disimpan untuk kemudian dijual
kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan
dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Hasil Pemeringkatan DAAA (Triple A Syariah) dari Pefindo.
Pembatasan dan Kewajiban . Selama berlakunya jangka waktu Sukuk ljarah dan sebelum
Perseroan dilunasinya semua Sisa Imbalan ljarah, Cicilan Imbalan ljarah

dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan
berkenaan dengan Sukuk ljarah, Perseroan berjanji dan mengikat
diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban
yang dapat dilihat pada Bab | Penawaran Umum Berkelanjutan
halaman 26 (dua puluh enam).

Masa Penawaran Umum : 2 -3 September 2020

c. Skema Sukuk ljarah

,—> Akad ljarah 4—\ ,—> Akad Wakalah —
@ Bank @ BTN @
—

Perseroan sebagai pemilik Wali Amanat yang mewakili Perseroan sebagai wakil

jaringan listrik investor/pemodal

° Penyerahan Dana Sukuk
ljarah
<
. ‘4D
Penerbitan Sukuk ljarah Investor/Pemodal
A
A
ﬁ:zﬁ:z;’:" Kontrak dengan
pelanggan

pelanggan

Pembayaran Cicilan Imbalan
. . ljarah dan Sisa Imbalan ljarah
< #

@ Pengalihan Obyek ljarah

E

Penjelasan mengenai skema Sukuk ljarah adalah sebagai berikut:

1. Atas penerbitan Sukuk ljarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk ljarah yang diwakili oleh BTN
sebagai Wali Amanat Sukuk ljarah menandatangani Akad ljarah.

a.

b.
C.

Perseroan menerbitkan Sukuk ljarah sebesar Rp376.500.000.000,- (tiga ratus ratus tujuh
puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan menerima dana hasil penerbitan Sukuk ljarah.

Atas penerbitkan Sukuk ljarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk ljarah yang diwakili oleh
Wali Amanat Sukuk ljarah melakukan Akad ljarah. Berdasarkan Akad ljarah, Perseroan
bermaksud untuk mengalihkan hal manfaat atas Objek ljarah berupa Jaringan Listrik berupa
peralatan distribusi terpasang di UP3 Menteng dengan nilai Rp376.500.000.000,- (tiga ratus
tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) kepada Wali Amanat Sukuk ljarah selaku wakil
Pemegang Sukuk ljarah serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan
kembali hak manfaat atas Objek ljarah kepada pihak lain dan Wali Amanat Sukuk ljarah setuju
untuk menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian hak atas Objek ljarah tersebut dari
Perseroan.
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Pemegang Sukuk ljarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk ljarah dan Perseroan selanjutnya

menandatangani Akad Wakalah.

Berdasarkan Akad Wakalah, Wali Amanat Sukuk ljarah memberikan kuasa kepada Perseroan

untuk menyewakan Objek ljarah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga
sebagai pengguna Obijek ljarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk ljarah sebagai penerima
Objek ljarah berdasarkan Akad ljarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dan
apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani
oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan
praktek industri yang berlaku umum dan wajar;

- mewakili segala kepentingan Wali Amanat Sukuk ljarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian
dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek ljarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas
untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dibawah ini, menerima
seluruh hasil pemanfaatan Objek ljarah dari pihak ketiga; dan

- mewakili kepentingan Wali Amanat Sukuk ljarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk
memanfaatkan Objek ljarah.

Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk ljarah (melalui atau yang diwakili Wali

Amanat Sukuk ljarah) menyewakan Objek ljarah untuk membuat dan melangsungkan serta

memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga.

- Perseroan akan melakukan penagihan untuk menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek
ljarah dari pihak ketiga.

Perseroan berjanji untuk membayar Imbalan ljarah yang terdiri dari Cicilan Imbalan ljarah dan Sisa

Imbalan ljarah kepada Pemegang Sukuk ljarah yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai

dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah.

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 29 Juni 2020 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan
Sukuk ljarah, Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat
dalam rangka penerbitan Sukuk ljarah Berkelanjutan IV PLN Tahap | Tahun 2020 tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional — Maijelis

Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

Dengan skema penerbitan yang sama, pernyaataan kesesuaian syariah ini juga berlaku untuk tahap-

tahap selanjutnya dalam Penerbitan Sukuk ljarah Berkelanjutan IV PLN (Jika ada).

4. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh

Perseroan adalah sebagai berikut:

Efek Bersifat Utang yang Belum Dilunasi dalam Rupiah

(dalam jutaan Rupiah)

Tanggal Jatuh Tingkat Bunga/imbalan

Keterangan Pokok Tempo ijarah per tahun

Obligasi Berkelanjutan Ill PLN Tahap V Tahun 2019
Seri A
Seri B
Seri C
Seri D
Seri E
Sukuk ljarah Berkelanjutan Ill PLN Tahap V Tahun 2019
Seri A
Seri B
Seri C
Seri D
Seri E
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap IV Tahun 2019
Seri A
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795.700
445.000

6.200
166.000
500.000

6.500
10.000
92.000

135.000
554.000

637.000

1 Oktober 2024
1 Oktober 2026
1 Oktober 2029
1 Oktober 2034
1 Oktober 2039

1 Oktober 2024
1 Oktober 2026
1 Oktober 2029
1 Oktober 2034
1 Oktober 2039

1 Agustus 2024

7,90%
8,40%
8,60%
9,40%
9,90%

Rp513

Rp 840
Rp 7.912
Rp 12.690
Rp 54.846

8,00%
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(dalam jutaan Rupiah)

Tanggal Jatuh Tingkat Bungal/imbalan

Keterangan Pokok Tempo ijarah per tahun
Seri B 315.250 1 Agustus 2026 8,50%
Seri C 549.000 1 Agustus 2029 8,70%
Seri D 395.000 1 Agustus 2034 9,50%
Seri E 1.057.370 1 Agustus 2039 9,98%
Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap IV Tahun 2019
Seri A 274.000 1 Agustus 2024 Rp 21.920
Seri B 368.000 1 Agustus 2026 Rp 31.280
Seri C 20.000 1 Agustus 2029 Rp 1.740
Seri D 49.000 1 Agustus 2034 Rp 4.655
Seri E 539.000 1 Agustus 2039 Rp 53.765
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap Ill Tahun 2019
Seri A 369.000 19 Februari 2022 8,50%
Seri B 1.212.000 19 Februari 2024 9,10%
Seri C 183.000 19 Februari 2026 9,35%
Seri D 211.000 19 Februari 2029 9,60%
Seri E 263.000 19 Februari 2034 9,80%
Seri F 155.000 19 Februari 2039 9,95%
Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2019
SeriA 263.000 19 Februari 2022 Rp 22.355
Seri B 263.000 19 Februari 2024 Rp 23.933
Seri C 204.000 19 Februari 2026 Rp 19.074
Seri D 45.000 19 Februari 2029 Rp 4.320
Seri E 60.000 19 Februari 2034 Rp 5.880
Seri F 28.000 19 Februari 2039 Rp 2.786
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2018
Seri A 210.000 10 Oktober 2023 8,65%
Seri B 483.000 10 Oktober 2025 9,00%
Seri C 78.000 10 Oktober 2028 9,10%
Seri D 15.000 10 Oktober 2033 9,30%
Seri E 46.000 10 Oktober 2038 9,65%
Sukuk ljarah Berkelanjutan Ill PLN Tahap Il Tahun 2018
Seri A 114.000 10 Oktober 2023 Rp 9.861
Seri B 45.000 10 Oktober 2025 Rp 4.050
Seri C 15.000 10 Oktober 2028 Rp 1.365
Seri D 50.000 10 Oktober 2038 Rp 4.825
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap | Tahun 2018
Seri A 78.500 10 Juli 2023 7,80%
Seri B 442.000 10 Juli 2025 8,35%
Seri C 138.000 10 Juli 2028 8,40%
Seri D 281.000 10 Juli 2033 8,90%
Seri E 339.000 10 Juli 2038 9,00%
Sukuk ljarah Berkelanjutan Ill PLN Tahap | Tahun 2018
Seri A 127.000 10 Juli 2023 Rp 9.906
Seri B 150.000 10 Juli 2025 Rp 12.525
Seri C 258.000 10 Juli 2028 Rp 21.672
Seri D 105.000 10 Juli 2033 Rp 9.345
Seri E 110.000 10 Juli 2038 Rp 9.900
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2018
Seri A 457.000 22 Februari 2023 6,50%
Seri B 10.000 22 Februari 2025 6,80%
Seri C 341.000 22 Februari 2028 7,25%
Seri D 362.000 22 Februari 2033 8,20%
Seri E 1.365.000 22 Februari 2038 8,75%
Sukuk ljarah Berkelanjutan II PLN Tahap Il Tahun 2018
Seri A 104.000 22 Februari 2023 Rp 6.760
Seri B 88.000 22 Februari 2028 Rp 6.380
Seri C 57.500 22 Februari 2033 Rp 4.715
Seri D 449.000 22 Februari 2038 Rp 39.287
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(dalam jutaan Rupiah)

Tanggal Jatuh

Tingkat Bunga/imbalan

Keterangan Pokok Tempo ijarah per tahun

Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2017

Seri A 451.500 3 November 2022 7,20%

Seri B 201.000 3 November 2024 7,50%

Seri C 800.000 3 November 2027 8,20%

Seri D 1.093.000 3 November 2032 8,70%
Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2017

SeriA 83.500 3 November 2022 Rp6.012

Seri B 121.000 3 November 2027 Rp9.922

Seri C 490.000 3 November 2032 Rp42.630
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap | Tahun 2017

Seri A 214.000 11 Juli 2022 7,70%

Seri B 169.000 11 Juli 2024 8,10%

Seri C 1.217.000 11 Juli 2027 8,50%
Sukuk ljarah Berkelanjutan I PLN Tahap | Tahun 2017

Seri A 186.000 11 Juli 2022 Rp14.322

Seri B 214.000 11 Juli 2027 Rp18.190
Obligasi Berkelanjutan | PLN Tahap Il Tahun 2013

Seri B 651.000 10 Desember 2023 9,60%
Sukuk ljarah Berkelanjutan | PLN Tahap Il Tahun 2013

Seri B 108.000 10 Desember 2023 Rp10.368
Obligasi Berkelanjutan | PLN Tahap | Tahun 2013

Seri B 697.000 5 Juli 2023 8,25%
Obligasi PLN XII Tahun 2010

Seri B 1.855.000 8 Juli 2022 10,40%
Sukuk ljarah PLN V Tahun 2010

Seri B 340.000 8 Juli 2022 Rp35.360
Obligasi PLN IX Tahun 2007

Seri B 1.200.000 10 Juli 2022 10,90%
Obligasi PLN VIII Tahun 2006

Seri B 865.000 21 Juni 2021 13,75%
Jumlah 27.444.020

Surat Utang Jangka Menengah Global dan Terjamin — US$

Keterangan Pokok (dalam US$) Pe:::S;an Tan%g;ranl’;J:tuh Tingkat Bunga
Surat utang jangka menengah
Penerbitan tahun 2019
Jatuh tempo 2030 500.000.000 99,775% 5 Februari 2030 3,88%
Jatuh tempo 2050 500.000.000 99,567% 5 Februari 2050 4,375%
Jatuh tempo 2029 700.000.000 99,385% 17 Juli 2029 3,88%
Jatuh tempo 2049 700.000.000 98,834% 17 Juli 2049 4,88%
Sub jumlah 2.400.000.000
Penerbitan tahun 2018
Jatuh tempo 2028 1.000.000.000 99,62% 21 Mei 2028 5,45%
Jatuh tempo 2029 500.000.000 99,00% 25 Oktober 2029 5,375%
Jatuh tempo 2048 1.000.000.000 99,32% 21 Mei 2048 6,15%
Jatuh tempo 2049 500.000.000 99,29% 25 Oktober 2049 6,25%
Sub jumlah 3.000.000.000
Penerbitan tahun 2017
Jatuh tempo 2027 1.500.000.000 98,99% 15 Mei 2027 4,13%
Jatuh tempo 2047 500.000.000 98,51% 15 Mei 2047 5,25%
Sub jumlah 2.000.000.000

XXXV



=

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Keterangan Pokok (dalam US$) Peﬁ::giian Tan_glj_granlr;J:tuh Tingkat Bunga
Penerbitan tahun 2012

Jatuh tempo 2042 1.000.000.000 98,51% 24 Oktober 2042 5,25%
Penerbitan tahun 2011

Jatuh tempo 2021 1.000.000.000 99,05% 22 November 2021 5,50%
Obligasi terjamin
Penerbitan tahun 2007

Jatuh tempo 2037 288.312.000 98,59% 29 Juni 2037 7,87%
Jumlah 9.688.312.000
Keterangan PES;k Harg:)a;t:::ner- Tan$gra':;:tuh Tingkat Bunga
Surat utang jangka menengah
Penerbitan tahun 2019
Jatuh tempo 2031 500.000.000 99,42% 5 November 2031 1,88%
Penerbitan tahun 2018
Jatuh tempo 2025 500.000.000 99,22% 25 Oktober 2025 2,88%
Jumlah 1.000.000.000
Keterangan P§§$k Peﬁz:giatan Tangg;l::tuh Tingkat Bunga
Obligasi
Penerbitan tahun 2019
Jatuh tempo 2022 3.700.000.000 100% 20 September 2022 0,430%
Jatuh tempo 2024 18.500.000.000 100% 20 September 2024 0,870%
Jatuh tempo 2029 1.000.000.000 100% 20 September 2029 1,050%
Jumlah 23.200.000.000

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan efek bersifat utang di atas tidak memiliki ketentuan yang
membatasi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk ljarah.

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK
IJARAH

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya
Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi
di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/
atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan
distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/
atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk ljarah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya
Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di
Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau
Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan
distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/
atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan
Sukuk ljarah dapat dilihat pada Bab Il dalam Prospektus ini.
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6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak
yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019, 2018
dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan
oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0645) yang dalam
laporannya tanggal 21 Juli 2020 menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan
atas hal-hal yang menjelaskan bahwa Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi
berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.6/POJK.04/2017 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016, dan juga
menjelaskan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan operasi Perseroan dan Entitas
Anak.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan
keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di
dalam Prospektus ini pada Bab XVII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan
Perseroan.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi LK sesuai surat S-101/D.04/2020 perihal perpanjangan
Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan
Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum. Laporan Keuangan Interim
31 Maret 2020 dan 2019 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan yang telah direviu oleh Akuntan
Publik yang terbit pada tanggal 19 Juni 2020. Laporan Keuangan Konsolidasian Interim 31 Maret 2020
dan 2019 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut merupakan
tanggung jawab manajemen. Adapun untuk Laporan Keuangan Perseroan tanggal dan untuk tahun
yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, Informasi berikut harus dibaca berkaitan dan
secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan
atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVI mengenai Laporan
Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan di dalam Prospektus ini pada Bab XVI mengenai
Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Maret* 31 Desember
2020 2019 2018 2017

Aset Tidak Lancar 1.453.404.424 1.433.688.340 1.379.072.494 1.241.160.406
Aset Lancar 136.082.475 151.366.673 113.415.251 93.797.251
Jumlah Aset 1.589.486.899  1.585.055.013  1.492.487.745 1.334.957.657
Jumlah Ekuitas 894.687.956 929.380.413 927.413.857 869.416.604
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 537.006.844 496.376.447 407.177.934 326.466.395
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 157.792.099 159.298.153 157.895.954 139.074.658
Jumlah Liabilitas 694.798.943 655.674.600 565.073.888 465.541.053
*tidak diaudit
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Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Maret* 31 Desember
2020 2019 2019 2018 2017

Pendapatan Usaha 72.700.371 68.918.963 285.640.589 272.897.742 255.295.243
Beban Usaha 78.790.779  73.635.316 315.440.938 308.188.889 275.474.094
Rugi Usaha Sebelum Subsidi (6.090.408) (4.716.353) (29.800.349) (35.291.147) (20.178.851)
Subsidi listrik Pemerintah 12.899.839 11.527.703  51.711.774  48.101.754  45.738.215
Pendapatan Kompensasi - 2.112.604 22.253.517 23.173.464 -
Laba Usaha Setelah Subsidi 6.809.431 8.923.954 44.164.942 35.984.071  25.559.364
Laba Sebelum Pajak (53.926.655) 6.251.257  26.119.210  19.900.838 8.544.072
Laba Tahun Berjalan (38.880.906) 4.157.845 4.322.130 11.575.756 4.428.117
EZ'r‘jg:‘::"a“ Komprehensif Lain Tahun 4.723.809  (706.865) (4.295.591) 47.387.046 (10.697.667)
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan (34.157.097) 3.450.980 26.539 58.962.802 (6.269.550)
Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh) (337.526) 37.722 37.516 105.332 50.541
*tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan 31 Maret* 31 Desember
2020 2019 2018 2017
Rasio Pertumbuhan
Aset 5,96% 6,20% 11,80% 4,93%
Liabilitas 22,11% 16,03% 21,38% 18,22%
Ekuitas (3.91%) 0,21% 6,67% (1,02%)
Pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah 3,68% 4,48% 14,33% 7,18%
Beban usaha 7,00% 2,35% 11,88% 8,26%
Laba usaha setelah subsidi (23,69%) 22,73% 40,79% (3,24%)
Laba (rugi) sebelum pajak (962,65%) 31,25% 132,92% (37,08%)
Laba tahun berjalan (1035,12%) (62,66%) 161,41% (45,67%)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan (1089,78%) (99,95%) (1040,46%) (203,31%)
Rasio usaha dan keuangan (%, kecuali dinyatakan lain)

Laba (Rugi) tahun/periode berjalan terhadap pendapatan

usaha dan subsidi listrik pemerintah dan pendapatan (45,42) 1,20 3,36 1,47
kompensasi

Laba (Rugi) tahun/periode berjalan terhadap jumlah ekuitas (4,35) 0,47 1,25 0,51
Laba (Rugi) tahun/periode berjalan terhadap jumlah aset (2,45) 0,27 0,78 0,33
Aset tetap terhadap Laba (Rugi) tahun berjalan (3.565,12) 32.407,29 11.545,49 27.202,72
:f;zlgigriztr?r:?aﬁas terhadap pendapatan usaha dan subsidi 30,74 12,96 9,67 14,05
Perputaran material 0,07 0,41 0,40 0,50
Perputaran aset tetap 0,05x 0,20x 0,21x 0,25x
Perputaran piutang pelanggan 2,99 11,28 11,39 11,16
Umur piutang pelanggan 29,09 hari 32,35 hari 32,05 hari 32,70 hari
Solvabilitas 0,44x 0,41x 0,38x 0,35x
Likuiditas 0,86x 0,95x 0,72x 0,67x
Rasio ekuitas terhadap aset 56,29 58,63 62,14 65,13
Rasio ekuitas terhadap aset tetap (bersih) 64,54 66,35 69,39 72,18
Rasio aset tetap (bersih) dengan utang jangka panjang 258,13 282,18 328,23 368,97
Rasio lancar 86,24 95,02 71,83 67,44
Rasio utang terhadap jumlah ekuitas 77,66 70,55 60,93 53,55
Rasio utang terhadap jumlah asset 43,71 41,37 37,86 34,87

*tidak diaudit
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Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya 31 Desember 2019
Rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah aset, maksimal 80% 28,2%
Rasio EBITDA terhadap beban bunga, minimum 2x 3,32x
Rasio aset pembangit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak
dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman dan utang kepada pemerintah), 547%

minimum 150%

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang
dipersyaratkan tersebut.

7. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 11 Entitas Anak yang dimiliki secara

langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan, sebagai
berikut:

% Kontribusi terhadap

Nama . o - Tahun Status Laba
Ne  perusahaan Jenis Usaha % Kepemilikan Penyertaan  Operasional Total Total Pendapatan Sebelum
Aset™®  Liabilitas™® Q) .
Pajak®®
1 PT Indonesia Pembangkitan tenaga 99,99% 1995 Beroperasi 11,97% 1,18% 14,91% 38,49%
Power (“PT IP”) listrik
2 PT Pembangkitan Pembangkitan tenaga 99,99% 1995 Beroperasi 10,93% 1,44% 13,92% 36,81%
Jawa-Bali listrik
(“PT PJB”)
3  PT Pelayanan Penyedia tenaga listrik 99,99% 2000 Beroperasi 1,26% 1,86% 1,90% 4,40%
Listrik Nasional
Batam
(“PT PLN Batam”)
4 PT Indonesia Jasa penyedia jaringan 99,99% 2000 Beroperasi 0,23% 0,16% 0,89% 2,70%
Comnets Plus telekomunikasi
(“PT ICON+")
5 PT Prima Layanan Jasa enjiniring, 99,90% 2003 Beroperasi 0,07% 0,08% 0,35% 0,51%
Nasional Enjiniring pengadaan dan konstruksi
(“PT PLNE")
6 PT Pelayanan Pengoperasian dan 99,97% 2004 Beroperasi 0,03% 0,05% 0,24% 0,17%
Listrik Nasional pemeliharaan pembangkit
Tarakan tenaga listrik, transmisi
("PT PLNT”) dan distribusi, pelayanan
billman
7  Majapahit Holding Lembaga keuangan 100,00% 2006 Beroperasi 0,68% 1,59% 0,002% 0,02%
BV (“MH")
8  PTPLN Batubara Perdagangan batubara 99,99% 2009 Beroperasi 0,44% 0,81% 6,11% 2,40%
(“PT PLN
Batubara”)
9  PT Pengembang Pembangkitan tenaga 99,99% 2010 Beroperasi 0,02% 0,04% 0,003% 0,01%
Listrik Nasional listrik
Gas dan
Geothermal
(“PT PLNGG")
10  PT Pelayaran Pelayaran 99,99% 2011 Beroperasi 0,11% 0,17% 0,57% 0,49%
Bahtera Adhiguna
(PT BAG")
1 PT Haleyora Jasa ketenagalistrikan 99,99% 2013 Beroperasi 0,06% 0,04% 0,88% 0,94%
Power (“PT HP”)
Catatan:

(1) Pada tanggal 31 Desember 2019.

2) Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.
3) Sebelum eliminasi

(4) nm : menjadi nol karena pembulatan
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8.

FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan
pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan,
dimulai dari risiko utama Perseroan:

1.

Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Pengendalian dilakukan secara langsung oleh Pemerintah terhadap Perseroan sebagaimana Tarif
Listrik yang diatur langsung oleh Pemerintah sehingga dapat berdampak material atas kondisi
keuangan Perseroan

Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat
Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1) Apabila harga BBM, gas alam atau batubara naik, beban usaha Perseroan akan meningkat
sehingga dapat berdampak merugikan terhadap hasil usaha Perseroan

2) Ketidakmampuan pembangunan pembangkit tenaga listrik baru dan akuisisi aset pembangkit
tenaga listrik lainnya Perseroan mendapatkan pendanaan dalam jumlah yang signifikan dapat
menghambat

3) Perseroan telah melakukan perubahan pencatatan Perhitungan PJBL IPP sehingga
mengakibatkan informasi keuangan Perseroan dari tahun ke tahun menjadi susah untuk
diperbandingkan

4) Risiko yang terkait dengan pengembangan pembangkit listrik tambahan dan akuisisi aset
pembangkit listrik lainnya, khususnya keberhasilan penyelesaian FTP dan implementasi
Program 35.000 MW

5) Keterlambatan atau kendala dalam memproses hak atas tanah dapat mengganggu rencana
ekspansi Perseroan

6) Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Pemerintah akan terus memberikan subsidi di masa
mendatang untuk menutup biaya-biaya yang timbul dari pembangkitan tenaga listrik atau
subsidi akan diterima oleh Perseroan tepat pada waktunya

7) Perseroan dapat mengalami kerugian di masa mendatang apabila tarif batas atas yang boleh
ditagihkan oleh Perseroan kepada pelanggan tidak dapat menutup biaya pokok penyediaan
atau batasan tarif tersebut diturunkan sebagaimana diatur oleh Pemerintah

8) Keterlambatan penyelesaian proyek transmisi, gardu induk dan pembangkitan dapat
berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan

9) Perseroan dapat menghadapi keterlambatan atau kendala lain dalam memperoleh persetujuan
Pemerintah atau persetujuan terkait lainnya sehingga dapat berdampak merugikan terhadap
bisnis Perseroan

10) Kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk proyek-proyek Perseroan,
yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan

11) Sentimen publik yang negatif dapat mempengaruhi rencana pengembangan Perseroan,
sehingga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan

12) Berdasarkan UU No. 30/2009, prosedur untuk menetapkan tarif listrik telah berubah dan setiap
daerah dapat memiliki tarif yang berbeda, sehingga dapat menurunkan pendapatan Perseroan

13) Kontrak-kontrak yang ditandatangani oleh Perseroan memiliki risiko pertanggungjawaban

14) Perseroan dapat menderita kerugian atas hal-hal yang tidak diasuransikan, atau nilai
pertanggungan dalam asuransi tidak cukup, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap
bisnis Perseroan

15) Perseroan mungkin tidak dapat mengamankan pasokan gas alam atau batubara dalam jumlah
yang cukup, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan

16) Hasil aktual Perseroan berbeda secara signifikan dari perkiraan- perkiraan dan estimasi yang
telah ditetapkan

17) Depresiasi nilai rupiah dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan
hasil usaha Perseroan

18) Anggota dari manajemen, karyawan diselidiki, diinvestigasi dalam kasus-kasus tertentu yang
dihukum karena penipuan dan korupsi, dan ketidakmampuan Perseroan untuk mendeteksi
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dan/atau mencegah insiden sebelum atau sesudahnya dapat berdampak buruk pada bisnis
Perseroan

19) Kegiatan usaha Perseroan dapat mengalami kendala operasional seperti susut jaringan dan
pencurian listrik serta kejadian force majeure

20) Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada undang-undang dan peraturan lingkungan hidup dari
pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah

21) Perseroan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pinjaman yang dapat membatasi
kemampuan Perseroan untuk mendanai operasional dan kebutuhan belanja modal Perseroan
di masa mendatang dan untuk mengejar peluang dan kegiatan usaha lain

22) Perseroan mungkin tidak berhasil menegosiasikan harga BBM dengan Pertamina sebagai
pemasok BBM utama Perseroan

3. Risiko Umum

1) Perekonomian domestik, regional atau global dapat berubah secara material dan hal tersebut
dapat berdampak merugikan terhadap perkonomian Indonesia dan bisnis Perseroan

2) Intepretasi dan implementasi hukum dalam pemerintahan di Indonesia mengandung
ketidakpastian dan dapat berdampak merugikan bagi Perseroan

3) Aktivitas dan pemogokan buruh, atau kegagalan dalam menjaga hubungan baik dengan buruh
dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan

4) Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat
berdampak material dan merugikan bagi Perseroan

4. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi Dan Sukuk ljarah

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk ljarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum
ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk ljarah sebagai
investasi jangka panjang;

2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga
Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan ljarah serta Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan ljarah
pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain
yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk ljarah yang merupakan
dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Seluruh Faktor Risiko yang dihadapi perseroan telah diungkapkan dan penjelasan lebih lanjut mengenai

masing-masing risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dapat dilihat dalam Bab VI mengenai Faktor
Risiko.
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. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Kegiatan Usaha Utama:
Pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
JI. Trunojoyo Blok M-1 No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel.: (021) 7251234, 7250550, 7261122; Fax.: (021) 7221330; Email: investor@pln.co.id
www.pln.co.id

1. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR

RP24.000.000.000.000,- (DUA PULUH EMPAT TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP | TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI

SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri yaitu:

Seri A

Seri B

Seri C

SeriD

Seri E

Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp312.000.000.000,- (tiga ratus dua
belas miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun.
Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet
payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh
delapan miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun.
Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet
payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp158.000.000.000,- (seratus lima
puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen)
per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara
penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp841.000.000.000,- (delapan
ratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam
lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 15 (lima belas) tahun. Pembayaran Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp161.000.000.000,- (seratus enam
puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,86% (delapan koma delapan enam persen)
per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 20 (dua puluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan
secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal
8 Desember 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan
pada tanggal 8 September 2025 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 September 2027 untuk Obligasi Seri B, tanggal
8 September 2030 untuk Obligasi Seri C, tanggal 8 September 2035 untuk Obligasi Seri D dan tanggal 8 September
2040 untuk Obligasi Seri E.
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Keterangan ringkas mengenai Obligasi yang akan diterbitkan adalah sebagai berikut:

11.

1.2,

1.3.

1.4.

Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap | Tahun 2020
Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk
didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui
Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang
Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada
tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan
Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang
Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek
yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

Harga Penawaran
Obligasi iini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan kepada Masyarakat sebesar
Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam 5 (lima) seri sebagai
berikut:

a. Obligasi Seri Adalam jumlah sebesar Rp312.000.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar Rupiah)
dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun dan jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri A secara penuh (bullet
payment) dilakukan pada tanggal 8 September 2025;

b. Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah)
dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dan jangka
waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri B secara penuh (bullet
payment) dilakukan pada tanggal 8 September 2027; dan

c. Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp158.000.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma Sembilan nol persen) per
tahun dan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri C
secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 8 September 2030.

d. Obligasi Seri D dalam jumlah sebesar Rp841.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh satu
miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen)
per tahun dan jangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
Seri D secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 8 September 2035.

e. Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar sebesar Rp161.000.000.000,- (seratus enam puluh
satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,86% (delapan koma delapan enam
persen) per tahun dan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
Obligasi Seri C secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 8 September 2040.

Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan
pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana
dibuktikan dengan Sertifikat Obligasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
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Jumlah yang waijib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi
adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi
Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung
sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari
Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi untukmasing-masing seri Obligasi adalah sebagai

berikut:
Bunga ke- Seri A Seri B Seri C Seri D Seri E
1 8 Desember 2020 8 Desember 2020 8 Desember 2020 8 Desember 2020 8 Desember 2020
2 8 Maret 2021 8 Maret 2021 8 Maret 2021 8 Maret 2021 8 Maret 2021
3 8 Juni 2021 8 Juni 2021 8 Juni 2021 8 Juni 2021 8 Juni 2021
4 8 September 2021 8 September 2021 8 September 2021 8 September 2021 8 September 2021
5 8 Desember 2021 8 Desember 2021 8 Desember 2021 8 Desember 2021 8 Desember 2021
6 8 Maret 2022 8 Maret 2022 8 Maret 2022 8 Maret 2022 8 Maret 2022
7 8 Juni 2022 8 Juni 2022 8 Juni 2022 8 Juni 2022 8 Juni 2022
8 8 September 2022 8 September 2022 8 September 2022 8 September 2022 8 September 2022
9 8 Desember 2022 8 Desember 2022 8 Desember 2022 8 Desember 2022 8 Desember 2022
10 8 Maret 2023 8 Maret 2023 8 Maret 2023 8 Maret 2023 8 Maret 2023
11 8 Juni 2023 8 Juni 2023 8 Juni 2023 8 Juni 2023 8 Juni 2023
12 8 September 2023 8 September 2023 8 September 2023 8 September 2023 8 September 2023
13 8 Desember 2023 8 Desember 2023 8 Desember 2023 8 Desember 2023 8 Desember 2023
14 8 Maret 2024 8 Maret 2024 8 Maret 2024 8 Maret 2024 8 Maret 2024
15 8 Juni 2024 8 Juni 2024 8 Juni 2024 8 Juni 2024 8 Juni 2024
16 8 September 2024 8 September 2024 8 September 2024 8 September 2024 8 September 2024
17 8 Desember 2024 8 Desember 2024 8 Desember 2024 8 Desember 2024 8 Desember 2024
18 8 Maret 2025 8 Maret 2025 8 Maret 2025 8 Maret 2025 8 Maret 2025
19 8 Juni 2025 8 Juni 2025 8 Juni 2025 8 Juni 2025 8 Juni 2025
20 8 September 2025 8 September 2025 8 September 2025 8 September 2025 8 September 2025
21 8 Desember 2025 8 Desember 2025 8 Desember 2025 8 Desember 2025
22 8 Maret 2026 8 Maret 2026 8 Maret 2026 8 Maret 2026
23 8 Juni 2026 8 Juni 2026 8 Juni 2026 8 Juni 2026
24 8 September 2026 8 September 2026 8 September 2026 8 September 2026
25 8 Desember 2026 8 Desember 2026 8 Desember 2026 8 Desember 2026
26 8 Maret 2027 8 Maret 2027 8 Maret 2027 8 Maret 2027
27 8 Juni 2027 8 Juni 2027 8 Juni 2027 8 Juni 2027
28 8 September 2027 8 September 2027 8 September 2027 8 September 2027
29 8 Desember 2027 8 Desember 2027 8 Desember 2027
30 8 Maret 2028 8 Maret 2028 8 Maret 2028
31 8 Juni 2028 8 Juni 2028 8 Juni 2028
32 8 September 2028 8 September 2028 8 September 2028
33 8 Desember 2028 8 Desember 2028 8 Desember 2028
34 8 Maret 2029 8 Maret 2029 8 Maret 2029
35 8 Juni 2029 8 Juni 2029 8 Juni 2029
36 8 September 2029 8 September 2029 8 September 2029
37 8 Desember 2029 8 Desember 2029 8 Desember 2029
38 8 Maret 2030 8 Maret 2030 8 Maret 2030
39 8 Juni 2030 8 Juni 2030 8 Juni 2030
40 8 September 2030 8 September 2030 8 September 2030
41 8 Desember 2030 8 Desember 2030
42 8 Maret 2031 8 Maret 2031
43 8 Juni 2031 8 Juni 2031
44 8 September 2031 8 September 2031
45 8 Desember 2031 8 Desember 2031

46

8 Maret 2032

8 Maret 2032
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Bunga ke- Seri A Seri B Seri C Seri D Seri E
47 8 Juni 2032 8 Juni 2032
48 8 September 2032 8 September 2032
49 8 Desember 2032 8 Desember 2032
50 8 Maret 2033 8 Maret 2033
51 8 Juni 2033 8 Juni 2033
52 8 September 2033 8 September 2033
53 8 Desember 2033 8 Desember 2033
54 8 Maret 2034 8 Maret 2034
55 8 Juni 2034 8 Juni 2034
56 8 September 2034 8 September 2034
57 8 Desember 2034 8 Desember 2034
58 8 Maret 2035 8 Maret 2035
59 8 Juni 2035 8 Juni 2035
60 8 September 2035 8 September 2035
61 8 Desember 2035
62 8 Maret 2036
63 8 Juni 2036
64 8 September 2036
65 8 Desember 2036
66 8 Maret 2037
67 8 Juni 2037
68 8 September 2037
69 8 Desember 2037
70 8 Maret 2038
71 8 Juni 2038
72 8 September 2038
73 8 Desember 2038
74 8 Maret 2039
75 8 Juni 2039
76 8 September 2039
77 8 Desember 2039
78 8 Maret 2040
79 8 Juni 2040
80 8 September 2040

1.5. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung
berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitunga'n 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga
ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.6. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSE| sesuai dengan
ketentuan KSEI| yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu
4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang
menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga
Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI
yang berlaku;

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran
kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga
Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;

Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening
dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian
Agen Pembayaran;
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1.7.

1.8.

1.9.

iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang
Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana
tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan
memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari
kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

i.  Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;

ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening
dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian
Agen Pembayaran;

iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang
Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana
tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan
memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari
kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

i. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

ii. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam
RUPO.

Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan perdagangan Obligasi di BEI dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah)
dan/atau kelipatannya.

1.10. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang
tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh
pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun
barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi
jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus
atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa preferen
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Indonesia.

1.11. Pembelian Kembali Obligasi

a) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian
dijual kembali dengan harga pasar.

b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa
Efek.

c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal
Penjatahan.

d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan
Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian
Perwaliamanatan.

e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian
(wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
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pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang

tidak terafiliasi.

rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh

Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian

kembali Obligasi tersebut.

pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana

pembelian kembali Obligasi.

rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi

tentang :

1) periode penawaran pembelian kembali;

2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;

3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;

4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;

5) tata cara penyelesaian transaksi;

6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;

7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;

8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan

9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

Perseroan waijib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi

setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi

yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang
dapat dibeli kembali;

Perseroan waijib menjaga kerahasian atas semua informasi mengenai penawaran jual

yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h , dengan ketentuan sebagai

berikut:

1) Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah
Obligasi yang beredar (outstanding) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal
Penjatahan;

2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi
Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal
pemerintah; dan

3) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat
dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat
akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi

kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik

dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali

Obligasi.

pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin

jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;

pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan

ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi

yang tidak dijamin;

pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan

ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh

Obligasi;

Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan :

1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri
RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari
Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli
kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi
serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan
untuk dijual kembali.
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b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 5 dikecualikan jika telah memperoleh
persetujuan RUPO;

c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul
karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia;

d) Pengumuman rencana pembelian kembali Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sebagaimana
dimaksud pada huruf a butir 7 dan 8 waijib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal
penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan

2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

e) informasi tersebut meliputi antara lain :

a) jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;

b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk
dijual kembali;

c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan

d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

1.12. Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (sinking fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan
untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana
penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab Il dalam Prospektus
ini.

1.13. Hak Senioritas Atas Utang

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva
lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Dengan
demikian, Obligasi ini mempunyai kedudukan pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya
yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

1.14. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

1. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi,
Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan
dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari
Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
1.1. Memberikan penanggungan/penjaminan kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain

tersebut, kecuali:

1. penanggungan/penjaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian
Perwaliamanatan;

2. penanggungan/penjaminan dari perusahaan yang bergabung yang telah ada
sehubungan dengan dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan poin Perjanjian Perwaliamantan tentang Pembatasan dan
Kewajiban Perseroan

3. penanggungan/penjaminan kepada Entitas Anak Perseroan dan/atau pihak lain
berupa kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, Bangun Guna
Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Build, Operate and
Owned/BOO), dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagi
Perseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu)
siklus usaha termasuk sehubungan dengan perjanjian pembelian tenaga listrik (Power
Purchase Agreement/PPA) dan perjanjian-perjanjian lain yang terkait langsung dengan
praktek usaha Perseroan yang wajar. Dengan ketentuan bahwa total penanggungan
atau penjaminan untuk hal-hal tersebut dalam Poin 1 angka 1 butir 3 tidak melebihi
15% (lima belas persen) dari total Aset Perseroan sesuai laporan keuangan tahunan
Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit. Yang dimaksud dengan total
penanggungan atau penjaminan tidak termasuk total penanggungan atau penjaminan
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1.2

1.3.

1.4.

yang timbul akibat implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
Nomor 30, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 8 dan Interpretasi
Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 16 beserta aturan pelaksanaan dan/
atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 30, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
(ISAK) Nomor 8 dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 16 serta
perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan Standar Akuntansi Keuangan
di waktu mendatang.

Memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:

1. pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;

2. pinjaman atas transaksi yang normal sepanjang dilakukan sehubungan dengan
kegiatan usaha Perseroan sehari-hari yang wajar dan lazim;

3. pinjaman baru kepada pegawai, koperasi pegawai, yayasan untuk program
kesejahteraan pegawai dan pensiunan Perseroan serta Pinjaman Koperasi dan
Bina Lingkungan, PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), dan lembaga
penunjang lainnya sesuai dengan program pemerintah;

4. pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan;

dengan ketentuan:

- bahwa jumlah maksimum pinjaman pada angka (2) dan (3) setiap saat tidak lebih dari
5% (lima persen) dari total ekuitas Perseroan sesuai laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit.

- untuk pinjaman pada angka (1) dan (4) tidak dibatasi besarnya.
Mengadakan penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi dengan perusahaan lain yang
menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap
kelangsungan usaha utama Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali halhal tersebut dilakukan
dalam program privatisasi pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen
lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan
penerus (surviving company), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan
penerus (surviving company), maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan atau
Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus
(surviving company) dan perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki
Aset dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran
berdasarkan Obligasi dan atau Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Perusahaan penerus (surviving company) tersebut salah satu bidang usahanya
adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.

Ketentuan ini juga tidak berlaku dalam rangka pelaksanaan penugasan pemerintah

terhadap Perseroan.

Menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Aset tetap Perseroan, baik yang sekarang

ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun kecuali:

1. menjual atau mengalihkan Aset Tetap sehubungan dengan penggantian; atau

2. pembaruan Aset tetap yang telah usang karena pemakaian atau habis disusutkan
berdasarkan Prinsip Akuntansi yang berlaku di Indonesia; atau

3. pengalihan kepada Entitas Anak Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, sepanjang
dilakukan sesuai praktik kegiatan usaha Perseroan yang wajar;

4. sehubungan dengan transaksi pembiayaan Perseroan melalui skema Syariah,
termasuk obligasi syariah, ijarah, ishtisna, murabahah;

5. sehubungan dengan Program Fast Track dan program 35.000 MW ( tiga puluh lima
ribu Mega Watt) serta penugasan pemerintah lainnya.

dengan ketentuan:

- bahwa total penjualan atau pengalihan Aset Tetap pada angka (1), (2) dan (3)
untuk hal-hal tersebut diatas tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari total Aset
Perseroan sesuai laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku sebelumnya yang
telah diaudit;
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1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

- bahwa pembatasan 15% (lima belas persen) diatas mengenai ketentuan Poin 1.4.3
tidak berlaku jika pengalihan dilakukan terhadap aset yang diperoleh Perseroan
sehubungan Program Fast Track dan program 35.000 MW (tiga puluh lima ribu Mega
Watt) serta penugasan pemerintah lainnya atau terdapat peraturan perundangan
yang mewajibkan pengalihan kepada Entitas Anak Perseroan.

- untuk kegiatan pada angka (4) dan (5) tidak dibatasi besarnya.

Memberikan ijin kepada Entitas Anak untuk memberikan pinjaman kepada atau melakukan

investasi pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungandengan kegiatan usahanya

sehari-hari yang wajar dan lazim atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha

Perseroan dan/atau Entitas Anak yang bersangkutan;

Melakukan pengeluaran Obligasi atau instrumen utang lain yang memiliki kedudukan lebih

tinggi darikedudukan Obligasi, kecuali utang Perseroan dalam rangka pelaksanaanprogram

Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan

konsolidasi Perseroan.

Mengubah bidang usaha utama Perseroan.

Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan

2. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.1 Perjanjian Perwaliamanatan persetujuan tertulis dari
Wali Amanat diberikan dengan ketentuan:

a.
b.

permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/
dokumen pendukung dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan
persetujuan tersebut yang disampaikan secara tertulis dan dokumen pendukungnya
diterima secara lengkap oleh WaliAmanat, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan
tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat selambat
- lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima
secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut
dianggap telah disetujui; dan

jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung, maka persetujuan atau
penolakan waijib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah
data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika
persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas)
Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat,
maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui.

3. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi,
Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan
dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau melakukan
hal-hal sebagai berikut :

a.

memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian terkait
lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dimana Perseroan merupakan
pihak dalam perjanjian tersebut;

memelihara setiap laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana tercantum dalam
laporan keuangan yangtelah diauditberdasarkan prinsip-prinsip akuntansiyang berlaku dan
menjaga kinerja keuangan Perseroan sehingga kelangsungan usaha Perseroan berjalan
dengan baik sesuai ketentuan, tidak secara material dapat mempengaruhi kemampuan
Emiten untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga
Obligasi yang akan jatuh tempo yang harus sudah tersedia/efektif (in good funds) dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok
Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi direkening KSEI yang ditunjuk
berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana
tersebut diatas, Perseroan waijib untuk menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti
pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui email;

bila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur
dalam huruf ¢ di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Denda. Jumlah
denda tersebut dihitung harian (berdasarkan Hari Kalender yang telah lewat) sampai
dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas.
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Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan
dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya
Obligasi yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen
Pembayaran;

Mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi tidak lebih rendah single A- (atau yang

setara dengan hasil pemeringkatan tersebut) dari hasil pemeringkatan pada saat Emisi.

menjalankan usaha dengan sebaik baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan
praktek keuangan dan perdagangan sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku;
memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar

Akuntansi yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam hal diatur lain oleh OJK dan memelihara

buku-buku dan catatan catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat

keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip
akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan
ketentuan OJK dan perundang undangan yang berlaku;

segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu -waktu diminta oleh

Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan

hal lain-lain;

Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka

waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Perseroan menerima dokumen lengkap tentang

adanya pengubahan anggaran dasar susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
pengubahan pemegang saham utama serta pembagian deviden kepada pemegang
saham Perseroan.

Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka

waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

(i) Adanya perkara pidana, perdata, administrasi, arbitrase dan perburuhan yang
melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan
usaha Perseroan.

(i) Setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara
material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan
Perjanjian Perwaliamanatan

(iii) Setiap melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain dengan hak
preferen yang memiliki kedudukan utang lebih tinggi dari kedudukan utang Obligasi.

membayar kewajiban pajak Perseroan atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan

dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;

menyampaikan kepada Wali Amanat;

(i) Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek
keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal
yang disampaikan kepada OJK, kepada Bursa Efek dan kepada KSEI, dalam waktu
selambatlambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan
kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.

(i) salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan
Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya
salinan tersebut oleh Perseroan.

(iii) Laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang
terdaftar di OJK selambat lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari
Kalender setelah tanggal tiap tahun buku Perseroan terakhir.

(iv) Laporan keuangan (konsolidasi) tengah tahunan yang telah disahkan oleh Direksi
Perseroan:

1. Jikatidak disertailaporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan penyampaian
laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat - lambatnya pada akhir
-bulan pertama setelah tanggal laporan tengah tahunan, atau;

2. Jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas,
disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut
kepada OJK atau selambat lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal
laporan tengah tahunan, atau

3. Jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
yang terdaftar di OJK, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan
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T

keuangan tersebut kepada OJK atau selambat lambatnya pada akhir bulan
ketiga setelah tanggal laporan tengah tahunan.

(v) Laporan keuangan (konsolidasi) triwulanan yang telah disahkan oleh Direksi
Perseroan:

1. Jika tidak disertai laporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan
penyampaikan laporan keuangan tersebut kepada OJK, atau

2. Jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas,
disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut
kepada OJK; atau

3. jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit olehAkuntan Publik
yang terdaftar di OJK, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan
keuangan tersebut kepada OJK.

(vi) Laporan-laporan lain yang disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua)
Hari Kerja setelah laporan laporan tersebut diserahkan kepada OJK.

(vii) Segera setelah penutupan laporan keuangan tahunan dan/atau semesteran, surat
pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang kejadian-kejadian
pada masalah dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi kepentingan
Pemegang Obligasi termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:

1. Pernyataan mengenai tidak adanya pelanggaran terhadap pembatasan
pembatasaan kewajiban kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian
Perwaliamanatan, atau jika ada pelanggaran, uraian mengenai bentuk
pelanggaran tersebut;

2. Pernyataan bahwa Perseroan telah mentaati dan melaksanakan seluruh
pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau sesuai dengan persyaratan Obligasi.

3. pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang telah dan/atau akan
menyebabkan Obligasi menjadi cidera janji sehingga sanksi-sanksi berdasarkan
Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian yang berhubungan dengan
penerbitan Obligasi menjadi berlaku dan harus dilaksanakan.

4. Pernyataan mengenaitidak adanya kejadian yang secara materiil mempengaruhi
Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, atau jika ada, uraian
mengenai kejadian-kejadian tersebut;

5. Pernyataan mengenai tidak adanya pengubahan yang berarti dalam bidang
usaha Perseroan yang tidakdilaporkan sejak penerbitan Obligasi yangpertama
kali, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut.

6. Pernyataan terkait pemenuhan kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan kepada Wali Amanat bersamaan
dengan penyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7.3 huruf | angka (iii) Perjanjian Perwaliamanatan.

memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan

ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang

serupa;

memelihara asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi

yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang secara material lazim dihadapi

oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan

Perseroan denganketentuan asuransi-asuransi tersebut tersedia dengan syarat-syarat

komersial yang wajar bagi Emiten;

segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari

terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian

Perwaliamanatan yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan

mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;

mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;

memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan

pemberitahuan tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk
memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja

Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain sehubungan

dengan Perjanjian Perwaliamanatan dengan memenuhi semua peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

11



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal -yang diperlukan untuk
menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan dari pemerintah serta
perijinan-perijinan penting dengan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha
Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku;
menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan
Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Obligasi dan
menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi dengan tanda terima dari KSEI tersebut
kepada Wali-Amanat;

melakukan pemeringkatan Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.11 tentang
Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan perubahannya (jika ada), dengan
ketentuan sebagai berikut:

1) Pemeringkatan Tahunan

i. Perseroan wajib menyampaikan peringkatan tahunan atas Obligasi kepada OJK
paling lambat10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat
terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang
terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya,
Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam satu
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman
(website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya
masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. peringkat tahunan yang diperoleh; dan
b. penjelasan singkatmengenai penyebab perubahan peringkat.
2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting

i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan waijib
menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada Masyarakat paling
sedikit -dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua)
setelah diterimanya peringkat baru tersebut,mencakup hal-hal sebagai berikut:
1) peringkat baru; dan
2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat

baru.

ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat
tahunan.

3) Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan

i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum wajib
memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum
Berkelanjutan yang direncanakan.

ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai
Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:

a. periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
b. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan
penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum.
4) Pemeringkatan Ulang

i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat
terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7.3 huruf t angka 1) butir i dan angka 2) butir i Perjanjian
Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan
ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah
diterimanya peringkat dimaksud.

ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.3 huruf
t angka 4 butir i Perjanjian Perwaliamanatan berbeda dari peringkat sebelumnya,
maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah
diterimanya peringkat dimaksud.
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u.

menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk
membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dan/atau Denda (jika ada)
selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran.

1.15. Kelalaian Perseroan

1. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

a.

Pasal 10.2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut
berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya
teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau
tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat
disetujui dan diterima oleh Wali Amanat ; atau;

Pasal 10.2 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut
berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan
memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran
tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran
tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa
adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui
dan diterima oleh Wali Amanat ;

Pasal 10.2 huruf c, d dan e Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian
tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat
dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam
teguran tertulis Wali Amanat, palinglama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah
diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan
tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut,
yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada
Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya
sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan
penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

RUPO dapat mengagendakan pembahasan langkah-langkah yang harus diambil terhadap
Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO memutuskan agar Wali Amanat
melakukan penagihan kepada Perseroan, maka sesuai dengan keputusan RUPO Obligasi
menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan
RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam
tagihan yang bersangkutan.

2 Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadiankejadian
atau halhal tersebut di bawah ini:

a.

Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran
Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Oblligasi pada
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau

Perseroan telah dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang oleh satu atau lebih
kreditur Perseroan (cross default) yang berupa pinjaman (debt/interest bearing) dalam
jumlah -minimum sebesar Rp1.000.000.000.000,(satu triliun rupiah) atau 1% (satu persen)
dari ekuitas (mana yang lebih besar jumlahnya), baik yang telah ada sekarang maupun
yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlahyang terutang oleh Perseroan
berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh
kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya (akselerasi pelunasan) atau;

Perseroan dinyatakan lalai apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati
ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a di atas); atau

fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak
sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan, termasuk
pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian
Perwaliamanatan; atau

adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium).
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3 Apabila:

a.

b.

e.

f.

Perseroan atas inisiatif sendiri mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang
(PKPU) dalam prosedur Undang-Undang Kepailitan; atau

Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil
alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta Perseroan atau telah
mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan -sebagian besar
atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan
untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Indonesia yang dimiliki
Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau
Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) tidak mendapatkan ijin atau persetujuan yang
diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif
terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap
kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibankewajiban yang-ditentukan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan; atau

Perseroan atau Entitas Anak (jika ada) berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang
apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan
untuk memenuhi kewajibankewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
atau

Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau

Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit.

Maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang
Obligasi dan mengambil keputusan atas nama Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat
dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi
menjadi jatuh tempo dengan sendirinya. Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian
atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu)
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan.

1.16. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan,
berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

a.

mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi
bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi,-suku Bunga
Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau
penyisihan dana pelunasan dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan,
dengan tetap memperhatikan ketentuan POJK No. 20/2020.

menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan
pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas
suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau
untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi
termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya
kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan dan POJK
No. 20/2020;

Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan Wali Amanat yang tidak
dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

a.

Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling
sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak
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termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi
tersebut-terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

b. Perseroan;

c. Wali Amanat; atau

d. OJK

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a , huruf b dan huruf d wajib
disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari
Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan
pemanggilan untuk RUPO.

4  Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk
mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan
penolakan tersebut kepada pemohon dengantembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat
belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaran RUPO:

a. PengumumanRUPOwajibdilakukanmelalui1 (satu)suratkabarharianberbahasalndonesia
yang berperedaran nasional,dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari
Kalender sebelum pemanggilan.

b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum
RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional.

c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender
sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO
sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi
antara lain: tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO; agenda RUPO; pihak
yang mengajukan usulan RUPO; Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki
hak suara dalam RUPO; dan kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan
pengambilan keputusan RUPO.

e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender
dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6 Tata cara RUPO:

a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak
menghadiri RUPO dan menggunakan hak-suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang
dimilikinya.

b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan
Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan
dalam kuorum kehadiran.

c. Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar
Pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi
Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.

d. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang
disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.

f.  Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk
Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi,
RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan
RUPO tersebut.

h. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut
diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris
untuk membuat berita acara RUPO.

7. Ketentuan teknis pelaksanaan RUPO:

a. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan
Pasal 11.3 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Pemegang Obligasi mengajukan permintaan
tertuliskepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkanasli KTUR.
Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan
sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang
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mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akandibekukan oleh KSEI sejumlah

Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh

KSEI tersebut hanya dapat-dilakukan setelah mendapat persetujuan-secara tertulis dari

Wali Amanat..

Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum

tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.

Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali

Amanat.

Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat

dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan

RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yangdibuktikan dengan adanya

pemberitahuan-dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.

Transaksi Obligasi yang-penyelesaiannya jatuh pada tanggal tanggal tersebut, ditunda

penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam

RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk

mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor

KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

Sebelum pelaksanaan RUPO:

*  Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah
Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan
Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan menyerahkan kepada Wali Amanat disertai
dengan daftar pemegang obligasi dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi
Negara Republik Indonesia);

» Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO
berkewajiban untuk membuat suratpernyataan yang menyatakan mengenai apakah
Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan
(tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).

»  Suara abstain/blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPO.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11.6 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan,
kuorum dan pengambilan keputusan :

Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian

Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 diatur sebagai berikut:

1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan
denganketentuan sebagai berikut :

(i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili palingsedikit 3/4 (tiga per empat)
bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(i) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

(i) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi
atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi-yang
masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari-jumlah Obligasi
yang hadir dalam RUPO.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalambutir (iii) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(v) RUPO ketiga dapat-dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi
atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi-yang
masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusanyang sah dan mengikat
apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi
yang hadirdalam RUPO.
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2)

3)

Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib

diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3(dua per tiga)
bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(i) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas
tidaktercapai, maka waijib diadakan RUPO yang kedua.

(i) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi
atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang
masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
apabila disetujui paling sedikit (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang
hadir dalam RUPO.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau
diwakili paling sedikit 2/3(dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih
belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila
disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir
dalam RUPO.

Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan

sebagai berikut:

(i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(i) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

(i) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau
diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih
belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila
disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir
dalam RUPO.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang-Obligasi atau
diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi -yang masih
belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila
disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir
dalam RUPO.

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat
diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian
dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat apabila disetujuipaling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka(1) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau
diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagiandari jumlah Obligasi yang masih
belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir
dalam RUPO.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau
diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum
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10.

12.

13.

14.

15.

dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan
keputusan suara terbanyak.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tidak tercapai,
maka dapat diadakan RUPO yang keempat.

RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi
atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan

Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5;

Biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan waijib dibayarkan
kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya
tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan.

Penyelenggaraan RUPO waijib dibuatkan berita acara secara notaril oleh notaris.
Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-
keputusan yang diambil dalam RUPO karena keputusan RUPO mengikat bagi semua
Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanatdan setiap Pemegang Obligasi tidak
dapat bertindak sendiri yang bertentangan dengan hasil RUPO. Keputusan RUPO
mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain
sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya
perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya
sehubungan-dengan Obligasi.

Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan
untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan
atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan
dengan perubahan nilai Pokok Obligasi,perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan
tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan
Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu
selambat-lambatnya 30(tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau
tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu
untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian
lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan
Jumlah Yang Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan
RUPO.

Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam
RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian -disempurnakan atau diubah oleh
Emiten dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan
di Pasar Modal tersebut yang berlaku.
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2. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG
AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan
menawarkan:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP | TAHUN 2020
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH
SEBESAR RP376.500.000.000,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS JUTA
RUPIAH)
(“SUKUK IJARAH”)

Sukuk ljarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam
5 (lima) seri yaitu:

SeriA : Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar
Rp39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah
sebesar Rp2.613.000.000 (dua miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah) per tahun yang
dihitung dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri A atau Rp67.000.000 (enam puluh
tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa
Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi.

SeriB : Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar
Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah sebesar
Rp2.537.500.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per
tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri B atau Rp72.500.000
(tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per
tahun dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri B, yang berjangka waktu 7 (tujuh)
tahun sejak tanggal Emisi.

SeriC : Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar
Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah sebesar
Rp15.800.000.000 (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari
jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri C atau Rp79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta
Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan ljarah
Sukuk ljarah Seri C, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Emisi.

SeriD : Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar
Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah sebesar
Rp4.844.000.000 (empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta Rupiah) per tahun
yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri D atau Rp86.500.000
(delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah)
per tahun dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri D, yang berjangka waktu 15 (lima
belas) tahun sejak tanggal Emisi.

SeriE : Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri E yang ditawarkan adalah sebesar
Rp46.500.000.000,- (empat puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan
ljarah sebesar Rp4.119.900.000 (empat miliar seratus Sembilan belas juta sembilan ratus
ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri E atau
Rp88.600.000 (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000
(satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri E, yang
berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan ljarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan ljarah pertama akan

dibayarkan pada tanggal 3 Desember 2020, sedangkan Cicilan Imbalan ljarah terakhir sekaligus

dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan ljarah akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2025

untuk Sukuk ljarah Seri A, tanggal 8 September 2027 untuk Sukuk ljarah Seri B, tanggal 8 September

2030 untuk Sukuk ljarah Seri C, tanggal 8 September 2035 untuk Sukuk ljarah Seri D dan tanggal

8 September 2040 untuk Sukuk ljarah Seri E.
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Keterangan ringkas mengenai Sukuk ljarah yang akan diterbitkan adalah sebagai berikut:
2.1. Nama Sukuk ljarah

Sukuk ljarah Berkelanjutan IV PLN Tahap | Tahun 2020.
2.2. Jenis Sukuk ljarah

Sukuk ljarah ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk ljarah yang diterbitkan
oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat
Berharga Syariah di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai
kewajiban pembayaran kepada pemegang Sukuk ljarah melalui Pemegang Rekening dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.

2.3. Objek ljarah

Objek ljarah berupa jaringan listrik di UP3 Menteng dengan nilai Rp376.500.000.000,- (tiga ratus
tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) kepada Wali Amanat Sukuk ljarah selaku wakil
Pemegang Sukuk ljarah serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan
kembali hak manfaat atas Objek ljarah kepada pihak lain dan Wali Amanat Sukuk ljarah setuju untuk
menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian hak atas Objek ljarah tersebut dari Perseroan.

2.4. Skema Sukuk ljarah

1—» Akad ljarah 4—\ /—> Akad Wakalah 4—\
@ Bank ® BTN @

Perseroan sebagai pemilik Wali Amanat yang mewakili Perseroan sebagai wakil
jaringan listrik investor/pemodal

o Penyerahan Dana Sukuk
ljarah
<

Pembayaran Cicilan Imbalan

. . ' ljarah dan Sisa Imbalan ljarah
@
. @D
Penerbitan Sukuk ljarah Investor/Pemodal

A

A

Pembayaran
listrik oleh @ Kontrak dengan
pelanggan

pelanggan

R
:k\/ <

@ Pengalihan Obyek ljarah

3 A
ljarah

. Obyeki
Penjelasan mengenai skema Sukuk ljarah adalah sebagai berikut:

1. Atas penerbitan Sukuk ljarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk ljarah yang diwakili oleh BTN
sebagai Wali Amanat Sukuk ljarah menandatangani Akad ljarah.

a. Perseroan menerbitkan Sukuk ljarah sebesar Rp376.500.000.000,- (tiga ratus ratus tujuh
puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah).

b. Perseroan menerima dana hasil penerbitan Sukuk ljarah.

c. Atas penerbitkan Sukuk ljarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk ljarah yang diwakili oleh
Wali Amanat Sukuk ljarah melakukan Akad ljarah. Berdasarkan Akad ljarah, Perseroan
bermaksud untuk mengalihkan hal manfaat atas Objek ljarah berupa Jaringan Listrik
berupa peralatan distribusi terpasang di UP3 Menteng dengan nilai Rp376.500.000.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) kepada Wali Amanat Sukuk
ljarah selaku wakil Pemegang Sukuk ljarah serta memberikan hak untuk menggunakan
dan/atau menyewakan kembali hak manfaat atas Objek ljarah kepada pihak lain dan Wali
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Amanat Sukuk ljarah setuju untuk menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian
hak atas Objek ljarah tersebut dari Perseroan. Jenis dan spesifikasi Objek ljarah adalah
sebagai berikut:

Panjang saluran Tiang
No. UP3 Menteng (kms) Besi (buah) Beton (buah)
1. SALURAN TEGANGAN MENENGAH
KABEL TANAH 20 KV 1.577.618 - 60
Jumlah 1.577.618 - 60
2. SALURAN TEGANGAN RENDAH
SALURAN UDARA 1.834.327 21.865 6.190
KABEL TANAH 210.817 - -
Jumlah 2.045.144 21.865 6.190

Pendapatan yang dihasilkan oleh Objek ljarah per 31 Desember 2019 adalah Rp 552.722
juta untuk satu bulan atau Rp6.454.691 juta untuk satu tahun.

Objek ljarah (Ma’jur) dalam Sukuk ini adalah Jaringan Listrik milik Perseroan beserta
kontrak penjualan dengan pihak ketiga/pelanggan yang dialihkan kepada pemegang
Sukuk melalui akad ljarah. Obyek ljarah ini dimanfaatkan kembali melalui Perseroan
kepada pihak ketiga/pelanggan; Objek ijarah secara spesifik adalah Jaringan Listrik
berupa Peralatan Distribusi Terpasang UP3 Menteng. Objek ljarah ini hanya digunakan
dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan IV PLN Tahun 2020 dan tidak dijaminkan
kepada pihak lainnya.

Masa Pengalihan Objek ljarah akan berakhir selambat-lambatnya pada Tanggal
Pembayaran Kembali Sisa Imbalan ljarah setelah Cicilan Imbalan ljarah dan Kompensasi
Kerugian Akibat Keterlambatan (apabila ada) telah dibayar lunas oleh Perseroan kepada
Wali Amanat Sukuk ljarah selaku wakil Pemegang Sukuk ljarah atau pada tanggal lain
yang disetujui secara tertulis oleh para pihak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk ljarah. Pada saat berakhirnya Masa Pengalihan Objek ljarah,
Wali Amanat Sukuk ljarah setuju untuk seketika mengalihkan kembali Objek ljarah yang
telah diterimanya berdasarkan Akad ljarah ini kepada Perseroan tanpa adanya kondisi
atau syarat apapun.

Dalam hal terjadi peristiwa di luar kekuasaan manusia (force majeure) termasuk kejadian,
baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti kebakaran, gempa
bumi, banjir, huru hara, angin topan, benturan dengan benda angkasa lain, badai matahari,
kerusakan mekanik, dan elektronik pada Objek ljarah dan lain-lain yang mengakibatkan
kerusakan atau tidak dapat digunakannya Objek ljarah, hal mana dapat mengakibatkan
kerugian bagi Pemegang Sukuk ljarah atas turunnya nilai Objek ljarah menjadi kurang dari
nilai pengalihan Objek ljarah selama jangka waktu Sukuk ljarah, maka Perseroan akan
mengganti Objek ljarah dengan manfaat lain, yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan
sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek ljarah (“Objek ljarah
Pengganti”).

Penyediaan dan pemberian Objek ljarah Pengganti memerlukan persetujuan RUPSI
dengan memperhatikan prosedur penggantian atau penambahan Objek ljarah
sebagaimana diatur dalam Akad ljarah.

2. Pemegang Sukuk ljarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk ljarah dan Perseroan selanjutnya
menandatangani Akad Wakalah.

Berdasarkan Akad Wakalah, Wali Amanat Sukuk ljarah memberikan kuasa kepada Perseroan

untuk menyewakan Objek ljarah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak
ketiga sebagai pengguna Objek ljarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk ljarah sebagai
penerima Objek ljarah berdasarkan Akad ljarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
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2.5.

2.6.

ljarah dan apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian/kontrak yang sudah
ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut
sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar;

- mewakili segala kepentingan Wali Amanat Sukuk ljarah dalam rangka pelaksanaan
perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek ljarah, termasuk akan tetapi tidak
terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dibawah
ini, menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek ljarah dari pihak ketiga; dan

- mewakili kepentingan Wali Amanat Sukuk ljarah dalam mencari pengganti pihak ketiga
untuk memanfaatkan Objek ljarah.

Akad Wakalah mulai berlaku sejak Tanggal Emisi Sukuk ljarah sebagaimana diatur dalam

Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dan akan berakhir dengan berakhirnya Akad ljarah.

3. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk ljarah (melalui atau yang diwakili
Wali Amanat Sukuk ljarah) menyewakan Objek ljarah untuk membuat dan melangsungkan
serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga.

- Perseroan akan melakukan penagihan untuk menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek
ljarah dari pihak ketiga.

4. Perseroan berjanji untuk membayar Imbalan ljarah yang terdiri dari Cicilan Imbalan ljarah dan
Sisa Imbalan ljarah kepada Pemegang Sukuk ljarah yang diterima dari pihak ketiga sesuai
dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
ljarah

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 29 Juni 2020 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka
penerbitan Sukuk ljarah, Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-
akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk ljarah Berkelanjutan IV PLN Tahap | Tahun 2020
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah
Nasional — Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

Dengan skema penerbitan yang sama, pernyaataan kesesuaian syariah ini juga berlaku untuk
tahap-tahap selanjutnya dalam Penerbitan Sukuk ljarah Berkelanjutan IV PLN (Jika ada).

Harga Penawaran
Sukuk ljarah ini ditawarkan pada nilai nominal Sukuk ljarah 100% (seratus persen).
Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Cicilan Imbalan ljarah

Sukuk ljarah akan diterbitkan dan ditawarkan dengan nilai Sisa Imbalan ljarah sebesar
Rp376.500.000.000,- (tiga ratus ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi dalam
5 (lima) seri sebagai berikut:

SeriA : Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar
Rp39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah
sebesar Rp2.613.000.000 (dua miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah) per tahun
yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri A atau Rp67.000.000
(enam puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun
dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima)
tahun sejak tanggal Emisi.

SeriB : Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar
Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah
sebesar Rp2.537.500.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu
Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri B
atau Rp72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000
(satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri B,
yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal Emisi.

22



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

=

Seri C Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar
Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah sebe-
sar Rp15.800.000.000 (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) per tahun yang
dihitung dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri C atau Rp79.000.000 (tujuh
puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari
jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri C, yang berjangka waktu 10 (sepuluh)
tahun sejak tanggal Emisi.

Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar
Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah
sebesar Rp4.844.000.000 (empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta Rupi-
ah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri D atau
Rp86.500.000 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000
(satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri D,
yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal Emisi.

Jumlah Sisa Imbalan ljarah Sukuk ljarah Seri E yang ditawarkan adalah sebesar
Rp46.500.000.000,- (empat puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan
Imbalan ljarah sebesar Rp4.119.900.000 (empat miliar seratus Sembilan belas juta
sembilan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan ljarah
Sukuk ljarah Seri E atau Rp88.600.000 (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu
Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan
ljarah Sukuk ljarah Seri E, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal
Emisi.

Seri D

Seri E

Sisa Imbalan ljarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali
(buy back) sebagai pelunasan Sukuk ljarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo
Sukuk ljarah.

Aset yang menjadi dasar Sukuk ljarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal
dan selama periode Sukuk ljarah, aset yang menjadi dasar Sukuk ljarah tidak akan bertentangan
dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;

Sukuk ljarah akan dibayar kembali oleh Perseroan dengan nilai yang sama dengan jumlah Sisa
Imbalan ljarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk ljarah
pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan ljarah.

Besarnya Cicilan Imbalan ljarah akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak
Tanggal Emisi pada tanggal pembayaran Cicilan Imbalan ljarah. Dalam hal tanggal pembayaran
Cicilan Imbalan ljarah jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Cicilan Imbalan ljarah dibayar
pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan ljarah untuk masing-masing seri Sukuk ljarah adalah
sebagai berikut:
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Cicilan

Imbalan Seri A Seri B Seri C Seri D Seri E

ljarah ke-
1 8 Desember 2020 8 Desember 2020 8 Desember 2020 8 Desember 2020 8 Desember 2020
2 8 Maret 2021 8 Maret 2021 8 Maret 2021 8 Maret 2021 8 Maret 2021
3 8 Juni 2021 8 Juni 2021 8 Juni 2021 8 Juni 2021 8 Juni 2021
4 8 September 2021 8 September 2021 8 September 2021 8 September 2021 8 September 2021
5 8 Desember 2021 8 Desember 2021 8 Desember 2021 8 Desember 2021 8 Desember 2021
6 8 Maret 2022 8 Maret 2022 8 Maret 2022 8 Maret 2022 8 Maret 2022
7 8 Juni 2022 8 Juni 2022 8 Juni 2022 8 Juni 2022 8 Juni 2022
8 8 September 2022 8 September 2022 8 September 2022 8 September 2022 8 September 2022
9 8 Desember 2022 8 Desember 2022 8 Desember 2022 8 Desember 2022 8 Desember 2022
10 8 Maret 2023 8 Maret 2023 8 Maret 2023 8 Maret 2023 8 Maret 2023
11 8 Juni 2023 8 Juni 2023 8 Juni 2023 8 Juni 2023 8 Juni 2023
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Cicilan
Imbalan Seri A Seri B Seri C SeriD Seri E
ljarah ke-
12 8 September 2023 8 September 2023 8 September 2023 8 September 2023 8 September 2023
13 8 Desember 2023 8 Desember 2023 8 Desember 2023 8 Desember 2023 8 Desember 2023
14 8 Maret 2024 8 Maret 2024 8 Maret 2024 8 Maret 2024 8 Maret 2024
15 8 Juni 2024 8 Juni 2024 8 Juni 2024 8 Juni 2024 8 Juni 2024
16 8 September 2024 8 September 2024 8 September 2024 8 September 2024 8 September 2024
17 8 Desember 2024 8 Desember 2024 8 Desember 2024 8 Desember 2024 8 Desember 2024
18 8 Maret 2025 8 Maret 2025 8 Maret 2025 8 Maret 2025 8 Maret 2025
19 8 Juni 2025 8 Juni 2025 8 Juni 2025 8 Juni 2025 8 Juni 2025
20 8 September 2025 8 September 2025 8 September 2025 8 September 2025 8 September 2025
21 8 Desember 2025 8 Desember 2025 8 Desember 2025 8 Desember 2025
22 8 Maret 2026 8 Maret 2026 8 Maret 2026 8 Maret 2026
23 8 Juni 2026 8 Juni 2026 8 Juni 2026 8 Juni 2026
24 8 September 2026 8 September 2026 8 September 2026 8 September 2026
25 8 Desember 2026 8 Desember 2026 8 Desember 2026 8 Desember 2026
26 8 Maret 2027 8 Maret 2027 8 Maret 2027 8 Maret 2027
27 8 Juni 2027 8 Juni 2027 8 Juni 2027 8 Juni 2027
28 8 September 2027 8 September 2027 8 September 2027 8 September 2027
29 8 Desember 2027 8 Desember 2027 8 Desember 2027
30 8 Maret 2028 8 Maret 2028 8 Maret 2028
31 8 Juni 2028 8 Juni 2028 8 Juni 2028
32 8 September 2028 8 September 2028 8 September 2028
33 8 Desember 2028 8 Desember 2028 8 Desember 2028
34 8 Maret 2029 8 Maret 2029 8 Maret 2029
35 8 Juni 2029 8 Juni 2029 8 Juni 2029
36 8 September 2029 8 September 2029 8 September 2029
37 8 Desember 2029 8 Desember 2029 8 Desember 2029
38 8 Maret 2030 8 Maret 2030 8 Maret 2030
39 8 Juni 2030 8 Juni 2030 8 Juni 2030
40 8 September 2030 8 September 2030 8 September 2030
41 8 Desember 2030 8 Desember 2030
42 8 Maret 2031 8 Maret 2031
43 8 Juni 2031 8 Juni 2031
44 8 September 2031 8 September 2031
45 8 Desember 2031 8 Desember 2031
46 8 Maret 2032 8 Maret 2032
47 8 Juni 2032 8 Juni 2032
48 8 September 2032 8 September 2032
49 8 Desember 2032 8 Desember 2032
50 8 Maret 2033 8 Maret 2033
51 8 Juni 2033 8 Juni 2033
52 8 September 2033 8 September 2033
53 8 Desember 2033 8 Desember 2033
54 8 Maret 2034 8 Maret 2034
55 8 Juni 2034 8 Juni 2034
56 8 September 2034 8 September 2034
57 8 Desember 2034 8 Desember 2034
58 8 Maret 2035 8 Maret 2035
59 8 Juni 2035 8 Juni 2035
60 8 September 2035 8 September 2035
61 8 Desember 2035
62 8 Maret 2036
63 8 Juni 2036
64 8 September 2036
65 8 Desember 2036
66 8 Maret 2037
67 8 Juni 2037
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Cicilan

Imbalan Seri A Seri B Seri C SeriD Seri E

ljarah ke-
68 8 September 2037
69 8 Desember 2037
70 8 Maret 2038
71 8 Juni 2038
72 8 September 2038
73 8 Desember 2038
74 8 Maret 2039
75 8 Juni 2039
76 8 September 2039
77 8 Desember 2039
78 8 Maret 2040
79 8 Juni 2040
80 8 September 2040

Cicilan Imbalan ljarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi,
dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga
ratus enam puluh) Hari Kalender.

Tata Cara Pembayaran Cicilan Imbalan ljarah

i. Pemegang Sukuk ljarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan ljarah adalah
Pemegang Sukuk ljarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada
4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan ljarah, kecuali ditentukan
lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi
transaksi Sukuk ljarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan
Imbalan ljarah tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk ljarah tersebut tidak
berhak atas Cicilan Imbalan ljarah pada periode Cicilan Imbalan ljarah yang bersangkutan;

ii. Cicilan Imbalan ljarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran
kepada Pemegang Sukuk ljarah setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, melalui
Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan ljarah;

iii. Pembayaran Cicilan Imbalan ljarah kepada Pemegang Sukuk ljarah melalui Pemegang
Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan
Perjanjian Agen Pembayaran;

iv. Pembayaran Cicilan Imbalan ljarah yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada
Pemegang Sukuk ljarah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh
Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk ljarah melalui Pemegang
Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian
Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan ljarah
yang bersangkutan.

v. Sesuai dengan Peraturan KSEI, Perseroan wajib menyediakan dana yang cukup untuk
pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan ljarah dan dana tersebut harus telah efektif di
rekening KSEI pada Bank Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum
Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan ljarah. Dalam hal Perseroan tidak menyediakan dana
yang cukup, maka KSEI akan menunda distribusi pembayaran Cicilan Imbalan ljarah kepada
Pemegang Sukuk ljarah melalui Pemegang Rekening sampai dengan Perseroan memenubhi
kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran
Cicilan Imbalan ljarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan menjadi tanggung
jawab Perseroan;

vi. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan
hak Pemegang Sukuk ljarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk
ljarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk ljarah yang dimilikinya.
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2.8.

2.9.

Tata Cara Pembayaran Kembali Sisa Imbalan ljarah

i. Sisa Imbalan ijarah akan dibayar kembali pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan
ljarah;

i. Pembayaran kembali Sisa Imbalan ijarah kepada Pemegang Sukuk ljarah melalui Pemegang
Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan
Perjanjian Agen Pembayaran;

iii. Pembayaran kembali Sisa Imbalan ijarah yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan
kepada Pemegang Sukuk ljarah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh
Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk ljarah melalui Pemegang
Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian
Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali Sisa Imbalan
ijarah yang bersangkutan;

iv. Sesuai dengan Peraturan KSEI, Perseroan wajib menyediakan dana yang cukup untuk
pelaksanaan pembayaran kembali Sisa Imbalan ljarah dan dana tersebut harus telah efektif di
rekening KSEI pada Bank Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal
pembayaran kembali Sisa Imbalan ljarah. Dalam hal Perseroan tidak menyediakan dana yang
cukup, maka KSEI akan menunda distribusi pembayaran kembali Sisa Imbalan ljarah kepada
Pemegang Sukuk ljarah melalui Pemegang Rekening sampai dengan Perseroan memenubhi
kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran
kembali Sisa Imbalan ljarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan menjadi
tanggung jawab Perseroan;

v. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan
hak Pemegang Sukuk ljarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk
ljarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk ljarah yang dimilikinya.

vi. Perseroan telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Perseroan wajib dengan
itikad baik dan penuh tanggung jawab melakukan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal
jasa, selama aset yang menjadi dasar Sukuk masih ada;.

Ringkasan Akad Syariah

Akad ljarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV PLN
Tahap | Tahun 2020 antara Perseroan dan Pemegang Sukuk ljarah No. 0145.Pj/KEU.01.08/
B01060100/2020 tanggal 26 Juni 2020. Perseroan berniat menerbitkan Sukuk ljarah berdasarkan
Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah Berkelanjutan IV PLN Tahap | Tahun 2020 No.
56 tanggal 26 Juni 2020 dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan. Untuk
melakukan penerbitan Sukuk ljarah tersebut, Perseroan telah mengadakan akad-akad yang
diperlukan untuk memenubhi transaksi pembiayaan ijarah atas Objek ljarah yang memenuhi kaidah
syariah, antara lain berdasarkan Akad ljarah antara Perseroan dengan Wali Amanat, dimana
Perseroan mengalihkan hak manfaat atas Objek ljarah kepada Wali Amanat dan Wali Amanat
menyetujui pengalihan hak manfaat atas Objek ljarah yang bersumber dari kegiatan Perseroan
Emiten yang akan diserahkan oleh Emiten kepada Wali Amanat.

Berdasarkan Akad ljarah dan Perjanjian, Emiten bertindak selaku mu’jir dan Pemegang Sukuk
ljarah yang diwakili oleh Wali Amanat bertindak selaku mustajir. Kemudian berdasarkan Akad
Wakalah No. 0144.Pj/KEU.01.08/B01060100/2020 tanggal 26 Juni 2020 antara Wali Amanat
dan Perseroan, Pemegang Sukuk ljarah yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat sebagai
muwakil memberikan kuasa kepada Perseroan yang bertindak selaku wakil untuk membuat dan
melangsungkan perjanjian atau melakukan Akad ljarah dengan para pemakai/penyewa sebagai
pengguna Objek ljarah dan atas perjanjian-perjanjian yang sudah ditandatangani oleh wakil
dari pihak ketiga sebagai pemakai/penyewa Objek ljarah disepakati untuk tidak perlu dilakukan
penandatanganan ulang atas perjanjian tersebut. Dalam Akad ljarah antara Perseroan dan Wali
Amanat, disepakati bahwa Emiten mengalihkan nilai manfaat atas Objek ljarah dengan jumlah
Rp376.500.000.000,- (tiga ratus ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) atau sejumlah
Sisa Imbalan ljarah.

26



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

2.10. Satuan Pemindahbukuan Sukuk ljarah

Satuan Pemindahbukuan Sukuk ljarah adalah senilai Rp1 (satu Rupiah). Hak pemilikan Sukuk
ljarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk ljarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek
lainnya.

2.11. Satuan Perdagangan Sukuk ljarah

Satuan perdagangan Sukuk ljarah di BEI dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta
Rupiah) dan/atau kelipatannya.

2.12. Sumber Dana yang Digunakan untuk melakukan Pembayaran

Sumber dana pembayaran dan/atau pelunasan Imbalan ljarah berasal dari dana yang diperoleh
dari kegiatan usaha Emiten dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan prinsip
syariah.

2.13. Prosedur Penggantian atau Penambahan Objek ljarah

1. Dalam hal terdapat rencana perubahan Objek ljarah karena alasan apapun, Perseroan wajib
melaporkan kepada Wali Amanat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum mengajukan
Objek ljarah Pengganti dan meminta Pihak Kedua untuk menyelenggarakan RUPSI sesuai
dengan ketentuan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah.

2. Dalam hal terdapat penambahan Objek ljarah karena adanya penurunan nilai dari Objek ljarah
(“Objek ljarah tambahan”), maka Perseroan wajib memberitahukan hal tersebut kepada Wali
Amanat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum mengajukan Objek ljarah Tambahan.

3. Nilai Objek ljarah Pengganti yang ditetapkan harus sama dengan jumlah nilai Objek ijarah yang
telah diserahkan sebelumnya atau nilai Objek ijarah Tambahan yang ditetapkan harus sama
dengan nilai penurunan Objek ljarah, sehingga nilai Objek ljarah akan kembali sebagaimana
dimaksud dalam Akad ljarah.

4. Setelah RUPSI menyetujui penetapan Objek ijarah Pengganti, dalam waktu 10 (sepuluh) Hari
Kerja, Para Pihak wajib menandatangani revisi Lampiran | yang menjelaskan tentang spsifikasi
Objek ijarah Pengganti.

5. Paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diperolehnya persertujuan
dari Wali Amanat, Perseroan dan Wali Amanat wajib menandatangani perubahan Akad ljarah

6. Penggantian Objek ljarah Pengganti atau Objek ijarah Tambahan akan berlaku efektif
setelah ditandatanganinya penetapan Objek ijarah Pengganti atau Objek ijarah Tambahan
sebagaimana dimaksud dalam poin 4 diatas.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah Pasal 5.20 perihal syarat-syata Sukuk ljarah,
segala perubahan aset yang menjadi dasar Sukuk ljarah memerlukan pernyataan kesesuaian dari
Dewan Pengawas Syariah Emiten yang harus diperoleh oleh Emiten sebelum dilaksanakannya
RUPSI. Pernyataan tersebut termasuk pendapat bahwa Objek ljarah telah sesuai dengan prinsip-
prinsip Syariah di pasar modal. Pernyatan pada Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah adalah
sebagai berikut:

Segala perubahan atas jenis Akad ljarah dan isi dari Akad ljarah sehubungan dengan Sukuk ljarah,

hanya dapat dilakukan jika Emiten telah memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Emiten telah mendapat persetujuan dari RUPSI atas
usulan perubahan;

2. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Emiten telah mendapat pernyataan kesesuaian dari
Dewan Pengawas Syariah Emiten yang harus diperoleh oleh Emiten sebelum dilaksanakannya
RUPSI.

3. Dalam hal terdapat Pemegang Sukuk ljarah yang tidak menyetujui usulan perubahan yang
diajukan oleh Emiten, maka Emiten wajib untuk melakukan pembelian kembali Sukuk ljarah
sesuai dengan ketentuan pembelian kembali yang diatur didalam Perjanjian Perwaliamanatan.
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2.14. Syarat dan Ketentuan dalam hal Perseroan Akan Mengubah Jenis Akad Syariah, isi Akad
Syariah dan/atau Aset yang Menjadi Dasar Sukuk

Segala perubahan atas jenis Akad ljarah dan isi dari Akad ljarah sehubungan dengan Sukuk ljarah,
hanya dapat dilakukan jika Emiten telah memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini:

1.

2.

Perubahan hanya dapat dilakukan jika Emiten telah mendapat persetujuan dari RUPSI atas
usulan perubahan;

Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Emiten telah mendapat pernyataan kesesuaian dari
Dewan Pengawas Syariah Emiten yang harus diperoleh oleh Emiten sebelum dilaksanakannya
RUPSI.

Dalam hal terdapat Pemegang Sukuk ljarah yang tidak menyetujui usulan perubahan yang
diajukan oleh Emiten, maka Emiten wajib untuk melakukan pembelian kembali Sukuk ljarah
sesuai dengan ketentuan pembelian kembali yang diatur didalam Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk ljarah.

2.15. Keterbukaan Informasi Terkait Zakat

Pada Penerbitan Sukuk ljarah ini Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil,
marjin, atau imbal jasa Sukuk.

2.16. Jaminan

Sukuk ljarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun
barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin
oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun
barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi
jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus
atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Sukuk ljarah ini adalah paripassu tanpa preferen
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dengan hak-hak kreditur Perseroan lain
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Indonesia.

2.17. Pembelian Kembali Sukuk ljarah

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk ljarah maka berlaku ketentuan sebagai
berikut:

1)

pembelian kembali Sukuk ljarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk
kemudian dijual kembali dengan harga pasar.

pelaksanaan pembelian kembali Sukuk ljarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa
Efek.

pembelian kembali Sukuk ljarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal
Penjatahan.

pembelian kembali Sukuk ljarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan
Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
pembelian kembali Sukuk ljarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian
(wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

pembelian kembali Sukuk ljarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang
tidak terafiliasi.

rencana pembelian kembali Sukuk ljarah wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian
kembali Sukuk ljarah tersebut.

pembelian kembali Sukuk ljarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana
pembelian kembali Sukuk ljarah.

rencana pembelian kembali Sukuk ljarah sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8) Pasal ini, paling sedikit memuat informasi
tentang :

1. periode penawaran pembelian kembali;
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;

kisaran jumlah Sukuk ljarah yang akan dibeli kembali;

harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk ljarah;

tata cara penyelesaian transaksi;

persyaratan bagi Pemegang Sukuk ljarah yang mengajukan penawaran jual;

tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk ljarah;

tata cara pembelian kembali Sukuk ljarah; dan

hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk ljarah;

Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi

setiap Pemegang Sukuk ljarah yang melakukan penjualan Sukuk ljarah apabila jumlah Sukuk

ljarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk ljarah, melebihi jumlah Sukuk ljarah
yang dapat dibeli kembali;

Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang

telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk ljarah;

Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk ljarah tanpa melakukan

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8) Pasal ini, dengan ketentuan sebagai

berikut :

1. Jumlah pembelian kembali Sukuk ljarah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah
Sukuk ljarah yang beredar (outstanding) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal
Penjatahan;

2. Sukuk ljarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk ljarah yang dimiliki oleh Afiliasi
Perseroan;

3. Sukuk ljarah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat
dijual kembali.

dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua)

setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk ljarah;

Perseroan waijib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada

Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu

paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk ljarah;

pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika
terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;

pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis

Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak

dijamin;

pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis

Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi;

Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan :

a. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk ljarah yang dibeli kembali, hak menghadiri
RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Sukuk ljarah serta manfaat lain dari Sukuk
ljarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk ljarah yang dibeli
kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan ljarah
serta manfaat lain dari Sukuk ljarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan
untuk dijual kembali.

i. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 5 dikecualikan jika telah memperoleh
persetujuan RUPSI;

c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) butir 6 dikecualikan pada Afiliasi yang
timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia;

d. Pengumuman rencana pembelian kembali Efek bersifat utang dan/atau Sukuk

sebagaimana dimaksud pada huruf a) butir 7 dan 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua)

hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan
sebagai berikut:

i. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:

1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

NGO RA~WN
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bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
1. informasi tersebut meliputi antara lain :
a) jumlah nominal Sukuk ljarah yang telah dibeli oleh Perseroan;
b) rincian jumlah Sukuk ljarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau
disimpan untuk dijual kembali;
c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk ljarah.

2.18. Penyisihan Dana Pelunasan Sukuk ljarah (sinking fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk ljarah ini dengan
pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk ljarah sesuai dengan
tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk ljarah, sebagaimana diungkapkan pada Bab
Il dalam Prospektus ini.

2.19. Hak Senioritas Atas Sukuk ljarah

Sukuk ljarah ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva
lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Dengan
demikian, Sukuk ljarah ini mempunyai kedudukan pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya
yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

2.20. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

1.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk ljarah dan sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan

ljarah, Cicilan Imbalan ljarah dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan

berkenaan dengan Sukuk ljarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan

tertulis dari Wali Amanat Sukuk, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-

tindakan sebagai berikut:

1.1 memberikan penanggungan/penjaminan kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain
tersebut, kecuali:

1.

2.

penanggungan/penjaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk ljarah;

penanggungan/penjaminan dari perusahaan yang bergabung yang telah ada
sehubungan dengan dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Poin 1.3.

penanggungan/penjaminan kepada Entitas Anak Perseroan dan/atau pihak lain
berupa kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, Bangun Guna
Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Build, Operate and
Owned/BOO), dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan
bagi Perseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1
(satu) siklus usaha dan perjanjian-perjanjian lain yang terkait langsung dengan
praktek usaha Perseroan yang wajar, kecuali untuk perjanjian pembelian tenaga listrik
(Power Purchase Agreement/PPA). Dengan ketentuan bahwa total penanggungan
atau penjaminan untuk hal-hal tersebut dalam Poin 1 angka 1 butir 3 tidak melebihi
15% (lima belas persen) dari total Aset Perseroan sesuai laporan keuangan tahunan
Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit.

Yang dimaksud dengan total penanggungan atau penjaminan tidak termasuk total
penanggungan atau penjaminan yang timbul akibat implementasi Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 30, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)
Nomor 8 dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 16 beserta aturan
pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 30, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
(ISAK) Nomor 8 dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 16 serta
perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan Standar Akuntansi Keuangan di
waktu mendatang.
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1.2

1.3.

1.4.

Memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:

1. pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk ljarah;

2. pinjaman atas transaksi yang normal sepanjang dilakukan sehubungan dengan
kegiatan usaha Perseroan sehari-hari yang wajar dan lazim;

3. pinjaman baru kepada pegawai, koperasi pegawai, yayasan untuk program
kesejahteraan pegawai dan pensiunan Perseroan serta Pinjaman Koperasi dan
Bina Lingkungan, PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), dan lembaga
penunjang lainnya sesuai dengan program pemerintah;

4. pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan;

dengan ketentuan:

- bahwa jumlah maksimum pinjaman pada angka (2) dan (3) setiap saat tidak lebih
dari 5% (lima persen) dari total ekuitas Perseroan sesuai laporan keuangan tahunan
Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit.

- untuk pinjaman pada angka (1) dan (4) tidak dibatasi besarnya.
Mengadakan penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi dengan perusahaan lain yang
menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap
kelangsungan usaha utama Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah, kecuali hal-hal
tersebut dilakukan dalam program privatisasi pemerintah Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Semua syarat dan kondisi Sukuk ljarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
ljiarah dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya
terhadap perusahaan penerus (surviving company), dan dalam hal Perseroan bukan
merupakan perusahaan penerus (surviving company), maka seluruh kewajiban
berdasarkan Sukuk ljarah dan atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah
telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) dan
perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki Aset dan kemampuan
yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Sukuk ljarah
dan atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah.

b. Perusahaan penerus (surviving company) tersebut salah satu bidang usahanya
adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.

Ketentuan ini juga tidak berlaku dalam rangka pelaksanaan penugasan pemerintah

terhadap Perseroan.

Menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Aset tetap Perseroan, baik yang sekarang

ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun kecuali:

1. menjual atau mengalihkan Aset Tetap sehubungan dengan penggantian; atau

2. pembaruan Aset tetap yang telah usang karena pemakaian atau habis disusutkan
berdasarkan Prinsip Akuntansi yang berlaku di Indonesia; atau

3. pengalihan kepada Entitas Anak Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, sepanjang
dilakukan sesuai praktik kegiatan usaha Perseroan yang wajar;

4. sehubungan dengan transaksi pembiayaan Perseroan melalui skema Syariah,
termasuk Sukuk, ijarah, ishtisna, murabahah;

5. sehubungan dengan Program Fast Track dan program 35.000 MW (tiga puluh lima
ribu Mega Watt) serta penugasan pemerintah lainnya.

dengan ketentuan:

- bahwa total penjualan atau pengalihan Aset Tetap pada angka (1), (2) dan (3)
untuk hal-hal tersebut diatas tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari total Aset
Perseroan sesuai laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku sebelumnya yang
telah diaudit;

- bahwa pembatasan 15% (lima belas persen) diatas mengenai ketentuan Pasal
11.1.4.3 tidak berlaku jika pengalihan dilakukan terhadap aset yang diperoleh
Perseroan sehubungan Program Fast Track dan program 35.000 MW (tiga puluh
lima ribu Mega Watt) serta penugasan pemerintah lainnya atau terdapat peraturan
perundangan yang mewajibkan pengalihan kepada Entitas Anak Perseroan.

- untuk kegiatan pada angka (4) dan (5) tidak dibatasi besarnya.
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1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

Memberikan ijin kepada Entitas Anak untuk memberikan pinjaman kepada atau melakukan
investasi pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan usahanya
sehari-hari yang wajar dan lazim atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha
Perseroan dan/atau Entitas Anak yang bersangkutan;

Melakukan pengeluaran Sukuk ljarah atau instrumen hutang lain yang memiliki kedudukan
lebih tinggi dari kedudukan Sukuk ljarah, kecuali hutang Perseroan dalam rangka
pelaksanaan program Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam
laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

Mengubah bidang usaha utama Perseroan.

Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah
persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk diberikan dengan ketentuan:

a.
b.

permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

Wali Amanat Sukuk wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan
data/dokumen pendukung dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan
persetujuan tersebut yang disampaikan secara tertulis dan dokumen pendukungnya
diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk, dan jika persetujuan, penolakan atau
permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali
Amanat Sukuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan
persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk, maka dengan lewatnya
waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui; dan

jika Wali Amanat Sukuk meminta tambahan data/dokumen pendukung, maka persetujuan
atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat Sukuk dalam waktu 15 (lima belas)
Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali
Amanat Sukuk, dan jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-
lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara
lengkap oleh Wali Amanat Sukuk, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut
dianggap telah disetujui.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk ljarah dan sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan
ljarah, Cicilan Imbalan ljarah dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan
berkenaan dengan Sukuk ljarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/
atau melakukan hal-hal sebagai berikut :

a.

memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dan
perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah
dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut;

memelihara setiap laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana tercantum dalam
laporan keuangan yangtelah diauditberdasarkan prinsip-prinsip akuntansiyang berlaku dan
menjaga kinerja keuangan Perseroan sehingga kelangsungan usaha Perseroan berjalan
dengan baik sesuai ketentuan, tidak secara material dapat mempengaruhi kemampuan
Emiten untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
ljarah;

menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Sisa Imbalan ljarah dan/atau pembayaran
Cicilan Imbalan ljarah yang akan jatuh tempo yang harus sudah tersedia/efektif (in
good funds) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum
Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan ljarah dan/atau Tanggal Pembayaran
Cicilan Imbalan ljarah di rekening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen
Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut diatas, Perseroan waijib
untuk menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk fotokopi bukti pengiriman uang tersebut
pada hari yang sama melalui email;

bila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur
dalam huruf c di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Kompensasi
Kerugian Akibat Keterlambatan.

Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian (berdasarkan
Hari Kalender yang telah lewat) sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut
di atas. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang
merupakan hak Pemegang Sukuk ljarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk
ljarah secara proposional berdasarkan besarnya Sukuk ljarah yang dimilikinya, satu dan
lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
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e. Mempertahankan hasil pemeringkatan Sukuk ljarah tidak lebih rendah single A- (atau
yang setara dengan hasil pemeringkatan tersebut) dari hasil pemeringkatan pada saat
Emisi.

f. menjalankan usaha dengan sebaik baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan
praktek keuangan dan perdagangan sebagai-mana mestinya dan peraturan yang berlaku;

g. memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar
Akuntansi yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam hal diatur lain oleh OJK dan memelihara
buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat
keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip
akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan
ketentuan OJK dan perundang-undangan yang berlaku;

h. segera memberikan kepada Wali Amanat Sukuk keterangan yang sewaktu-waktu diminta
oleh Wali Amanat Sukuk dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva
Perseroan dan hal lain-lain;

i. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk selambat-lambatnya dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Perseroan menerima dokumen lengkap
tentang adanya pengubahan anggaran dasar susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, pengubahan pemegang saham utama serta pembagian deviden kepada
pemegang saham Perseroan.

j- Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk selambat-lambatnya dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

(i) Adanya perkara pidana, perdata, administrasi, arbitrase dan perburuhan yang
melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan
usaha Perseroan.

(i) Setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara
material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah.

(iii) Setiap melakukan pengeluaran sukuk ijarah atau instrumen pembiayaan lain dengan
hak preferen yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan Sukuk ljarah.

k. membayar kewajiban pajak Perseroan atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan
dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;

I.  menyampaikan kepada Wali Amanat Sukuk:

(i) Salinan darilaporan - laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek
keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal
yang disampaikan kepada OJK, kepada Bursa Efek dan kepada KSEI, dalam waktu
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan
kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.

(i) salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan
Sukuk ljarah dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya
salinan tersebut oleh Perseroan.

(iii) Laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang
terdaftar di OJK selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari
Kalender setelah tanggal tiap tahun buku Perseroan terakhir.

(iv) Laporan keuangan (konsolidasi) tengah tahunan yang telah disahkan oleh Direksi
Perseroan:

1. Jikatidak disertailaporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan penyampaian
laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya pada akhir
bulan pertama setelah tanggal laporan tengah tahunan, atau;

2. Jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas,
disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut
kepada OJK atau selambat-lambatnya padaakhir bulan kedua setelah tanggal
laporan tengah tahunan, atau

3. Jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
yang terdaftar di OJK, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan
keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya ada akhir bulan ketiga
setelah tanggal laporan tengah tahunan.
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(v) Laporan keuangan (konsolidasi) triwulanan yang telah disahkan oleh Direksi
Perseroan:

1. Jika tidak disertai laporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan
penyampaikan laporan keuangan tersebut kepada OJK, atau

2. Jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas,
disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut
kepada OJK; atau

3. jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
yang terdaftar di OJK, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan
keuangan tersebut kepada OJK.

(vi) Laporan-laporan lain yang disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua)
Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada OJK.

(vii) Segera setelah penutupan laporan keuangan tahunan dan/atau semesteran, surat
pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang kejadian-kejadian
pada masalah dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi kepentingan
Pemegang Sukuk ljarah termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:

1. Pernyataan mengenai tidak adanya pelanggaran terhadap pembatasan-
pembatasaan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk ljarah, atau jika ada pelanggaran, uraian mengenai
bentuk pelanggaran tersebut;

2. Pernyatan bahwa Perseroan telah mentaati dan melaksanakan seluruh
pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah atau sesuai dengan persyaratan
Sukuk ljarah.

3. pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang telah dan/atau akan
menyebabkan Sukuk ljarah menjadi cidera janji sehingga sanksi-sanksi
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dan/atau perjanjianyang
berhubungan dengan penerbitan Sukuk ljarah menjadi berlaku dan harus
dilaksanakan.

4. Pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang secara materiil mempengaruhi
Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk ljarah, atau jika ada, uraian
mengenai kejadian-kejadian tersebut;

5. Pernyataan mengenai tidak adanya pengubahan yang berarti dalam bidang
usaha Perseroan yang tidak dilaporkan sejak penerbitan Sukuk ljarah yang
pertama kali, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut.

6. Pernyataan terkait pemenuhan kondisi keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah kepada
Wali Amanat Sukuk bersamaan dengan penyampaikan laporan keuangan
tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.3 huruf | angka (iii) Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk ljarah.

memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan

ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang

serupa;

memelihara asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi

yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang secara material lazim dihadapi

oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan

Perseroan dengan ketentuan asuransi-asuransi tersebut tersedia dengan syarat-syarat

komersial yang wajar bagi Perseroan;

segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk setelah menyadari

terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Poin 2.21 perihal Kelalaian

Perseroan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah yang dapat menimbulkan kelalaian

atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;

mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
memberi ijin kepada Wali Amanat Sukuk atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat

Sukuk dengan pemberitahuan tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja

Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada

saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain
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sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dengan memenuhi semua
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

r.  memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk
menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan dari pemerintah serta
perijinan-perijinan penting dengan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha
Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku;

s. menerbitkan dan menyerahkan Sertipikat Jumbo Sukuk ljarah kepada KSEI, untuk
kepentingan Pemegang Sukuk ljarah sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang
Sukuk ljarah dan menyampaikan fotokopi Sertipikat Jumbo Sukuk ljarah dengan tanda
terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat Sukuk;

t.  melakukan pemeringkatan Sukuk ljarah sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.11 tentang
Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan perubahannya (jika ada), dengan
ketentuan sebagai berikut:

1) Pemeringkatan Tahunan

i. Perseroan wajib menyampaikan peringkatan tahunan atas Sukuk ljarah kepada
OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku
peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh
kewajiban yang terkait dengan Sukuk ljarah yang diterbitkan.

i. Dalam hal peringkat Sukuk ljarah yang diperoleh berbeda dari peringkat
sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit
dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah
berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. peringkat tahunan yang diperoleh; dan
b. penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting

i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan waijib
menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada Masyarakat paling
sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua)
setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
1) peringkat baru; dan
2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat

baru.

ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat
tahunan.

3) Pemeringkatan Sukuk ljarah Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan

i. Perseroan yang menerbitkan Sukuk ljarah melalui Penawaran Umum wajib
memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum
Berkelanjutan yang direncanakan.

ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai
Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:

a. periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
b. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan
penawaran Sukuk ljarah tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum.
4) Pemeringkatan Ulang

i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat
terkait dengan peringkat Sukuk ljarahselain karena hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11.3 huruf t angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka
Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada
OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat
dimaksud.

ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.3
huruf t angka 4) butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan waijib
mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website)
Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat
dimaksud.
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menyampaikan kepada Wali Amanat Sukuk mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk
membayar jumlah Pembayaran Sisa Imbalan ljarah dan/atau Cicilan Imbalan ljarah dan/
atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) selambat-lambatnya 5 (lima)
Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran.

2.21. Kelalaian Perseroan

1. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

a.

Pasal 12.2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dan keadaan atau kejadian
tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah
diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan
tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut,
yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk; atau

Pasal 12.2 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dan keadaan atau kejadian

tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat

Sukuk dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum

dalam teguran tertulis Wali Amanat Sukuk, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender

setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk, tanpa diperbaiki/dihilangkan
keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan
tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk;

Pasal 12.2 huruf ¢ dan d Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dan keadaan atau

kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali

Amanat Sukuk dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana

tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat Sukuk, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari

Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk, tanpa diperbaiki/

dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan

keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk;

- Maka Wali Amanat Sukuk berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau
peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk ljarah dengan cara memuat pengumuman
melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
Wali Amanat Sukuk atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI menurut
tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah.

- Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat Sukuk akan meminta Perseroan untuk
memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

- RUPSI dapat mengagendakan pembahasan langkah-langkah yang harus diambil
terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk ljarah. Jika RUPSI memutuskan agar
Wali Amanat Sukuk melakukan penagihan kepada Perseroan, maka sesuai dengan
keputusan RUPSI Sukuk ljarah menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat Sukukdalam
waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan
kepada Perseroan.Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu
yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

2. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian
atau hal-hal tersebut di bawah ini:

a.

Perseroan lalai membayar Sisa Imbalan ljarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa
Imbalan ljarah dan/atau Cicilan Imbalan ljarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan
ljarah kepada Pemegang Sukuk lJarah; atau

Perseroan telah dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang oleh satu atau lebih
kreditur Perseroan (cross default) yang berupa pinjaman (debt/interest bearing) dalam
jumlah minimum sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) atau 1% (satu
persen) dari ekuitas (mana yang lebih besar jumlahnya), baik yang telah ada sekarang
maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh
Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih
oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya (akselerasi pelunasan): atau
Perseroan dinyatakan lalai apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati
ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah (selain huruf a di atas); atau
fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak
sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan, termasuk
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e.

pernyataan dan jaminan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian
Perwaliamanatan ljarah; atau
adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium).

3 Apabila:

a.

b.

e.

f.

Perseroan atas inisiatif sendiri mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang
(PKPU) dalam prosedur Undang-Undang Kepailitan; atau

Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengamobil
alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta Perseroan atau telah
mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar
atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan
untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
ljarah; atau

Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Indonesia yang dimiliki
Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau
Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) tidak mendapatkan ijin atau persetujuan yang
diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif
terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap
kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah; atau

Perseroan atau Entitas Anak (jika ada) berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang
apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan
untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk ljarah; atau

Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau

Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit.

Maka Wali Amanat Sukuk berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan
Pemegang Sukuk ljarahdan mengambil keputusan atas nama Pemegang Sukuk ljarah dan
untuk itu Wali Amanat Sukuk dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang
Sukuk ljarah. Dalam hal ini Sukuk ljarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya. Wali Amanat
Sukuk berkewaijiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang
Sukuk ljarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan.

2.22. RUPSI

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan,
berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

1.  RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:

a.

mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk
ljlarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk ljarah, Sisa Imbalan ljarah, Cicilan
Imbalan ljarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan ljarah,
perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah, aset yang menjadi dasar sukuk, jaminan
atau penyisihan dana pelunasan dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk ljarah dengan tetap memperhatikan ketentuan POJK No. 20/2020.

menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat Sukuk,
memberikan pengarahan kepada Wali Amanat Sukuk, dan/atau menyetujui suatu
kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
ljarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan
kelalaian;

memberhentikan Wali Amanat Sukuk dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk
menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah;

mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk ljarah
termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya
kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
ljarah dan POJK No. 20/2020;
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e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan Wali Amanta yang tidak
dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah atau
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:

a. Pemegang Sukuk ljarah sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling
sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk ljarah yang belum dilunasi
tidak termasuk Sukuk ljarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali
Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

b. Perseroan;

c. Wali Amanat Sukuk; atau

d. OJK

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf b dan huruf d wajib
disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari
Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat Sukuk waijib
melakukan pemanggilan untuk RUPSI.

4. Dalam hal Wali Amanat Sukuk menolak permohonan Pemegang Sukuk ljarah atau Perseroan
untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat Sukuk wajib memberitahukan secara tertulis
alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14
(empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5.  Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaran RUPSI:

a. Pengumuman RUPSI waijib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas)
Hari Kalender sebelum pemanggilan.

b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum
RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional.

c. Pemanggilan RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender
sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI
sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi
antara lain:

- tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;

- agenda RUPSI;

- pihak yang mengajukan usulan RUPSI;

- Pemegang Sukuk ljarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan

- kuorum yang dipersyaratkanuntuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan
RUPSI.

e. RUPSI kedua dan ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender
dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.

6. Tata cara RUPSI:

a. Pemegang Sukuk ljarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak
menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk ljarah
yang dimilikinya.

b. Sukuk ljarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak memiliki hak suara
dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena
kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

c. Sebelum pelaksanaan RUPSI, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar
Pemegang Sukuk ljarah yang merupakan Afiliasinya kepada Wali Amanat.

d. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang
disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

e. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat.

f.  Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk
Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.

g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk
ljarah, RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk ljarah yang meminta
diadakan RUPSI tersebut
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8.

h.

Perseroan atau Pemegang Sukuk ljarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut
diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris
untuk membuat berita acara RUPSI.

Ketentuan teknis pelaksanaan RUPSI:

a.

Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk ljarah, dengan memperhatikan ketentuan
Pasal 13.3, maka Pemegang Sukuk ljarah mengajukan permintaan tertuliskepada Wali
Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis
dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya
KTUR tersebut, Sukuk ljarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk ljarah yang mengajukan
permintaan tertulis kepada Wali Amanatakan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk ljarah
yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk ljarah oleh KSEI
tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali
Amanat.
Pemegang Sukuk ljarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk
ljarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja
sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI.
Pemegang Sukuk ljarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada
Wali Amanat.
Seluruh Sukuk ljarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk ljarah tersebut
tidak dapat dialihkan/dipindah bukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan
dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan
dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk ljarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-
tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal
pelaksanaan RUPSI.

Setiap Sukuk ljarah sebesar Rp1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara

dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk ljarah dalam RUPSI mempunyai

hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk ljarah yang dimilikinya.

Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor

KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

Sebelum pelaksanaan RUPSI:

- Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah
Sukuk ljarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan
Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan menyerahkan kepada Wali Amanat disertai
dengan daftar pemegang sukuk ijarah dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan
Afiliasi Negara Republik Indonesia);

- Pemegang Sukuk ljarah atau kuasa Pemegang Sukuk ljarah yang hadir dalam
RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai
apakah Pemegang Sukuk ljarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan
Perseroan (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);

- Suara abstain/blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSI.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 13.6 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk ljarah, kuorum dan pengambilan keputusan :

a.

Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian

Perwaliamanatan Sukuk ljarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.1 diatur sebagai

berikut:

1) Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

(i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang hadir dalam RUPSI.

(i) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.

(i) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah
atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) -bagian dari jumlah Sukuk ljarah
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3)

(iv)
(v)

yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
Sukuk ljarah yang hadir dalam RUPSI.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.

RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah
atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) -bagian dari jumlah Sukuk ljarah
yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
Sukuk ljarah yang hadir dalam RUPSI.

Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk ljarah atau Wali Amanat maka
wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(i)

(ii)
(iii)

(iv)
(v)

dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah atau diwakili paling sedikit 2/3(dua per
tiga) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang hadir dalam RUPSI.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.

RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah
atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang
masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk ljarah
yang hadir dalam RUPSI.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.

RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah
atau diwakili paling sedikit 2/3(dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang
masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk ljarah
yang hadir dalam RUPSI.

Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka waijib diselenggarakan dengan ketentuan
sebagai berikut:

(i)

(ii)
(iii)

(iv)
(v)

dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per
dua)bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang hadir dalam RUPSI.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.

RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah
atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk ljarah
yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
Sukuk ljarah yang hadir dalam RUPSI.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas
tidaktercapai, maka waijib diadakan RUPSI yang ketiga.

RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah
atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk ljarah
yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
Sukuk ljarah yang hadir dalam RUPSI.

b. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat
diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat)

bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang masih belum dilunasidan berhak mengambil

keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat)

bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang hadir dalam RUPSI.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.

iii. RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh PemegangSukuk ljarah atau
diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang masih
belum dilunasidan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang hadir
dalam RUPSI.

iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka(3) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.

v. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah atau
diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk ljarah yang masih belum
dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan
keputusan suara terbanyak.

vi. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tidak tercapai,
maka dapat diadakan RUPSI yang keempat.

vii. RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk
ljarah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan

viii. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 5;

Biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali
Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan
dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notaril oleh notaris.

Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk ljarah wajib memenuhi keputusan-keputusan
yang diambil dalam RUPSI karena keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk
ljarah, Perseroan dan Wali Amanat dan setiap Pemegang Sukuk ljarah tidak dapat bertindak
sendiri yang bertentangan dengan hasil RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan
dengan Sukuk ljarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan
dengan Sukuk ljarah.

Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman
hasil RUPSI tersebut waijib ditanggung oleh Perseroan.

Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan
dengan perubahan nilai Imbalan Sukuk ljarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan
Imbalan ljarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk ljarah dan Perseroan menolak untuk
menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dan/atau perjanjian
lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika
RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk ljarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat Sukuk
berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan ljarah kepada Perseroan tanpa terlebih
dahulu menyelenggarakan RUPSI.

Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI
dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroandan Wali
Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal
tersebut yang berlaku.
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2.23. Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Surat No. 11966/KEU.01.08/BN01000000/2020 tanggal 26 Juni 2020 Perihal
Penunjukan kembali Tim Ahli Syariah, DSN-MUI menugaskan kepada nama-nama di bawah ini
sebagai Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk
ljarah dan memberikan opini syariah, sebagai berikut:

No. Nama Jabatan
1. Bapak Dr. Hasanudin, Mag (Ketua) Ketua
2. Bapak Iggi H. Achsien, SE, MBA Anggota

Tim Ahli Syariah berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka
penerbitan Sukuk ljarah Berkelanjutan IV PLN Tahap | Tahun 2020 tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama
Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

Dengan skema penerbitan yang sama, pernyaataan kesesuaian syariah ini juga berlaku untuk
tahap-tahap selanjutnya dalam Penerbitan Sukuk ljarah Berkelanjutan IV PLN (Jika ada).

3. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi
Berkelanjutan IV dan Sukuk ljarah Berkelanjutan 1V, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan
dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-788/PEF-DIR/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Sertifikat
Pemeringakatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahun 2020-2022 PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero)dan Surat No. RC-789/PEF-DIR/VI1//2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Sertifikat Pemeringkatan
atas Sukuk ljarah Berkelanjutan IV Tahun 2020-2022 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dengan
peringkat:

JAAA (Triple A) i dAAA(Sy) (Triple A Syariah)
Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 25 Juni 2020 sampai dengan 1 Juni 2021

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung
maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi
dan Sukuk ljarah tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Skala Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang
posisi peringkat Obligasi dan Sukuk ljarah.

<AAA atau : Efek bersifat utang dengan peringkat  AAA atau idAAASy merupakan Efek bersifat utang

PAA dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan obligor yang
superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial
jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

JAAatau : Efek bersifat utang dengan peringkat  AA atau idAASy memiliki kualitas kredit sedikit di

_AA bawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan obligor yang sangat kuat untuk
memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan,
relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
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JAatau . Efek bersifat utang dengan peringkat A atau idAsy memiliki kemampuan obligor yang

idASy kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka
panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan
keadaan yang merugikan.

,BBB atau : Efekbersifat utang dengan peringkat, BBB atau  ,BBB_ didukung oleh kemampuan obligor

«BBB,, yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban
finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan
tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang

merugikan.
BB atau : Efek bersifat utang dengan peringkat BB atau BB, menunjukkan dukungan kemampuan
BBy, obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi

kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka
terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
B atau : Efek bersifat utang dengan peringkat B atau , B, menunjukkan parameter perlindungan
yang sangat lemah. Walaupun obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi
kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis
dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk
memenuhi kewajiban finansialnya.
,CCC atau : Efek bersifat utang dengan peringkat CCC atau iGICCCSy menunjukkan Efek bersifat utang

isty

4CCC,, yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya serta hanya bergantung kepada
perbaikan keadaan eksternal.

D atau : Efek bersifat utang dengan peringkat . D atau ;D menandakan Efek bersifat yang macet

idDSy atau obligornya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari
“AA” hingga “CCC”. Tanda Tambah (+) menunjukan bahwa semua kategori peringkat lebih mendekati
kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik
dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

Pertimbangan (Rationale)

Obligor dengan peringkat idAAA memiliki rating tertinggi PEFINDO. Kapasitasnya untuk memenubhi
komitmen keuangan jangka panjang, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, adalah superior.
Peringkat perusahaan mencerminkan dukungan yang kuat dari pemerintah Indonesia dan telah terbukti,
fleksibilitas keuangan yang kuat, posisi pasar yang superior dan permintaan listrik domestik yang terus
meningkat. Peringkat masih dibatasi oleh struktur permodalan dan proteksi arus kas yang tetap agresif
untuk mendukung rencana belanja modal (capex) yang signifikan, Peringkat dapat diturunkan jika
PEFINDO menilai pengurangan dukungan dari pemerintah Perseroan adalah perusahaan milik negara
yang menghasilhan, mentransmisikan dan mendistribusikan listrik di seluruh negeri.

4. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Obligasi Berkelanjutan

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”), Perseroan
telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

i. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling singkat 2 (dua) tahun;

i. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka Obligasi Berkelanjutan 1V;

iii. Obligasi Berkelanjutan IV memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat)

peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori
peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek.
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Perseroan menyatakan telah memenuhi persyaratan pada poin ii di atas sesuai dengan Surat Pernyataan
Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tanggal 29 Juni 2020 dan Laporan Akuntan Independen No.
2060620/DSN/1116 tanggal 26 Juni 2020.

Sukuk ljarah Berkelanjutan

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan
Persyaratan Sukuk, Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai
berikut:

i. Dalam hal Sukuk ljarah Berkelanjutan IV dilakukan tidak bersamaan dengan Penawaran Umum
Efek bersifat utang, PUB Sukuk dapat dilakukan oleh pihak yang telah menjadi emiten atau
Perusahaan Publik dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun;

ii. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika
kuran dari 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Sukuk
ljarah Berkelanjutan IV ;

iii. Sukuk ljarah Berkelanjutan IV memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4
(empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam
kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat
Efek.

iv. Dalam hal terdapat perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah,dan/atau aset yang menjadi
dasar Sukuk pada tahapan penerbitan Sukuk selanjutnya dalam rangka PUB Sukuk, maka
Perseroan harus menyampaikan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk tersebut.

Perseroan menyatakan telah memenuhi persyaratan pada poin ii di atas sesuai dengan Surat Pernyataan
Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tanggal 29 Juni 2020 dan Laporan Akuntan Independen No.
2060620/DSN/1116 tanggal 26 Juni 2020.

5. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk ljarah, Perseroan dan PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat Obligasi dan Sukuk ljarah telah menandatangani Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah. Berikut keterangan singkat
mengenai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk ljarah:

Nama Wali Amanat Obligasi dan Sukuk ljarah : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Alamat . Institutional Banking Divison

Menara BTN, lantai 18,

JI. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat-10130

Tel. : (021) 6336789 ext. 1847
Email . trustee.btn@gmail.com
Untuk Perhatian . Capital Market Department

Berdasarkan POJK No0.20/2020, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat,
ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat Obligasi dan Sukuk
ljarah, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

i. Penunjukan Wali Amanat Obligasi dan Sukuk untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan,
sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk ljarah;

ii. Penggantian Wali Amanat Obligasi dan Sukuk dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-
sebab sebagai berikut :
a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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o

Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;

Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;

Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar
berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya
dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;

WaliAmanattidak dapatmelaksanakankewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan,
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dan/atau keputusan RUPO dan/atau RUPSI dan/
atau peraturan perundang-undangan;

Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk ljarah, dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali
Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh
Pemerintah Republik Indonesia;

Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam
POJK No. 19/2020;

Atas permintaan para Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk ljarah melalui RUPO/RUPSI
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan ; atau

Atas permintaan Wali Amanat dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau karena Perseroan
tidak membayarkan imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian
Perwaliamanatan dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah.

iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :

a.

d.

Obligasi dan Sukuk ljarah telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Sisa Imbalan ljarah, Bunga Obligasi
termasuk Denda (jika ada), dan Cicilan Imbalan ljarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat
Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban
Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen
Pembayaran;

Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;

tanggaltertentu yangtelah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk ljarah setelah Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan dan
Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Sukuk ljarah;

setelah diangkatnya Wali Amanat Obligasi dan Wali Amanat Sukuk baru.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab Xll dalam Prospektus ini.

6. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi dan Sukuk ljarah diperhitungkan
dan diperlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap
mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab IX dalam Prospektus ini.
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I. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN
UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya
Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi
di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/
atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan
distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/
atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk ljarah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya
Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di
Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau
Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan
distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/
atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk ljarah tidak bertentangan dengan prinsip syariah di
Pasar Modal sebagaimana POJK No. 18/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 3/2018.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menutupi
kekurangannya dari kas internal yang dimilikinya guna melaksanakan rencana-rencana sebagaimana
disebutkan di atas.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk ljarah ini akan
mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Obligasi dan/atau Sukuk ljarah ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan waijib melaporkan
terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat
14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan/atau RUPSI dan memperoleh persetujuan RUPO dan/atau
RUPSI sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan POJK No. 20/2020. Hasil RUPO dan/atau RUPSI wajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO dan/atau
RUPSI.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan
tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali
Amanat Sukuk ljarah dengan tembusan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan
berikutnya setelah tanggal laporan sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk ljarah tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran
Umum Obligasi dan/atau Sukuk ljarah telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk ljarah yang belum

direalisasikan, Perseroan wajib:

a. menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid. Penempatan dana
wajib dilakukan atas nama Perseroan;

b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;

c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan

d. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan
dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan, sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015 dan
POJK No. 20/2020.
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Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Ill PLN Tahap IV dan Tahap V Tahun 2019 dan
Sukuk ljarah Berkelanjutan Ill PLN Tahap IV dan Tahap V Tahun 2019 yang dilakukan Perseroan,
setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah habis dipergunakan oleh Perseroan sesuai
dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut dan realisasinya telah dilaporkan sesuai
dengan POJK No. 30/2015 dengan Surat No. 0180/KEU.05.03/010501/2020 tanggal 13 Januari 2020
perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan 1l PLN Obligasi
Berkelanjutan PLN Tahap IV & Tahap V serta Sukuk ljarah Berkelanjutan Tahap IV & Tahap V.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan terkait
penerbitan Obligasi adalah sekitar 0,367% (nol koma tiga enam tujuh persen) dari nilai Emisi yang
meliputi :

*  Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,055%, yang terdiri dari biaya jasa manajemen
(management fee) sekitar 0,033%; biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sekitar 0,011% dan
biaya jasa penjualan (selling fee) sekitar 0,011%;

* Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,178%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan
Publik sekitar 0,127%; biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,046% dan biaya jasa Notaris sekitar
0,005%;

* Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,048%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat
sekitar 0,004%; dan biaya jasa pemeringkatan Efek sekitar 0,044%;

»  Biaya lain-lain sekitar 0,086% termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK,
biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan penawaran awal,
biaya percetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir dan biaya iklan koran.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan terkait
penerbitan Sukuk ljarah adalah sekitar 0,417% (nol koma empat satu tujuh) dari nilai Emisi yang
meliputi :

*  Biayajasauntuk Penjamin Emisi Sukuk ljarah sekitar 0,055%, yang terdiri dari biaya jasa manajemen
(management fee) sekitar 0,033%; biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sekitar 0,011% dan
biaya jasa penjualan (selling fee) sekitar 0,011%;

* Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,178%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan
Publik sekitar 0,127%; biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,046% dan biaya jasa Notaris sekitar
0,005%;

* Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,069%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat
sekitar 0,004%; dan biaya jasa pemeringkatan Efek sekitar 0,044%, Biaya Ahli Syariah sekitar
0,021%;

»  Biaya lain-lain sekitar 0,115% termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK,
biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan penawaran awal,
biaya percetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir dan biaya iklan koran.
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lll. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar

Rp655.674.600 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2019
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas pajak tangguhan 28.121.540
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun
Penerusan pinjaman 35.251.741
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank 4.359.569
Utang sewa pembiayaan 11.569.377
Utang bank 184.023.820
Utang obligasi dan sukuk ijarah 174.292.298
Utang listrik swasta 6.431.448
Utang KIK-EBA 1.354.642
Utang pihak berelasi 92
Liabilitas imbalan kerja 50.838.258
Utang lain-lain 133.662
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 496.376.447
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha 11.814.735
Pihak berelasi 40.188.048
Pihak ketiga 2.383.288
Utang pajak 16.754.640
Biaya masih harus dibayar 14.235.879
Uang jaminan langganan 150.664
Utang biaya proyek 1.049.231
Pendapatan ditangguhkan
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun
Penerusan pinjaman 2.725.805
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank 1.998.476
Utang sewa pembiayaan 2.540.107
Utang bank 21.693.338
Utang obligasi dan sukuk ijarah 6.946.478
Utang listrik swasta 399.458
Utang KIK-EBA 586.620
Liabilitas imbalan kerja 5.232.467
Utang lain-lain 30.598.919
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 159.298.153
Jumlah Liabilitas 655.674.600

3.1. Liabilitas Pajak Tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2019 adalah

sebesar -Rp28.121.540 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

31 Desember 2019

Akumulasi rugi fiskal
Liabilitas imbalan kerja
Pendapatan ditangguhkan
Sewa pembiayaan

Aset tetap
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(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2019

Penyisihan piutang usaha 1.334
Laba dari entitas asosiasi (100.101)
Lainnya (298)
Liabilitas Pajak Tangguhan Akhir Tahun (28.121.540)

3.2. Penerusan Pinjaman

Saldo Penerusan pinjaman Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp 35.251.741 juta. Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak
diikat jaminan dan diteruskan kepada Perseroan untuk membiayai proyek-proyek Perseroan. Rincian
penerusan pinjaman adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)
Keterangan 31 Desember 2019 Periode’

International Bank for Reconstruction
and Development (IBRD)

usSD

IBRD - 4712 & 7758 IND - 1165 408.209 2004 — 2023
IBRD - 7905 IND - 1235 254560 2010 — 2034
IBRD - 7940 IND - 1238 2.470.985 2011 -2034
IBRD - 8057 IND - 1244 497.410 2012 -2035
IBRD 8280 ID — 1256 1.266.994 2014 - 2034

Asian Development Bank (ADB)

usSD

ADB - 1982 INO - 1170 1.416.119 2004 — 2027
ADB - 1983 INO — 1171 961.857 2004 — 2027
ADB - 2619 INO - 1236 494.253 2010 -2035
ADB 3015 INO - 1255 594569 2014 — 2033
ADB 3083 INO - 1257 230.949 2014 — 2033
ADB 8276 INO - 1258 25.569 2014 —2033

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman (KFW)

EUR
KFW - 95.65.136 - 934a 16.866 1996 — 2020
KFW F 26180 - 1262 200.462 2019 - 2029

Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)

Yen

JBIC IP 512 — 1163 4.732.311 2004 - 2033
JBIC IP 513 — 1164 1.444.286 2004 — 2033
JBIC IP 515 - 1177 5.122.730 2004 — 2034
JBIC IP 516 - 1196 57.393 2004 — 2044
JBIC IP 517 — 1178 496.933 2004 — 2044
JBIC IP 525 — 1197 1.719.157 2005 - 2045
JBIC IP 526 — 1198 72.474 2005 — 2045
JBIC IP 527 — 1211 1.117.196 2007 — 2037
JBIC IP 532 - 1214 548.793 2006 — 2048
JBIC IP 537 - 1220 7.439 2009 — 2037
JBIC IP 538 - 1221 2.622.438 2009 — 2047
JBIC IP 539 - 1222 1.097.519 2009 - 2037
JBIC IP 555 - 1231 177.020 2013 — 2039
JICAIP 556 - 1249 218.392 2013 — 2040
JICA - IP 560- 1253 462.882 2013 — 2053
JBIC IP -1243 123.684 2012 — 2022
JBIC LANo 1-1216 39.508 2008 — 2020
JBIC LANo 3 - 1233 336 2010 — 2020
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(dalam jutaan rupiah)

Keterangan 31 Desember 2019 Periode’
JBIC LANo 5-1218 88.996 2008 — 2020
JBIC - LA 043190-004 -1250 61.877 2013 — 2025
JICA - IP 561- 1252 89.579 2013 - 2053
JICA - IP 572- 1265 28.800 2016 - 2055
Midland Bank Public Limited Company
Midland Bank - 798 14.936 1995 — 2020
Midland Bank - 818 686 1995 - 2020
Banque Paribas
Banque Paribas 1063- GBP 55.413 1998 — 2022
EUR
Banque Paribas — 1158 26.753 2002 - 2020
Calyon and BNP Paribas
EUR
BNP Paribas & Calyon 1206 40.085 2006 - 2020
Kingdom of Belgium / Kerajaan Belgia - EUR
Kerajaan Belgia - 1185 24,652 2005 -2033
Efic Australia - AUD 1071 35.123 1997 — 2022
China Exim Bank 1248 — USD 1.202.774 2013 - 2027
China Exim Bank 1260 —USD 3.201.404  2015-2029
China Exim Bank 1261-USD 3.623.453  2015-2029
AG Francaise 101901F — 1237 126.803 2010 -2035
AFD — 1254 435.560 2013 —2028
AFD CID 1039 01H — 1259 112.029 2014 - 2026
Jumlah 38.068.216
Biaya transaksi belum diamortisasi (90.670)
Jumlah bersih 37.977.546
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun
International Bank for Reconstruction
and Development (IBRD)
usDh
IBRD - 4712 & 7758 IND — 1165 134.964 2004 — 2023
IBRD - 7905 IND — 1235 11.709 2010 -2034
IBRD - 7940 IND — 1238 116.756 2011 — 2034
IBRD - 8057 IND — 1244 10.794 2012 - 2035
Asian Development Bank (ADB)
usDh
ADB - 1982 INO - 1170 122.663 2004 — 2027
ADB - 1983 INO — 1171 83.315 2004 - 2027
ADB - 2619 INO - 1236 14.319 2010 -2035
ADB 3015 INO - 1255 45.024 2014 - 2033
ADB 3083 INO - 1257 12.644 2014 — 2033
ADB 8276 INO - 1258 1400 2014 —2033
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman (KFW)
EUR
KFW - 95.65.136 - 934a 16.866 1996 — 2020
KFW F 26180 - 1262 30.069 2017 — 2027
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(dalam jutaan rupiah)

Keterangan 31 Desember 2019 Periode’
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)

Yen

JBIC IP 512 — 1163 338.022 2004 - 2033
JBIC IP 513 — 1164 103.163 2004 — 2033
JBIC IP 515 - 1177 353.292 2004 — 2034
JBIC IP 516 - 1196 2.343 2004 — 2044
JBIC IP 517 — 1178 20.283 2004 - 2044
JBIC IP 525 — 1197 67.418 2005 - 2045
JBIC IP 526 — 1198 2.842 2005 - 2045
JBIC IP 527 — 1211 60.389 2007 — 2037
JBIC IP 532 — 1214 171 2006 — 2048
JBIC IP 537 — 1220 425 2009 - 2037
JBIC IP 538 — 1221 109.153 2009 — 2047
JBIC IP 539 — 1222 62.715 2009 - 2037
JBIC IP 555 — 1231 24257 2013 -2039
JICAIP 556 — 1249 118.040 2013 — 2040
JBIC IP - 1243 49.481 2012 — 2022
JBIC LANo 1-1216 39.508 2008 — 2020
JBIC LANo 3 -1233 336 2010 -2020
JBIC LANo 5-1218 88.996 2008 — 2020
JBIC - LA 043190-004 -1250 26.422 2013 - 2025

Midland Bank Public Limited Company
Midland Bank - 798 14.936 1995 — 2020
Midland Bank - 818 686 1995 - 2020

Banque Paribas

Banque Paribas 1063- GBP 18.471 1998 — 2022
EUR
Banque Paribas — 1158 26.753 2002 - 2020

Calyon and BNP Paribas
EUR
BNP Paribas & Calyon 1206 40.085 2006 - 2020

Kingdom of Belgium / Kerajaan Belgia - EUR

Kerajaan Belgia - 1185 1.761 2005 - 2033
Efic Australia - AUD 1071 14.049 1997 — 2022
China Exim Bank 1248 — USD 141.503 2013 —2027
China Exim Bank 1260 -USD 159.780 2015 -2029
China Exim Bank 1261-USD 152.525 2015 -2029
AG Francaise 101901F — 1237 23.055 2010 -2035
AFD — 1254 51.242 2013 -2028
AFD CID 1039 01H — 1259 13.180 2014 - 2026

Jumlah bagian jatuh tempo

dalam satu tahun 2.725.805

Bagian jangka panjang 35.251.741

1)  Termasuk masa tenggang pembayaran
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Tingkat suku bunga per tahun

Keterangan 2019
Rupiah 8,37%
Uss$ 2,7305% - 5,92%
JPY 0,012% - 4,82%
EUR 0,35% - 5,67%
AUD 3,85%
GBP 3,693%

Perseroan melakukan pembayaran pokok dan bunga penerusan pinjaman sesuai dengan jadwal
pembayaran dan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian penerusan
pinjaman.

Rincian penerusan pinjaman dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Dalam mata uang asing" Ekuivalen Dalam
Keterangan .
Jutaan Rupiah

Us$ 1.240.170.346 17.239.608
JPY 158.867.568.117 20.329.743
EUR 19.375.532 302.037
Lain-lain? 6.512.892 90.536
Saldo akhir tahun 37.961.924

1) Dalam jumlah penuh
2) Penerusan pinjaman dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$, menggunakan kurs tanggal pelaporan.

Beberapa perjanjian penerusan pinjaman mensyaratkan bahwa Perseroan wajib memenuhi beberapa
pembatasan rasio
keuangan tertentu.

3.3. Utang Kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah Non-bank

Saldo utang kepada Pemerintah Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah
sebesar Rp4.359.569 juta. Rincian utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non
bank adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2019

PT Sarana Multi Infrastruktur 5.115.204
Pengembalian subsidi tahun anggaran 2019 954.683
Rekening Dana Investasi No. RDI-393/DP3/2001 288.158
Jumlah 6.358.045
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun 1.998.476
Bagian jangka panjang 4.359.569

Tingkat suku bunga per tahun

Keterangan 2019
Rupiah 4,00% - 5,25%

Rekening Dana Investasi No. RDI-393/DP3/2001

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2019

Pokok pinjaman 293.793
Perbedaan nilai wajar (5.635)
Jumlah 288.158
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Sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-352/MK.06/2001, pada tanggal 20 Juni 2001
Perseroan dan Pemerintah Republik Indonesia menyetujui restrukturisasi tunggakan angsuran pokok
penerusan pinjaman sebesar Rp5.288.268 menjadi pinjaman berjangka waktu 20 tahun sampai dengan
30 Juli 2021. Pinjaman ini dibayar secara angsuran setiap semester sebesar Rp146.896.

PT Sarana Multi Infrastruktur

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2019

Pokok pinjaman 5.250.000
Biaya transaksi yang belum diamortisasi (12.794)
Perbedaan nilai wajar (122.002)
Jumlah 5.115.204

Pada tanggal 13 Desember 2011, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman lunak dari Pusat Investasi
Pemerintah (“PIP”) Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp7.500.000

Pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengadaan dan penggantian trafo, instalasi perlengkapan
transmisi dan distribusi serta investasi lainnya.

Pada tanggal 23 Desember 2015, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian pengalihan antara
PIP dan PT Sarana Multi Infrastruktur (“SMI”) yang mengalihkan seluruh hak dan kewajiban PIP kepada
SMI pada saat ini maupun pada masa yang akan datang yang meliputi kepentingan dan tanggungjawab
dalam perjanjian investasi Perusahaan.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang
diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank berdasarkan jadwal
pembayaran pokok, adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2019
Dibayarkan:
Dalam satu tahun 1.998.476
Pada tahun kedua 750.000
Pada tahun ketiga 750.000
Pada tahun keempat 750.000
Setelah lima tahun 2.250.000
Jumlah 6.498.476

3.4. Utang Sewa Pembiayaan

Saldo utang sewa pembiayaan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah
sebesar Rp11.569.377 juta.

Akun ini terdiri dari utang Perseroan kepada PT Central Java Power (“CJP”) dalam rangka Perjanjian
Sewa Pembiayaan atas pengadaan pembangkitan tenaga listrik 4x660MW Tanjung Jati B Unit A, B, C,
D, dan beberapa kontrak sewa sehubungan dengan pembangunan kompresor gas di berbagai daerah.

Sehubungan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan CJP, Sumitomo Mitsui Banking Corporation,
Singapura bertindak sebagai Escrow Agent dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo bertindak
sebagai Security Agent. Untuk memenuhi persyaratan Financial Lease Agreement (“FLA”), Perseroan
telah membentuk dana cadangan pada Escrow Agent untuk jaminan pelaksanaan operasi, pemeliharaan
dan pengadaan bahan bakar serta untuk angsuran sewa pembiayaan. Utang sewa pembiayaan ini
akan jatuh tempo antara tahun 2022 dan 2031.
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Nilai tunai pembayaran minimum atas utang sewa pembiayaan tersebut pada tahun 2019 adalah
sebagai berikut:

Berdasarkan jatuh tempo

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2019
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:
Tidak lebih dari satu tahun 4.007.615
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun 12.810.838
Lebih dari lima tahun 2.079.912
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan 18.898.365
Dikurangi bunga 4.788.881
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang 14.109.484
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun 2.540.107

Bagian jangka panjang 11.569.377

Berdasarkan pemberi sewa

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2019

PT Central Java Power — JPY 13.262.625

PT Batam Trans Gasindo — US$ 779.844

PT Enviromate Technology International - Rupiah 67.015

Jumlah 14.109.484

Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun 2.540.107
11.569.377

Bagian jangka panjang
Tingkat suku bunga per tahun:

Keterangan 2019
Rupiah 8,18% - 22,43%
us$ 14,01% - 18,75%
JPY 7,60% - 11,00%

Rincian utang sewa pembiayaan dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Keterangan Dalam mata uang asing” Ekuivalen

JPY 103.641.300.467 13.262.625
US$ 56.099.845 779.844
Saldo akhir tahun 14.042.469

*) Dalam jumlah penuh

Beban bunga dan keuangan terkait sewa pembiayaan pada tahun 2019 sebesar Rp4.903.022,-

3.5. Utang Bank

Saldo utang bank Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp205.717.158 juta. Rincian utang bank dan surat utang jangka menengah adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2019

Keterangan

Pinjaman terkait program percepatan
Pihak berelasi

Bank Negara Indonesia 2.099.968
Bank DKI 1.827.679
Bank Rakyat Indonesia 149.547
Jumlah pihak berelasi 4.077.194
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(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

31 Desember 2019

Pihak ketiga
The Export-Import Bank of China
Barclays Bank Plc and China Development Bank
Bank of China Limited
Bank Bukopin
Jumlah pihak ketiga
Subjumlah

Pinjaman tidak terkait program percepatan
Pihak berelasi
Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia
Bank Tabungan Negara
Jumlah pihak berelasi
Pihak ketiga
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Bank Central Asia
Asian Development Bank
Bank DBS Indonesia
Japan Bank for International Corporation
Bank CIMB Niaga
International Bank for Reconstruction and Development
Export Development Canada
Bank Maybank Indonesia
Credit Agricole CIB Paris
Standard Chartered Bank
Islamic Development Bank
Tokyo Mitsubishi Bank
Mizuho Bank
Korea Exim Bank
Kreditanstalt fur Wiederaufbau
BNP Paribas SA
Servizi Assicurativi del Commercio Estero
Agence Francaise De Development
Export Guarantee and Insurance Corporation
Bank Gospodarstwa Kratowego
Jumlah pihak ketiga
Subjumlah
Jumlah
Biaya transaksi belum diamortisasi
Jumlah bersih

Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun
Pinjaman terkait program percepatan
Pihak berelasi
Bank Negara Indonesia
Bank DKI
Bank Rakyat Indonesia
Jumlah pihak berelasi

Pihak ketiga
Bank of China Limited
The Export-Import Bank of China
Barclays Bank Plc and China Development Bank
Bank Bukopin
Jumlah pihak ketiga
Subjumlah
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8.884.062
5.098.127
4.121.210

608.270

18.711.669

22.788.863

33.902.610
23.650.000
16.214.286

1.500.000

75.266.896

25.511.253
16.000.000
14.114.874
9.730.700
9.631.014
7.500.000
6.427.389
4.952.231
4.300.000
1.662.264
1.616.977
1.464.828
1.390.100
906.165
904.723
626.464
579.271
522.910
456.272
216.790
33.130

108.547.355

183.814.251

206.603.114

(885.956)

205.717.158

349.995
317.857
149.547

817.399

1.853.274
1.809.453
1.325.381

309.253

5.297.361

6.114.760
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(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan 31 Desember 2019
Pinjaman tidak terkait program percepatan
Pihak berelasi

Bank Rakyat Indonesia 3.214.286
Bank Negara Indonesia 2.642.858
Bank Mandiri 2.589.286
Jumlah pihak berelasi 8.446.430
Pihak ketiga
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 4.170.300
Bank Central Asia 1.000.000
Export Development Canada 521.287
Japan Bank for International Corporation 835.038
Standard Chartered Bank 202.122
Kreditanstalt fur wiederaufbau 128.916
Korean Exim Bank 82.248
Servizi Assicurativi del Commercio Estero 47.537
Export Guarantee and Insurance Corporation 19.708
Agence Francaise De Development 9.196
Mizuho Bank 115.796
Jumlah pihak ketiga 7.132.148
Subjumlah 15.578.578
Jumlah bagian jatuh tempo dalam satu tahun 21.693.338
Bagian jangka panjang 184.023.820
Tingkat Suku Bunga Per Tahun 2019
Rupiah 6.3654% - 10.17%
Us$ 2.41255% - 6.7209%
JPY 1.58% - 1.74%
EUR 0.00% - 2.20%

Pada tanggal 31 Desember 2019, rincian utang bank dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Keterangan Dalam mata uang asing” Ekuivalen

Us$ 6.292.235.622 87.468.367
EUR 304.144.617 4.741.188
JPY 51.897.893.380 6.641.197
Saldo akhir tahun 98.850.752

*) Dalam jumlah penuh

Pinjaman terkait program percepatan

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari beberapa bank untuk membiayai 85% dari nilai kontrak
Engineering Procurement and Construction (“EPC”) untuk program percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya
dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Perpres No. 91 Tahun 2007, pengganti dari
Perpres No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan
Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perseroan
dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.
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Pada tanggal 31 Desember 2019, rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

No.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Fasilitas maksimum

Kreditur dan pembiayaan proyek
p y proy us$?

Pinjaman sindikasi dikoordinasi
Bank of China Limited/ 592
PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat

The Export/Import Bank of China/
PLTU 2 Paiton, Jawa Timur

Pinjaman sindikasi dikoordinasi
Bank Negara Indonesia/ -
PLTU 2 Labuan, Banten

The Export Import Bank of China/
PLTU 1 Suralaya, Banten

Barclays Capital, The Investment
Banking Division of Barclays Bank
PLC and China Development
Bank/

PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah

Bank DKI/

PLTU Naganraya

PLTU 2 Nusa Tenggara Timur
PLTU 1 Nusa Tenggara Barat
PLTU Sumatera Barat

PLTU 2 Kalimantan Barat
PLTU 4 Bangka Belitung
PLTU Maluku Utara

PLTU Sulawesi Tengah

PLTU 1 Nusa Tenggara Timur
PLTU 2 Sulawesi Utara

PLTU Gorontalo

PLTU 2 Nusa Tenggara Timur
PLTU 1 Nusa Tenggara Barat
PLTU 4 Bangka Belitung
PLTU 2 Nusa Tenggara Barat
PLTU 1 Kalimantan Tengah
PLTU Maluku Utara

Pinjaman sindikasi dikoordinasi/
Bank Rakyat Indonesia

PLTU Sulawesi Selatan

PLTU 3 Bangka Belitung

PLTU 2 Papua

PLTU Kalimantan Selatan

Pinjaman sindikasi dikoordinasi/
Bank Mandiri -
PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah

Bank Mega/
PLTU 2 Pelabuhan Ratu, Jawa Barat

Bank Bukopin/
PLTU 3 Teluk Naga, Banten -

Bank Mega/

PLTU 2 Nusa Tenggara Barat

PLTU Gorontalo

PLTU 2 Sulawesi Utara, Manado

PLTU Kep. Riau, Tanjung Balai, -
Karimun

PLTU 1 Nusa Tenggara Timur, Ende

PLTU Sulawesi Tenggara 2

PLTU 1 Kalimantan Tengah

Pinjaman sindikasi dikoordinasi/
Bank Negara Indonesia/ -
PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/

Bank Mega/
PLTU Lampung, Lampung -
PLTU 2 Sumatera Utara, Medan

Pinjaman sindikasi dikoordinasi/
Bank Central Asia/ -
PLTU 2 Labuan, Banten

Pinjaman sindikasi dikoordinasi/
Bank Rakyat Indonesia/

PLTU Sulawesi Selatan/

PLTU 3 Bangka Belitung

PLTU 2 Papua

PLTU Kalimantan Selatan

331

284

262

Rp?

2.741.298

4.732.000

2.074.739

1.911.480

1.874.315

1.606.612

1.498.513

1.272.913

1.240.661

1.077.578

1.151.005
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Pembayaran Kembali

2019
Rp?

779.169

344.331

335.965

370.944

37.024

178.512

41.107

2018
Rp?

785.255

335.422

195.807

327.272

374.767

295.737

193.903

68.267

257.663

178.512

195.418

41.106

115.154

75.543

164.429

Premi
Asuransi
uss$?

55

32

27

Tanggal
jatuh tempo

27 Mei 2021

30 Januari 2023

23 Juli 2018

30 Januari 2023

3 Desember 2021

24 April2019

30 Januari 2019

18 April 2018

29 Juli2018

29 Juli 2021

29 Juli 2018

23 Februari 2018

29 Juli 2018

18 April 2018

30 Januari 2019



19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
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Kreditur dan pembiayaan proyek

Bank Bukopin/
PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur/

Bank Mega/
PLTU 1 Suralaya Baru, Banten

Bank Mega/
PLTU 2 Paiton, Jawa Timur

The Export Import Bank of China/
PLTU Pelabuhan Ratu

PLTU NAD

Bank of China Limited/
PLTU Teluk Naga

Pinjaman sindikasi dikoordinasikan/
Bank Negara Indonesia/
PLTU Tanjung Awar-awar

The Export Import Bank of China/
PLTU Pacitan

Pinjaman sindikasi dikoordinasi/
Bank Rakyat Indonesia/

PLTU Lampung

PLTU Sumatera Utara

Pinjaman sindikasi dikoordinasi/
Bank Mandiri/
Transmisi

Pinjaman sindikasi dikoordinasi/
Bank Central Asia/
Transmisi

China Development Bank/
PLTU Adipala, Cilacap

China Development Bank/
PLTU Sumbar

Bank of China/
PLTU Tanjung Awar-Awar

Pinjaman sindikasi dikoordinasi/
Bank Negara Indonesia/
Transmisi

Pinjaman sindikasi dikoordinasi/
Bank Central Asia/
PLTU Riau dan PLTU Kalbar

Pinjaman sindikasi dikoordinasi/
Bank Rakyat Indonesia/
Transmisi/

Pinjaman sindikasi dikoordinasi/
Bank DKI/

PLTU Riau Tenayan

Pinjaman sindikasi dikoordinasi/

Bank Negara Indonesia/
PLTU Kalimantan Timur

Fasilitas maksimum

uss?

482
124
455

293

625

138

372

Rp?
1.045.924
735.387

600.635

1.155.352

3.941.772

2.613.012

327.195

1.930.063

1.080.598

1.067.684

2.225.000

2.449.963

Pembayaran Kembali

2019
Rp?

130.741

665.997
153.434
607.678

41.263

359.255

346.543

373.287

46.742

805.295
174.192

505.422

275.723

99.793

149.547

317.857

349.995

2018
Rp?

130.741
61.151
42.800

648.766
149.464
628.421

165.050

349.960

346.543

373.287

46.742

827.926
173.739

504.516

275.723

99.793

149.547

79.464

Premi
Asuransi
Us$?

46
12
46

29

34

Tanggal
jatuh tempo

29 Juli 2021
18 April 2018
18 April 2018

21 Januari 2025
21 Juli2024
4 Mei 2022

30 Januari 2019

2 Juli 2025

14 Oktober 2019

14 Desember 2019

14 Desember 2019

14 Oktober 2022
14 Oktober 2022

14 Desember 2022

14 Desember 2019

14 Desember 2019

27 Desember 2020

12 November 2025

17 Desember 2025

Jumlah

3.958

40.353.700

7.489.816

8.657.888

281

1)
2)

dalam jutaan
dalam jutaan Rupiah.

Tingkat Suku Bunga Per Tahun

2019

Rupiah

Us$

6,36540%% - 9,2119%

2,69925% - 6,7209%

Pinjaman tidak terkait program percepatan

Bank Mandiri

Pinjaman Perseroan 2011

Pada tanggal 27 Desember 2011, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang
dikoordinasikan oleh Bank Mandiri sebesar Rp7.000.000 juta dengan jatuh tempo tanggal 23 Oktober
2021. Jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2019 adalah
sebesar Rp875.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar
Rp1.750.000 juta.
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Pinjaman Perseroan 2016

Pada tanggal 19 Desember 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar
Rp12.000.000 juta yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir
pada tanggal 19 Desember 2026. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok
pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar
Rp12.000.000 juta.

Pinjaman Perseroan 2018

Pada tanggal 21 Agustus 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar
Rp9.900.000 juta yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir
pada tanggal 21 Agustus 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok
pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar
Rp9.900.000 juta.

Bank Rakyat Indonesia (“BRI”)

Kredit Modal Kerja 2011

Pada bulan Juni 2011, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja sindikasi yang dikoordinasikan
oleh BRI sebesar Rp15.000.000 juta, dengan jatuh tempo pada 21 Juni 2012. Pinjaman ini telah
mengalami beberapa kali perubahan. Pada tanggal 8 Juli 2015, fasilitas kredit ini diubah menjadi
Rp9.000.000 juta dengan jatuh tempo diperpanjang sampai 21 Juni 2016. Perubahan di tahun 2016
terjadi pada tanggal 21 Juni 2016 yaitu perubahan jumlah fasilitas kredit menjadi Rp15.000.000 juta
dengan jatuh tempo diperpanjang sampai 21 Juni 2017. Perubahan berikutnya terjadi pada tanggal
9 September 2016, yaitu perubahan fasilitas kredit menjadi Rp20.000.000 juta. Perubahan terakhir di
tahun 2016 pada tanggal 17 November 2016 yaitu perubahan fasilitas kredit menjadi Rp28.000.000
juta. Pada 23 Juli 2018 fasilitas ini diperpanjang jatuh temponya menjadi 21 Juni 2019 Pada tanggal
19 Juli 2019, tanggal jatuh tempo pinjaman diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal 21 Juni
2020. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar
Rp23.735.602 juta.

Arus kas penarikan dan pembayaran utang Bank Rakyat Indonesia tahun 2019 sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2019

Penarikan 19.722.711
Pembayaran (23.735.602)
Bersih (4.012.891)

Pinjaman Perseroan 2012

Pada tanggal 21 Desember 2012, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi
dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp8.500.000 juta. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah
23 November 2022. Jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember
2019 adalah sebesar Rp1.214.286 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas
ini sebesar Rp3.642.857 juta.

Pinjaman Perseroan 2014

Pada tanggal 17 Desember 2014, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari BRI sebesar
Rp2.000.000 juta dengan jatuh tempo pokok pinjaman pada tanggal 17 Desember 2024. Pada tanggal
31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp285.714 juta.
Jumlah pinjaman atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.428.572 juta.

Pinjaman Perseroan 2015

Pada tanggal 17 Desember 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang
dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp12.000.000 juta Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah
17 Desember 2025. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas
fasilitas ini sebesar Rp1.714.286 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas
ini sebesar Rp10.285.714 juta.
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Pinjaman Perseroan 2016

Pada tanggal 23 Mei 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit sindikasi dikoordinasi oleh BRI melalui
skema tripartit dengan PT Waskita Karya (Persero) sebesar Rp4.402.500 juta dengan jatuh tempo
pada tanggal 23 Mei 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019 fasilitas pinjaman tersebut dialihkan dari
PT Waskita Karya (Persero) Tbk ke Perusahaan seiring dengan terpenuhinya syarat pengalihan utang
yang salah satunya adalah telah berakhirnya periode penarikan, sehingga debitur pinjaman berubah
dari semula PT Waskita Karya (Persero) Tbk menjadi Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2019
dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember
2019 dan 2018 jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp3.977.388 juta dan nihil.

Pinjaman Sindikasi 2018

Pada tanggal 14 November 2018, Perseroan memperoleh pinjaman sindikasi dari BRI sebesar
Rp4.506.787 juta dengan tanggal jatuh tempo 14 November 2028. Pada tanggal 31 Desember 2019
jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar sebesar Rp1.318.079 juta.

Pinjaman Perseroan 2019

Pada tanggal 23 April 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari BRI sebesar
Rp13.250.000 juta dengan jatuh tempo pokok pinjaman pada tanggal 23 April 2029. Pada tanggal
31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar nihil. Pada
tanggal 31 Desember 2019 jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp13.250.000 juta.

Bank Negara Indonesia (“BNI”)

Pinjaman Perseroan 2014

Pada tanggal 18 Desember 2014, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar
Rp6.500.000 juta yang dikoordinasikan oleh BNI. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal
18 Desember 2024. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas
ini sebesar Rp928.571 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar
Rp4.642.857 juta.

Pinjaman Perseroan 2016

Pada tanggal 9 September 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar
Rp12.000.000 juta yang dikoordinasikan oleh BNI. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal
9 September 2026. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman
atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp428.571 juta dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan
2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp11.571.429 juta dan Rp12.000.000
juta.

Bank DKI

Pada tanggal 8 Juni 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja bilateral dari Bank DKI
sebesar Rp1.000.000 juta dengan jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2019. Pada tanggal 31 Mei 2019,
tanggal jatuh tempo pinjaman diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal 8 Juni 2020. Pada tanggal
31 Desember 2019 dan 2018, pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar
Rp2.000.000 juta dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas
ini adalah sebesar nihil dan Rp1.000.000 juta.

Bank Tabungan Negara (“BTN”)

Pada tanggal 24 April 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit bilateral dari BTN sebesar
Rp1.500.000 juta, dengan jatuh tempo pada 24 April 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak
terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah
pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar Rp1.500.000 juta.

Bank Central Asia (“BCA”)
Pinjaman Perseroan 2013

Pada tanggal 23 Desember 2013, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang
dikoordinasikan oleh BCA sebesar Rp7.000.000 juta, dengan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember
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2023. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar
Rp1.000.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar
Rp4.000.000 juta.

Pinjaman Perseroan 2017

Pada tanggal 2 November 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang
dikoordinasikan oleh BCA sebesar Rp12.000.000 juta, dengan jatuh tempo pada tanggal 2 November
2027. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas
fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-
masing sebesar Rp12.000.000 juta.

Bank Maybank Indonesia

Pada tanggal 2 November 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang
dikoordinasikan oleh Bank Maybank Indonesia sebesar Rp4.300.000 juta, dengan jatuh tempo pada
tanggal 2 November 2027. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran
pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas
fasilitas ini masing-masing sebesar Rp4.300.000 juta.

Bank CIMB Niaga

Pada tanggal 6 Juni 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja bilateral dari Bank
CIMB Niaga sebesar Rp4.000.000 juta dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Juni 2019. Pada tanggal
31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing
sebesar Rp4.000.000 juta dan Rp2.000.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah
pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar nihil dan Rp4.000.000.

Pada tanggal 21 Agustus 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang
dikoordinasikan oleh Bank CIMB Niaga sebesar Rp4.000.000 juta. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman
adalah 21 Agustus 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman
atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar
Rp4.000.000 juta.

Padatanggal 23April2019, Perseroan memperolehfasilitas kreditinvestasi sindikasi yang dikoordinasikan
oleh Bank CIMB Niaga sebesar Rp3.500.000 juta. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 23 April
2029. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini.
Pada tanggal 31 Desember 2019 jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar Rp3.500.000 juta.

Bank HSBC Indonesia

Pada tanggal 26 Juni 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit bilateral untuk tujuan umum
perusahaan sebesar Rp1.400.000 juta dari Bank HSBC Indonesia. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir
pada tanggal 26 Juni 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pembayaran pokok pinjaman
atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.400.000 juta dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019
dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar nihil.

Citibank

Pada tanggal 20 Maret 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Citibank sebesar
Rp500.000 juta, dengan jatuh tempo pada 20 Maret 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019, pembayaran
pokok pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar Rp500.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019,
jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar nihil.

Bank DBS Indonesia

Pada tanggal 17 Juli 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit bilateral untuk tujuan umum
perusahaan sebesar Rp2.000.000 juta dari Bank DBS Indonesia. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir
pada tanggal 17 Juli 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman atas fasilitas ini
masing-masing adalah nihil.
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Pada tanggal 28 Desember 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit revolving onshore dan offshore
sebesar US$150.000.000 dari Bank DBS Indonesia. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal
28 Desember 2022. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pembayaran pokok pinjaman atas
fasilitas ini masing-masing sebesar US$125.000.000 (setara Rp1.758.625 juta), US$25.000.000 (setara
Rp351.725 juta); dan nihil.. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas
ini masing-masing adalah nihil.

Pada tanggal 25 Juni 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit revolving onshore dan offshore
sebesar US$1.000.000.000 dari Bank DBS Indonesia. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada
tanggal 25 Juni 2024. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman
atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing
adalah sebesar US$502.600.000 (setara Rp6.986.643 juta) dan US$197.400.000 (setara Rp2.744.057
juta).

Tokyo Mitsubishi Bank

Pada tanggal 13 Desember 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk pendanaan investasi
dan tujuan umum perusahaan sebesar US$100.000.000 dari Tokyo Mitsubishi Bank. Fasilitas kredit
tersebut akan berakhir pada tanggal 13 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat
pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas
fasilitas ini adalah sebesar US$100.000.000 (setara Rp1.390.100 juta).

Standard Chartered Bank (“SCB”)

Fasilitas Arun

Pada tanggal 11 Desember 2013, Perseroan memperoleh fasilitas kredit ekspor untuk membiayai
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (“PLTMG”) Arun sebesar EUR90.000.000. Fasilitas
kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 30 September 2027. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan
2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR7.061.853
(setara Rp111.828 juta) dan EUR7.061.853 (setara Rp121.703). Pada tanggal 31 Desember 2019 dan
2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar EUR56.494.826 (setara Rp880.675) dan EUR63.556.679
(setara Rp1.052.486 juta).

Fasilitas Bangkanai

Pada tanggal 23 Desember 2013, Perseroan memperoleh fasilitas kredit ekspor untuk membiayai
pembangunan PLTMG Bangkanai sebesar EUR70.850.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir
pada tanggal 30 September 2027. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran
pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR5.904.167 (setara Rp93.496 juta) dan
EURS5.904.167 (setara Rp101.751 juta). Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman
atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR47.233.333 (setara Rp736.302 juta) dan EUR53.137.500
(setara Rp879.946 juta).

Agence Francaise De Development (“AFD”)

Pada tanggal 7 Mei 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari AFD untuk Trans GIS sebesar
EUR100.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 7 Mei 2030. Pada tanggal 31 Desember
2019 tidak terdapat pembayaran pokok atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah
pinjaman atas fasilitas ini sebesar EUR28.679.640 (setara Rp447.076 juta).

Pada tanggal 7 Mei 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari AFD untuk Trans GIS sebesar
EUR1.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 7 Mei 2020. Pada tanggal 31 Desember
2019 tidak terdapat pembayaran pokok atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 jumlah
pinjaman atas fasilitas ini sebesar EUR589.943 (setara Rp9.196 juta).

Kreditanstalt fur Wiederaufbau (“KfW”)

Pada tanggal 8 Mei 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari KfW untuk Kamojang PP sebesar
EUR®60.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 30 Juni 2030. Pada tanggal 31 Desember
2019 tidak terdapat pembayaran pokok atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar EUR1.011.956 (setara Rp15.775 juta) dan EUR840.564
(setara Rp13.920 juta).
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Pada tanggal 8 Mei 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari KfW untuk 1000 /slands Renewable
Energy for Electrification Program (Pilot Phase in Nusa Tenggara Timur) sebesar EUR65.000.000
dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 30 Juni 2030. Pada tanggal 31 Desember 2019 tidak
terdapat pembayaran pokok atas fasilitas ini. Pada tanggal dan 31 Desember 2019, jumlah pinjaman
atas fasilitas ini sebesar EUR326.270 (setara Rp5.086 juta).

Pada tanggal 15 September 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari KW untuk Bangkanai
Peaker sebesar EUR82.699.200 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 15 Desember 2028.
Pada 31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar EUR8.269.920
(setara Rp131.165 juta). Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar
EUR38.849.075 (setara Rp605.603 juta).

Asian Development Bank (“ADB”)

Pada tanggal 4 Desember 2015, Perseroanmemperoleh fasilitas kredit dari ADB untuk penguatan gardu
induk regional Sumatera sebesar US$575.000.000 dan US$25.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman
sampai dengan 15 September 2035. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas
ini sebesar US$556.439.836 (setara Rp7.735.070 juta), dan US$24.215.666 (setara Rp336.622 juta).

Pada tanggal 10 Oktober 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari ADB untuk akses energi
berkelanjutan di kawasan Indonesia timur sebesar US$600.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman
sampai dengan 15 Mei 2037. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini
sebesar US$434.730.000 (setara Rp6.043.182 juta).

Export Development Canada (“EDC”) dan Hungarian Export Import Bank Private Limited
Company (“HEXIM”)

Pada tanggal 1 Mei 2017 Perseroan memperoleh pendanaan untuk Batam mobile power plant
US$14.111.753 dengan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019
dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$1.175.979
(setara Rp16.518 juta) dan US$1.175.979 (setara Rp16.293 juta). Pada tanggal 31 Desember 2019 dan
2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$11.171.804 (setara Rp155.299 juta)
dan US$12.347.784 (setara Rp178.809 juta).

Pada tanggal 2 Desember 2016 Perseroan memperoleh pendanaan untuk Batam mobile power plant
sebesar US$435.888.247 dengan jatuh tempo 27 Januari 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan
2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$36.324.021
(setara Rp511.461 juta) dan US$36.324.021 (setara Rp503.269 juta). Pada tanggal 31 Desember
2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$345.078.196 (setara
Rp4.796.932 juta) dan US$381.402.216 (setara Rp5.523.085 juta).

Japan Bank for International Cooperation (“JBIC”)

Pada tanggal 14 Maret 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (“PLTU”) Lontar sebesar US$107.595.235, US$71.730.158, dan
JPY16.429.527.239. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2031. Pada
tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat pembayaran pokok atas fasilitas ini. Pada tanggal
31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar US$77.504.709 (setara
Rp1.077.393 juta), US$51.669.807 (setara Rp718.262 juta), JPY12.906.010.017 (setara Rp1.651.538
juta); dan US$35.594.440 (setara Rp515.442 juta), US$23.729.627 (setara Rp343.629 juta),
JPY8.459.647.869 (setara Rp1.109.188 juta).

Pada tanggal 20 Oktober 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai pembangunan
PLTU Jawa 2 Priok sebesar US$27.224.192, US$18.149.462, dan JPY31.762.594.907. Fasilitas kredit
tersebut akan berakhir pada tanggal 30 April 2031. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pembayaran
pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar US$1.890.569 (setara Rp26,765 juta), JPY1.323.442.000
(setara Rp174.183 juta). Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar
US$27.224.192 (setara Rp378.444 juta), US$16.258.893 (setara Rp226.015 juta), JPY29.503.437.209
(setara Rp3.775.455 juta).
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Pada tanggal 10 Maret 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai pembangunan
Fasilitas Muara Karang sebesar US$22.338.000, US$14.892.000, dan JPY15.449.450.242. Fasilitas
kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 10 Maret 2032. Pada tanggal 31 Desember 2019,
jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar US$1.551.250 (setara Rp21.780 juta),
JPY643.728.000 (setara Rp82.860 juta). Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas
fasilitas ini sebesar US$11.323.380 (setara Rp157.406 juta), US$5.997.670 (setara Rp83.374 juta),
JPY4.950.355.212 (setara Rp633.480 juta).

Pada tanggal 20 Juni 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai pembangunan
Fasilitas PLTU Kalimantan Selatan sebesar US$53.474.026, US$35.649.351, dan JPY16.939.168.268
Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 20 Juni 2032. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan
2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil. Pada tanggal
31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$15.060.366
(setara Rp209.354 juta), US$10.040.244 (setara Rp139.569 juta), JPY4.538.090.942 (setara Rp580.724
juta); dan nihil.

International Bank for Reconstruction and Development (“IBRD”)

Pada tanggal 20 Mei 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai Power Distribution
Development Program sebesar US$500.000.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal
15 Maret 2036. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman
atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar
US$462.368.828 (setara Rp6.427.389 juta) dan US$337.573.154 (setara Rp4.888.397 juta).

Korea Exim Bank (“KEXIM”), Servizi Assicurativi del Commercio Estero (“SACE”), dan Exportni
Garancni a Pojistovaci Spolecnost (“EGAP”)

Pada tanggal 24 Juni 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai PLTGU Grati
sebesar US$36.000.000, US$35.000.000, US$17.013.000, dan EUR40.376.160. Fasilitas kredit tersebut
akan berakhir pada tanggal 24 Januari 2031. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pembayaran
pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar US$3.000.000 (setara Rp42.329 juta), US$2.916.667 (setara
Rp41.153 juta), EUR1.417.750 (setara Rp20.029 juta), US$3.049.488 (setara Rp48.256 juta). Pada
tanggal 31 Desember 2019 jumlah pinjaman atas fasilitas ini dari KEXIM, SACE, EGAP masing-
masing sebesar US$33.000.000 (setara Rp458.733 juta), US$32.083.333 (setara Rp445.990 juta),
EUR33.544.367 (setara Rp522.910 juta), US$15.595.250 (setara Rp216.790 juta).

Islamic Development Bank (“IDB”) Islamic Development Bank (“IDB”)

Pada tanggal 10 Januari 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai Power Grid
Enhancement Program sebesar US$330.000.000 Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal
6 Agustus 2033. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman
atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-
masing sebesar US$105.375.701 (setara Rp1.464.828 juta) dan US$19.987.032 (setara Rp288.129
juta).

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

Pada tanggal 30 Maret 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai Pembangkit
Listrik Tenaga Air (“PLTA”) Jatigede sebesar US$73.324.250. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir
pada tanggal 30 Maret 2031. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok
pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar
US$40.209.935 (setara Rp558.958 juta).

Pada tanggal 1 Agustus 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit berjangka offshore sebesar
US$938.285.680 dan onshore sebesar US$261.714.320. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada
tanggal 1 Agustus 2023. Pada tanggal 9 November 2018, nilai fasilitas kredit berubah menjadi sebesar
US$1.022.071.430 untuk porsi offshore dan US$297.928.570 untuk porsi onshore. Pada tanggal
31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31
Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar US$1.012.071.430 (setara Rp14.068.805
juta), US$307.928.570 (setara Rp4.280.515 juta).
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Pada tanggal 1 Agustus 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit revolving bergulir offshore
sebesar US$209.571.420 dan onshore sebesar US$90.428.580. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir
pada tanggal 1 Agustus 2021. Pada tanggal 9 November 2018, nilai fasilitas kredit berubah menjadi
sebesar US$205.500.000 untuk porsi offshore dan US$94.500.000 untuk porsi onshore. Pada tanggal
31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal
31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar US$205.500.000 (setara Rp2.856.655
juta), US$94.500.000 (setara Rp1.313.645 juta).

Pada tanggal 18 Desember 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit bilateral offshore sebesar
US$50.000.000 dan onshore sebesar US$125.000.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada
tanggal 18 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019 tidak terdapat pembayaran pokok
pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar
US$50.000.000 (setara Rp695.050 juta), US$125.000.000 (setara Rp1.737.625 juta).

Mizuho Bank

Pada tanggal 24 Mei 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai Lombok Peaker
sebesar EUR74.282.743. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 20 Mei 2029. Pada
tanggal 31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar EUR3.714.137
(setara Rp58.162 juta). Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar
EUR58.129.979 (setara Rp906.165 juta).

Credit Agricole CIB Paris

Pada tanggal 8 November 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai PLTGU Muara
Tawar sebesar US$280.000.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2032. Pada
tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal
31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar US$119.578.745 (setara Rp1.662.264
juta).

BNP Paribas SA

Pada tanggal 19 Februari 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai Sumbagut
2 Peaker - CESCE Covered Facility EUR41.069.311 dan SACE Covered Facility EUR66.478.750.
Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2031. Pada tanggal 31 Desember 2019
dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember
2019 dan 2018 jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar EUR14.388.126 (setara Rp224.291 juta),
EUR22.771.799 (setara Rp354.980 juta) dan nihil.

Bank Gospodarstwa Krajowego (“BGK”)

Pada tanggal 21 Februari 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai PLTU Lombok
FTP-2 EUR80.816.250. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2033. Pada
tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini.
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar
EUR2.125.302 (setara Rp33.130 juta) dan nihil.

Perseroan melakukan pembayaran pokok dan bunga bank sesuai dengan jadwal pembayaran dan
memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman bank.
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3.6. Utang Obligasi, Sukuk ljarah dan KIK-EBA
a. Obligasi dan Sukuk ljarah

Saldo utang obligasi dan sukuk ijarah Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019
adalah sebesar Rp181.238.776 juta. Rincian utang obligasi dan sukuk ijarah adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Obligasi dan Sukuk ljarah Rupiah
Obligasi Berkelanjutan 11l PLN Tahap V Tahun 2019 1.912.900
Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap V Tahun 2019 797.500
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap IV Tahun 2019 2.953.620
Sukuk ljarah Berkelanjutan Ill PLN Tahap IV Tahun 2019 1.250.000
Obligasi Berkelanjutan 11l PLN Tahap Il Tahun 2019 2.393.000
Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2019 863.000
Obligasi Berkelanjutan 11l PLN Tahap Il Tahun 2018 832.000
Sukuk ljarah Berkelanjutan Ill PLN Tahap Il Tahun 2018 224.000
Obligasi Berkelanjutan 11l PLN Tahap | Tahun 2018 1.278.500
Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap | Tahun 2018 750.000
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2018 2.535.000
Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2018 698.500
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2017 2.545.500
Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2017 694.500
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap | Tahun 2017 1.600.000
Sukuk ljarah Berkelanjutan || PLN Tahap | Tahun 2017 400.000
Obligasi Berkelanjutan | PLN Tahap Il Tahun 2013 651.000
Sukuk ljarah Berkelanjutan | PLN Tahap Il Tahun 2013 108.000
Obligasi Berkelanjutan | PLN Tahap | Tahun 2013 879.000
Sukuk ljarah Berkelanjutan | PLN Tahap | Tahun 2013 121.000
Obligasi PLN XII Tahun 2010 1.855.000
Sukuk ljarah PLN V Tahun 2010 340.000
Obligasi PLN XI Tahun 2010 1.783.000
Sukuk ljarah PLN IV Tahun 2010 167.000
Obligasi PLN IX Tahun 2007 1.200.000
Obligasi PLN VIII Tahun 2006 865.000
Surat Utang Jangka Menengah Global — US$
Penerbitan tahun 2019 33.362.400
Penerbitan tahun 2018 41.703.000
Penerbitan tahun 2017 27.802.000
Penerbitan tahun 2012 13.901.000
Penerbitan tahun 2011 13.901.000
Surat Utang Jangka Menengah Global — EUR
Penerbitan tahun 2019 7.794.300
Penerbitan tahun 2018 7.794.300
Obligasi — JPY
Penerbitan tahun 2019 2.968.825
Obligasi Terjamin - US$
Penerbitan tahun 2009 4.693.478
Penerbitan tahun 2007 4.007.828
Sub jumlah 187.625.151
Biaya emisi belum diamortisasi (6.386.375)
Jumlah 181.238.776
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:
Liabilitas jangka pendek 6.946.478
Liabilitas jangka panjang 174.292.298
Jumlah 181.238.776
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=

Obligasi Rupiah

Obligasi ini diterbitkan sebesar harga nominal dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Tanggal Jatuh

Tingkat Bunga/

Keterangan Pokok imbalan ijarah
Tempo
per tahun
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap V Tahun 2019
Seri A 795.700 1 Oktober 2024 7,90%
Seri B 445.000 1 Oktober 2026 8,40%
Seri C 6.200 1 Oktober 2029 8,60%
Seri D 166.000 1 Oktober 2034 9,40%
Seri E 500.000 1 Oktober 2039 9,90%
Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap V Tahun 2019
Seri A 6.500 1 Oktober 2024 Rp513
Seri B 10.000 1 Oktober 2026 Rp 840
Seri C 92.000 1 Oktober 2029 Rp 7.912
Seri D 135.000 1 Oktober 2034 Rp 12.690
Seri E 554.000 1 Oktober 2039 Rp 54.846
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap IV Tahun 2019
Seri A 637.000 1 Agustus 2024 8,00%
Seri B 315.250 1 Agustus 2026 8,50%
Seri C 549.000 1 Agustus 2029 8,70%
Seri D 395.000 1 Agustus 2034 9,50%
Seri E 1.057.370 1 Agustus 2039 9,98%
Sukuk ljarah Berkelanjutan Ill PLN Tahap IV Tahun 2019
Seri A 274.000 1 Agustus 2024 Rp 21.920
Seri B 368.000 1 Agustus 2026 Rp 31.280
Seri C 20.000 1 Agustus 2029 Rp 1.740
Seri D 49.000 1 Agustus 2034 Rp 4.655
Seri E 539.000 1 Agustus 2039 Rp 53.765
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2019
Seri A 369.000 19 Februari 2022 8,50%
Seri B 1.212.000 19 Februari 2024 9,10%
Seri C 183.000 19 Februari 2026 9,35%
Seri D 211.000 19 Februari 2029 9,60%
Seri E 263.000 19 Februari 2034 9,80%
Seri F 155.000 19 Februari 2039 9,95%
Sukuk ljarah Berkelanjutan Ill PLN Tahap Il Tahun 2019
Seri A 263.000 19 Februari 2022 Rp 22.355
Seri B 263.000 19 Februari 2024 Rp 23.933
Seri C 204.000 19 Februari 2026 Rp 19.074
Seri D 45.000 19 Februari 2029 Rp 4.320
Seri E 60.000 19 Februari 2034 Rp 5.880
Seri F 28.000 19 Februari 2039 Rp 2.786
Obligasi Berkelanjutan Ill PLN Tahap Il Tahun 2018
Seri A 210.000 10 Oktober 2023 8,65%
Seri B 483.000 10 Oktober 2025 9,00%
Seri C 78.000 10 Oktober 2028 9,10%
Seri D 15.000 10 Oktober 2033 9,30%
Seri E 46.000 10 Oktober 2038 9,65%
Sukuk ljarah Berkelanjutan Ill PLN Tahap Il Tahun 2018
Seri A 114.000 10 Oktober 2023 Rp 9.861
Seri B 45.000 10 Oktober 2025 Rp 4.050
Seri C 15.000 10 Oktober 2028 Rp 1.365
Seri D 50.000 10 Oktober 2038 Rp 4.825
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(dalam jutaan Rupiah)

Tanggal Jatuh Tingkat Bunga/

Keterangan Pokok imbalan ijarah
Tempo
per tahun

Obligasi Berkelanjutan Ill PLN Tahap | Tahun 2018

Seri A 78.500 10 Juli 2023 7,80%

Seri B 442.000 10 Juli 2025 8,35%

Seri C 138.000 10 Juli 2028 8,40%

Seri D 281.000 10 Juli 2033 8,90%

Seri E 339.000 10 Juli 2038 9,00%
Sukuk ljarah Berkelanjutan Ill PLN Tahap | Tahun 2018

Seri A 127.000 10 Juli 2023 Rp 9.906

Seri B 150.000 10 Juli 2025 Rp 12.525

Seri C 258.000 10 Juli 2028 Rp 21.672

Seri D 105.000 10 Juli 2033 Rp 9.345

Seri E 110.000 10 Juli 2038 Rp 9.900
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2018

Seri A 457.000 22 Februari 2023 6,50%

Seri B 10.000 22 Februari 2025 6,80%

Seri C 341.000 22 Februari 2028 7,25%

Seri D 362.000 22 Februari 2033 8,20%

Seri E 1.365.000 22 Februari 2038 8,75%
Sukuk ljarah Berkelanjutan II PLN Tahap Il Tahun 2018

Seri A 104.000 22 Februari 2023 Rp 6.760

Seri B 88.000 22 Februari 2028 Rp 6.380

Seri C 57.500 22 Februari 2033 Rp 4.715

Seri D 449.000 22 Februari 2038 Rp 39.287
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2017

Seri A 451.500 3 November 2022 7,20%

Seri B 201.000 3 November 2024 7,50%

Seri C 800.000 3 November 2027 8,20%

Seri D 1.093.000 3 November 2032 8,70%
Sukuk ljarah Berkelanjutan II PLN Tahap Il Tahun 2017

Seri A 83.500 3 November 2022 Rp6.012

Seri B 121.000 3 November 2027 Rp9.922

Seri C 490.000 3 November 2032 Rp42.630
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap | Tahun 2017

Seri A 214.000 11 Juli 2022 7,70%

Seri B 169.000 11 Juli 2024 8,10%

Seri C 1.217.000 11 Juli 2027 8,50%
Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap | Tahun 2017

Seri A 186.000 11 Juli 2022 Rp14.322

Seri B 214.000 11 Juli 2027 Rp18.190
Obligasi Berkelanjutan | PLN Tahap Il Tahun 2013

Seri B 651.000 10 Desember 2023 9,60%
Sukuk ljarah Berkelanjutan | PLN Tahap Il Tahun 2013

Seri B 108.000 10 Desember 2023 Rp10.368
Obligasi Berkelanjutan | PLN Tahap | Tahun 2013

Seri B 697.000 5 Juli 2023 8,25%
Obligasi PLN XII Tahun 2010

Seri B 1.855.000 8 Juli 2022 10,40%
Sukuk ljarah PLN V Tahun 2010

Seri B 340.000 8 Juli 2022 Rp35.360
Obligasi PLN IX Tahun 2007

Seri B 1.200.000 10 Juli 2022 10,90%
Obligasi PLN VIII Tahun 2006

Seri B 865.000 21 Juni 2021 13,75%
Jumlah 27.444.020
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Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap V Tahun 2019

Pada tanggal 1 Oktober 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Ill PLN tahap V Tahun
2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.912.900 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri
B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 1 Januari 2020 sampai
dengan tanggal jatuh tempo Obligasi.

Sukuk ljarah Berkelanjutan Ill PLN Tahap V Tahun 2019

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan Ill PLN tahap V tahun 2019, Perseroan juga
menerbitkan Sukuk ljarah Berkelanjutan Ill PLN tahap V tahun 2019 dengan nilai nominal sebesar
Rp797.500 juta, terdiri dari Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, dan Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp513 juta per tahun
untuk Seri A, Rp840 juta per tahun untuk Seri B, Rp7.912 juta per tahun untuk Seri C, Rp12. 690 juta per
tahun untuk Seri D, dan Rp54.846 per tahun untuk Seri E dibayarkan setiap tiga bulan sejak 1 Januari
2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk ljarah.

Obligasi Berkelanjutan Ill PLN Tahap IV Tahun 2019

Pada tanggal 1 Agustus 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Ill PLN tahap IV Tahun
2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.953.620 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri
B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, Obligasi dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara
(Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 1 November 2019
sampai dengan tanggal jatuh tempo Obligasi.

Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap IV Tahun 2019

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan Il PLN tahap IV tahun 2019, Perseroan juga
menerbitkan Sukuk ljarah Berkelanjutan 1l PLN tahap IV tahun 2019 dengan nilai nominal sebesar
Rp1.250.000 juta, terdiri dari Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, dan Seri E dengan PT Bank Tabungan
Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp21.920 juta per
tahun untuk Seri A, Rp31.280 juta per tahun untuk Seri B, Rp1.740 juta per tahun untuk Seri C, Rp4.655
juta per tahun untuk Seri D, dan Rp53.765 juta per tahun untuk Seri E dibayarkan setiap tiga bulan sejak
1 November 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk ljarah.

Obligasi Berkelanjutan 1ll PLN Tahap lll Tahun 2019

Pada tanggal 19 Februari 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan 11l PLN tahap Il Tahun
2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.393.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri
B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, Obligasi Seri E, dan Obligasi Seri F dengan Bank Tabungan Negara
bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 19 Mei 2019 sampai dengan
tanggal jatuh tempo Obligasi.

Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap Ill Tahun 2019

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan 11l PLN tahap 1l tahun 2019, Perseroan juga
menerbitkan Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN tahap 1l tahun 2019 dengan nilai nominal sebesar
Rp863.000 juta, terdiri dari Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, Seri E, dan Seri F dengan PT Bank Tabungan
Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp22.355 per tahun
untuk Seri A, Rp23.933 juta per tahun untuk Seri B, Rp19.074 juta per tahun untuk Seri C, Rp4.320 juta
per tahun untuk Seri D, Rp5.880 juta untuk Seri E dan Rp2.786 juta per tahun untuk Seri F dibayarkan
setiap tiga bulan sejak 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk ljarah.

Obligasi Berkelanjutan Ill PLN Tahap Il Tahun 2018

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Il PLN tahap Il Tahun
2018 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp832.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri
B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Januari 2019 sampai
dengan tanggal jatuh tempo obligasi.
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Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2018

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan Il PLN tahap Il tahun 2018, Perseroan juga
menerbitkan Sukuk ljarah Berkelanjutan Ill PLN tahap Il tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar
Rp224.000 juta, terdiri dari seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D dengan PT Bank Tabungan Negara
(Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp9.861 juta per tahun untuk
seri A, Rp4.050 juta per tahun untuk seri B, Rp1.365 juta per tahun untuk seri C, dan Rp4.825 juta per
tahun untuk Seri D dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal jatuh
tempo Sukuk ljarah.

Obligasi Berkelanjutan Ill PLN Tahap | Tahun 2018

Pada tanggal 10 Juli 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Ill PLN tahap | Tahun 2018
dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.278.500 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B,
Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2018 sampai
dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap | Tahun 2018

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan [ll PLN tahap | tahun 2018, Perseroan juga
menerbitkan Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN tahap | tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar
Rp750.000 juta, terdiri dari seri A, Seri B, Seri C, Seri D, dan Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara
(Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp9.906 juta per tahun untuk
seri A, Rp12.525 juta per tahun untuk seri B, Rp21.672 juta per tahun untuk seri C, Rp9.345 juta untuk
Seri D, dan Rp9.900 juta per tahun untuk Seri E dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2018
sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk ljarah.

Obligasi Berkelanjutan 1l PLN Tahap Il Tahun 2018

Pada tanggal 23 Februari 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Il PLN tahap Il Tahun
2018 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.535.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B,
Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 22 Mei 2018 sampai dengan
tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk ljarah Berkelanjutan [l PLN Tahap Ill Tahun 2018

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan Il PLN tahap Il tahun 2018, Perseroan juga
menerbitkan Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN tahap Il tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar
Rp698.500 juta, terdiri dari seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D dengan PT Bank Tabungan Negara
(Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp6.760 juta per tahun untuk
seri A, Rp6.380 juta per tahun untuk seri B, Rp4.715 juta per tahun untuk seri C, dan Rp39.287 juta per
tahun untuk Seri D dibayarkan setiap tiga bulan sejak 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo
Sukuk ljarah.

Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2017

Pada tanggal 3 November 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Il PLN tahap Il Tahun
2017 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.545.500 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B,
Obligasi Seri C dan Obligasi Seri D dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai
Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal jatuh
tempo obligasi.

Sukuk ljarah Berkelanjutan [l PLN Tahap Il Tahun 2017

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2017, Perseroan juga
menerbitkan Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2017 dengan nilai nominal sebesar
Rp694.500 juta, terdiri dari Seri A, Seri B dan Seri C dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero)
bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp6.012 juta per tahun untuk Seri A,
Rp9.922 juta per tahun untuk Seri B, dan Rp42.630 juta per tahun untuk Seri C dibayarkan setiap tiga
bulan sejak 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.
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Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap | Tahun 2017

Pada tanggal 12 Juli 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap | Tahun 2017
dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.600.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B,
dan Obligasi Seri C dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.
Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap | Tahun 2017

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap | Tahun 2017, Perseroan juga
menerbitkan Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap | Tahun 2017 dengan nilai nominal sebesar
Rp400.000 juta, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak
sebagai WaliAmanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp14.322 juta per tahun untuk Seri Adan Rp18.190
juta per tahun untuk Seri B dibayarkan setiap tiga bulan sejak 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal
jatuh tempo sukuk ijarah.

Obligasi Berkelanjutan | PLN Tahap Il Tahun 2013

Pada tanggal 10 Desember 2013, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan | PLN Tahap Il Tahun
2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.244.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri
B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan
sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp593.000
telah dibayar keseluruhannya di 2018

Sukuk ljarah Berkelanjutan | PLN Tahap Il Tahun 2013

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan | PLN Tahap Il Tahun 2013, Perseroan juga
menerbitkan Sukuk ljarah Berkelanjutan | PLN Tahap Il Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar
Rp429.000 juta, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali
Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp28.890 juta per tahun untuk Obligasi Seri A dan Rp10.368
juta per tahun untuk Seri B dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal
jatuh tempo sukuk ijarah. Sukuk ijarah Seri A senilai Rp321.000 juta telah dibayar keseluruhannya di
2018.

Obligasi Berkelanjutan | PLN Tahap | Tahun 2013

Pada tanggal 5 Juli 2013, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan | PLN Tahap | Tahun 2013
dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp879.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B
dengan PT Bank Permata Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan
sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk ljarah Berkelanjutan | PLN Tahap | Tahun 2013

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan | PLN Tahap | Tahun 2013, Perseroan juga
menerbitkan Sukuk ljarah Berkelanjutan | PLN Tahap | Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar
Rp121.000 juta dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai wali amanat. Jumlah imbalan ijarah
sebesar Rp9.680 juta per tahun dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan
tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.

Obligasi PLN XII Tahun 2010

Pada tanggal 8 Juli 2010, Perseroan menerbitkan Obligasi PLN XlII Tahun 2010 dengan jumlah nilai
nominal sebesar Rp2.500.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank
CIMB Niaga Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 8 Oktober
2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp645.000 juta telah dibayar
lunas di tahun 2015.

Sejak tanggal 27 Maret 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN Xll Tahun 2010 yang tertuang dalam
Akta Notaris No. 19 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
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Sukuk ljarah PLN V Tahun 2010

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN Xll Tahun 2010, Perseroan juga menerbitkan Sukuk ljarah
PLN V Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp500.000, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan
PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp15.520
per tahun untuk Seri A dan Rp35.360 per tahun untuk Seri B dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak
8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah. Sukuk ljara Seri A senilai Rp160.000
telah dibayar lunas di tahun 2015.

Sejak tanggal 28 Maret 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sukuk ljarah PLN V Tahun 2010 yang tertuang
dalam Akta Notaris No. 20 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Obligasi PLN XI Tahun 2010

Pada tanggal 12 Januari 2010, Perseroan menerbitkan Obligasi PLN XI Tahun 2010 dengan jumlah
nilai nominal sebesar Rp2.703.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B. dengan PT Bank
CIMB Niaga Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April
2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp920.000 juta telah dibayar
keseluruhannya di tahun 2017.

Sejak tanggal 17 April 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN XI Tahun 2007 yang tertuang dalam
Akta No. 7 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Sukuk ljarah PLN 1V Tahun 2010

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XI Tahun 2010, Perseroan juga menerbitkan Sukuk ljarah
PLN IV Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp297.000 juta, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan
PT Bank CIMB Niaga Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp15.535
juta per tahun untuk Seri A dan Rp20.958 juta per tahun untuk Seri B dibayarkan setiap tiga bulan sejak
12 April 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah. Sukuk ljarah Seri A senilai Rp130.000
juta telah dibayar keseluruhannya di tahun 2017.

Sejak tanggal 27 Maret 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sukuk ljarah PLN IV Tahun 2010 yang tertuang
dalam Akta No. 18 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Obligasi PLN IX Tahun 2007

Pada tanggal 10 Juli 2007, Perseroan menerbitkan Obligasi PLN IX Tahun 2007 dengan jumlah nilai
nominal Rp2.700.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B. dengan PT Bank CIMB
Niaga Tbk bertindak sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2007
sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp1.500.000 juta telah dibayar
keseluruhannya di tahun 2017.

Sejak tanggal 27 Maret 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN IX Tahun 2007 yang tertuang dalam
Akta No. 16 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Obligasi PLN VIII Tahun 2006

Pada tanggal 21 Juni 2006, Perseroan menerbitkan Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dengan jumlah
nilai nominal Rp2.200.100 juta dengan PT Bank Mega Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Bunga
dibayarkan setiap tiga bulan sejak 21 September 2006 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.
Obligasi seri A senilai Rp1.335.100 juta telah dibayar keseluruhannya di tahun 2016.

Sejak tanggal 18 Maret 2008, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero)
sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN VIII Tahun 2006 yang tertuang
dalam Akta No. 34 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.
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Sehubungan dengan penerbitan seluruh obligasi dan sukuk ijarah Rupiah di atas, masing-masing

perjanjian perwaliamanatan menetapkan antara lain bahwa:

»  Satu tahun sejak tanggal emisi, Perseroan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi
ini sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi;

»  Seluruh obligasi ini tidak dijamin secara khusus namun dijamin dengan seluruh aset Perseroan,
serta hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain;

»  Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan antara lain: (a)
menjaminkan harta kekayaan Perusahaan; (b) memberikan penjaminan; (c) mengubah bidang
usaha, mengurangi modal dasar; modal ditempatkan dan disetor.

Selain itu Perseroan juga diwajibkan memenuhi: batasan rasio keuangan antara lain rasio jumlah
liabilitas keuangan terhadap jumlah asset, rasio antara laba sebelum beban bunga, pajak dan
penyusutan dan amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga.

*  Perseroan tidak disyaratkan untuk membentuk penyisihan dana pelunasan obligasi.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Ill PLN Tahap V Tahun 2019 dan Sukuk
ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap V Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan 11l PLN Tahap IV Tahun 2019
dan Sukuk ljarah Berkelanjutan Ill PLN Tahap IV Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan Ill PLN Tahap
IIl Tahun 2019 dan Sukuk ljarah Berkelanjutan 1l PLN Tahap Il Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan
Il PLN Tahap Il Tahun 2018 dan Sukuk ljarah Berkelanjutan Ill PLN Tahap Il Tahun 2018, Obligasi
berkelanjutan Ill PLN Tahap | tahun 2018 dan sukuk ijarah berkelanjutan IIl PLN Tahap | tahun 2018,
Obligasi berkelanjutan Il PLN Tahap Il tahun 2018 dan sukuk ijarah berkelanjutan Il PLN Tahap Il
tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2017 dan Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN
Tahap Il Tahun 2017 digunakan untuk mendanai proyek pembangkit, transmisi dan distribusi. Obligasi
Berkelanjutan Il PLN Tahap | Tahun 2017 dan Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap | Tahun 2017,
Obligasi Berkelanjutan | PLN Tahap Il Tahun 2013 dan Sukuk ljarah Berkelanjutan | PLN Tahap Il Tahun
2013, Obligasi Berkelanjutan | PLN Tahap | Tahun 2013 dan Sukuk ljarah Berkelanjutan | PLN Tahap |
Tahun 2013, Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk ljarah PLN V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun
2010 dan Sukuk ljarah PLN IV Tahun 2010 digunakan untuk mendanai proyek transmisi dan distribusi.

Perseroan telah memenuhi pembatasanpembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat
masing-masing obligasi dan sukuk ijarah. Rincian peringkat untuk seluruh obligasi dan sukuk ijara yang
masing outstanding dan dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan Peringkat Lembaga Pemeringjat

Obligasi
PLN VIII Tahun 2006 JAAA PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN IX Tahun 2007 AAA PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN XI Tahun 2010 GAAA PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN XII Tahun 2010 GAAA PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan | PLN Tahap | Tahun 2013 GAAA PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan | PLN Tahap Il Tahun 2013 GAAA PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan 1l PLN Tahap | Tahun 2017 GAAA PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2017 AAA PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap Ill Tahun 2018 JAAA PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan 11l PLN Tahap | Tahun 2018 JAAA PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan 11l PLN Tahap Il Tahun 2018 JAAA PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan 11l PLN Tahap 1l Tahun 2019 GAAA PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap IV Tahun 2019 GAAA PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan Il PLN Tahap V Tahun 2019 JAAA PT Pemeringkat Efek Indonesia

Sukuk ljarah
PLN IV Tahun 2010 JAAA(sy) PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN V Tahun 2010 JAAA(sy) PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk ljarah Berkelanjutan | PLN Tahap | Tahun 2013 JAAA(sy) PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk ljarah Berkelanjutan | PLN Tahap Il Tahun 2013 JAAA(sy) PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk ljarah Berkelanjutan || PLN Tahap | Tahun 2017 JAAA(sY) PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2017 JAAA(sY) PT Pemeringkat Efek Indonesia
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Keterangan Peringkat Lembaga Pemeringjat
Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2018 AAA(sy) PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap | Tahun 2018 AAA(sy) PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk ljarah Berkelanjutan Ill PLN Tahap Il Tahun 2018 AAA(sy) PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap Il Tahun 2019 JAAA(sY) PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk ljarah Berkelanjutan Ill PLN Tahap IV Tahun 2019 JAAA(sY) PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk ljarah Berkelanjutan Il PLN Tahap V Tahun 2019 AAA(sy) PT Pemeringkat Efek Indonesia

Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin — US$

Rincian Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin adalah sebagai berikut:

Keterangan Pokok (dalam US$) Peﬁz:giatan Tangg:\l;:tuh 'I;rl\j?‘l;aat
Surat utang jangka menengah
Penerbitan tahun 2019
Jatuh tempo 2030 500.000.000 99,775% 5 Februari 2030 3,88%
Jatuh tempo 2050 500.000.000 99,567% 5 Februari 2050 4,375%
Jatuh tempo 2029 700.000.000 99,385% 17 Juli 2029 3,88%
Jatuh tempo 2049 700.000.000 98,834% 17 Juli 2049 4,88%
Sub jumlah 2.400.000.000
Penerbitan tahun 2018
Jatuh tempo 2028 1.000.000.000 99,62% 21 Mei 2028 5,45%
Jatuh tempo 2029 500.000.000 99,00% 25 Oktober 2029 5,375%
Jatuh tempo 2048 1.000.000.000 99,32% 21 Mei 2048 6,15%
Jatuh tempo 2049 500.000.000 99,29% 25 Oktober 2049 6,25%
Sub jumlah 3.000.000.000
Penerbitan tahun 2017

Jatuh tempo 2027 1.500.000.000 98,99% 15 Mei 2027 4,13%

Jatuh tempo 2047 500.000.000 98,51% 15 Mei 2047 5,25%

Sub jumlah 2.000.000.000

Penerbitan tahun 2012

Jatuh tempo 2042 1.000.000.000 98,51% 24 Oktober 2042 5,25%
Penerbitan tahun 2011

Jatuh tempo 2021 1.000.000.000 99,05% 22 November 2021 5,50%
Obligasi terjamin
Penerbitan tahun 2007

Jatuh tempo 2037 288.312.000 98,59% 29 Juni 2037 7,.87%
Jumlah 9.688.312.000
Keterangan ng;k Peﬁz:giatan Tangg::::tuh Tingkat Bunga
Surat utang jangka menengah global
Penerbitan tahun 2019
Jatuh tempo 2031 500.000.000 99,42% 5 November 2031 1,88%
Penerbitan tahun 2018
Jatuh tempo 2025 500.000.000 99,22% 25 Oktober 2025 2,88%

Jumlah

1.000.000.000
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Keterangan Pj’g$k Pe:::g;an Tan_g:_gsql::tuh Tingkat Bunga
Obligasi

Penerbitan tahun 2019

Jatuh tempo 2022 3.700.000.000 100% 20 September 2022 0,430%
Jatuh tempo 2024 18.500.000.000 100% 20 September 2024 0,870%
Jatuh tempo 2029 1.000.000.000 100% 20 September 2029 1,050%
Jumlah 23.200.000.000
Obligasi

Pada tanggal 20 September 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Japanese Yen sejumlah
JPY23.200.000.000 dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebagai Agen Fiskal. Bunga
dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Surat Utang Jangka Menengah Global

Penerbitan tahun 2019

Pada tanggal 17 Juli 2019, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah
US$1.400.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust
Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 1 Januari 2020
sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Pada tanggal 5 November 2019, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah dengan
jumlah nilai nominal sebesar US$1.000.000.000 dan EUR500.000.000 dalam program Surat Utang
Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat.
Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 5 Februari 2020 untuk mata uang USD dan 5 November
2020 untuk mata uang EUR sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Penerbitan tahun 2018

Pada tanggal 25 Oktober 2018, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah
US$1.000.000.000 dan EUR500.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global
dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam
bulan sejak 25 April 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Pada tanggal 21 Mei 2018, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah
US$2.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust
Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 21 November
2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Dengan penerbitan Surat Utang tanggal 21 Mei 2018 tersebut, Perseroan melakukan pembelian kembali
dengan skema pelunasan dipercepat terhadap sebagian Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2009 dan
2007. Jumlah pokok pelunasan dipercepat sebesar US$1.727.611.000 yang terdiri atas Obligasi Terjamin
penerbitan tahun 2009 yang jatuh tempo pada tahun 2020 dan 2019 serta Obligasi Terjamin penerbitan
tahun 2007 yang jatuh tempo pada tahun 2037 dengan nilai pelunasan dipercepat sebagian masing-
masing sebesar US$912.364.000, US$603.559.000 dan US$211.688.000. Sehingga pada tanggal 31
Desember 2018 jumlah pokok utang Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2009 dan penerbitan tahun
2007 adalah sebesar US$772.389.000 yang terdiri atas nilai sisa Obligasi Terjamin penerbitan tahun
2009 sebesar US$337.636.000 dan US$146.441.000 dan Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2007
yang sebesar US$288.312.000.

Manajemen berpendapat bahwa pelunasan dipercepat Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2009 dan
penerbitan tahun 2007 tersebut merupakan suatu transaksi modifikasi substansial sehingga mengakui
penerbitan Surat Utang sebagai utang baru dan mengakui keuntungan atas penerbitan baru tersebut
sebesar US$194.087.599 ditahun yang berjalan.
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Penerbitan tahun 2017

Pada tanggal 15 Mei 2017, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah
US$2.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust
Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 15 November
2017 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Penerbitan tahun 2012

Pada tanggal 24 Oktober 2012, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah
US$1.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust
Company Americas sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 24 April 2013
sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Penerbitan tahun 2011

Pada tanggal 22 November 2011, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengan Global
sejumlah US$1.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche
Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak
22 Mei 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Obligasi Terjamin

Penerbitan tahun 2009

Pada tanggal 6 November 2009, MH, entitas anak, yang berdomisili di Belanda menerbitkan Obligasi
Terjamin sejumlah US$1.250.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali
Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 Januari 2010 sampai dengan jatuh tempo
Obligasi Terjamin. Pada tanggal 21 Mei 2018, Perseroan melakukan pelunasan dipercepat sebagian
sebesar US$912.364.000. Sehingga sisa Obligasi Terjamin menjadi sebesar US$337.636.000.

Pada tanggal 7 Agustus 2009, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$750.000.000 dengan
Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan
sejak 8 Februari 2010 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin. Pada tanggal 21 Mei 2018,
Perseroan melakukan pelunasan dipercepat sebagian sebesar US$603.559.000. Sehingga, sisa
Obligasi Terjamin menjadi sebesar US$146.441.000. Obligasi tersebut telah dibayar keseluruhan
ditahun 2019.

Penerbitan tahun 2007

Pada tanggal 28 Juni 2007, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$1.000.000.000 dengan
Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan
sejak 28 Desember 2007 sampai 28 Juni 2017. Pada Juni 2017, Obligasi Terjamin tranche A telah
dibayar keseluruhannya di tahun 2017. Pada tanggal 21 Mei 2018, Perseroan melakukan pelunasan
dipercepat sebagian sebesar US$211.688.000. Sehingga, sisa Obligasi Terjamin menjadi sebesar
US$288.312.000.

Perjanjian perwaliamanatan menetapkan bahwa :

1. Tidak lebih dari 30 hari sejak dua kejadian dimana Pemerintah Indonesia kehilangan kepemilikan
lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, hak suara pada Perseroan atau, jika dan
ketika diterbitkan saham Dwiwarna Seri A dan kejadian yang menurunkan peringkat (Change of
Control Triggering Event), MH dapat diminta untuk melakukan penawaran untuk membeli kembali
Obligasi Terjamin dengan harga 101% dari nilai nominal ditambah bunga terutang sampai tanggal
pembelian kembali. MH mempunyai opsi dalam waktu tertentu untuk menebus kembali seluruh
Obligasi Terjamin ini dengan harga 100% dari nilai nominal, bersama dengan utang bunga dalam
hal terjadinya perubahan tertentu terhadap perpajakan di Belanda atau Indonesia.

2. Pembatasan tertentu termasuk antara lain: penambahan pinjaman sesuai dengan “Rasio
Pengecualian”; pemberian jaminan; pembayaran dividen; penggabungan usaha, akuisisi dan
penjualan aset.

Perseroan dan Entitas Anak memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian
perwaliamanatan.
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Dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin ini
digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi program percepatan pembangunan fasilitas tenaga
listrik, konstruksi rutin dan untuk tujuan umum korporasi.

Moody’s Investor Standard and . Japan Credit
Keterangan . ) Fitch h
Service, Inc., Poor’s Rating

Surat utang jangka menengah
global

Penerbitan tahun 2019 Baa2 BBB BBB

Penerbitan tahun 2018 Baa2 - BBB

Penerbitan tahun 2017 Baa2 - BBB

Penerbitan tahun 2012 Baa2 BBB BBB

Penerbitan tahun 2011 Baa2 BBB BBB
Obligasi terjamin

Penerbitan tahun 2009 Baa2 BBB -

Penerbitan tahun 2007 Baa2 BBB -
Japanese Yen Bond

Penerbitan tahun 2019 Baa2 BBB - BBB

b. Kontrak Investasi Kolektif — Efek Beragun Aset (“KIK-EBA”)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:

Tidak lebih dari satu tahun 748.050

Lebih dari satu tahun 1.473.118
Jumlah pembayaran minimum 2.221.168
Biaya keuangan (279.906)
Jumlah 1.941.262
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:

Liabilitas jangka pendek 586.620

Liabilitas jangka panjang 1.354.642
Jumlah 1.941.262

Pada tanggal 25 April 2017, PT Danareksa Investment Management (“DIM”) dan PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) menandatangani akta perjanjian Kontrak Investasi Kolektif Efek
Beragun Aset Danareksa Indonesia Power PLN | — Piutang Usaha (“KIK-DIPP1”). Perjanjian tersebut
terakhir kali diubah dengan amandemen pada tanggal 14 September 2017. Pada perjanjian tersebut
DIM akan bertindak sebagai Manajer Investasi dan BRI akan bertindak sebagai Bank Kustodian.

Pada tanggal 11 September 2017 berdasarkan surat pernyataan persetujuan pengalihan piutang
komponen A dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (“PJBTL”), Perseroan menyetujui IP, Entitas Anak,
untuk mengalihkan piutang yang timbul atas kewajiban pembayaran tunai Komponen A Suralaya
(“SLA”) unit 1,2,3 dan 4 atas PJBTL SLA unit 1,2,3,4,5,6 dan 7 yang telah diamandemen pada tanggal
22 Agustus 2017 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017. Piutang tersebut dialihkan kepada
pihak ketiga dalam rangka KIK-DIPP1, maksimal sebesar Rp5.000.000.

Pada tanggal 14 September 2017, IP menandatangani perjanjian pengikatan transaksi sekuritisasi
piutang usaha Indonesia Power — PLN | No. 206.PJ/061/IP/2017 dengan DIM dan BRI. Di dalam
perjanjian tersebut, IP setuju dan mengikat diri untuk menjual piutang usaha sebesar Rp4.932.107
dengan harga Rp4.000.000.

Sejak penandatanganan akta perjanjian (“Cessie”) tersebut semua pembayaran atas piutang usaha
yang dialihkan tetap dilakukan oleh Perseroan kepada IP yang dalam hal ini akan menerima Dana hasil
koleksi pelunasan Piutang Usaha, namun tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai kapasitas yang
bertindak untuk dan atas nama KIK-DIPP1.
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Pada tanggal 15 September 2017, DIM bersama dengan BRI melakukan penawaran umum KIK-DIPP1
sebesar Rp4.000.000 dengan tingkat pengembalian pokok dan hasil Investasi dilakukan dengan fixed
installment (“anuitas”) berdasarkan dari nilai investasi dan yield 8,25%. Tanggal akhir pelunasan investasi
adalah 19 September 2022. KIK-DIPP1 merupakan investasi dengan peringkat idAAA berdasarkan
pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Pada laporan keuangan konsolidasian, penerimaan kas dari transaksi sekuritisasi tersebut dicatat
sebagai utang Kredit Investasi Kolektif — Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Berdasarkan KIK-DIPP1, EBA diterbitkan oleh Bank Kustodian dalam 2 (dua) kelas yaitu:

1. EBAKelas Adengan total nilai nominal sebesar Rp3.688.000 juta mewakili 92,20% dari keseluruhan
aset keuangan. Pemegang EBA Kelas A memiliki hak untuk menerima arus kas tetap setiap 3 (tiga)
bulan sekali yang terdiri dari pelunasan bertahap pokok investasi dan pembagian hasil investasi
EBA Kelas A.

2. EBA Kelas B dengan total nominal sebesar maksimum 7,80% dari keseluruhan aset keuangan.
Pemegang EBA kelas B memiliki hak untuk menerima arus kas tidak tetap pada setiap tanggal
pelunasan bertahap dan tanggal pembagian hasil investasi EBA Kelas B.

Semua pembayaran atas EBA semata-mata bersumber dari Perseroan atas piutang usaha milik IP yang
disekuritisasi. Pemegang EBA kelas A mempunyai hak untuk dibayar mendahului pemegang EBA kelas
B. Pemegang EBA kelas B akan menerima pembayaran pelunasan bertahap dan hasil investasi EBA
kelas B setelah dilakukan pembayaran penuh atas semua EBA kelas A menurut tata urutan pembayaran
(payment waterfall).

3.7. Utang Listrik Swasta

Akun ini merupakan utang listrik swasta yang direstrukturisasi melalui renegosiasi dengan IPP.

Rincian berdasarkan pemasok dan jadwal pembayaran pokok adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pemasok

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
PT Paiton Energy ( US$439.164.341) 6.104.823
PT Jawa Power (US$52.232.386) 726.083
Jumlah 6.830.906
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (399.458)
Bagian jangka panjang 6.431.448

b. Berdasarkan jadwal pembayaran pokok, pada nilai nominal

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Dibayarkan
Dalam satu tahun 399.458
Pada tahun kedua 421.784
Pada tahun ketiga 445745
Pada tahun keempat 471.530
Setelah lima tahun 5.092.389
Jumlah Pembayaran 6.830.906

Utang kepada PT Paiton Energy dan PT Jawa Power dikenakan bunga per tahun masing-masing
sebesar 4,81% dan 18,45% dibayar dalam 360 kali angsuran bulanan sejak 1 Januari 2002 sampai
dengan 1 Desember 2031.

78



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5

3.8. Utang Pihak Berelasi

Utang kepada PT Riau Power, MEB dan DEB pada 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 masing —
masing sebesar Rp92, Rp1.000, dan Rp794 merupakan utang oleh PLN Batam, entitas anak, atas
utang setoran saham yang belum dibayarkan penuh oleh PLN Batam dan untuk pembelian switchyard.

3.9. Utang Usaha

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan
jasa.

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Pihak berelasi
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa 9.021.121
Pembelian tenaga listrik 2.793.614
Sub jumlah 11.814.735
Pihak ketiga
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa 28.877.826
Pembelian tenaga listrik 11.310.222
Sub jumlah 40.188.048
Jumlah 52.002.783

Rincian utang usaha dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Keterangan Dalam mata uang asing"” Ekuivalen

Uss 898.507.498 12.490.157
EUR 326.270 5.086
Lain-lain? 30.385.801 422.393
Saldo akhir tahun 12.917.636

1) Dalam jumlah penuh
2)  Utang usaha dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$. menggunakan kurs tanggal pelaporan.

3.10. Liabilitas Imbalan Kerja

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Jumlah
Liabilitas diakui di laporan posisi keuangan:
Imbalan pascakerja

Program pensiun 276.443

Imbalan pascakerja lainnya 12.946.513

Imbalan pemeliharaan kesehatan 41.796.191
Imbalan jangka panjang lainnya 1.051.578
Jumlah 56.070.725
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:

Liabilitas jangka pendek 5.232.467

Liabilitas jangka panjang 50.838.258
Jumlah 56.070.725

Beban diakui di laba rugi:
Imbalan pascakerja

Program pensiun 136.640
Imbalan pascakerja lainnya 1.702.376
Imbalan pemeliharaan kesehatan 3.790.974
Imbalan jangka panjang lainnya 305.877
Jumlah 5.935.867
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(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Pengukuran kembali program imbalan pasti diakui di penghasilan komprehensif lain:
Program pensiun (796.603)
Imbalan pascakerja lainnya 2.367.276
Imbalan pemeliharaan kesehatan 2.205.286
Jumlah 3.775.959

Program pensiun imbalan pasti

Perseroan dan Entitas Anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan
tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar
pensiun dan masa kerja karyawan.

Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN ("DP-PLN”), pihak berelasi, yang akta pendiriannya
telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-
284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan
No. KEP-20/NB.1/2017 tanggal 26 April 2017 atas peningkatan imbalan pasti pensiun yang disediakan
Perseroan dan Entitas Anak dalam program dana pensiun.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar
6,00% dan 15,45% dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN, Perseroan dan Entitas Anak menyediakan
imbalan program pemeliharaan kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang
memenuhi persyaratan.

Imbalan pascakerja lainnya

Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Perseroan dan Entitas Anak
menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan bagi pegawai yang
memenuhi syarat.

Imbalan jangka panjang lainnya
Perseroan dan Entitas Anak juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti uang cuti
besar, tunjangan kecelakaan dinas dan penghargaan kesetiaan kerja.

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja

Keterangan 31 Desember 2019
Tabel mortalita CS0-58
Tingkat pengunduran diri
Usia 18 s.d. 49 tahun 0,27%
Usia 50 s.d. 55 tahun 0,01%
Usia pensiun normal 56 tahun

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran
aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman Perseroan dan entitas anak. Asumsi
mortalitas yang digunakan adalah tabel mortalita CSO-58 yang diterapkan dalam penghitungan liabilitas
kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penilaian aktuaria atas program pensiun, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan

dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
dan 2018, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria terdaftar, PT Binaputera Jaga Hikmah.
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Pada tahun 2015, Perseroan dan entitas anak melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana
yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Perseroan dan entitas anak. Dalam
melakukan studi, Perseroan dan entitas anak telah mempertimbangkan CS0O-58, CSO-58 modifikasian,
TMI 11993, TMI 2 1999, TMI 3 2011, dan Tabel Mortalita Taspen 2012. Dari studi tersebut, Perseroan dan
entitas anak menemukan bahwa tabel mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai
dan pensiunan Perseroan dan entitas anak adalah CSO-58. Perseroan dan entitas anak menerapkan
CSO0-58 secara retrospekiif.

1) Program Pensiun
Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Nilai kini kewajiban yang didanai 9.420.639
Nilai wajar aset program (9.144.196)
Defisit program yang didanai 276.443
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai -
Liabilitas pada laporan posisi keuangan 276.443

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Pada awal tahun 9.178.377

Dibebankan ke laba rugi:
Biaya jasa kini 111.904
Biaya bunga 744.946
856.850

Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:

Perubahan asumsi keuangan 123.091
Penyesuaian atas pengalaman 118.419
10.276.737

Pembayaran manfaat (856.098)
Pada akhir tahun 9.420.639

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Pada awal tahun 8.111.306
Imbal hasil atas aset program 670.510
luran pemberi kerja 130.665
luran pekerja 49.700
Pembayaran manfaat (856.098)
Kerugian aktuaria pada aset program 1.038.113
Pada akhir tahun 9.144.196

Aset program terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Memiliki kuotasi Tidak memiliki

Keterangan harga kuotasi harga Jumlah %

Surat berharga negara 1.246.382 - 1.246.382 13,63%
Tabungan - 103.680 103.680 1,13%
Deposito on call - 53.330 53.330 0,58%
Deposito berjangka - 630.000 630.000 6,89%
Saham 924.464 - 924.464 10,11%
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(dalam jutaan Rupiah)

Memiliki kuotasi Tidak memiliki

Keterangan harga kuotasi harga Jumlah %
Obligasi 2.492.698 - 2.492.698 27,26%
Sukuk 9.959 - 9.959 0,11%
Unit penyertaan reksadana 1.052.795 - 1.052.795 11,51%
Efek beragun aset 30.262 - 30.262 0,33%
Penempatan langsung - 919.933 919.933 10,06%
Tanah - 117.095 117.095 1,28%
Bangunan - 412.089 412.089 4,51%
Tanah dan bangunan - 417.094 417.094 4,56%
Lain-lain - 734.415 734.415 8,03%
Jumlah 5.756.560 3.387.636 9.144.196 100,00%
Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan 31 Desember 2019
Tingkat diskonto 7,78%
Tingkat kenaikan gaji per tahun 5,00%

Kontribusi yang diharapkan untuk program imbalan pascakerja untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2019 adalah Rp260.397

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai
berikut:

Keterangan Perubahan asumsi Kenaikan asumsi Penurunan asumsi

Tingkat diskonto 1% Penurunan sebesar 1,51% Kenaikan sebesar 1,72%
Tingkat kenaikan gaji 1% Kenaikan sebesar 1,77% Penurunan sebesar 1,58%
Tingkat mortalitas 1% Penurunan sebesar 0,00% Kenaikan sebesar 0,01%

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya
dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi
mungkin saling berkorelasi. Imbalan perhitungan sensitivitas liabilitas kerja jangka panjang atas
asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka
panjang dengan menggunakan metode projected unit credit di akhir periode) telah diterapkan
seperti dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi
keuangan konsolidasian.

Imbalan Pascakerja Lainnya
Mutasi liabilitas imbalan pascakerja lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Pada awal tahun 10.550.746

Dibebankan ke laba rugi:
Biaya jasa kini 865.426
Biaya bunga 841.996
Harapan dari hasil investasi (5.046)
1.702.376

Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari:

Perubahan asumsi keuangan 837.046
Penyesuaian atas pengalaman 1.530.230
14.620.398

Pembayaran manfaat (1.673.885)
Pada akhir tahun 12.946.513
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3)

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan 31 Desember 2019

7,78%

Tingkat diskonto
8,30%

Tingkat kenaikan gaji per tahun

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah
sebagai berikut:

Keterangan Perubahan asumsi Kenaikan asumsi Penurunan asumsi
Tingkat diskonto 1% Penurunan sebesar 7,60% Kenaikan sebesar 9,11%
Tingkat kenaikan gaji 1% Kenaikan sebesar 9,03% Penurunan sebesar 7,67%
Tingkat mortalitas 1% Penurunan sebesar 0,00% Penurunan sebesar 0,00%

Imbalan Pemeliharaan Kesehatan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa skemaimbalan pemeliharaan kesehatan pascakerija.
Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam
skema pensiun imbalan pasti.

Mutasi liabilitas imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Pada awal tahun 37.056.587
Dibebankan ke laba rugi:
Biaya jasa kini 650.579
Biaya bunga 3.140.395
3.790.974
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari:
Perubahan asumsi keuangan 4.278.197
Penyesuaian atas pengalaman (2.072.911)
43.052.847
Pembayaran manfaat (1.256.656)
41.796.191

Pada akhir tahun

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019

Keterangan

Tingkat diskonto 7,78%

Tingkat kenaikan gaji per tahun 7,00%
7,00%

Tingkat kenaikan biaya kesehatan jangka panjang

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai
berikut:

Keterangan Perubahan asumsi Kenaikan asumsi Penurunan asumsi
Tingkat diskonto 1% Penurunan sebesar 11,42% Kenaikan sebesar 14,13%
T!ngkat kenaikan biaya kesehatan 1% Kenaikan sebesar 11,14% Penurunan sebesar 9,23%
di masa depan

Tingkat mortalitas 1% Penurunan sebesar 0,49% Kenaikan sebesar 0,61%
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4) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya
Mutasi liabilitas imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Pada awal tahun 959.380

Dibebankan ke laba rugi:
Biaya jasa kini 232.388
Biaya bunga 73.489
305.877

Pengukuran kembali program imbalan pasti dibebakan ke laba rugi:
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari:

Perubahan asumsi keuangan 25.676
Penyesuaian atas pengalaman (25.676)
1.265.257

Pembayaran manfaat (213.679)
Pada akhir tahun 1.051.578

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan 31 Desember 2019
Tingkat diskonto 8,62%
Tingkat kenaikan gaji per tahun 7,20%

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai

berikut:

Keterangan Perubahan asumsi Kenaikan asumsi Penurunan asumsi
Tingkat diskonto 1% Penurunan sebesar 2,90% Kenaikan sebesar 3,09%
Tingkat kenaikan gaji per tahun 1% Kenaikan sebesar 2,98% Penurunan sebesar 2,85%
Tingkat mortalitas 1% Penurunan sebesar 0,01% Penurunan sebesar 0,01%

Perseroan dan Entitas Anak terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti dan
program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas aset
Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil surat
utang negara. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Harapan umur hidup
Sebagian besar dari liabilitas program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan
umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

Investasi didiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan
dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada
instrument utang, meskipun Perseroan dan Entitas Anak juga berinvestasi pada properti, obligasi,
reksadana dan kas. Perseroan dan Entitas Anak meyakini bahwa instrumen ekuitas memberikan imbal
hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Rata-rata ekspektasi sisa masa kerja adalah 21,19 tahun.
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Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya
yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Keterangan Kurang dari 1 tahun 2 sampai 5 tahun Lebih dari 5 tahun Jumlah
Imbalan pascakerja

Program pensiun 731.724 1.550.938 8.627.681 10.910.343
Imbalan pemeliharaan kesehatan 1.488.765 3.858.633 115.716.132 121.063.530
Imbalan pascakerja lainnya 2.795.736 4.232.690 138.125.408 145.153.834
Imbalan kerja jangka panjang

lainnya 216.242 1.577.981 1.400.663 3.194.886
Jumlah 5.232.467 11.220.242 263.869.884 280.322.593

3.11. Utang Lain-Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan
Rupiah 16.976.626
Uss$ 7.033.198
EUR 1.856.748
JPY 1.726.827
CHF 99.993
CNY 4.133
Pemerintah daerah 2.193.064
Uang muka penjualan tenaga listrik 203.386
Karyawan 63.721
Lain-lain 574.885
Jumlah 30.732.581
Dikurangi bagian jangka panjang 133.662
Bagian jangka pendek 30.598.919

Pemerintah Daerah

Utang kepada Pemerintah Daerah merupakan jumlah yang ditagih Perseroan dari pelanggan untuk
pajak penerangan jalan umum. Selanjutnya jumlah yang dipungut akan diteruskan kepada Pemerintah

Daerah.

Uang muka penjualan tenaga listrik

Akun ini merupakan kas yang diterima atas penjualan listrik prabayar.

Karyawan

Utang kepada karyawan terutama merupakan penerimaan dimuka atas cicilan penjualan rumah dinas.

3.12. Utang Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Perseroan
Pajak kini
Pajak penghasilan
Pasal 21 60.416
Pasal 22 93.169
Pasal 23 37.858
Pasal 15, dan 4(2) 29.147
Pajak pertambahan nilai 854.600
Sub jumlah 1.075.190
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(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Entitas Anak
Pajak kini 377.252
Pajak penghasilan
Pasal 21 154.715
Pasal 22 139.000
Pasal 23 50.974
Pasal 15, dan 4(2) 89.260
Pajak pertambahan nilai 496.889
Pajak bumi dan bangunan 8
Sub jumlah 1.308.098
Jumlah 2.383.288

3.13. Biaya Masih Harus Dibayar

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Jumlah
Bunga dan beban keuangan
Pihak berelasi

Utang bank 451.137

Utang penerusan pinjaman 331.275

Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank 74.699
Jumlah pihak berelasi 857.111
Pihak ketiga

Utang obligasi dan sukuk ijarah 2.862.048

Utang bank 1.470.335

Utang sewa pembiayaan 997.880

Utang listrik swasta 45.527
Jumlah pihak ketiga 5.375.790
Sub jumlah 6.232.901
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek

Bonus dan insentif prestasi kerja 5.711.171
Biaya operasional 4.810.568
Jumlah 16.754.640

Rincian biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Keterangan Dalam mata uang asing" Ekuivalen

Us$ 244.021.636 3.392.147
JPY 8.882.526.820 1.136.667
EUR 5.459.709 85.109
Lain-lain? 64.218 893
Saldo akhir tahun 4.614.816

1) Dalam jumlah penuh
2)  Biayayang masih harus dibayar dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$. menggunakan kurs tanggal pelaporan.

3.14. Uang Jaminan Langganan

Akun ini merupakan uang jaminan langganan yang ditentukan berdasarkan besar daya dan golongan
tarif. Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan,
dengan memperhitungkan rekening listrik belum dibayar.

3.15. Utang Biaya Proyek

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor atas biaya konstruksi dan pengadaan material. Akun ini

akan direklasifikasi ke akun penerusan pinjaman pada saat penerbitan Withdrawal Authorization (WA)
atau dokumen lain yang sejenis.
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3.16. Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen dan kontinjensi dapat dilihat pada Bab VIII subbab Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan
Pihak Ketiga dalam Prospektus ini.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 TELAH
DIUNGKAPKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL DALAM PROSPEKTUS. SAMPAI
DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS, PERSEROAN TELAH MELUNASI
SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT SAMPAI
DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI
LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI
KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH
DINYATAKAN DI ATAS DAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA
SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN
DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH
TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN
DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWATIDAK TERDAPAT PINJAMAN PERSEROAN
YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL KECUALI SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN
DIDALAM PROSPEKTUS INI YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA
LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR
SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL
LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN
PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA
PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA
PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA
PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN
TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT
DIATAS, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN
MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.
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IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
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Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak
yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019, 2018
dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan
oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0645) yang dalam
laporannya tanggal 21 Juli 2020 menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan
atas hal-hal yang menjelaskan bahwa Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi
berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.6/POJK.04/2017 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016, dan juga
menjelaskan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan operasi Perseroan dan Entitas
Anak.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan
keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di
dalam Prospektus ini pada Bab XVII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan
Perseroan.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi LK sesuai surat S-101/D.04/2020 perihal perpanjangan
Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan
Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum. Laporan Keuangan Interim
31 Maret 2020 dan 2019 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan yang telah direviu oleh Akuntan
Publik yang terbit pada tanggal 19 Juni 2020. Laporan Keuangan Konsolidasian Interim 31 Maret 2020
dan 2019 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut merupakan
tanggung jawab manajemen. Adapun untuk Laporan Keuangan Perseroan tanggal dan untuk tahun
yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Informasi berikut harus dibaca berkaitan dan
secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan
atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVI mengenai Laporan
Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Maret* 31 Desember
2020 2019 2018 2017

ASET

ASET TIDAK LANCAR

Aset Tetap 1.386.149.060 1.400.685.118 1.336.478.233  1.204.568.429
Aset hak-guna 32.530.425 - - -
Properti Investasi 5.290.410 5.283.708 5.125.448 4.723.070
Investasi pada entitas asosiasi 2.810.045 3.868.060 3.002.665 2.432.830
Investasi pada ventura bersama 6.519.902 6.432.705 5.723.674 4.445.668
Aset pajak tangguhan 680.274 2.215.963 7.578.386 9.566.473
Piutang pihak berelasi 1.123.214 951.643 1.031.237 237.181
Ej:gg;?}%gﬁg;ada” deposito berjangka dibatasi 9.630.140 5.980.703 5.688.712 7.487.709
Piutang lain-lain 853.064 824.545 961.377 634.949
Aset tidak lancar lain 7.817.890 7.445.895 13.482.762 7.064.097

Jumlah Aset Tidak Lancar

1.453.404.424

1.433.688.340

1.379.072.494

1.241.160.406
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(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Maret* 31 Desember
2020 2019 2018 2017

ASET LANCAR
Kas dan setara kas 26.315.986 46.598.783 33.294.560 42.291.959
Investasi jangka pendek 338.902 334.153 1.216.886 286.697
Piutang usaha

Pihak berelasi 855.272 819.836 593.646 580.993

Pihak ketiga 21.918.628 24.310.702 23.209.017 21.885.850
Piutang subsidi listrik 5.213.660 - - 7.588.977
Piutang kompensasi - - 23.173.464 -
Piutang lain-lain 47.879.755 47.451.084 9.507.768 1.672.237
Persediaan - bersih 13.509.646 12.934.233 15.506.567 12.828.118
Pajak dibayar dimuka 18.139.616 17.634.137 5.894.120 4.997.393
Biaya dibayar dimuka dan uang muka 1.885.680 1.206.785 1.007.572 1.629.609
Piutang pihak berelasi 5.043 4.719 5.954 5.294
Aset lancar lainnya 20.287 72.241 5.697 30.124
Jumlah Aset Lancar 136.082.475 151.366.673 113.415.251 93.797.251

JUMLAH ASET

1.589.486.899

1.585.055.013

1.492.487.745

1.334.957.657

LIABILITAS DAN EKUITAS
EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk

Modal saham - nilai nominal Rp 1 per saham
Modal dasar — masing-masing 439.000.000 saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh - masing-
masing 115.181.002 saham per 31 Maret 2020,

115.181.002 saham, 109.826.526 saham, dan 115.181.002 115.181.002 109.826.526 109.826.526
109.826.526 saham per 31 Desember 2019,
2018, dan 2017
Tambahan modal disetor 9.919.958 9.919.958 20.179.333 20.871.265
SP::;/rirtaan modal negara dalam proses penerbitan 10.528.230 10.528.230 ) )
Saldo laba
Ditentukan penggunaannya 60.334.896 60.334.896 52.766.610 48.665.115
Tidak ditentukan penggunaannya 31.585.811 70.997.731 78.251.316 71.093.240
Penghasilan komprehensif lain 666.233.761 661.509.952 665.849.322 618.462.276
Ekutas yang dapat diatribusikan kepada pemilic 893.783.658 928471769  926.873.107  868.918.422
Kepentingan non-pengendali 904.298 908.644 540.750 498.182
Jumlah Ekuitas 894.687.956 929.380.413 927.413.857 869.416.604
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas pajak tangguhan 12.741.980 28.121.540 13.420.136 2.066.364
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh
tempo dalam satu tahun
Penerusan pinjaman 40.302.310 35.251.741 36.105.279 31.485.476
poiang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan 4.371.333 4.350.569 5.343.629 6.300.173
Utang sewa pembiayaan 19.181.302 11.569.377 14.468.336 15.713.269
Utang bank 199.767.728 184.023.820 152.965.997 116.017.364
Utang obligasi dan sukuk ijarah 205.110.678 174.292.298 131.681.821 100.440.360
Utang listrik swasta 7.450.753 6.431.448 7.115.916 7.026.434
Utang KIK - EBA 1.187.594 1.354.642 2.221.167 2.907.986
Utang pihak berelasi 92 92 1.000 794
Liabilitas imbalan kerja 46.752.956 50.838.258 43.760.226 43.559.022
Utang lain-lain 140.118 133.662 94.427 940.153
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 537.006.844 496.376.447 407.177.934 326.466.395
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(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Maret* 31 Desember
2020 2019 2018 2017

Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha

Pihak berelasi 11.275.038 11.814.735 9.044.530 11.215.239

Pihak ketiga 36.683.563 40.188.048 39.563.144 32.496.186
Utang pajak 1.795.602 2.383.288 2.560.128 2.387.864
Biaya yang masih harus dibayar 19.104.403 16.754.640 14.809.018 11.477.437
Uang jaminan langganan 14.423.941 14.235.879 13.465.735 12.642.333
Utang biaya proyek 112.995 150.664 315.828 723.992
Pendapatan ditangguhkan 1.016.299 1.049.231 929.947 1.218.400
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun

Penerusan pinjaman 3.599.933 2.725.805 2.530.273 2.735.992
Peﬁaegﬂt';f]pr?gﬁ_f;:;e“”tah dan lembaga keuangan 1.851.580 1.998.476 1.860.649 1.043.793

Utang sewa pembiayaan 3.689.209 2.540.107 2.624.629 4.871.908

Utang bank 29.502.243 21.693.338 28.145.737 26.548.747

Utang obligasi dan sukuk ijarah 303.000 6.946.478 2.120.612 914.000

Utang listrik swasta 476.723 399.458 394.403 349.968

Utang KIK - EBA 618.904 586.620 686.819 630.600

Liabilitas imbalan kerja 3.798.885 5.232.467 5.873.558 8.562.927

Utang lain-lain 29.539.781 30.598.919 32.970.944 21.255.272
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 157.792.099 159.298.153 157.895.954 139.074.658
Jumlah Liabilitas 694.798.943 655.674.600 565.073.888 465.541.053
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1.589.486.899 1.585.055.013 1.492.487.745 1.334.957.657

*tidak diaudit
Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keteranaan 31 Maret* 31 Desember
9 2020 2019 2019 2018 2017

PENDAPATAN USAHA
Penjualan tenaga listrik 70.247.095 66.848.035 276.061.925 263.477.551 246.586.856
Penyambungan pelanggan 1.830.657 1.607.600 6.934.597 7.309.172 7.113.454
Lain-lain 622.619 463.328 2.644.067 2.111.019 1.594.933
Jumlah Pendapatan Usaha 72.700.371 68.918.963 285.640.589 272.897.742 255.295.243
BEBAN USAHA
Bahan bakar dan pelumas 30.720.508 32.957.348 136.084.482 137.266.678 116.947.824
Pembelian tenaga listrik 25.831.735 19.951.844  83.563.991  84.267.611  72.426.641
Sewa 1.001.061 935.029 3.617.376 4.272.082 6.592.161
Pemeliharaan 4.356.876 4.220.437 22.328.178  20.737.601  19.515.606
Kepegawaian 5.607.716 5.616.236  25.908.771  22.950.087  23.124.511
Penyusutan aset tetap 8.801.236 8.198.059  35.318.071  30.744.712  29.160.597
Penyusutan aset hak-guna 698.686
Lain-lain 1.772.961 1.756.363 8.620.069 7.950.118 7.706.754
Jumlah beban usaha 78.790.779 73.635.316 315.440.938 308.188.889 275.474.094
RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI (6.090.408) (4.716.353) (29.800.349) (35.291.147) (20.178.851)
Subsidi listrik Pemerintah 12.899.839 11.527.703  51.711.774  48.101.754  45.738.215
Pendapatan kompensasi - 2.112.604 22.253.517  23.173.464 -
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI 6.809.431 8.923.954 44.164.942 35.984.071  25.559.364
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih (1.739.842) (137.395) (3.667.666) 15.663.363 3.409.941
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(dalam jutaan Rupiah)

Keteranaan 31 Maret* 31 Desember
9 2020 2019 2019 2018 2017
Esr“s?;“”ga” (kerugian) kurs mata uang asing - 54 g74 go1) 4.006.986  9.486.326 (10.926.741) (2.935.144)
Penghasilan keuangan 333.141 184.594 755.103 804.321 1.066.842
Beban keuangan (7.354.564) (6.726.882) (24.619.495) (21.624.176) (18.556.931)
LABA SEBELUM PAJAK (53.926.655) 6.251.257  26.119.210  19.900.838 8.544.072
BEBAN PAJAK 15.045.749 (2.093.412) (21.797.080) (8.325.082) (4.115.955)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN (38.880.906) 4.157.845 4.322.130 11.575.756 4.428.117
Penghasilan komprehensif lain
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Bagian penghasilan (beban) komprehensif lain 13.757 16.145  (286.917) 255.493 461.901
dari entitas asosiasi dan ventura bersama
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba
rugi
Perubahan surplus revaluasi aset tetap (79.713) - (1.183.109) 48.336.627  (6.933.307)
Eae;‘t?“k“ra” kembali atas program imbalan 6.140.725 (964.013) (3.775.959)  4.319.690 (5.635.015)
Manfaat (beban) pajak terkait (1.350.960) 241.003 950.394  (5.524.764) 1.408.754
Penghasilan komprehensif lain tahun 4.723.809 (706.865) (4.295.591)  47.387.046 (10.697.667)
berjalan setelah pajak
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI)
KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN (34.157.097) 3.450.980 26.539 58.962.802 (6.269.550)
BERJALAN SETELAH PAJAK
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk (38.876.560) 4.142.894 4.270.922 11.568.286 4.410.210
Kepentingan non-pengendali (4.346) 14.951 51.208 7.470 17.907
Jumlah (38.880.906) 4.157.845 4.322.130 11.575.756 4.428.117
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun
berjalan diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk (34.152.751) 3.436.029 (24.669) 58.955.332  (6.287.457)
Kepentingan non-pengendali (4.346) 14.951 51.208 7.470 17.907
Jumlah (34.157.097) 3.450.980 26.539 58.962.802 (6.269.550)
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah (337.526) 37.722 37.516 105.332 50.541

penuh)

*tidak diaudit
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Rasio Keuangan Penting

Keterangan 31 Maret* 31 Desember
2020 2019 2018 2017
Rasio Pertumbuhan
Aset 5,96% 6,20% 11,80% 4,93%
Liabilitas 22,11% 16,03% 21,38% 18,22%
Ekuitas (3,91%) 0,21% 6,67% (1,02%)
Pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah 3,68% 4,48% 14,33% 7,18%
Beban usaha 7,00% 2,35% 11,88% 8,26%
Laba usaha setelah subsidi (23,69%) 22,73% 40,79% (3,24%)
Laba (rugi) sebelum pajak (962,65%) 31,25% 132,92% (37,08%)
Laba tahun berjalan (1035,12%)  (62,66%) 161,41%  (45,67%)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan (1089,78%) (99,95%) (1040,46%) (203,31%)

Rasio usaha dan keuangan (%, kecuali dinyatakan lain)

Laba (Rugi) tahun/periode berjalan terhadap pendapatan usaha (45,42) 1,20 3,36 1,47
dan subsidi listrik pemerintah dan pendapatan kompensasi

Laba (Rugi) tahun/periode berjalan terhadap jumlah ekuitas (4,35) 0,47 1,25 0,51
Laba (Rugi) tahun/periode berjalan terhadap jumlah aset (2,45) 0,27 0,78 0,33
Aset tetap terhadap Laba (Rugi) tahun berjalan (3.565,12) 32.407,29 11.545,49  27.202,72
E:;:ﬁ:tzztara kas terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik 30,74 12,96 967 14,05
Perputaran material 0,07 0,41 0,40 0,50
Perputaran aset tetap 0,05x 0,20x 0,21x 0,25x
Perputaran piutang pelanggan 2,99 11,28 11,39 11,16
Umur piutang pelanggan 29,09 hari 32,35 hari 32,05 hari 32,70 hari
Solvabilitas 0,44x 0,41x 0,38x 0,35x
Likuiditas 0,86x 0,95x 0,72x 0,67x
Rasio ekuitas terhadap aset 56,29 58,63 62,14 65,13
Rasio ekuitas terhadap aset tetap (bersih) 64,54 66,35 69,39 72,18
Rasio aset tetap (bersih) dengan utang jangka panjang 258,13 282,18 328,23 368,97
Rasio lancar 86,24 95,02 71,83 67,44
Rasio utang terhadap jumlah ekuitas 77,66 70,55 60,93 53,55
Rasio utang terhadap jumlah asset 43,71 41,37 37,86 34,87

*tidak diaudit

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya 31 Desember 2019
Rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah aset, maksimal 80% 28,2%
Rasio EBITDA terhadap beban bunga, minimum 2x 3,32x
Rasio aset pembangit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak
dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman dan utang kepada pemerintah), 547%

minimum 150%

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang
dipersyaratkan tersebut.
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang
menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani
oleh Dedy Sukrisnadi (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0645) yang dalam laporannya tanggal 21 Juli 2020
menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan atas hal-hal yang menjelaskan bahwa
Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik
dengan menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.04/2017 secara prospektif untuk
periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016, dan juga menjelaskan tentang dampak pandemi
Covid-19 terhadap bisnis dan operasi Perseroan dan Entitas Anak serta.

1. UMUM

Perseroan adalah perusahaan penyedia listrik untuk kepentingan umum yang dimiliki sepenuhnya
oleh Negara yang kepentingannya diwakili oleh Menteri BUMN. Perseroan menyediakan sebagian
besar listrik berikut infrastrukturnya untuk masyarakat di Indonesia, termasuk konstruksi pembangkit
tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, distribusi dan penjualan ritel. Perseroan adalah
produsen listrik terbesar di Indonesia dan sampai dengan 31 Desember 2019, Perseroan memiliki
kapasitas pembangkitan tenaga listrik sekitar 41.640 MW (tidak termasuk kapasitas pembangkitan IPP
yang menandatangani PJBL dengan Perseroan) yang mewakili lebih dari 83,97% dari total kapasitas
pembangkitan terpasang di Indonesia sebesar 45.591 MW dan melayani sekitar 75,7 juta pelanggan.
Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 5.987 pembangkit tenaga
listrik yang meliputi 6.723 unit pembangkitan listrik di Indonesia, termasuk pembangkit tenaga listrik
berbahan bakar BBM, gas alam, batubara, panas bumi dan air. Perseroan juga membeli hampir seluruh
tenaga listrik yang dihasilkan di Indonesia oleh IPP, yang merupakan perusahaan swasta yang memiliki
pembangkit tenaga listrik. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah menandatangani 75 PJBL
material dengan IPP yang beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas sesuai kontrak sebesar
13.195 MW.

Dalam 2 tahun terakhir (2017-2019) sekitar 7 juta rumah tangga baru telah menikmati listrik. Rasio
elektrifikasi nasional terus ditingkatkan dari 95,35% pada tahun 2017 menjadi 98,89% pada akhir tahun
2019 dimana PLN berkontribusi sebesar 95,75%. Peningkatan rasio tersebut ditopang oleh program
listrik perdesaan dan megaproyek 35.000 MW termasuk listrik dari sumber energi baru terbarukan
(EBT). Pemerintah telah menargetkan rasio elektrifikasi nasional sebesar 100% pada tahun 2020. Bagi
PLN, tugas ini adalah tugas mulia untuk menerangi desadesa di daerah terdepan, terluar dan tertinggal,
di antaranya bahkan ada yang belum pernah menikmati listrik sejak Indonesia merdeka.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN
Tarif Listrik

Untuk pelanggan selain kelompok rumah tangga kecil dengan daya 450 VA sampai dengan 900 VA
(yang tunduk pada pengaturan tarif yang berbeda untuk biaya tetap dan memperbolehkan Perseroan
untuk menerima subsidi Pemerintah), Pemerintah menaikkan tarif listrik per tahun rata-rata sebesar:

a. 10,0%, efektif dari 1 Juli 2010 sesuai dengan Peraturan Presiden No. 8/2011;

b. 15%, efektif dari 1 Januari 2013 sesuai dengan Permen ESDM No. 30 Tahun 2012; dan

c. 22%, efektif dari 1 Mei 2014 sesuai dengan Permen ESDM No. 9 Tahun 2014.
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Selanjutnya, Permen ESDM No. 31 Tahun 2014, efektif dari 1 Januari 2015, dan Permen ESDM No. 9

Tahun 2015, efektif dari 1 Mei 2015, meningkatkan tarif listrik per tahun rata-rata sebesar 0,63% untuk

8 kelompok pelanggan, termasuk:

e pelanggan untuk keperluan rumah tangga dengan daya antara 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA,

*  pelanggan untuk keperluan rumah tangga dengan daya di atas 6.600 VA,

e pelanggan untuk keperluan bisnis dengan daya antara 6.600 VA sampai dengan 200 kVA;

*  pelanggan untuk keperluan bisnis dengan daya di atas 200 kVA,;

e pelanggan untuk keperluan industri dengan daya di atas 200 kVA,;

*  pelanggan untuk keperluan industri dengan daya di atas 30.000 kVA;

*  pelanggan untuk keperluan kantor Pemerintah dan penerangan jalan umum dengan daya antara
6.600 VA sampai dengan 200 kVA; dan

*  pelanggan untuk keperluan kantor Pemerintah dan penerangan jalan umum dengan daya di atas
200 kVA.

Tabel di bawah ini menyajikan harga jual rata-rata Perseroan untuk setiap kelompok pelanggan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

(dalam Rp/kWH)
Keterangan 31 Desember
2019 2018

Rumah tangga 1.097,95 1.105,23
Usahal/bisnis 1.258,79 1.250,12
Industri 1.097,95 1.089,93
Umum 1.092,95 1.100,39
Total harga jual rata-rata 1.128,32 1.127,04

Tren yang berlaku untuk setiap kelompok pelanggan dapat berbeda dari tren harga jual rata-rata secara
keseluruhan, dikarenakan adanya perbedaan harga jual tenaga listrik dalam setiap kelompok pelanggan
tergantung pada tingkat pemakaian tenaga listrik.

Subsidi

Subsidi yang diterima dari Perseroan digunakan untuk menutup biaya-biaya meliputi:pembelian tenaga
listrik, beban bahan bakar dan pelumas (seperti BBM, gas alam, batubara dan minyak pelumas),
beban pemeliharaan (seperti material), beban kepegawaian, beban administrasi, penyusutan atas
aset tetap operasional dan beban keuangan. Perseroan tidak mendapatkan subsidi Pemerintah untuk
beban-beban yang tidak terkait dengan pembangkitan tenaga listrik, seperti beban usaha Entitas Anak
Perseroan di bidang telekomunikasi atau layanan enjineering.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi terkait subsidi yang diterima Perseroan dari Pemerintah pada
tahun 2019 dan 2018:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan An_ggar_an_ subsid_i yang Hasil audit subsit}li Pemerintah
disetujui Pemerintah oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 56.507 48.101
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 59.323 51.771

Jumlah subsidi dari Pemerintah dapat disesuaikan dan berdasarkan formula yang telah ditetapkan

sebelumnya sebagai berikut:

* jumlah subsidi yang akhirnya diterima Perseroan untuk tahun tertentu dapat disesuaikan menjadi
lebih tinggi berdasarkan biaya aktual Perseroan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(“BPK”);

*  biaya pokok penyediaan dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri ESDM c.q.
Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi;

»  perhitungan susut jaringan transmisi dan distribusi yang diperhitungkan dalam penetapan biaya
pokok penyusutan disesuaikan oleh Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan
Energi setiap akhir triwulanan berdasarkan besaran realisasi susut jaringan;
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*  Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi menetapkan realisasi besaran
susut jaringan transmisi dan distribusi setiap akhir triwulanan dan secara tahunan paling lambat 15
hari setelah data diterima lengkap dari Perseroan;

*  permintaan untuk pembayaran subsidi listrik akan disampaikan oleh Perseroan dalam bentuk tertulis
ke Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan salinan tersedia untuk Bendahara Umum
Negara setiap bulan. Permintaan pembayaran subsidi listrik disertai data pendukung meliputi data
biaya pokok penyediaan interim. Data biaya pokok penyediaan interim (Rp/kWH) merupakan:

- data yang digunakan dalam penetapan jumlah subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (“APBN”) atau APBN Perubahan; atau

- data berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh instansi yang berwenang melakukan audit
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*  Perseroan menerima 95,0% dari hasil perhitungan verifikasi (termasuk marjin PSO) setiap bulan
dengan sisanya dibayar setiap triwulan berdasarkan laporan realisasi biaya pokok penyediaan
yang tidak diaudit;

*  subsidi untuk bulan November dibayar pada bulan Desember dan subsidi untuk bulan Desember
ditempatkan di rekening penampungan sementara untuk kepentingan Perseroan dan dibayarkan
di bulan Januari, berdasarkan anggaran biaya pokok penyediaan dan realisasi biaya pokok
penyediaan untuk setiap perhitungan subsidi, sehingga subsidi lebih mendekati biaya aktual dan
penjualan dalam 2 bulan terakhir.

Formula yang digunakan untuk menghitung subsidi listrik adalah sebagai berikut:
S =-(TTL-BPP (1 +m))xV

S = subsidi listrik

TTL = tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif
BPP= biaya pokok penyediaan pada tegangan di masing-masing golongan tarif
M = marjin PSO

V = volume penjualan

Dalam menghitung subsidi listrik pada tahun fiskal, Menteri ESDM dapat menggunakan besaran marijin
PSO yang diusulkan oleh Menteri BUMN dimana marjin PSO ditambahkan untuk memberikan nilai
positif (laba kotor) ketika menghitung total subsidi listrik dan menghasilkan nilai subsidi listrik yang akan
ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

Nilai subsidi listrik akhir pada setiap tahun fiskal ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK
yang disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Tidak ada batasan atas untuk subsidi listrik. Dalam hal terdapat terdapat selisih lebih pembayaran
subsidi listrik antara yang telah dibayar bulanan kepada Perseroan dengan hasil penelitian dan verifikasi,
selisih lebih pembayaran subsidi listrik tersebut dapat dikompesasikan dengan tagihan subsidi listrik
Perseroan periode berikutnya (dengan persetujuan dari Menteri Keuangan). Namun demikian, dalam
hal tidak terdapat tagihan subsidi listrik periode berikutnya, selisih lebih pembayaran harus segera
disetor ke kas negara oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban bahan bakar dan beban non bahan bakar

Sebagian beban bahan bakar dan non bahan bakar berdenominasi dalam, atau terkait dengan, Dolar
Amerika Serikat. Pada tahun 2019, 35,15% dari beban bahan bakar dan non bahan bakar dalam
mata uang, atau terkait dengan, Dolar Amerika Serikat, dan 43,14% dari beban bahan bakar dan non
bahan bakar dalam mata uang Rupiah. Dengan demikian, perubahan nilai tukar mata uang Rupiah
terhadap Dolar Amerika Serikat akan mempengaruhi beban usaha Perseroan dalam Rupiah (mata
uang pelaporan). Sebagai contoh, melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada
umumnya akan mengakibatkan beban usaha dalam Rupiah mengalami kenaikan.
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Tabel di bawah ini menyajikan beban bahan bakar dan non bahan bakar Perseroan dalam mata uang
Dolar Amerika Serikat dan Rupiah sebagai persentase terhadap total beban bahan bakar dan non
bahan bakar pada tahun 2019 dan 2018:

(dalam Rp/kWH)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

Keterangan 31 Desember
2019 2018
Beban bahan bakar dan pelumas (dalam US$) 35,15% 36,44%
Beban bahan bakar dan pelumas (dalam Rupiah) 43.14% 44 .54%

Tabel di bawah ini menyajikan beban bahan bakar dan pelumas untuk jenis bahan bakar yang berbeda
sebagai persentase terhadap total beban bahan bakar dan pelumas pada tahun 2019 dan 2018:

(dalam %)

31 Desember

Keterangan

2019 2018
BBM 18,2% 23,1%
Gas alam 42,7% 40,4%
Batubara 36,3% 33,7%
Panas bumi 2,5% 2,4%
Air 0,2% 0,2%
Pelumas 0,2% 0,2%
Total 100% 100%

Perseroan terus menjajaki kemungkinan mengganti pembangkit listrik berbahan bakar BBM dengan
pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan gas alam, terutama pembangkit di bawah Program
Fast Track dan Program 35.000 MW. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan
mendapatkan sumber batubara atau gas alam yang stabil pada harga yang wajar atau tidak sama
sekali.

Beban pemeliharaan

Perseroan telah, dan akan terus, mencatatkan beban pemeliharaan yang signifikan untuk pembangkit
tenaga listrik miliknya. Beban pemeliharaan dalam porsi yang substansial berdenominasi mata uang
asing dikarenakan ketergantungan Perseroan pada material dan jasa ahli yang tidak tersedia di
Indonesia. Melemahnya nilai tukar Rupiah dan ketidakmampuan Perseroan untuk membatasi kenaikan
beban pemeliharaan dapat berdampak pada beban usaha dan hasil usaha Perseroan.

Pertumbuhan perekonomian dan permintaan listrik oleh pelanggan

Kenaikan permintaan tenaga listrik sebagian bergantung pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Transformasi perekonomian Indonesia yang saat ini sedang berjalan dalam hal memperluas basis
pelanggan industri dan bisnis telah berperan penting dalam pertumbuhan permintaan tenaga listrik.
Perseroan berkeyakinan bahwa pelanggan industri, bisnis dan rumah tangga akan terus menjadi
pelanggan utama Perseroan di pasar konsumsitenaga listrik dan hasil usaha Perseroan akan bergantung
terutama pada pertumbuhan permintaan tenaga listrik dari sektor-sektor ini.

Tabel di bawah ini menyajikan persentase pelanggan Perseroan pada setiap golongan tarif dan
persentase kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2019 dan 2018:

(dalam %)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Keterangan 2019 2018

% % kenaikan/ % % kenaikan/

(penurunan) (penurunan)
Rumah tangga 92% 6% 92% 5%
Usahal/bisnis 0% 27% 0% 8%
Industri 5% -2% 5% 9%
Umum 3% 8% 3% 7%
Total 100% 6% 100% 7%
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Tabel di bawah ini menyajikan persentase konsumsi tenaga listrik pelanggan Perseroan pada setiap
golongan tarif dan persentase kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2019 dan 2018:

(dalam %)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2019 2018
Keterangan

% % kenaikan/ % % kenaikan/

(penurunan) (penurunan)
Rumah tangga 42% 6% 42% 4%
Usaha/bisnis 32% 1% 33% 7%
Industri 19% 7% 19% 6%
Umum 7% 8% 7% 7%
Total 100% 5% 100% 5%

Penyelesaian dan dimulainya kegiatan produksi secara komersial dari proyek-proyek
Perseroan

Perseroan memperkirakan penjualan dan hasil usaha akan berfluktuasi tergantung pada proyek-
proyek Perseroan yang dalam tahapan pengembangan maupun penyelesaian, khususnya proyek-
proyek dengan IPP. Perseroan dan Entitas Anak telah menandatangani sejumlah joint venture dalam
rangka menerapkan strategi bisnis Perseroan dan meningkatkan kapasitas pembangkitan tenaga
listrik, terutama sehubungan dengan Program Fast Track dan Program 35.000 MW. Kenaikan belanja
modal yang tidak terduga terkait dengan proyek-proyek dalam program tersebut mungkin memerlukan
tambahan kontribusi modal dari Entitas Anak Perseroan dimana hal tersebut dapat meningkatkan
beban keuangan dalam hal pendanaan dari pihak ketiga diperlukan; ketidakmampuan Perseroan untuk
membiayai belanja modal tersebut dapat berdampak negatif terhadap bisnis dan hasil usaha Perseroan.

Hasil usaha dan posisi keuangan Perseroan akan bergantung pada penyelesaian proyek-proyek ini
dengan sukses dan tepat waktu dan kemampuan Perseroan untuk menemukan mitra joint venture yang
dapat diandalkan. Penyelesaian dan dimulainya produksi komersial proyek pembangkit tenaga listrik
baru pada umumnya akan langsung meningkatkan penjualan listrik dengan asumsi terdapat permintaan
yang cukup. Lebih lanjut, di bawah PJBL dengan IPP, Perseroan tunduk pada kewajiban take or pay dan
menjamin bahwa stasiun tenaga listrik baru terhubung pada saluran transmisi dengan baik dan tepat
waktu. Ketidakmampuan Perseroan untuk menyelesaikan sambungan tersebut akan mengakibatkan
tidak adanya penjualan atau penjualan di bawah ekspektasi sehubungan dengan tambahan kapasitas
pembangkitan dan beban yang timbul dari PJBL akan menjadi tidak sejalan dengan ekpektasi tingkat
penjualan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap kinerja keuangan dan
hasil usaha Perseroan.

Akses terhadap pendanaan dan beban pendanaan

Perseroan terutama bergantung pada pinjaman (seperti two-step loan), pendapatan dari pelanggan
dan subsidi dari Pemerintah (yang diperkirakan akan mengalami penurunan dalam waktu dekat)
untuk kebutuhan pendanaan Perseroan, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek
Perseroan beserta belanja modalnya. Selain itu, Perseroan telah, dari waktu ke waktu, menerbitkan
Efek bersifat utang. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, serta biaya yang
timbul dari fasilitas tersebut, dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Akses
Perseroan terhadap pendanaan dan beban pendanaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah
utang yang belum jatuh tempo dan pembatasan-pembatasan pada perjanjian kredit, persyaratan
pada perjanjian Efek bersifat utang, atau dokumen pinjaman lainnya, sehubungan dengan pinjaman
tambahan yang diperbolehkan bagi Perseroan.

Dampak dari penurunan nilai tukar Rupiah

Perubahan nilai tukar antara Rupiah dengan mata uang lain, terutama Dolar Amerika Serikat, Yen
Jepang dan Euro telah mempengaruhi dan akan terus mempengaruhi arus kas, hasil usaha dan kondisi
keuangan Perseroan. Beban usaha dan pinjaman Perseroan dalam porsi tertentu berdenominasi mata
uang asing. Mata uang Rupiah cenderung melemah terhadap Dolar Amerika Serikat dan sejumlah mata
uang asing pada tahun 2017.
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Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dapat meningkatkan beban usaha Perseroan
dalam mata uang asing maupun beban usaha yang dipatok pada mata uang asing dan akan meningkatkan
biaya dalam Rupiah untuk belanja modal dalam mata uang asing, yang terdiri dari belanja peralatan dan
mesin dan banyak dari biaya tersebut sehubungan dengan Program Fast Track dan Program 35.000
MW. Selain itu, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing meningkatkan beban keuangan
Perseroan dalam Rupiah atas utang berdenominasi mata uang asing, serta meningkatkan biaya
untuk pembayaran kembali dalam Rupiah atas utang berdenominasi mata uang asing. Pada tanggal
31 Desember 2019, sekitar 68,45% dari total utang Perseroan yang belum jatuh tempo (termasuk
penerusan pinjaman, pinjaman Pemerintah, pinjaman bank dan utang pembelian listrik) dalam mata
uang Dolar Amerika Serikat dan mata uang asing lainnya. Oleh karena itu, pelemahan Rupiah dapat
meningkatkan beban keuangan secara substansial serta meningkatkan jumlah utang dalam mata uang
Dolar Amerika Serikat yang belum jatuh tempo yang dilaporkan dalam Rupiah pada laporan keuangan
konsolidasian.

Perseroan melakukan lindung nilai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 16/21/PBI1/2014 yang
mengharuskan rasio lindung nilai sebesar 20% dari selisih negatif antara aset valuta asing dan kewajiban
valuta asing yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan kedepan selama dua periode berturut-turut.
Selain itu, Perseroan diwajibkan untuk mempertahankan rasio likuiditas (didefinisikan sebagai rasio
aset valuta asing terhadap kewajiban valuta asing yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) tahun ke
depan) sebesar 50%. Mulai tanggal 1 Januari 2016, rasio lindung nilai minimum meningkat menjadi
25% sedangkan rasio likuiditas minimum naik menjadi 70%. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan,
rasio lindung nilai dan rasio likuiditas minimum tetap sama. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar
Amerika Serikat akan mempengaruhi biaya untuk membayar utang, beban bahan bakar dan beban
usaha, kewajiban kepada IPP dan belanja modal. Sebagian besar pendapatan Perseroan diperoleh
dalam Rupiah dan Perseroan menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangan konsolidasian.

Mata uang yang digunakan dalam penyajian 2 (dua) laporan keuangan Entitas Anak Perseroan (MH
dan Majapahit Finance B.V.) tidak dalam Rupiah. Oleh karena itu, variasi dalam nilai tukar mata uang
Rupiah terhadap mata uang asing dapat berdampak material pada saat laporan keuangan Entitas
Anak tersebut ditranslasi ke dalam Rupiah dan hal tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan
konsolidasian Perseroan.

Modifikasi pada kebijakan nilai tukar mengambang saat ini juga dapat mengakibatkan suku bunga
domestik, kekurangan likuiditas, pengendalian modal atau pembatasan kapital atau pengawasan devisa
atau pemotongan dari bantuan pembiayaan tambahan oleh peminjam multinasional menjadi lebih
tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan kegiatan ekonomi mengalami perlambatan, resesi, gagal bayar
pinjaman dan kenaikan harga barang-barang impor, dimana seluruhnya dapat berdampak merugikan
terhadap hasil usaha Perseroan.

Musiman

Permintaan tenaga listrik dipengaruhi oleh faktor musiman dan pada umumnya mengalami penurunan
pada musim kemarau dari bulan April sampai dengan bulan September, sebagai contoh. Permintaan
mengalami penurunan pada hari raya tertentu seperti di akhir Ramadan. Perseroan juga mengalami
kenaikan permintaan untuk tenaga listrik dari pelanggan industri di semester kedua, dimana hal ini
merupakan siklus produksi mereka secara umum. Sebagai akibat dari pola musiman ini, penjualan dan
hasil usaha Perseroan menjadi lebih rendah dalam periode triwulanan tertentu yang dapat bervariasi
dari tahun ke tahun tergantung, antara lain, penetapan tanggal Ramadan.

Covid-19

Covid-19 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan Perseroan pada tahun 2020.
Perseroan senantiasa berupaya untuk melakukan mitigasi risiko covid-19 sembari terus berupaya agar
tetap mempertahankan pendapatan dan profitabilitas walaupun dengan ada nya diskon tarif listrik.

Kegiatan operasional PLN masih dapat beroperasi seperti biasa baik dari pembangkit, transmisi,
distribusi dan aktivitas penjualan. Kebijakan PSBB pada beberapa daerah di Indonesia yang bertujuan
untuk memutus rantai COVID-19 menyebabkan adanya kebijakan kegiatan bekerja di rumah atau work
from home (WFH) yang diberlakukan mulai pada bulan Maret 2020. Kegiatan tersebut berpengaruh
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pada penggunaan listrik dengan tariff industri dan bisnis terutama pada sektor pusat perbelanjaan, hotel,
dan lainnya. Hal tersebut berpengaruh pada pendapatan PLN bulan Maret 2020 dimana pendapatan
Perseroan turun sebesar 0,5% dibandingkan dengan bulan Maret 2019.

Sesuai dengan arahan Menteri BUMN, PLN mengambil langkah untuk menurunkan capex (capital
expenditure) pada saat ini dan yang akan datang. Alasan utama hal tersebut dilakukan karena
pertumbuhan ekonomi yang melambat sehingga terdapat kemungkinan akan berpengaruh terhadap
penurunan pendapatan usaha Perseroan. Namun, hal tersebut masih dalam proses diskusi dengan
pemegang saham untuk mendapatkan asumsi yang akurat di tahun 2020 ini.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan

4. ANALISIS KEUANGAN

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keteranaan 31 Maret 31 Desember
9 2020 2019 2019 2018

PENDAPATAN USAHA
Penjualan tenaga listrik 70.247.095 66.848.035 276.061.925 263.477.551
Penyambungan pelanggan 1.830.657 1.607.600 6.934.597 7.309.172
Lain-lain 622.619 463.328 2.644.067 2.111.019
Jumlah Pendapatan Usaha 72.700.371 68.918.963 285.640.589 272.897.742
BEBAN USAHA
Bahan bakar dan pelumas 30.720.508 32.957.348 136.084.482 137.266.678
Pembelian tenaga listrik 25.831.735 19.951.844  83.563.991  84.267.611
Sewa 1.001.061 935.029 3.617.376 4.272.082
Pemeliharaan 4.356.876  4.220.437 22.328.178  20.737.601
Kepegawaian 5.607.716 5.616.236  25.908.771  22.950.087
Penyusutan aset tetap 8.801.236 8.198.059  35.318.071  30.744.712
Penyusutan aset hak-guna 698.686
Lain-lain 1.772.961 1.756.363 8.620.069 7.950.118
Jumlah beban usaha 78.790.779 73.635.316 315.440.938 308.188.889
RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI (6.090.408) (4.716.353) (29.800.349) (35.291.147)
Subsidi listrik Pemerintah 12.899.839 11.527.703  51.711.774  48.101.754
Pendapatan kompensasi - 2.112.604  22.253.517 23.173.464
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI 6.809.431 8.923.954  44.164.942  35.984.071
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih (1.739.842) (137.395) (3.667.666) 15.663.363
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih (51.974.821) 4.006.986 9.486.326 (10.926.741)
Penghasilan keuangan 333.141 184.594 755.103 804.321
Beban keuangan (7.354.564) (6.726.882) (24.619.495) (21.624.176)
LABA SEBELUM PAJAK (53.926.655) 6.251.257  26.119.210  19.900.838
BEBAN PAJAK 15.045.749 (2.093.412) (21.797.080) (8.325.082)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN (38.880.906) 4.157.845 4.322.130 11.575.756
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(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Maret 31 Desember
9 2020 2019 2019 2018

Penghasilan komprehensif lain
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

Baglan.pe.nghasnan (beban) komprehensif lain dari entitas 13.757 16.145 (286.917) 255.493

asosiasi dan ventura bersama

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

Perubahan surplus revaluasi aset tetap (79.713) - (1.183.109) 48.336.627

Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 6.140.725 (964.013)  (3.775.959) 4.319.690

Manfaat (beban) pajak terkait (1.350.960) 241.003 950.394  (5.524.764)

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak 4.723.809 (706.865) (4.295.591)  47.387.046

JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN

PERIODE/TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK (34.157.097) 3.450.980 26.539  58.962.802
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk (38.876.560) 4.142.894 4.270.922  11.568.286
Kepentingan non-pengendali (4.346) 14.951 51.208 7.470
Jumlah (38.880.906) 4.157.845 4.322.130 11.575.756
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan
diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk (34.152.751) 3.436.029 (24.669)  58.955.332
Kepentingan non-pengendali (4.346) 14.951 51.208 7.470
Jumlah (34.157.097) 3.450.980 26.539  58.962.802
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh) (337.526) 37.722 37.516 105.332

Pendapatan Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 adalah sebesar Rp285.640.589 juta, meningkat sebesar Rp12.742.847 juta atau sekitar 4,67%
dibandingkan dengan pendapatan usaha sebesar Rp272.897.742 juta untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan pendapatan usaha tersebut terutama disebabkan oleh
meningkatnya penjualan tenaga listrik seiring meningkatnya jumlah pelanggan sebesar 5,3% menjadi
75,7 Juta Pelanggan untuk tahun 2019 dari 71,9 Juta Pelanggan di tahun 2018 dengan daya jual naik
4,6% menjadi 245,518 GWh di tahun 2019 dari 234,618 GWh di tahun 2018.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2019

Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2020 adalah sebesar Rp72.700.371 juta, meningkat sebesar Rp3.781.408 juta atau sekitar 5,49%
dibandingkan dengan pendapatan usaha sebesar Rp68,918,963 juta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2019. Pertumbuhan penjualan ini berasal dari kenaikan volume penjualan menjadi
sebesar 61,785 GWh atau naik 4,62% dibanding dengan periode yang sama tahun lalu sebesar
59,059 GWh. Peningkatan konsumsi kWh ini juga didukung dari adanya kenaikan jumlah pelanggan
dimana sampai dengan akhir Maret 2020 telah mencapai 76,52 juta atau bertambah sebanyak 3,75 juta
pelanggan dari akhir Maret 2019 sebesar 72,77 juta pelanggan.
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Beban Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018

Beban usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
adalah sebesar Rp315.440.938 juta, meningkat sebesar Rp7.252.049 juta atau 2,35% dibandingkan
dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar
Rp308.188.889 juta. Peningkatan beban usaha tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya
beban penyusutan dan kepegawaian, beban Penyusutan meningkat Rp4,573 Milyar dari Rp.30,745
Miliar di 2018 menjadi Rp.35,318 Miliar di 2019 terutama karena penambahan Aset Tetap di 2019.
Beban kepegawaian meningkat Rp2,959 Miliar atau 12,9% dari Rp22,950 di 2018 menjadi Rp25,909 di
tahun 2019 karena adanya peningkatan remunerasi, bonus, pembayaran insentif, tunjangan, pelatihan
dan pendidikan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2019

Beban usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah
sebesar Rp 78.790.779 juta, meningkat sebesar Rp5.155.463 juta atau 7,00% dibandingkan dengan
beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu sebesar Rp73.635.316
juta. Utamanya dari peningkatan biaya pembelian tenaga listrik seiring dengan bertambahnya kontrak-
kontrak baru IPP bila dibandingkan dengan Maret 2019 dan kenaikan produksi IPP sebesar 22,24%
dari 20,049 GWh di Maret 2019 menjadi 24,508 GWh di Maret 2020. Selain itu, melemahnya nilai tukar
Rupiah terhadap mata uang asing turut membuat nilai pembelian tenaga listrik ikut meningkat. Mulai
1 Januari 2020, Perseroan dan entitas anak menerapkan PSAK 73: Sewa, sehingga pada Laporan
Keuangan Maret 2020 Perseroan mengakui adanya penyusutan aset sewa sebesar Rp699 milyar.

Subsidi listrik Pemerintah

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018

Subsidi listrik Pemerintah Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp51.711.774 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.610.020 juta
atau sekitar 7,50% dibandingkan dengan subsidi listrik Pemerintah untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp48.101.754 juta. Peningkatan subsidi listrik Pemerintah
tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya pokok produksi listrik sepanjang tahun 2019
dan pengalihan golongan R1/900 VA-RTM yang pada 2018 masuk dalam pelanggan yang masuk dalam
pelanggan yang mendaptkan kompensasi, namun di tahun 2019 mejadi pelanggan subsidi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2019

Subsidi listrik Pemerintah Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2020 adalah sebesar Rp12.899.839 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.372.136 juta atau sekitar
11,90% dibandingkan dengan subsidi listrik Pemerintah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Maret 2019, yaitu sebesar Rp11.527.703 juta. Peningkatan subsidi listrik Pemerintah tersebut terutama
disebabkan oleh meningkatnya biaya pokok produksi listrik sampai dengan Maret 2020.

Pendapatan Kompensasi

Piutang kompensasi merupakan piutang atas kompensasi dari Pemerintah atas penggantian Biaya
Pokok Penyediaan (“BPP”) tenaga listrik beberapa golongan pelanggan yang tarif penjualan tenaga
listriknya lebih rendah dibandingkan BPP, dan belum diperhitungkan dalam subsidi yang diakui sebagai
pendapatan atas dasar akrual.
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan kompensasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp22.253.517 juta, mengalami penurunan sebesar Rp919.947 juta atau
sekitar 3,97% dibandingkan dengan pendapatan kompensasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp23.173.464 juta. Penurunan pendapatan kompensasi tersebut
terutama disebabkan oleh Perubahan pemberian kompensasi dan subsidi golongan R1/900 VA-RTM di
tahun 2019 diberi kompensasi, sedangkan di 2019 golongan tersebut dialihkan dan diberikan subsidi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2019

Pendapatan kompensasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Maret 2020 adalah sebesar Rp 0, mengalami penurunan sebesar Rp2.112.604 juta atau sekitar 100%
dibandingkan dengan pendapatan kompensasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019,
yaitu sebesar Rp2.112.604 juta. Penurunan pendapatan kompensasi tersebut terutama disebabkan
oleh karena untuk periode Maret 2020, seusai dengan arahan manajemen, Perseroan tidak mengakui
Pendapatan Kompensasi.

Laba Usaha Setelah Subsidi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018

Laba usaha setelah subsidi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp44.164.942 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp8.180.871 juta
atau sekitar 22,73% dibandingkan dengan laba usaha setelah subsidi untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp35.984.071 juta. Peningkatan laba usaha setelah subsidi
tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan subsidi yang diterima dan peningkatan penjualan
tenaga listrik di tahun 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2019

Laba usaha setelah subsidi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Maret 2020 adalah sebesar Rp6.809.431juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.114.523 juta atau
sekitar 23,69% dibandingkan dengan laba usaha setelah subsidi untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2019, yaitu sebesar Rp8.923.954 juta. Penurunan laba usaha setelah subsidi tersebut
terutama disebabkan oleh dikarenakan tidak diterimanya kompensasi sampai dengan 31 Maret 2020..

Penghasilan (Beban) Lain-lain — Bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018

Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan beban lain-lain — bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.667.666 juta, mengalami penurunan sebesar Rp19.331.029
juta atau sekitar 123,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
yang mencatatatkan penghasilan lain-lain — bersih sebesar Rp15.663.363 juta. Penurunan penghasilan
lain-lain — bersih tersebut terutama disebabkan oleh adanya aturan dari kementerian ESDM tentang
Pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit sehingga perseroan menyesuaikan biaya dibayar dimuka
pembelian gasnya. Selainitu, pada tahun 2018, Perseroan juga menerima Rp7.456 miliar dari Pemerintah
sebagai pembayaran pendapatan kompensasi untuk 2017 yang dicatat sebagai pendapatan lain-lain
pada tahun 2018 dan tidak ada transaksi seperti ini di tahun 2019.
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2019

Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan beban lain-lain — bersih untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp1.739.842 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.602.447
juta atau sekitar 1166.31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019
yang mencatatatkan beban penghasilan lain-lain — bersih sebesar Rp137.395 juta. Kenaikan beban
penghasilan lain-lain — bersih tersebut adanya penyesuaian ekuitas dalam laba bersih Perseroan
asosiasi dan ventura bersama.

Keuntungan (Kerugian) Kurs Mata Uang Asing — Bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018

Keuntungan kurs mata uang asing — bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.486.326 juta, mengalami peningkatan sebesar
Rp20.413.067 juta atau sekitar 186,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2018 yang mencatatkan kerugian kurs mata uang asing — bersih, yaitu sebesar Rp10.926.741
juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh menguatnya nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing di akhir tahun 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2019

Kerugian kurs mata uang asing — bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp51.974.821 juta, mengalami penurunan sebesar Rp55.981.807
juta atau sekitar 1397.11% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yang
mencatatkan keuntungan kurs mata uang asing — bersih, yaitu sebesar Rp4.006.986 juta. Penurunan
tersebut terutama disebabkan oleh Kurs Tengah Bl pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp16.367/
USD dibandingkan Kurs Tengah Bl pada 31 Maret 2019 Rp14.244/USD yang mengakibatkan realisasi
Kerugian Selisih Kurs pada Triwulan | tahun 2020 menjadi sangat tinggi.

Penghasilan Keuangan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018

Penghasilan keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp755.103 juta, mengalami penurunan sebesar Rp49.218 juta atau
sekitar 6,12% dibandingkan dengan penghasilan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2018, yaitu sebesar Rp804.321 juta. Penurunan penghasilan keuangan tersebut terutama
disebabkan oleh saldo investasi jangka pendek yang lebih rendah dikombinasikan dengan suku bunga
deposito yang lebih rendah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2019

Penghasilan keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2020 adalah sebesar Rp333.141juta, mengalami kenaikan sebesar Rp148.547 juta atau sekitar 80,47%
dibandingkan dengan penghasilan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019,
yaitu sebesar Rp184.594 juta. Kenaikan penghasilan keuangan tersebut terutama disebabkan oleh
naiknya saldo kas dan meningkatnya penempatan rekening bank dan deposito berjangka Maret 2020
dibandingkan Maret 2019..
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Beban Keuangan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018

Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 adalah sebesar Rp24.619.495 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.995.319 juta atau
sekitar 13,85% dibandingkan dengan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2018, yaitu sebesar Rp21.624.176 juta. Peningkatan beban keuangan tersebut terutama
disebabkan oleh seiring dengan peningkatan pinjaman pemerintah, pinjaman bank dan hutang obligasi
yang dimiliki oleh perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2019

Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020
adalah sebesar Rp7.354.564 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp627.682 juta atau sekitar 9.33%
dibandingkan dengan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu
sebesar Rp6.726.882 juta. Peningkatan beban keuangan tersebut terutama disebabkan oleh adanya
kenaikan jumlah pinjaman berbunga jangka panjang (interest bearing debt) antara lain: hutang bank,
obligasi dan penerusan pinjaman..

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018

Laba sebelum pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 adalah sebesar Rp26.119.210 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp6.218.372 juta atau
sekitar 31,25% dibandingkan dengan laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2018 yang sebesar Rp19.900.838 juta. Peningkatan laba sebelum pajak tersebut terutama
disebabkan oleh meningkatnya keuntungan kurs mata uang asing karena menguatnya nilai tukar rupiah
seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2019

Rugi sebelum pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020
adalah sebesar Rp53.926.655 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp60.177.912 juta atau sekitar
962,65% dibandingkan dengan laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2019 yang sebesar Rp6.251.257 juta. Peningkatan rugi sebelum pajak tersebut terutama disebabkan
oleh tingginya kerugian selisih kurs pada periode triwulan 1 tahun 2020 akibta terdepresiasinya nilai
tukar Rupiah terhadap valuta asing khususnya USD.

Beban Pajak

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018

Beban pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
adalah sebesar Rp21.797.080 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp13.471.998 juta atau sekitar
161,82% dibandingkan dengan beban pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
yang sebesarRp8.325.082juta. Peningkatan beban pajak tersebutterutama disebabkan oleh peningkatan
pendapatan perseroaan sebesar 12,7T atau 4,7% bila dibandingkan dengan tahun 2018, sedangkan
biaya naik hanya sebesar Rp. 7,2T atau 2,4%. Sebagai konsekuensi dari peningkatan konsumsi
listrik oleh pelanggan yang masih disubisidi pemerintah, pendapatan subsidi dan kompensasipun naik
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Rp. 2,6T atau 3,8% bila dibandingkan dengan tahun 2018. Kombinasi dari kenaikan pendapatan dan
peningkatan beban mengakibatkan laba setelah subsidi mengalami peningkatan sebesar Rp 8,2T atau
22,7 % bila dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan pajak perseroan tidak hanya diakibatkan
oleh peningkatan laba operasi akan tetapi manajemen juga melakukan asessment terhadap aset
pajak tangguhan sebagaimana diatur dalam PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Dari hasil
asessment yang dilakukan majemen memandang bahwa sebagai akibat dari kondisi pandemi covid 19
yang mengakibatkan pelemahan nilai tukar rupiah akan mengakibatkan kenaikan biaya operasional
Perseroan pada masa mendatang, sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak memungkinkan
untuk memanfaatkan rugi fiskal masa lalu sehingga perseroan mengakui beban pajak Penghasilan
tangguhan Rp. 21,01T dan pajak kini Rp.0,78T.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2019

Beban pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah
sebesar Rp 15.045.749 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp17.139.161 juta atau sekitar 818,72%
dibandingkan dengan beban pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yang sebesar
Rp2.093.412 juta. Peningkatan beban pajak tersebut terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian
tarif pajak menjadi 22% sehingga menyebabkan penurunan saldo Liabilitas Pajak Tangguhan, di
samping adanya rugi fiskal pada periode triwulan 1 tahun 2020 ini yang dapat dimanfaatkan sebagai
Tax benefit selama 5 tahun kedepan yang dimulai pada periode tahun berjalan.

Laba (Rugi) Periode Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018

Laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 adalah sebesar Rp4.322.130 juta, mengalami penurunan sebesar Rp7.253.626 juta atau sekitar
62,66% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018 yang sebesar Rp11.575.756 juta. Penurunan laba tahun berjalan tersebut terutama disebabkan
oleh meningkatnya beban pajak yg diakui selama tahun 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2019

Rugi tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2020 adalah sebesar Rp38.880.906 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp43.038.751 juta atau sekitar
1.035,12% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2019 yang sebesar Rp4.157.845juta. Kenaikan rugi tahun berjalan tersebut terutama disebabkan oleh
adanya kerugian selisih kurs dan belum diakuinya pendapatan kompensasi pada periode triwulan 1
tahun 2020.

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018

Perseroan dan Entitas Anak mengalami kerugian komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp26.539 juta, mengalami penurunan sebesar
Rp58.936.263 juta atau sekitar 99,95% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif tahun berjalan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp58.962.802 juta. Penurunan
penghasilan komprehensif tahun berjalan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya laba bersih
tahun berjalan dan menurunnya perubahan surplus revaluasi asset tetap.
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Maret 2019

Perseroan dan Entitas Anak mengalami kerugian komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp34.157.097 juta, mengalami penurunan sebesar
Rp37.608.077 juta atau sekitar 1.089,78% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif tahun
berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp3.450.980 juta.
Penurunan penghasilan komprehensif tahun berjalan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya
kemampulabaan Perseroan yaitu adanya rugi bersih untuk periode triwulan 1 tahun berjalan sebesar

Rp38,88 Triliun.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

31 Maret

31 Desember

2020*

2019

2018

ASET

ASET TIDAK LANCAR

Aset Tetap

Aset hak-guna

Properti Investasi

Investasi pada entitas asosiasi
Investasi pada ventura bersama
Aset pajak tangguhan

Piutang pihak berelasi
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya
Piutang lain-lain

Aset tidak lancar lain

1.386.149.060
32.530.425
5.290.410
2.810.045
6.519.902
680.274
1.123.214
9.630.140
853.064
7.817.890

1.400.685.118

1.336.478.233

5.283.708 5.125.448
3.868.060 3.002.665
6.432.705 5.723.674
2.215.963 7.578.386

951.643 1.031.237
5.980.703 5.688.712

824.545 961.377
7.445.895 13.482.762

Jumlah Aset Tidak Lancar

1.453.404.424

1.433.688.340

1.379.072.494

ASET LANCAR

Kas dan setara kas 26.315.986 46.598.783 33.294.560
Investasi jangka pendek 338.902 334.153 1.216.886
Piutang usaha

Pihak berelasi 855.272 819.836 593.646

Pihak ketiga 21.918.628 24.310.702 23.209.017
Piutang subsidi listrik 5.213.660 - -
Piutang kompensasi - - 23.173.464
Piutang lain-lain 47.879.755 47.451.084 9.507.768
Persediaan - bersih 13.509.646 12.934.233 15.506.567
Pajak dibayar dimuka 18.139.616 17.634.137 5.894.120
Biaya dibayar dimuka dan uang muka 1.885.680 1.206.785 1.007.572
Piutang pihak berelasi 5.043 4.719 5.954
Aset lancar lainnya 20.287 72.241 5.697
Jumlah Aset Lancar 136.082.475 151.366.673 113.415.251

JUMLAH ASET

1.589.486.899

1.585.055.013

1.492.487.745

LIABILITAS DAN EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal saham - nilai nominal Rp 1 per saham
Modal dasar — masing-masing 439.000.000 saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh - masing-masing 115.181.002
saham dan 109.826.526 saham per 31 Desember 2019 dan 2018

Tambahan modal disetor
Penyertaan modal negara dalam proses penerbitan saham
Saldo laba
Ditentukan penggunaannya
Tidak ditentukan penggunaannya
Penghasilan komprehensif lain
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115.181.002

9.919.958
10.528.230

60.334.896
31.585.811
666.233.761

115.181.002  109.826.526
9.919.958 20.179.333
10.528.230 -
60.334.896 52.766.610
70.997.731 78.251.316
661.509.952  665.849.322
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=

Keterangan 31 Maret 31 Desember
2020* 2019 2018
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk 893.783.658 928.471.769 926.873.107
Kepentingan non-pengendali 904.298 908.644 540.750
Jumlah Ekuitas 894.687.956 929.380.413 927.413.857
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas pajak tangguhan 12.741.980 28.121.540 13.420.136
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu
tahun
Penerusan pinjaman 40.302.310 35.251.741 36.105.279
bat:tkang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non- 4.371.333 4.359 569 5.343 629
Utang sewa 19.181.302 11.569.377 14.468.336
Utang bank 199.767.728 184.023.820 152.965.997
Utang obligasi dan sukuk ijarah 205.110.678 174.292.298 131.681.821
Utang listrik swasta 7.450.753 6.431.448 7.115.916
Utang KIK - EBA 1.187.594 1.354.642 2.221.167
Utang pihak berelasi 92 92 1.000
Liabilitas imbalan kerja 46.752.956 50.838.258 43.760.226
Utang lain-lain 140.118 133.662 94.427
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 537.006.844 496.376.447 407.177.934
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha
Pihak berelasi 11.275.038 11.814.735 9.044.530
Pihak ketiga 36.683.563 40.188.048 39.563.144
Utang pajak 1.795.602 2.383.288 2.560.128
Biaya yang masih harus dibayar 19.104.403 16.754.640 14.809.018
Uang jaminan langganan 14.423.941 14.235.879 13.465.735
Utang biaya proyek 112.995 150.664 315.828
Pendapatan ditangguhkan 1.016.299 1.049.231 929.947
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun
Penerusan pinjaman 3.599.933 2.725.805 2.530.273
baLr:'ltkang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non 1.851.580 1.998.476 1.860.649
Utang sewa pembiayaan 3.689.209 2.540.107 2.624.629
Utang bank 29.502.243 21.693.338 28.145.737
Utang obligasi dan sukuk ijarah 303.000 6.946.478 2.120.612
Utang listrik swasta 476.723 399.458 394.403
Utang KIK - EBA 618.904 586.620 686.819
Liabilitas imbalan kerja 3.798.885 5.232.467 5.873.558
Utang lain-lain 29.539.781 30.598.919 32.970.944
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 157.792.099 159.298.153 157.895.954
Jumlah Liabilitas 694.798.943 655.674.600 565.073.888

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

1.589.486.899

1.585.055.013  1.492.487.745

*tidak diaudit

Total Aset

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp1.585.055.013 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp92.567.268 juta atau sekitar 6,20%
dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp1.492.487.745
juta. Peningkatan jumlah aset tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset tidak lancar

sebesar Rp54.615.846 juta.
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Tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp1.589.486.899
juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.431.886 juta atau sekitar 0,28% dibandingkan dengan jumlah
aset pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp1.585.055.013 juta. Peningkatan jumlah aset
tersebut terutama disebabkan oleh terdapat peningkatan pada saldo Aset Tetap dan PDP, serta dampak
dari penerapan PSAK 73 Sewa yaitu adanya akun baru Aset Hak Guna pada periode berjalan sebesar
Rp32,53 Triliun.

Aset Tidak Lancar
Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah
sebesar Rp1.433.688.340 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp54.615.846 juta atau sekitar
3,96% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar
Rp1.379.072.494 juta. Peningkatan aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya
jumlah Aset Tetap yang dimiliki perusahaan.

Tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar
Rp1.453.404.424 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp19.716.084 juta atau sekitar 1,38%
dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar
Rp1.433.688.340 juta. Peningkatan aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya
jumlah Aset Tetap yang dimiliki perusahaan.

Aset Lancar
Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp151.366.673 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp37.951.422 juta atau sekitar 33,46%
dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp113.415.251
juta. Peningkatan aset lancar tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pitang lain-lain dari
Rp9.507.768 juta menjadi Rp47.451.084 juta terutama peningkatan pada piutang pemerintah dari
Rp7.456.452 juta menjadi Rp45.426.981 juta.

Tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar
Rp136.082.475juta, mengalamipenurunan sebesarRp15.284.198 juta atau sekitar 10,10% dibandingkan
dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp151.366.673 juta. Hal
tersebut dikarenakan penurunan signifikan pada kas dan setara kas dari Rp46.598.783 juta menjadi
Rp26.315.986 juta .

Total Ekuitas
Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp929.380.413 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.966.556 juta atau sekitar 0,21% dibandingkan
dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp927.413.857 juta. Penurunan
tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan Penyertaan Modal Negara (dalam proses
penerbitan saham) Rp10,53 Triliun. Di sisi lain, Perseroanmelakukan setoran dividen tunai kepada
Negara Rp4 Triliun di 2019.
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Tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp894.687.956
juta, mengalami penurunan sebesar Rp34.692.457 juta atau sekitar 3,73% dibandingkan dengan
jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp929.380.413 juta. Penurunan tersebut
terutama disebabkan oleh Perseroan mengalami kerugian bersih pada periode triwulan 1 tahun 2020
sehingga menyebabkan penurunan Saldo Laba pada Ekuitas.

Total Liabilitas
Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp655.674.600 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp90.600.712 juta atau sekitar 16,03%
dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp565.073.888
juta. Peningkatan liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah liabilitas jangka
panjang tahun berjalan sebesar Rp89.198.513 juta.

Tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp694.798.943
juta, mengalami peningkatan sebesar Rp39.124.343 juta atau sekitar 5,97% dibandingkan dengan
jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp655.674.600 juta. Peningkatan
liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada nilai liabilitas jangka panjang khususnya
hutang bank dan penerbitan obligasi untuk pembiayaan investasi perusahaan, dan dampak pelemahan
kurs rupiah terhadap USD pada periode Maret 2020 yang mengakibatkan naiknya saldo liabilitas dalam
mata uang asing saat dikonversi ke mata uang rupiah.

Liabilitas Jangka Panjang

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah
sebesar Rp496.376.447 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp89.198.513 juta atau sekitar 21,91%
dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar
Rp407.177.934 juta. Peningkatan liabilitas jangka panjang tersebut terutama disebabkan oleh karena
PLN lebih banyak menggunakan fasilitas kredit hutang bank dan penjualan obligasi untuk pembiayaan
investasi.

Tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2020 adalah
sebesar Rp 537.006.844 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp40.630.397 juta atau sekitar 8,19%
dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar
Rp496.376.447juta. Peningkatan liabilitas jangka panjang tersebut terutama disebabkan oleh PLN lebih
banyak menggunakan fasilitas kredit hutang bank dan penjualan obligasi untuk pembiayaan investasi,
dan dampak pelemahan kurs rupiah terhadap USD pada periode Maret 2020.

Liabilitas Jangka Pendek

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah
sebesar Rp159.298.153 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.402.199 juta atau sekitar 0,89%
dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar
Rp157.895.954 juta. Peningkatan liabilitas jangka pendek tersebut terutama disebabkan oleh biaya
operasional PLN (pembelian listrik) yang berpengaruh pada hutang usaha PLN dan meningkatnya
jumlah pinjaman yang telah jatuh tempo.
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Tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2020 adalah
sebesar Rp 157.792.099 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.506.054 juta atau sekitar 0,95%
dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar
Rp159.298.153 juta. Penurunan liabilitas jangka pendek tersebut terutama disebabkan oleh PLN lebih
banyak menggunakan fasilitas kredit hutang bank dan penjualan obligasi untuk pembiayaan investasi,
dan dampak pelemahan kurs rupiah terhadap USD pada periode Maret 2020.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan 2019 2018
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 39.682.505 35.042.025
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (100.981.652) (100.155.597)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan 75.002.591 55.638.471

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
dan 2018 masing-masing sebesar Rp39.682.505 juta dan Rp35.042.025 juta.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 adalah sebesar Rp39.682.505 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.640.480 juta atau
sekitar 13,24% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp35.042.025 juta. Arus kas bersih diperoleh
dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari penerimaan
kas dari pelanggan sebesar Rp287.895.794 juta, penerimaan subsidi listrik sebesar Rp51.288.854
juta, penerimaan bunga sebesar Rp755.105 juta dan penerimaan restitusi pajak penghasilan sebesar
Rp279.394 juta. Perolehan kas juga diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar
Rp248.764.095 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp23.989.254 juta, pembayaran
utang kepada pemerintah sebesar Rp816.849 juta, pembayaran bunga sebesar Rp23.419.701 juta,
dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp3.546.743 juta.

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp100.981.652 juta dan Rp100.155.597 juta.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp100.981.652 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp826.055 juta
atau 0,82% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp100.155.597 juta. Arus kas bersih digunakan
untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari akuisisi
entitas anak sebesar Rp332.462 juta, perolehan aset tetap sebesar Rp100.431.833 juta, perolehan
investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp1.118.251 juta dan penempatan
rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya sebesar Rp436.079 juta. Penggunaan
kas juga diimbangi dengan hasil penjualan aset tidak digunakan dalam operasi sebesar Rp185.527
juta, perolehan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp224.314 juta, pembayaran
kembali atas pinjaman kepada pihak berelasi — bersih sebesar Rp47.596 dan penarikan investasi jangka
pendek sebesar Rp879.536 juta.
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Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp75.002.591 juta dan Rp55.638.471 juta.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp75.002.591 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp19.364.120
juta atau sekitar 34,80% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp55.638.471 juta. Arus kas bersih
diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri
dari perolehan penyertaan modal Pemerintah dalam proses penerbitan saham sebesar Rp6.500.000
juta, perolehan utang bank — jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp24.736.661 juta, perolehan utang
bank — jangka panjang sebesar Rp52.410.478 juta, dan perolehan utang obligasi sebesar Rp54.597.702
juta. Perolehan kas juga diimbangi dengan pembayaran dividen sebesar Rp4.000.000 juta, pembayaran
dividen kepada kepentingan non-pengendali sebesar Rp2.738 juta, pembayaran penerusan pinjaman
sebesar Rp2.566.661 juta, pembayaran utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah
non-bank sebesar Rp1.043.793 juta, pembayaran utang bank — jatuh tempo dalam satu tahun sebesar
Rp33.745.952 juta, pembayaran utang bank — jangka panjang sebesar Rp15.617.536 juta, pembayaran
utang obligasi sebesar Rp2.279.812 juta, pembayaran utang KIK-EBA sebesar Rp966.724 juta,
pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar Rp2.624.629 juta, dan pembayaran utang listrik swasta
sebesar Rp394.405 juta.

KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN SEGMEN OPERASI PERSEROAN

Perseroan dan Entitas Anak membagi segmen operasi berdasarkan wilayah geografis yang terdiri atas
Sumatera, Jawa-Bali & Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua. Operasi Geografis
tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Perseroan dan entitas anak.

Profitabilitas

Profitabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada segmen operasi dan presentase peningkatan/penurunan
dari tahun sebelumnya pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Keterangan 2019 2018
Rp % Rp %
Sumatera 29.337.252 17,06% 25.062.219 (9,21%)
Jawa-Bali & Nusa Tenggara 241.099.027 3,21% 233.606.498 7,08%
Kalimantan 7.268.463 (5,93%) 7.726.914 83,25%
Sulawesi 6.706.592 23,62% 5.425.117 29,44%
Maluku & Papua 1.229.255 14,14% 1.076.994 (4,15%)
Total 285.640.589 4,67% 272.897.742 6,89%

Pendapatan usaha secara total mengalami kenaikan sebesar 4,67% pada tahun 2019 dibandingkan
tahun sebelumnya. Kenaikan hamper terjadi di seluruh segmen operasi, yaitu Sumatera naik sebesar
17,06%, Jawa-Bali & Nusa Tenggara naik sebesar 3.21%, Sulawesi naik sebesar 23,63%, dan Maluku
Papua naik sebesar 14,14% di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara untuk
segmen operasi Kalimantan pada tahun 2019 mengalami penurunan pendapatan usaha dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.

Penurunan pendapatan usaha disegmen operasidi Kalimantan disebabkan jumlah rupiah penyambungan
pelanggan di tahun 2019 lebih kecil dibandingkan tahun 2018.
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Produksi dan peningkatan/penurunan kapasitas produksi

Produksi Perseroan dan Entitas Anak pada segmen operasi serta presentase kenaikan/penurunan
pada segmen operasi pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam GWh)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Keterangan 2019 2018

GWh % GWh %
Sumatera 45.597 16% 43.309 16%
Jawa-Bali & Nusa Tenggara 12.461 4% 11.386 4%
Kalimantan 205.564 74% 198.087 74%
Sulawesi 12.314 4% 11.419 4%
Maluku & Papua 3.005 1% 2.884 1%
Total 278.941 100% 267.085 100%

Sebagai hasil dari pembangunan di Indonesia dan untuk memenuhi peningkatan permintaan atas
energi listrik hasil dari pembangunan, produksi Perseroan di seluruh segmen operasi meningkat dengan
total kenaikan sebesar 4,4% pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan
produksi ini terutama disebabkan pertumbuhan pelanggan di masing-masing segmen operasi, serta
disebabkan meningkatnya permintaan di pelanggan existing.

Pada regional Sumatera mengalami peningkatan signifikan pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas
Bumi yaitu sebesar 93,64% dengan peningkatan kapasitas dari 550 MW menjadi 1.065 MW. Untuk
regional Kalimantan mengalami peningkatan signifikan pada Pembangkit Listrik tenaga Air yaitu sebesar
64,52% dengan peningkatan kapasitas dari 124 MW menjadi 204 MW. Regional Sulawesi mengalami
peningkatan signifikan pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya yaitu sebesar 400% dengan peningkatan
kapasitas dari 4 MW menjadi 20 MW. Regional Jawa Bali Nusra mengalami peningkatan signifikan
pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya yaitu sebesar 260% dengan peningkatan kapasitas dari 10 MW
menjadi 36 MW. Regional Maluku Papua mengalami peningkatan signifikan pada Pembangkit Listrik
Tenaga Gas/Gas Uap yaitu sebesar 56,76% dengan peningkatan kapasitas dari 222 MW menjadi 348
MW.

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak pada segmen operasi dan persentase peningkatan/
penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Keterangan 2019 2018
Rp % Rp %
Sumatera 29.337.252 17,06 25.062.219 -9,21
Jawa-Bali & Nusa Tenggara 241.099.027 3,21 233.606.498 7,08
Kalimantan 7.268.463 -5,93 7.726.914 83,25
Sulawesi 6.706.592 23,62 5.425.117 29,44
Maluku & Papua 1.229.255 14,14 1.076.994 -4,15
Total 285.640.589 4,67 272.897.742 6,89

Pendapatan usaha secara total mengalami kenaikan sebesar 4,67% pada tahun 2019 dibandingkan
tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi hampir diseluruh segmen operasi, yaitu Sumatera naik sebesar
17,06%, Jawa-Bali & Nusa Tenggara naik sebesar 3,21%, Sulawesi naik sebesar 23,62%, dan Maluku &
Papua naik sebesar 14,14% di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara untuk
segmen operasi Kalimantan pada tahun 2019 mengalami penurunan pendapatan usaha dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.

Penurunan pendapatan usaha di segmen operasi di Kalimantan disebabkan oleh jumlah rupiah
penyambungan pelanggan ditahun 2019 lebih kecil dibandingkan tahun 2018.
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Kontribusi Terhadap Penjualan atau pendapatan dan laba usaha emiten

Kontribusi terhadap pendapatan di masing-masing segmen operasi terhadap Perseroan dan Entitas
Anak dalam persentase adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Keterangan 2019 2018

Rp % Rp %
Sumatera 29.337.252 10,27 25.062.219 9,18
Jawa-Bali & Nusa Tenggara 241.099.027 84,41 233.606.498 85,60
Kalimantan 7.268.463 2,54 7.726.914 2,83
Sulawesi 6.706.592 2,35 5.425.117 1,99
Maluku & Papua 1.229.255 0,43 1.076.994 0,39
Total 285.640.589 100 272.897.742 100

Kontribusi terhadap laba usaha emiten per segmen operasi terhadap Perseroan dan Entitas Anak dalam
prosentase rinciannya adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Keterangan 2019 2018
Rp % Rp %

Sumatera (7.703.799) 35,15 (15.008.395) 29,77
Jawa-Bali & Nusa Tenggara (3.758.437) 17,15 (26.978.705) 53,51
Kalimantan (4.302.413) 19,63 (1.953.277) 3,87
Sulawesi (3.293.859) 15,03 (3.605.740) 7,15
Maluku & Papua (2.856.839) 13,04 (2.875.809) 5,70
Hasil Segmen (21.915.347) 100,00 (50.421.926) 100,00
Penc_japatan tidak dapat dialokasikan - (7.885.002) 15.130.779
bersih
E:Srzggre:snan lain-lain tidak dapat dialo- 55.919.559 55.191.985
Manfaat (Beban) pajak (21.797.080) (8.325.082)
Laba Tahun Berjalan 4.322.130 11.575.756

Dari kedua tabel di atas, kontribusi pendapatan usaha dan kontribusi laba pada masing-masing segmen
operasi terhadap pendapatan usaha dan laba Perseroan dan Entitas Anak menunjukkan bahwa
kontribusi pendapatan yang paling besar adalah di segmen operasi Jawa-Bali yang mencapai 85% di
tahun 2018 dan 84% di tahun 2019.

RASIO KEUANGAN

Berikut tabel yang menunjukan rasio keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

31 Desember

Keterangan 2019 2018
Likuiditas 0,95x 0,72x
Solvabilitas 0,41x 0,38x
EBITDA/Beban keuangan 3,32 3,50
Imbal hasil ekuitas 0,47% 1,25%
Imbal hasil aset 0,27% 0,78%

Likuiditas
Likuiditas menunjukan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi liabilitas jangka

pendek, yaitu rasio lancar, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan
jumlah liabilitas jangka pendek.
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Peningkatan rasio likuiditas Perseroan pada tahun 2019 disebabkan oleh adanya peningkatan aset
lancar sebesar 33,46% yang terutama terkait dengan peningkatan piutang lain-lain dan pajak dibayar di
muka, namun di sisi lain terdapat peningkatan liabilitas jangka pendek yang hanya sebesar 0,89% atas
peningkatan utang obligasi dan sukuk ijarah.

Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Dalam memenuhi
kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal yang berasal dari
hasil penjualan tenaga listrik dan jasa Perseroan lainnya, sedangkan sumber likuiditas eksternal
Perseroan yang paling utama adalah utang jangka pendek dan jangka panjang.

Perseroan memiliki sumber likuiditas eksternal yang material yang belum digunakan, antara lain fasilitas
kredit investasi dari bank yang belum seluruhnya ditarik oleh Perseroan, serta fasilitas kredit modal
kerja yang tersedia.

Perseroan tidak memiliki perikatan, permintaan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang
mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan material terhadap likuiditas Perseroan.

Hingga saat ini, kebutuhan modal kerja Perseroan masih mencukupi. Dalam hal kebutuhan modal kerja
nantinya tidak mencukupi, maka Perseroan dapat menggunakan fasilitas kredit modal kerja yang telah
tersedia.

Solvabilitas

Solvabilitas menunjukan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam membayar liabilitas-
liabilitasnya, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

Peningkatan rasio solvabilitas Perseroan pada tahun 2019 terutama disebabkan oleh peningkatan
jumlah liabilitas Perseroan yang terutama terkait dengan peningkatan utang obligasi dan sukuk ijarah
serta utang bank.

EBITDA/Beban Keuangan

EBITDA/Beban keuangan menunjukan rasio EBITDA, yaitu laba (rugi) usaha ditambah biaya penyusutan,
biaya amortisasi dan biaya aktuaria imbalan kerja dikurangi pembayaran manfaat dibandingkan dengan
beban keuangan.

Penurunan EBITDA/Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2019 disebabkan oleh
Beban Keuangan meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan EBITDA. Dimana presentase
peningaktan EBITDA adalah sebesar 8% dan Beban Keuangan sebesar 14%.

Imbal Hasil Ekuitas (“ROE”)

Imbal Hasil Ekuitas menunjukan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba
usaha, yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas.

Rasio ROE Perseroan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan laba
tahun berjalan sebesar 62,66% akibat dari peningkatan beban pajak pada tahun 2019 dibandingkan
dengan tahun 2018.

Imbal Hasil Aset (“ROA”)

Imbal Hasil Aset menunjukan kemampuan aset produktif Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan
laba usaha, yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah aset.

Rasio ROA Perseroan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan laba

tahun berjalan sebesar 62,66% akibat dari peningkatan beban pajak pada tahun 2019 dibandingkan
dengan tahun 2018.
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5. PEMBATASAN TERHADAP ENTITAS ANAK UNTUK PENGALIHAN DANA KEPADA
PERSEROAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Perseroan tidak memiliki pembatasan terhadap Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

6. BELANJA MODAL

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, belanja modal Perseroan
berjumlah masing masing sebesar Rp104.786.000 juta dan Rp115.764.000 juta . Berikut ini rincian
belanja modal yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk proyek pembangkitan, transmisi, dan distribusi:

(dalam miliar Rupiah)

31 Desember

Keterangan

2019 2018
Pembangkit 36,782 42,609
Transmisi 38,967 44,056
Distribusi 29,036 29,099
Jumlah 104,786 115,764

Rincian belanja modal yang dilakukan Perseroan tersebut termasuk dan tidak terbatas pada belanja
modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi maupun isu lingkungan hidup
pada proyek pembangkitan, transmisi dan distribusi.

Tabel di bawah ini merupakan belanja modal yang telah ditetapkan Perseroan untuk tahun 2020, sesuai
dengan program investasi modal Perseroan. Jumlah yang dianggarkan dapat bervariasi dari jumlah
aktual belanja modal dikarenakan berbagai alasan, termasuk pelaksanaan Fast Track Program |, Fast
Track Program Il, Program 35.000 MW untuk Indonesia, perubahan dalam jumlah fasilitas yang akan
dibangun dan periode pelaksanaan konstruksi fasilitas tersebut, perubahan nilai tukar mata uang,
perubahan suku bunga, serta faktor lainnya.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Pembangkit 40,342
Transmisi 23,955
Distribusi 24,884
Jumlah 89,181

Padatahun 2020 Perseroan telah merencanakan belanja modal sebesar Rp17,9 miliar yang dimaksudkan
untuk pembangunan proyek 35.000 MW. Adapun bauran geografis rencana belanja modal tersebut
sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Sumatera 4.897.929
Jawa 6.868.739
Kalimantan 1.506.496
Sulawesi & Nusa Tenggara 3.772.346
Maluku & Papua 947.028
Jumlah 17.992.538

Belanja modal tersebut didanai dari dana internal dan eksternal Perseroan yang terdiri dari Pinjaman
Perbankan, Obligasi, dan Penyertaan Modal Negara. Selain Penyertaan Modal Negara, dana eksternal
yang didapatkan Perseroan tersebut terdiri dari mata uang asing dan rupiah. Maka dari itu dalam
memitigasi risiko fluktuasi kurs mata uang asing Perseroan telah melakukan Lindung Nilai sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/21/PBI1/2014.
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Adapun Program investasi yang dijalankan pada tahun 2020 bertujuan untuk:

Vi.
Vii.

viii.

Memenuhi kebutuhan kapasitas dan energi listrik dengan tingkat keandalan yang diinginkan secara
least cost.

Mengatasi kekurangan pasokan tenaga listrik yang terjadi pada beberapa daerah

Menurunkan harga pasokan energi primer baik gas alam dan batubara

Memperbaiki bauran bahan bakar minyak (fuel mix) untuk menurunkan BPP yang dicerminkan
oleh pengurangan penggunaan BBM sejalan dengan target pemerintah tahun 2020 Perseroan
merencanakan penggunaan bahan bakar minyak dengan target fuel mix 3,76%

Meningkatkan rasio energi baru dan terbarukan seperti energi panas bumi, air dan surya
Mencapai target rasio elektrifikasi sesuai RKAP 2020 sebesar 99,9%

Mencapai target susut jaringan sesuai RKAP 2020 sebesar 9,15%

Mewujudkan keandalan dan kualitas listrik yang makin membaik sehingga tenaga listrik dapat
menjadi pendorong kegiatan ekonomi

Meningkatkan produktivitas dan efisiensi asset.

Dari Belanja Modal tersebut Perseroan memiliki target fisik sebagai berikut:

1.

Program investasi distribusi menargetkan sambungan baru/penambahan pelanggan sebanyak
3,94 juta pelanggan atau setara 8.655 MVA daya tersambung yang dilayani dengan penambahan
kapasitas trafo distribusi sebesar 3.889 MVA, penambahan jaringan tegangan menengan (JTM)
sepanjang 19,6 ribu kms dan penambahan jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 18,9 ribu
kms.

Target fisik tersebut sudah termasuk program Listrik Pedesaan untu peningkatan rasio elektrifikasi
pada daerah yang belum memiliki akses listrik.

Program investasi transmisi dan gardu induk yang direncanakan beroperasi dalam tahun 2020
adalah 5.068 kms dengan penambahan kapasitas trafo pada gardu induk sebesar 7.742 MVA.
Menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik 35 GW dengan target tambahan pembangkit di
tahun 2020 sebesar Rp4.638 MW, termasuk pembangkit yang dibangun IPP sebesar 3.324 MW.
Rencana untuk evakuasi daya pembangkit program 35 GW, Perseroan akan melaksanakan
program pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk. Selain melaksanakan pembangunan
pembangkit dan jaringan evakuasinya, Perseroan juga merencanakan untuk berinvestasi dalam
infrastruktur pasokan energi primer, batubara dan gas alam seperti akuisisi/joint venture dengan
perusahaan tambang batubara, pengadaan FSRU dan terminal LNG.

Pemulihan dan peningkatan kapasitas asset pembangkit, transmisi, gardu induk dan jaringan
distribusi yang meliputi kegiatan major overhaul rehabilitasi, uprating dan perkuatan jaringan.

Pelaksanaan rencana belanja modal tersebut melibatkan berbagai pihak ketiga yang ditetapkan
berdasarkan tender pekerjaan yang dilakukan Perseroan. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh
pihak ketiga diikat dalam sebuah perjanjian yang mengatur setiap sanksi yang diperjanjikan dalam
setiap perjanjian tersebut. Pekerjaan tersebut merupakan belanja modal Perseroan yang didanai
menggunakan pendanaan internal perusahaan, penerusan pinjaman dari pemerintah maupun pinjaman
langsung dari lembaga keuangan dalam dan luar negeri. Sehubungan dengan hal terebut Perseroan
telah melakukan manajemen risiko atas fluktuasi valuta asing dengan melakukan transaksi hedging
sesuai dengan PBI No. 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan
Hutang Luar Negeri Korporasi Non-Bank.
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7. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai aset dan liabilitas moneter
dalam mata uang asing sebagai berikut:

31 Desember 2019

Keterangan

JPY" uss$? EUR" Lain-lain?

Aset moneter

Piutang pihak berelasi - 68.458.611 - -
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi 39.796.118.675 49.001.061 - -

penggunaannya

Kas dan setara kas 14.334.466.962 816.951.292 244.679.781 148.335
Investasi jangka pendek - 1.000.000 - -
Jumlah asset moneter 54.130.585.637 935.410.964 244.679.781 148.335
Liabilitas moneter

Penerusan pinjaman 158.867.568.117 1.240.170.346 19.375.532 6.512.892
Utang sewa pembiayaan 103.641.300.467 56.099.845 - -
Utang bank 51.897.893.380 6.292.235.622 304.144.617 -
Utang obligasi dan sukuk ijarah 23.200.000.000 10.025.948.000  1.000.000.000 -
Utang listrik swasta - 491.396.727 - -
Utang lain-lain 134.943.554 505.948.920 119.109.383 7.490.571
Utang biaya proyek 34.466.374 1.046.916 238.610 -
Utang usaha - 898.507.498 326.270 30.385.801
Biaya masih harus dibayar 8.882.526.820 244.021.636 5.459.709 64.218
Jumlah liabilitas moneter 346.658.698.712 19.755.375.510  1.448.654.121 44.453.482
Liabilitas moneter bersih (292.528.113.075) (18.819.964.546) (1.203.974.340) (44.305.147)
Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan) (37.433.828) (261.616.421) (18.768.268) (615.886)

1) dalam jumlah penuh
2) aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perseroan dan Entitas
Anak mencatat laba kurs mata uang asing bersih sebesar Rp9.486.326 juta untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2019 dan rugi kurs sebesar Rp10.926.741 juta untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018.

Posisi neto valuta asing Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar setara Rp318.434.403 juta.
Perseroan telah melakukan lindung nilai atas transaksi-transaksi valuta asing Perseroan pada tahun
2018.

Perseroan melakukan manajemen risiko atas fluktuasi valuta asing dengan melakukan transaksi hedging
sesuai dengan PBI No. 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan
Hutang Luar Negeri Korporasi Non-Bank, dimana untuk tahun 2016 kewajiban pemenuhan rasio lindung
nilai minimum sebesar 25% dari net eksposur valas, dan rasio likuiditas minimum sebesar atau lebih
dari sama dengan 70%. Total transaksi lindung nilai yang telah dilakukan Perseroan dan Entitas Anak
pada tahun 2019 sebesar Rp38.835.924 juta.

Sejak tahun 2015, risiko ini diatasi dengan menerapkan tarif tenaga listrik berkala yaitu mekanisme
penyesuaian tarif berdasarkan fluktuasi nilai tukar, inflasi dan harga bahan bakar, setelah Pemerintah
menetapkan tarif dasar listrik yang mencapai tingkat keekonomiannya. Disamping itu Perseroan juga
mengurangi pertumbuhan kewajiban dalam valuta asing dengan membeli listrik dari pengembang
swasta dalam mata uang Rupiah, kondisi ini dapat diwujudkan jika pendanaan proyek dibiayai dengan
pinjaman Rupiah.

Transaksi dalam mata uang asing yang dilakukan oleh Perseroan merupakan pembayaran-pembayaran
yang dilakukan terhadap kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dibayar dengan mata uang Rupiah.
Transaksi-transaksi tersebut antara lain adalah untuk pembelian tenaga listrik swasta, impor material,
pemeliharaan, pembayaran bahan bakar minyak, gas dan uap panas bumi kepada Pertamina,
pembayaran premi asuransi dalam mata uang asing serta pembayaran kembali pinjaman tertentu
berikut bunga pinjamannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
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Untuk membayar transaksi-transaksi tersebut di atas, Perseroan memiliki rekening bank dalam mata
uang asing yang jumlahnya sangat terbatas pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank DKI Jakarta, PT Bank
Bukopin Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank International Indonesia Tbk., dan Deutsche Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kurs konversi yang digunakan Perseroan dan Entitas Anak serta kurs
yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Kurs Tengah

Keterangan 31 Desember 2019

Mata uang

JPY 128
USS$ 13.901
EUR 15.589
AUD 9.739
CHF 14.366
GBP 18.250
NZD 9.360

Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perseroan dan Entitas
Anak mencatat keuntungan kurs mata uang asing bersih sebesar Rp9.486.326 juta pada tanggal 31
Desember 2019.

8. RISIKO SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan dan Entitas Anak memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga
mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang memiliki eksposur terhadap risiko
suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap memberikan eksposur
dengan risiko suku bunga nilai wajar. Manajemen risiko yang dilakukan Perseroan adalah dengan
menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

Perseroan memiliki eksposur terhadap perubahan tingkat suku bunga terutama terkait dengan utang
tingkat bunga mengambang jangka panjang. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah utang Perseroan
dan Entitas Anak mencapai Rp453.218 juta, dimana sebesar Rp260.101 juta atau 57,39% dari saldo
utang Perseroan memiliki tingkat suku bunga tetap, sedangkan sisanya sebesar Rp193.116 juta atau
42,61% dari saldo utang Perseroan memiliki tingkat suku bunga mengambang.

9. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan

operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing
yang terjadi akan mempengaruhi liabilitas Perseroan karena Perseroan memiliki utang dalam mata
uang asing, serta utang dalam negeri Perseroan dengan tingkat bunga floating.

a. Kebijakan fiskal seperti perubahan tariff pajak dan cukai tertentu akan berdampak pada
meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu.

b. Kebijakan infrastuktur pemerintah, khususnya program percepatan pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan untuk mendukung program 35.000 MW.

c. Tarif dan subsidi listrik yang ditetapkan oleh pemerintah berdampak pada pendapatan Perseroan.

10. BAHASAN MENGENAI JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG
Pada tahun 2019 Perseroan memiliki pinjaman yang masih terhutang sebesar USD18.105 juta, Rp247

triliun, JPY337 miliar, dan EUR1.323 juta. Dengan demikian total pinjaman Perseroan yang masih
terutang sebesar ekuivalen Rp453.218 miliar.
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Adapun sumber pinjaman Perseroan tersebut terdiri dari penerusan pinjaman (two-step loans)
Rp37.978 miliar, utang kepada Pemerintah Rp955 miliar, utang kepada lembaga keuangan Pemerintah
non-bank Rp5.403 miliar, pinjaman bank yang dijamin — terkait dengan program percepatan Rp22.789
miliar, pinjaman bank yang dijamin — tidak terkait dengan program percepatan Rp183.814 miliar,
utang bank yang tidak dijamin Rp159.800 miliar, KIK-EBA Rp1.941 miliar, utang obligasi — global bond
Rp157.928 miliar dan obligasi dan sukuk ijarah Rp29.967 miliar, utang sewa pembiayaan Rp14.109
miliar dan utang listrik swasta sebesar Rp6.831 miliar. Berdasarkan jenis bunga pinjaman, pinjaman
Perseroan didominasi oleh pinjaman dengan suku bunga tetap sebesar 57,39% dari total pinjaman,
sedangkan sisanya sebesar 42,61% merupakan pinjaman dengan suku bunga mengambang. Selain
itu berdasarkan jenis mata uangnya, bahwa pinjaman Perseroan didominasi oleh pinjaman dalam mata
uang asing dengan persentase sebesar 68,45%, sedangkan untuk mata uang Rupiah sebesar 31,55%
dari total pinjaman.

Atas pinjaman perseroan yang masih terhutang tersebut, terdapat beberapa pinjaman yang akan jatuh
tempo pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 secara berturut turut sebesar setara Rp34,3 triliun,
Rp50,2 triliun, Rp53.6 triliun dan Rp64 triliun. Dengan demikian sisanya sebesar Rp235,7akan jatuh
tempo diatas tahun 2024.

Perseroan terus berupaya untuk menjaga keseimbangan profil pinjaman Perseroan berdasarkan waktu
jatuh tempo, jenis bunga pinjaman dan jenis mata uang untuk mengoptimalkan kinerja keuangan
perseroan. Selain itu dalam mengurangi risiko fluktuasi mata uang asing perseroan telah melakukan
lindung nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.16/21/PBI/2014.
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VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Obligasi dan/atau Sukuk ljarah Perseroan mengandung sejumlah risiko. Para calon
investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus
ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawabh ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Obligasi
dan/atau Sukuk ljarah Perseroan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak
material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus
kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Harga pasar
atas Obligasi dan/atau Sukuk ljarah Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon
investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya.

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang
dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun
harga Obligasi dan/atau Sukuk ljarah Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN
USAHA PERSEROAN

Pengendalian dilakukan secara langsung oleh Pemerintah terhadap Perseroan sebagaimana
Tarif Listrik yang diatur langsung oleh Pemerintah sehingga dapat berdampak material atas
kondisi keuangan Perseroan

Pemerintah adalah satu-satunya pemegang saham Perseroan, dan melalui perwakilannya, Pemerintah
akan terus memiliki pengendalian atas Perseroan yang bertujuan utama untuk memberikan pasokan
listrik ke seluruh wilayah di Indonesia. Secara historis, Perseroan beroperasi sebagai penyedia jasa
untuk Pemerintah, dan, oleh karena itu, Pemerintah telah mempengaruhi, dan akan terus mempengaruhi,
strategi dan kegiatan usaha Perseroan. Pemerintah juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi
dan mengendalikan BUMN lainnya yang melakukan bisnis dengan Perseroan, termasuk PT Pertamina
(Persero) (“Pertamina”) yang merupakan pemasok bahan bakar utama Perseroan. Pemerintah sebagai
pemegang saham mayoritas kemungkinan akan mempertahankan kontrol atas Perseroan, termasuk
kemampuan untuk menyetujui hal-hal seperti pengangkatan dan penggantian Komisaris dan Direktur
Perseroan, perubahan anggaran dasar Perseroan, perubahan struktur permodalan dan merger dan
akuisisi, konsolidasi atau likuidasi.

Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah akan mendahulukan kepentingan Perseroan dibandingkan
dengan kepentingan rakyat Indonesia. Apabila Perseroan diminta untuk bertindak demi kepentingan
Pemerintah dan kepentingan tersebut berbeda dari kepentingan Perseroan atau apabila Pemerintah
memihak kepentingan rakyat atau pihak lain, tindakan tersebut dapat berdampak material dan
merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan seperti tarif listrik
yang sepenuhnya diatur oleh Pemerintah.

2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK
LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN
PERSEROAN

1) Apabila harga BBM, gas alam atau batubara naik, beban usaha Perseroan akan meningkat
sehingga dapat berdampak merugikan terhadap hasil usaha Perseroan

Profitabilitas Perseroan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh harga BBM, gas alam dan batubara.
Sebagai contoh, sebesar 6,8%, dan 5,0% dari tenaga listrik yang diproduksi dihasilkan dari pembangkit
listrik berbahan bakar BBM masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
dan 2019, sedangkan beban BBM tercatat sebesar 23,1% dan 18,2% dari total beban bahan bakar dan
pelumas dalam periode yang sama. Apabila harga BBM, gas alam dan/atau batubara meningkat, hal
tersebut akan meningkatkan beban usaha Perseroan yang dapat berdampak material dan merugikan
terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.
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Sejak Pemerintah mencabut subsisi BBM di bulan Oktober 2005, harga BBM yang dibayar oleh

Perseroan berfluktuasi setiap bulan berdasarkan harga pasar, yaitu rata-rata harga harian (harga rata-

rata di Singapura) dari produk minyak tertentu di bulan sebelumnya (Mid-Oil Platts Singapore atau

MOPS). Hal ini telah mengakibatkan Perseroan membayar harga BBM lebih tinggi. Sebagai contoh,

pada bulan Januari 2005, ketika harga BBM disubsidi oleh Pemerintah, harga BBM untuk Perseroan

dipatok pada Rp1.650 per liter untuk BBM jenis solar yang memiliki angka proforma cetane number 45

(high-speed diesel oil atau “HSD”), yang merupakan jenis bahan bakar paling mahal yang digunakan

oleh Perseroan dan mewakili sekitar 84,1% dari total beban bahan bakar untuk tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2005. Pada bulan Oktober 2005, ketika Pemerintah mencabut subsidi BBM,

harga HSD naik menjadi Rp6.000 per liter, mencerminkan harga pasar untuk BBM. Untuk tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, harga pembelian HSD rata-rata Perseroan di wilayah yang

dilayani oleh Perseroan berkisar antara Rp7.153 per liter untuk harga terendah dan Rp8.493 per liter

untuk harga tertinggi yang mewakili sekitar 32,25% dari beban bahan bakar Perseroan. Harga BBM

per liter telah mengalami fluktuasi sesuai dengan harga minyak dunia dan dipengaruhi oleh nilai tukar

Dolar AS terhadap Rupiah. Harga minyak dunia dapat berubah dikarenakan faktor-faktor di luar kendali

Perseroan. Faktor-faktor ini meliputi antara lain:

* kejadian dan kondisi internasioal, serta perkembangan dan ketidakstabilan politik di wilayah
penghasil minyak bumi;

»  kebijakan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi dan negara-negara penghasil
minyak bumi lainnya yang berusaha untuk menetapkan dan mempertahankan tingkat harga minyak
di pasar dan pengaruhnya terhadap harga pasar;

»  peraturan Pemerintah dan pemerintah asing sehubungan dengan industri minyak dan energi secara
umum;

+ tingkat dan jangkauan akvititas spekulan minyak;

»  kondisi cuaca dan musiman; dan

»  kondisi perekonomian nasional dan regional secara keseluruhan.

Dikarenakan peraturan-peraturan Pemerintah mengenai tarif tenaga listrik, dalam beberapa tahun
terakhir, Perseroan tidak dapat meneruskan kenaikan harga minyak bumi kepada pelanggan dalam
bentuk kenaikan tarif. Perseroan juga memperoleh sebagian dari batubara yang diperlukan oleh
Perseroan di pasar spot atau pasar jangka menengah pada harga pasar yang berlaku, sehingga
meningkatkan risiko Perseroan melakukan pembelian pada harga yang tinggi.

2) Ketidakmampuan pembangunan pembangkittenaga listrik baru dan akuisisi aset pembangkit
tenaga listrik lainnya Perseroan mendapatkan pendanaan dalam jumlah yang signifikan
dapat menghambat

Berdasarkan FTP |, Perseroan awalnya ditugaskan untuk membangun pembangkit listrik berbahan
bakar batubara di 42 lokasi di Indonesia, termasuk 10 pembangkit berkapasitas total 7.490 MW di
Jawa-Bali dan 32 pembangkit dengan kapasitas total 2.769 MW di luar Jawa-Bali. Dua dari 42 lokasi
tersebut telah digabung menjadi 1 (satu) lokasi, pembangunan di 3 (tiga) lokasi telah dihentikan karena
kondisi lahan dan kontraktor EPC yang bermasalah, dan 4 (empat) lokasi telah dicadangkan untuk
pengembangan di masa mendatang, sehingga lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik menjadi
34 dengan kapasitas sebesar 9.927 MW di bawah FTP |. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan
telah menandatangani 37 kontrak EPC untuk membangun 37 pembangkit listrik berbahan bakar
batubara di 10 lokasi di Jawa-Bali dan 27 lokasi di luar Jawa-Bali.

Berdasarkan syarat dan ketentuan dari 37 kontrak EPC di bawah FTP |, Perseroan diwajibkan untuk
langsung membayar kontraktor sekitar 15,0% dari nilai kontrak dan mendanai sisa 85,0% dari nilai
kontrak melalui kredit ekspor atau fasilitas pembiayaan bank dari satu atau lebih bank, umumnya dalam
waktu 90 atau 120 hari sejak tanggal penandatanganan kontrak. Sampai dengan tanggal Prospektus
ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh pendanaan dalam bentuk kredit ekspor atau fasilitas
pembiayaan bank untuk membangun pembangkit listrik di 33 dari 34 lokasi yang direncanakan dan
Perseroan telah menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik di 29 lokasi dengan kapasitas sebesar
9.697 MW atau setara 97,7% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 9.927 MW telah beroperasi.
Perseroan berharap dapat memperoleh pendanaan untuk lokasi yang tersisa pada tahun 2020. Pada
tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah mengeluarkan biaya investasi sebesar Rp173.251 miliar
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terkait FTP | untuk konstruksi dan renovasi proyek pembangkit listrik, proyek pembangunan transmisi
dan biaya pinjaman.

Sesuai dengan FTP Il, Perseroan telah ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan pembangkit
tenaga listrik berbahan bakar energi terbarukan, gas dan batubara dengan total kapasitas 17.134 MW
(termasuk pembangkit tenaga listrik milik IPP) dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik yang terus
bertambah di Indonesia di luar FTP |. Lebih dari setengah pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun
dalam FTP Il diharapkan dapat dilaksanakan oleh IPP dan sisanya akan dilaksanakan oleh Perseroan.
Pendanaan untuk pembangunan di lokasi-lokasi ini diharapkan akan dilakukan melalui kombinasi
anggaran belanja negara, two-step loan, pinjaman bank, pasar modal dan sumber kas internal.

Untuk menjawab kebutuhan listrik yang terus bertambah dan untuk mencapai target rasio elektrifikasi,
Pemerintah mengumumkan Program 35.000 MW pada tahun 2015. Program ini akan membutuhkan
investasi dalam jumlah signifikan yang diperkirakan lebih dari Rp1.127 triliun. Dalam rangka mengurangi
beban pendanaan, Perseroan berencana membangun pembangkittenaga listrik yang akan menghasilkan
total tenaga listrik sekitar 8.649 MW sedangkan sisanya sebesar 26.620 MW akan dibangun oleh IPP.

Perseroan memperkirakan total investasi yang dibutuhkan oleh Perseroan dan IPP untuk menyelesaikan
FTP Il dan Program 35.000 MW akan mencapai total sekitar US$89.893 juta untuk proyek pembangkit
tenaga listrik dan sekitar US$24.570 juta untuk proyek pembangunan transmisi. Sampai dengan 31
Desember 2019, Perseroan telah menarik sekitar Rp106.187 miliar darifasilitas pinjaman untuk FTP Il dan
Program 35.000 MW, di luar IPP. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan
telah mengeluarkan sebesar US$6.985 juta untuk belanja modal dan Perseroan memperkirakan akan
mengeluarkan belanja modal tambahan untuk melaksanakan proyek baru, termasuk proyek-proyek
dalam FTP dan Program 35.000 MW, serta untuk mengganti aset dan infrastruktur operasional. Belanja
modal ini rencananya akan didanai menggunakan kombinasi kas internal dan pendanaan ekternal.

Pelaksanaan dan penyelesaian program-program ini akan membutuhkan pendanaan dalam jumlah
signifikan yang perlu didapatkan oleh Perseroan dan IPP. Kemampuan untuk mendapatkan pendanaan
bergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi dan pasar modal, ketersediaan pinjaman
dari bank atau kreditur lain, peringkat kredit dan kinerja keuangan, perolehan persetujuan Pemerintah,
pembatasan penanaman modal asing di Indonesia dan ketentuan pajak, UUPT dan UUPM yang berlaku di
Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan IPP akan dapat memperoleh pendanaan tambahan
tepat pada waktunya atau pada syarat dan ketentuan komersial yang dapat disetujui sehingga hal ini
dapat berdampak merugikan terhadap prospek bisnis, kondisi keuangan dan kemampuan Perseroan
untuk melaksanakan strategi Perseroan atau menyelesaikan program-program ini sesuai jadwal atau
sama sekali.

3) Perseroan telah melakukan perubahan pencatatan Perhitungan PJBL IPP sehingga
mengakibatkan informasi keuangan Perseroan dari tahun ke tahun menjadi susah untuk
diperbandingkan

Laporan keuangan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak padatanggal 31 Desember2017,
2018 dan 2019 serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut tidak dapat langsung diperbandingkan
dengan laporan keuangan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31
Desember 2015 serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dikarenakan perubahan kebijakan
akuntansi. Pada tahun 2016, Perseroan tidak lagi menerapkan ISAK 8, sesuai dengan PSAK 30, untuk
PJBL dengan IPP sesuai dengan POJK No. 6/2017 dimana Perseroan menerapkan ketentuan ini untuk
PJBL dengan IPP pada tahun 2015. Dengan tidak lagi diterapkannya ISAK 8 pada tahun 2016, hal ini
mengakibatkan porsi PJBL dengan IPP dalam jumlah yang signifikan tidak lagi diperlakukan sebagai
sewa pembiayaan. Sebagai akibatnya, porsi beban Perseroan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 dicatat
berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang memiliki dampak signifikan dan langsung terhadap
komparabilitas laporan keuangan Perseroan selama periode 2016-2019. Manajemen Perseroan
terus menerus mengevaluasi kesesuaian berbagai kebijakan akuntansi sebagaimana diwajibkan atau
dihimbau oleh berbagai peraturan dan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah, termasuk badan
pengawas seperti OJK. Manajemen Perseroan sebelumnya telah mengambil posisi yang berbeda
terkait kesesuaian perlakuan PJBL dengan IPP sebagai sewa pembiayaan atas dasar faktor-faktor yang
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diyakini beralasan dalam situasinya. Dengan diberlakukannya POJK No. 6/2017, Perseroan berharap
untuk terus tidak menerapkan ISAK 8 ke Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Perseroan di masa yang
akan datang, setidaknya sampai tugas Perseroan untuk mempercepat pengembangan infrastruktur
ketenagalistrikan Indonesia telah selesai atau dihentikan. Namun, tidak dapat dipastikan bahwa
Pemerintah atau OJK tidak akan mengeluarkan peraturan atau panduan yang berbeda atau baru di
masa depan yang mengarahkan Perseroan untuk kembali menerapkan Perjanjian Jual Beli Tenaga
Listrik sebagai sewa pembiayaan. Oleh karena itu, setiap perubahan penerapan terhadap kebijakan
akuntansi tersebut dapat berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak, termasuk penyajian kembali atas informasi keuangan tahun sebelumnya akibat perubahan
tersebut, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi komparabilitas laporan keuangan konsolidasin
Perseroan dan Entitas Anak dari tahun ke tahun dan kemampuan investor untuk memahami hasil dan
kondisi usaha Perseroan

4) Risiko yang terkait dengan pengembangan pembangkit listrik tambahan dan akuisisi aset
pembangkit listrik lainnya, khususnya keberhasilan penyelesaian FTP dan implementasi
Program 35.000 MW

Penyelesaian Program fast track dan pelaksanaan Program 35.000 MW dapat menempatkan beban
pada manajemen, operasional dan sumber daya keuangan Perseroan. Kemungkinan Perseroan
menghadapi kesulitan dengan perluasan ini dalam integrasi operasi, teknologi, dan personel.
Kemampuan Perseroan untuk menerapkan dan memperoleh pendanaan untuk program-program ini
akan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk secara efektif memantau operasi, mengendalikan
biaya, mempertahankan kontrol kualitas yang efektif dan memperkuat sistem manajemen, teknis dan
akuntansi internal Perseroan. Kemampuan untuk mengamankan pendanaan yang diperlukan untuk
program Perseroan mungkin sulit karena pembatasan perjanjian pinjaman dengan Pemerintah,
keterlambatan dalam persetujuan anggaran Pemerintah, persyaratan investasi tunai dan arus kas
bersih yang jatuh di bawah target.

Keberhasilan program-program ini akan sangat bergantung pada kemampuan Perseroan untuk sumber
pasokan batubara yang cukup di dalam negeri dengan harga lebih rendah daripada yang akan tersedia
jika Perseroan harus mengimpor batu bara dari luar negeri. Jika Perseroan tidak dapat memperoleh
batu bara yang diperlukan untuk pabrik dengan harga yang wajar atau tidak sama sekali, Perseroan
mungkin tidak dapat memenuhi perkiraan dan target sehubungan dengan Program fast track.

Selanjutnya, keberhasilan program-program ini juga tergantung pada kemampuan Perseroan untuk
memilih kontraktor, sumber tenaga kerja, bekerja sama dengan perusahaan milik negara lainnya, masuk
ke dalam PPA baru dan pengadaan dan kontrak konstruksi, memperoleh tanah, pembangunan fasilitas
transmisi dan distribusi untuk mendukung listrik baru. menghasilkan tanaman. Tidak ada jaminan bahwa
Perseroan akan dapat membangun fasilitas yang diperlukan sesuai jadwal.

5) Keterlambatan atau kendala dalam memproses hak atas tanah dapat mengganggu rencana
ekspansi Perseroan

Kontrak pengadaan dan konstruksi yang ditandatangani Perseroan sehubungan dengan proyek-proyek
Perseroan, seperti Program 35.000 MW, mewajibkan Perseroan untuk mendapatkan hak atas tanah
yang dibutuhkan untuk proyek konstruksi di lokasi-lokasi yang telah disetujui.

Peraturan Pemerintah dapat menghambat atau membatasi kemampuan Perseroan untuk memperoleh
hak atas tanah yang diperlukan sebelum Perseroan dapat memulai konstruksifasilitas pembangkit tenaga
listrik, saluran transmisi dan jaringan distribusi baru atau melakukan ekspansi terhadap fasilitasnya
saat ini. Proses untuk memperoleh hak atas tanah adalah proses bertahap yang memakan waktu
dimana setiap tahapan memiliki kemungkinan mengalami penundaan dan hal ini dapat menghambat
kemampuan Perseroan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai jadwal atau sama sekali. Kegagalan
untuk memperoleh hak atas tanah dapat mengakibatkan tanah tersebut tidak dapat digunakan dan
menganggu kelancaran pelaksanaan proyek Perseroan, dan Perseroan mungkin tidak dapat memulihkan
biaya-biaya yang timbul dari akuisisi tanah tersebut atau bahkan harus mengeluarkan biaya tambahan
untuk membeli tanah pengganti. Selain itu, tidak ada kepastian mengenai pembagian wewenang antara
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pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan tata acara permohonan hak atas tanah, perpanjangan
izin dan persetujuan serta pengawasan terhadap ketaatan pada peraturan lingkungan hidup.

Apabila Perseroan gagal memperoleh, atau menghadapi keterlambatan yang signifikan dalam
memperoleh hak atas tanah untuk proyek-proyek Perseroan, hal tersebut dapat berdampak merugikan
terhadap bisnis, kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan Perseroan.

6) Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Pemerintah akan terus memberikan subsidi di masa
mendatang untuk menutup biaya-biaya yang timbul dari pembangkitan tenaga listrik atau
subsidi akan diterima oleh Perseroan tepat pada waktunya

Tarif jual tenaga listrik Perseroan diatur oleh Pemerintah. Tarif listrik yang dapat ditagihkan kepada
beberapa golongan pelanggan secara historis lebih rendah dari biaya pokok penyediaan tenaga
listrik sehingga Perseroan bergantung pada subsidi Pemerintah untuk memberikan kompensasi
secara penuh atas selisih antara biaya pokok penyediaan dengan pendapatan yang diperoleh untuk
penyediaan tenaga listrik kepada kelompok pelanggan tersebut. Cara perhitungan dan pembayaran
subsidi Pemerintah telah berubah dari waktu ke waktu. Di masa lalu, anggaran subsidi tahunan untuk
Perseroan yang sebelumnya telah disetujui selalu mengalami penyesuaian ke nilai yang lebih rendah
berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPK. Revisi ini telah mengakibatkan penerimaan subsidi lebih
rendah secara signifikan dari biaya aktual. Revisi ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap
bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Berdasarkan PMK No. 44/PMK.02/2017 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan No. 174 / PMK.02 /2019, Perseroan dapat melakukan koreksi dalam hal terdapat selisih
kurang pembayaran subsidi listrik antara yang telah dibayar kepada Perseroan dengan hasil penelitian
dan verifikasi dan memohon pencairan subsidi listrik yang lebih cepat. Meskipun demikian, tidak ada
jaminan bahwa pembayaran subsidi di masa depan kan dilakukan tepat waktu atau sama sekali. Lebih
lanjut, metode perhitungan atau pembayaran subsidi dapat diubah dari waktu ke waktu sehingga
menjadi tidak menguntungkan bagi Perseroan. Perubahan ini dapat berdampak material dan merugikan
terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Adapun pembayaran subsidi dan/atau kompensasi oleh Pemerintah pada dasarnya kompensasi
dibayarkan oleh pemerintah setelah dikeluarkan DIPA oleh pemerintah menyesuaikan dengan kondisi
keuangan negara. Sedangkan untuk subsidi bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
dengan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan
Pertanggungjawaban Subsidi Listrik diatur bahwa subsidi akan dibayarkan setiap bulan sebesar 95%
dari hasil perhitungan yang telah diverifikasi, selain itu PLN juga mempunyai fasilitas kredit dari lembaga
bank/non bank baik onshore atau offshore sehingga risiko yang timbul dapat diminimalisir.

7) Perseroan dapat mengalami kerugian di masa mendatang apabila tarif batas atas yang boleh
ditagihkan oleh Perseroan kepada pelanggan tidak dapat menutup biaya pokok penyediaan
atau batasan tarif tersebut diturunkan sebagaimana diatur oleh Pemerintah

Pemerintah menetapkan batasan tarif listrik yang boleh dijual oleh Perseroan. Tarif tenaga listrik diusulkan
oleh Kementerian ESDM dan ditetapkan oleh Presiden. Sesuai dengan Permen ESDM No. 28/2016,
sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 3/2020, Pemerintah menetapkan mekanisme
penyesuaian tarif tenaga listrik untuk 13 golongan pelanggan. Namun demikian, penyesuaian tarif
hanya diterapkan untuk 12 jenis pelanggan yang mewakili keseluruhan 65,0% dari total pendapatan
sebagaimana yang direncanakan dalam APBN 2017. Sebagai hasilnya, dikarenakan Perseroan
melaksanakan kewajiban pelayanan umum sebagaimana diatur dalam UU BUMN, Pemerintah wajib
membayarkan subsidi listrik untuk mengkompensasi selisih antara biaya pokok penyediaan Perseroan
dengan tarif tenaga listrik yang ditetapkan di bawah biaya pokok penyediaan dan marjin PSO sebesar
7,0% di atas biaya pokok penyediaan untuk membayar beban pendanaan atas pinjaman yang digunakan
untuk membiayai belanja modal.
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Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan merubah tingkat marjin PSO saat ini atau Pemerintah
akan menyetujui kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di masa mendatang, terutama dalam masa resesi
ekonomi. Di masa lalu, sentimen publik yang negatif telah mempengaruhi kesediaan Pemerintah untuk
mempertahankan tarif tenaga listrik yang rendah. Apabila tarif tenaga listrik tetap pada harga saat ini,
mengalami penurunan atau kenaikan yang terbatas, terutama apabila beban usaha tidak berubah
atau terus meningkat, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi
keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

8) Keterlambatan penyelesaian proyek transmisi, gardu induk dan pembangkitan dapat
berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan

Pembangunan pembangkit listrik melibatkan banyak risiko, termasuk:

»  kekurangan peralatan dan material;

*  penghentian pekerjaan;

*  gangguan cuaca;

* masalah enjineering, desain, lingkungan dan geologi yang tidak diperkirakan sebelumnya;
+  keterlambatan perizinan;

* mogok atau kerusuhan tenaga kerja, kecelakaan kerja; dan

» kenaikan biaya yang tidak diantisipasi.

Salah satu risiko tersebut dapat mengakibatkan pembangunan tenaga listrik mengalami penundaan
atau bertambahnya biaya pekerjaan (cost overrun). Keterlambatan penyelesaian konstruksi dapat
mengakibatkan Perseroan mengalami kehilangan pendapatan. Tidak ada jaminan bahwa pembangunan
pembangkit tenaga listrik atau konstruksi proyek lainnya akan dapat diselesaikan sesuai jadwal dan
anggaran. Setiap keterlambatan dalam waktu yang lama dapat berdampak material dan merugikan
terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

9) Perseroandapatmenghadapiketerlambatan atau kendalalain dalam memperoleh persetujuan
Pemerintah atau persetujuan terkait lainnya sehingga dapat berdampak merugikan terhadap
bisnis Perseroan

Perseroan diwajibkan memperoleh persetujuan dari Pemerintah untuk membangun pembangkit tenaga
listrik tambahan dan proses untuk memperoleh persetujuan tersebut merupakan proses yang kompleks
dan panjang. Pembangunan pembangkit tenaga listrik baik yang baru maupun yang sudah ada
pada prinsipnya mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak
berwenang yang relevan sebagai berikut:

* persetujuan atas proposal proyek;

» persetujuan atas hasil studi kelayakan (rancangan awal dan anggaran proyek dalam hal proyek
utama); dan

»  persetujuan atas laporan dimulainya pembangunan.

Dalam mengembangkan pembangkit tenaga listrik, terdapat banyak izin dan persetujuan yang wajib
diperoleh dari pemerintah daerah, propinsi maupun pusat sesuai kewenangannya masing-masing
untuk hal-hal terkait lokasi, konstruksi, lingkungan hidup, izin usaha dan lainnya. Selain itu, persetujuan
Pemerintah diperlukan untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelengkap untuk
mendukung proyek pembangkit listrik. Perseroan juga harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah
sebagai satu-satunya pemegang saham Perseroan sebelum menandatangani kontrak apapun yang
memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih lama atau kontrak dengan nilai melebihi batasan tertentu.
Tidak ada jaminan bahwa pembangkit tenaga listrik tambahan atau ekspansi atas pembangkit tenaga
listrik yang ada saat ini akan mendapatkan setiap persetujuan yang diperlukan tepat pada waktunya
atau sama sekali. Keterlambatan dalam waktu yang lama atau kegagalan memperoleh persetujuan
yang diperlukan dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil
operasi dan prospek Perseroan.
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10) Kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk proyek-proyek Perseroan,
yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan

Setiap pembangkit listrik yang ingin Perseroan kembangkan, serta yang akan dikembangkan di masa
depan, akan membutuhkan investasi modal yang besar. Karena Perseroan dimiliki oleh Pemerintah,
sebelumnya Perseroan dapat memperoleh pinjaman jangka panjang baik dari Pemerintah itu sendiri
atau dari lembaga-lembaga semi-pemerintah asing, seperti Bank Internasional untuk Rekonstruksi
dan Pembangunan (“IBRD “atau” Bank Dunia”), Bank Pembangunan Asia (“ADB”), Badan Kerjasama
Internasional Jepang (“JICA”), Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional (“JBIC”) atau Kreditanstalt
fur Wiederaufbau (“KfW”), dengan persyaratan yang lebih menguntungkan daripada yang seharusnya
tersedia secara komersial. Tidak ada jaminan bahwa di masa depan Perseroan akan dapat memperoleh
pendanaan lebih lanjut baik dari Pemerintah atau lembaga-lembaga semi-pemerintah asing dengan
persyaratan yang sama. Selain itu, kebijakan Pemerintah adalah untuk perusahaan milik negara untuk
secara bertahap mengurangi ketergantungan mereka pada pinjaman tersebut.

Perseroan telah memperoleh beberapa pinjaman jangka panjang langsung yang tidak dijaminkan
sejak 2013 dari Standard Chartered Bank, Agence Francaise de Developpement, sindikasi JBIC,
Bank Ekspor-Impor sindikasi Korea, Pengembangan Ekspor Kanada (“EDC”) dan Bank Ekspor-Impor
Hungaria Swasta Perusahaan Terbatas (“HEXIM”), KfIW-IPEX, Compafiia Espafiola de Seguros de
Crédito a la Exportacion, Servizi Assicurativi del Commercio Estero, Korporasi Asuransi Perdagangan
Korea - Credit Agricole, Seras Asuransi Risiko Ekspor Swiss, Bank Gospodarstwa Krajowego - KUKE,
juga jaminan pinjaman jangka panjang langsung dari ADB, IBRD dan IDB. Hingga saat ini Perseroan
juga telah berhasil memperoleh beberapa pinjaman bank lokal yang tidak dijamin sejak 2011 untuk
membiayai belanja modal Perseroan sebesar total Rp.115 triliun.

11) Sentimen publik yang negatif dapat mempengaruhi rencana pengembangan Perseroan,
sehingga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan

Perseroan telah terkena, dan akan terus terkena, sentimen negatif dari publik dan menghadapi
pertentangan terkait pengembangan atau pengoperasian pembangkit tenaga listrik beserta fasilitas
lainnya. Sebagai contoh, kelompok masyarakat tertentu telah mengkritik rencana Perseroan untuk
mengembangkan saluran trasmisi tegangan ekstra tinggi (500 kV) atau tegangan tinggi (150 kV)
dikarenakan kepedulian kesehatan. Pertentangan dengan masyarakat dapat berdampak merugikan
terhadap rencana Perseroan untuk membangun maupun mengembangkan pembangkit tenaga listrik
atau infrastruktur transmisi sehingga dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi
keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

12) Berdasarkan UU No. 30/2009, prosedur untuk menetapkan tarif listrik telah berubah dan
setiap daerah dapat memiliki tarif yang berbeda, sehingga dapat menurunkan pendapatan
Perseroan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (“UU No. 15/1985”), tarif
tenaga listrik untuk konsumen Perseroan ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan ESDM. Namun,
di bawah UU No. 30/2009, Perseroan sebagai pemegang IUPTL, harga jual tenaga listrik Perseroan
ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan
memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen dan pelaku usaha penyediaan
tenaga listrik. Perubahan proses penetapan tarif tersebut dapat menunda keputusan merubah tarif
sehingga dapat mempengaruhi Perseroan mungkin tidak dapat memanfaatkan kenaikan tarif secara
penuh. Selain itu, UU No. 30/2009 memperbolehkan Pemerintah untuk menetapkan tarif tenaga listrik
secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.

Dengan mempertimbangkan bahwa tarif tenaga listrik saat ini tidak cukup untuk menutup biaya pokok
penyediaan, penurunan atau perubahan tarif lebih lanjut dapat meningkatkan selisih antara biaya pokok
penyediaan dengan harga jual tenaga listrik Perseroan dimana selisih ini tidak dikompensasi oleh
subsidi Pemerintah. Hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi
keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.
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13) Kontrak-kontrak yang ditandatangani oleh Perseroan memiliki risiko pertanggungjawaban

Perseroan memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang timbul dari kontrak-kontrak yang telah
ditandatanganinya maupun yang akan ditandatangani di masa mendatang. Pada tanggal 31 Desember
2019, Pemerintah telah menyelesaikan reviu atas 43 PJBL sebagai bagian dari penyesuaian Pemerintah
terhadap FTP Il dan Program 35.000 MW. Sebagai akibat dari reviu ini, Perseroan telah mengubah 35
PJBL yang mewakili kapasitas pembangkitan sebesar 4.572 MW, dimana hal ini mengakibatkan harga
pembelian Perseroan mengalami kenaikan. Setelah reviu, Perseroan telah mengakhiri 2 (dua) PJBL
dengan total kapasitas sebesar 31 MW dan menunda 4 (empat) PJBL dengan total kapasitas 299 MW
dikarenakan kendala internal IPP yang bersangkutan.

Selain itu, sesuai nasihat dari konsultan hukum Perseroan, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi
dalam kontrak EPC yang saat ini telah ditandatangani oleh Perseroan (terkait Program Fast Track),
beberapa kontrak EPC telah berlaku efektif dan mengikat Perseroan pada tanggal ditandatanganinya
kontrak tersebut. Sementara itu, beberapa kontrak akan menjadi efektif setelah Perseroan memenuhi
kondisi-kondisi pendahuluan tertentu seperti keberhasilan Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan
ekspor yang diperlukan. Dalam hal Perseroan tidak dapat memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut
sesuai jadwal yang ditentukan atau sama sekali, dan pihak lain dalam kontrak menggugat Perseroan, hal
tersebut dapat mengakibatkan syarat dan ketentuan dalam kontrak menjadi tidak dapat dilaksanakan,
termasuk klausa hukum yang berlaku, sehingga Perseroan dapat menjadi bertanggung jawab atas
penggantian biaya dan pembayaran ganti rugi dan/atau tunduk pada hukum yang tidak familiar.

Tidak ada jaminan bahwa kewajiban dan tanggung jawab Perseroan atas kontrak-kontrak yang
telah ditandatangani saat ini maupun di masa depan, termasuk PJBL dan kontrak EPC, tidak akan
mengakibatkan kerugian material atau kontrak Perseroan di masa mendatang akan memberikan
perlindungan yang cukup pada syarat dan ketentuan komersial yang dapat diterima atau sama sekali.
Apabila Perseroan menderita kerugian material, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan
terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

14) Perseroan dapat menderita kerugian atas hal-hal yang tidak diasuransikan, atau nilai
pertanggungan dalam asuransi tidak cukup, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap
bisnis Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan dapat mengalami kerugian akibat kondisi cuaca, kerusakan lingkungan
hidup, kebakaran, kegagalan mekanik, perang, terorisme, bencana alam dan kejadian atau kondisi
lainnya. Setiap kejadian tersebut dapat berakibat hilangnya properti, pendapatan dan/atau meningkatkan
biaya yang mungkin tidak dikompensasi secara penuh oleh dana ganti rugi dari asuransi. Selain itu,
beberapa jenis risiko (seperti risiko perang dan aksi terorisme dan bencana tertentu) mungkin tidak
dapat diasuransikan atau biaya asuransi mungkin tidak sebanding dengan pertanggungannya. Apabila
kerugian yang tidak diasuransikan atau kerugian lebih besar dari batasan pertanggungan terjadi atau
apabila Perseroan tidak menerima dana ganti rugi dalam waktu cepat atau sama sekali, Perseroan
dapat diwajibkan untuk membayar kompensasi dan/atau kehilangan investasinya atas properti yang
rusak tersebut serta kehilangan pendapatan.

Selain itu, berdasarkan syarat dan ketentuan dalam kontrak EPC, kontraktor wajib memiliki polis
asuransi yang disetujui oleh Perseroan untuk kepentingan Perseroan, meliputi asuransi pembangunan,
asuransi tanggung jawab pihak ketiga, dan asuransi pengangkutan kargo. Sampai dengan tanggal
Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menerima beberapa polis asuransi yang telah berlaku
sedangkan sisa polis belum berlaku dikarenakan belum terpenuhinya kondisi terkait asuransi dalam
kontrak EPC oleh kontraktor EPC. Apabila kerugian yang tidak diasuransikan atau kerugian lebih besar
dari batasan pertanggungan terjadi, kontraktor dapat mengalami kerugian yang cukup besar sehingga
akan mempengaruhi kemampuannya untuk menyelesaikan proyek, dan, sebagai akibatnya, Perseroan
dapat kehilangan investasinya untuk proyek tersebut.

Tidak ada jaminan bahwa kehilangan material yang melebihi nilai pertanggungan tidak akan terjadi
atau nilai pertanggungan yang cukup akan tersedia di masa mendatang untuk kegiatan usaha atau
aset Perseroan pada syarat dan ketentuan komersial yang wajar atau sama sekali. Apabila Perseroan
mengalami kerugian material, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi
keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.
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15) Perseroan mungkin tidak dapat mengamankan pasokan gas alam atau batubara dalam jumlah
yang cukup, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan

Sebagian pembangkit tenaga listrik Perseroan bergantung pada pasokan gas alam. Di masa lalu,
Perseroan telah menghadapi hambatan untuk memperoleh pasokan gas alam dalam jumlah yang cukup
untuk memenuhi permintaan Perseroan dikarenakan pemasok tidak dapat memenuhi kewajibannya
sesuai kontrak. Sejak tahun 2003, Perseroan telah menghadapi kekurangan pasokan gas alam
yang mengakibatkan Perseroan menghentikan operasional beberapa pembangkit tenaga listrik atau
menggunakan BBM untuk pembangkit tenaga listrik tertentu yang dapat menggunakan bahan bakar
gas alam atau BBM. Selain itu, pemasok gas Perseroan telah menginformasikan bahwa cadangan gas
alam di sejumlah lapangan gas milik mereka telah menyusut. Untuk mengatasi kekurangan pasokan
tersebut, Perseroan telah melakukan berbagai tindakan untuk mengamankan sumber gas alam untuk
pembangkit tenaga listrik Perseroan. Sejak terminal regasifikasi LNG di Arun yang dioperasikan oleh
Perta Arun Gas mulai beroperasi di bulan Maret 2015, Perseroan telah menerima LNG dari fasilitas
ini rata-rata sekitar 105 BBTUD yang disalurkan ke PLTMG Arun berkapasitas 184 MW dan PLTGU
Belawan berkapasitas 750 MW. Di bulan Februari 2015, PLTGU Tambak Lorok berkapasitas 1.034
juga mulai menerima gas dari Petronas Carigali Muriah Ltd. rata-rata 116 BBTUD. Pemerintah telah
menyediakan pasokan tambahan sebesar 40 BBTUD pada tahun 2016 melalui saluran pipa Badak
Export Manifold yang terletak 55 km dari PLTG Tanjung Batu. Perseroan saat ini sedang dalam proses
meminta akses khusus ke saluran pipa utama Badak Export Manifold untuk mengatasi kekurangan
pasokan. Perseroan pada saat ini sedang dalam proses membangun saluran pipa utama tersebut,
progress per 31 Desember 2018 sebesar 80,7%. Sejak saat itu, kekurangan pasokan gas telah menjadi
minimum dan terjadi hanya di wilayah Kalimantan Timur. Selain itu, pasokan gas alam juga tunduk
pada fluktuasi harga dikarenakan perjanjian pembelian gas alam dilakukan dalam mata uang Dolar
AS. Meskipun Perseroan telah terus menerus melakukan negosiasi dengan pemasok-pemasok baru
dan memperluas jaringan pembangkitan untuk mengurangi ketergantungan terhadap gas alam, tidak
ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat membangun atau mempertahankan infrastrutur dan kontrak
pemasok yang dibutuhkan untuk mengamankan pasokan gas alam tambahan bagi pembangkit tenaga
listrik yang sudah ada atau melaksanakan strategi pertumbuhan dengan lancar.

Sebagian pembangkit tenaga listrik Perseroan bergantung pada pasokan batubara. Agar dapat dengan
sukses melaksanakan rencana pengoperasian 25 pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara
dalam FTP | dan membangun 21 pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara dalam Program
Fast Track dan Program 35.000 MW, Perseroan harus menjamin adanya pasokan batubara yang stabil
pada harga yang wajar. Program Fast Track diperkenalkan dengan asumsi dasar bahwa cadangan
batubara yang berlimpah di Indonesia akan memungkinkan Perseroan untuk memperoleh batubara
dari pasar domestik pada harga yang lebih murah dibandingkan apabila Perseroan harus mengimpor
batubara dari negara lain. Namun demikian, jumlah batubara yang dibutuhkan Perseroan dari pasar
domestik perlu bertambah lebih dari dua kali lipat dari tingkat produksi saat ini selama masa pelaksanaan
Program Fast Track. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh jumlah batubara yang diperlukan untuk
pembangkit-pembangkit tenaga listrik ini pada harga yang wajar atau sama sekali, Perseroan mungkin
tidak dapat mencapai proyeksi dan target yang ditetapkan dalam Program Fast Track.

Setiap kegagalan untuk mengamankan pasokan gas alam atau batubara yang cukup dengan syarat
dan ketentuan komersial yang dapat diterima dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis,
kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

16) Hasil aktual Perseroan berbeda secara signifikan dari perkiraan- perkiraan dan estimasi
yang telah ditetapkan

Prospektus ini mencakup perkiraan perkiraan tertentu dan informasi ke depan lainnya. Informasi ini
didasarkan pada asumsi dan estimasi yang dibuat oleh Dewan Direksi dan manajemen Perseroan serta
industri dan data lainnya yang tersedia untuk umum. Lebih jauh lagi, ini mencerminkan penilaian Dewan
Direksi dan manajemen saat ini mengenai kondisi yang diharapkan dan tindakan yang diharapkan,
yang bisa saja berubah.
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Prakiraan dan perkiraan ini didasarkan pada sejumlah asumsi, yang secara inheren tunduk pada
ketidakpastian. Banyak dari faktor-faktor ini tidak berada dalam kendali Perseroan dan beberapa
asumsi sehubungan dengan keputusan bisnis di masa depan, strategi dan pertumbuhan industri dapat
berubah. Jika satu atau lebih dari ini atau ketidakpastian atau risiko lainnya terwujud, hasil aktual dapat
berbeda secara material dari yang diperkirakan atau diantisipasi dan perbedaan tersebut mungkin
material. Khususnya, tetapi tanpa batasan, biaya modal dapat meningkat, proyek dapat tertunda dan
perbaikan yang diantisipasi dalam produksi, kapasitas atau kinerja mungkin tidak sepenuhnya terwujud.
Meskipun harapan manajemen Perseroan sebagaimana tercermin dalam pandangan ke depan tersebut
adalah wajar berdasarkan informasi yang saat ini tersedia bagi Perseroan, tidak ada jaminan yang
dapat diberikan bahwa harapan tersebut akan terbukti benar. Tidak ada jaminan bahwa hasil aktual
Perseroan tidak akan berbeda secara signifikan dari perkiraan dan perkiraan yang telah ditetapkan.

17) Depresiasi nilai rupiah dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan
hasil usaha Perseroan

Depresiasi nilai Rupiah di masa lalu telah, dan akan, berdampak material dan merugikan terhadap bisnis,
kondisi keuangan atau hasil usaha Perseroan. Salah satu dampak langsung yang paling signifikan dari
krisis ekonomi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai Rupiah
terhadap mata uang lain, seperti Dolar AS. Meskipun Rupiah telah berangsur-angsur menguat dari nilai
terendahnya sekitar Rp17.000 per Dolar AS di bulan Januari 1998 menjadi Rp13.886 per Dolar AS pada
tanggal 31 Desember 2019, Rupiah terus mengalami volatilitas yang signifikan.

Seluruh pendapatan Perseroan dalam Rupiah. Namun demikian, beban usaha Perseroan seperti
pembelian tenaga listrik dari IPP, gas alam, BBM dan energi panas bumi serta beban pemeliharaan
berdenominasi Dolar AS atau memiliki komponen Dolar AS atau mata uang asing lainnya. Untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, sekitar 42,8% dan 45,2% dari beban bahan
bakar Perseroan dalam mata uang asing dan sekitar 51,2% dan 68,5% dari total liabilitas Perseroan
dalam mata uang asing. Sebagai akibatnya, apabila nilai Rupiah melemah dibandingkan mata uang
asing lainnya, hal tersebut dapat meningkatkan beban keuangan Perseroan. Melemahnya nilai Rupiah
juga dapat meningkatkan beban keuangan Perseroan terkait kewajiban Perseroan dalam mata uang
asing, khususnya pinjaman dalam Dolar AS. Sebagai contoh, pada tahun 2017 dan 2018, Perseroan
mengakui kerugian kurs mata uang asing masing-masing sebesar Rp2.935 miliar dan Rp10.927
miliar dibandingkan keuntungan mata uang asing sebesar Rp9.486 miliar pada tahun 2019, terutama
dikarenakan depresiasi nilai Rupiah terhadap Dolar AS dan mata uang asing lainnya.

Modifikasi terhadap kebijakan nilai tukar mengambang saat ini dapat mengakibatkan kenaikan suku
bunga, kekurangan likuiditas, pembatasan modal atau valuta asing atau bantuan asing dari kreditur
multinasional tidak dapat dicairkan. Perubahan ini dapat mengakibatkan aktivitas ekonomi menurun,
resesi ekonomi, kegagalan pembayaran uang dan kenaikan harga barang impor. Salah satu hal tersebut
dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek
Perseroan.

18) Anggota dari manajemen, karyawan diselidiki, diinvestigasi dalam kasus-kasus tertentu yang
dihukum karena penipuan dan korupsi, dan ketidakmampuan Perseroan untuk mendeteksi
dan/atau mencegah insiden sebelum atau sesudahnya dapat berdampak buruk pada bisnis
Perseroan

Perseroan telah memiliki contoh di masa lalu anggota manajemen atau karyawan yang sedang diselidiki
dan dihukum karena korupsi dan penipuan, sehingga dalam beberapa kasus individu tersebut di penjara
dan didenda. Meskipun kasus-kasus sebelumnya tidak mengakibatkan sanksi atau hukuman bagi
Perseroan dan tidak terkait langsung dengan bisnis Perseroan, tidak ada jaminan bahwa tidak akan
ada investigasi atau litigasi tambahan terkait dengan insiden ini. Jika investigasi atau litigasi semacam
itu terjadi, itu dapat memiliki dampak buruk terhadap bisnis, kredibilitas, dan reputasi Perseroan.

Mungkin sulit untuk mendeteksi atau mencegah kesalahan dari masa lalu atau di masa depan oleh
manajemen atau karyawan Perseroan, atau pihak ketiga yang berbisnis dengan Perseroan, seperti
pemasok atau perantara, yang meliputi tindakan seperti penipuan, korupsi, penyuapan, transaksi bisnis
yang tidak sah , pelanggaran kebijakan dan prosedur internal Perseroan dan pelanggaran hukum
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lainnya. Perseroan telah menerapkan kebijakan dan prosedur internal untuk mencegah, mendeteksi
dan menghukum pelanggaran seperti itu, termasuk penyuapan, korupsi, dan transaksi bisnis tidak resmi
lainnya yang serupa. Untuk uraian kebijakan dan prosedur pengendalian internal Perseroan. Terlepas
dari upaya Perseroan, Perseroan mungkin tidak sepenuhnya berhasil mencegah, mengidentifikasi, atau
mengatasi ketidakpatuhan dan/ atau aktivitas atau transaksi mencurigakan secara tepat waktu atau tidak
sama sekali. Contoh-contoh korupsi, penyuapan, transaksi yang tidak sah atau pelanggaran kebijakan
dan prosedur internal Perser